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KATA PENGANTAR  

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan 

karunia-Nya, sehingga penyusunan karya tulis dengan judul "Hukum Dagang Internasional" 

dapat diselesaikan. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman mendalam tentang 

kerangka hukum yang mengatur aktivitas perdagangan lintas negara, serta relevansinya dalam 

dinamika globalisasi ekonomi saat ini. 

Perdagangan internasional telah menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi 

global. Namun, di balik praktiknya yang masif, terdapat sejumlah tantangan hukum yang perlu 

diantisipasi, mulai dari sengketa tarif, proteksionisme, hingga persaingan tidak sehat 

antarnegara. Hukum perdagangan internasional hadir sebagai instrumen untuk menciptakan 

kepastian, keadilan, dan keberlanjutan dalam interaksi ekonomi global. 

Dalam bab 1 membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup hukum dagang 

internasional, asas serta tujuan yang mendasari perjanjian perdagangan global, serta 

perkembangan terkini dalam perdagangan global dan peran organisasi internasional. Bab 2 

akan menjelaskan berbagai sumber hukum seperti perjanjian internasional, kebiasaan 

internasional, prinsip hukum umum, dan soft law yang membentuk dasar hukum perdagangan 

internasional. Pada bab ke 3, dibahas tentang pengertian kontrak dagang, CISG (Konvensi Wina 

tentang kontrak jual beli internasional), arbitrase, serta tantangan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan kontrak multinasional. 

Bab 4 mengulas mengenai perdagangan digital, regulasi transaksi elektronik, 

perlindungan data dan privasi konsumen, serta dampak teknologi baru seperti blockchain 

dalam perdagangan internasional. Di bab 5, dibahas mengenai letter of credit, risiko yang 

terkait dengan transaksi internasional, serta inovasi fintech dalam sistem pembayaran global. 

Selanjutnya dalam bab 6 menyoroti konvensi transportasi laut, tanggung jawab pengangkut, 

dan peran transportasi multimoda dalam daya saing logistik internasional. 

Bab ke 7 membahas perlindungan hak kekayaan intelektual lintas negara, tantangan 

pembajakan digital, serta keseimbangan antara perlindungan investor dan kebijakan publik, 

serta reformasi dalam penyelesaian sengketa investasi. Bab 8 menyentuh prinsip-prinsip dasar 

WTO seperti MFN dan national treatment, isu subsidi dan dumping, serta reformasi WTO di 

tengah era proteksionisme. Dan selanjutnya bab 9 membahas analisis perjanjian perdagangan 

regional seperti CPTPP, RCEP, serta dampak Brexit terhadap perdagangan Eropa, serta 

kompetisi antara regionalisme dan multilateralisme. 

Bab 10, dijelaskan fungsi dan prinsip-prinsip WTO serta prosedur untuk bergabung 

dengan organisasi tersebut. Terakhir, bab 11 mengulas sejarah dan garis besar ketentuan GATT, 

hubungan antara pemerintah dengan GATT dan WTO, serta pro dan kontra terkait 

perdagangan bebas dan perbedaan antara perdagangan barang dan jasa. 

 Selain itu, dibahas pula isu kontemporer seperti dampak trade war, praktik dumping, 

serta integrasi aspek lingkungan dan hak asasi manusia dalam kebijakan perdagangan. Penulis 
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juga menyoroti peran teknologi digital dalam transformasi perdagangan global, termasuk 

regulasi e-commerce dan tantangan hukum dalam transaksi lintas platform.  

Buku ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami dengan lebih jelas tentang 

hukum perdagangan internasional. Dengan menjelaskan prinsip-prinsip dasar, peraturan, serta 

tantangan yang ada, buku ini bertujuan memberikan panduan praktis bagi siapa saja yang 

terlibat dalam dunia perdagangan global. Semoga informasi yang disampaikan dapat 

bermanfaat dalam menghadapi berbagai isu dan perkembangan dalam perdagangan 

internasional. 

 

 

Semarang, Maret 2025 

Penulis  

 

 

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM. 
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BAB 1  

PENDAHULUAN  
 

 

1.1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM DAGANG INTERNASIONAL 

 

 
Gambar 1.1 Perdagangan Internasional  

 

Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Dagang Internasional 

Hukum dagang internasional adalah sekumpulan aturan dan prinsip yang mengatur 

transaksi perdagangan antara negara-negara. Hukum ini mencakup berbagai aspek, termasuk 

kontrak internasional, penyelesaian sengketa, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan 

regulasi perdagangan internasional. Tujuan utama dari hukum dagang internasional adalah 

untuk menciptakan kerangka kerja yang adil dan efisien bagi pelaku bisnis dalam melakukan 

transaksi lintas batas, serta untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian yang mungkin timbul 

akibat perbedaan sistem hukum antar negara. 

Hukum dagang internasional tidak hanya terbatas pada transaksi antara perusahaan 

swasta, tetapi juga melibatkan peran pemerintah dan organisasi internasional dalam 

menciptakan kerangka hukum yang mendukung perdagangan global. Contohnya adalah 
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perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) dan aturan yang ditetapkan oleh 

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). 

 

1.2 ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL 

Asas Hukum Perdagangan Internasional 

Kontrak dagang internasional menjadi landasan penting dalam transaksi antarnegara. 

Untuk menjamin keadilan dan ketertiban dalam kegiatan ekspor-impor, kontrak ini harus 

mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang disepakati secara global. Berikut asas utama yang 

melindungi hak dan kewajiban penjual maupun pembeli dalam perdagangan internasional: 

1. Kebebasan Berkontrak: Pihak-pihak yang terlibat bebas menentukan isi kontrak 

selama tidak melanggar hukum atau norma internasional. 

2. Pengakuan Kebiasaan dan Praktik Dagang Internasional: Kontrak harus 

mempertimbangkan kebiasaan, praktik, dan kesepakatan yang telah diakui secara 

global dalam perdagangan antarnegara. 

3. Iktikad Baik dan Kejujuran dalam Transaksi: Setiap pihak wajib bertindak jujur, 

transparan, dan tidak menyembunyikan informasi penting selama proses transaksi. 

4. Pembatalan Kontrak Akibat Ketimpangan Hak dan Kewajiban: Kontrak dapat 

dibatalkan jika terdapat ketidakseimbangan signifikan antara hak dan kewajiban pihak-

pihak yang merugikan salah satu pihak. 

Asas ini bertujuan menciptakan kerangka hukum yang adil, mencegah konflik, dan memastikan 

perdagangan internasional berjalan lancar tanpa merugikan pihak mana pun. Dengan 

mematuhi prinsip-prinsip tersebut, negara maupun pelaku usaha dapat menjalin kerja sama 

yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. 

Ruang Lingkup Hukum Dagang Internasional 

Ruang lingkup hukum dagang internasional sangat luas dan mencakup berbagai aspek, 

antara lain: 

1. Transaksi Jual Beli Barang dan Jasa Internasional 

Hukum ini mengatur kontrak jual beli barang dan jasa yang melibatkan pihak dari 

negara berbeda. Contohnya adalah penggunaan Incoterms (International Commercial 

Terms) yang menentukan tanggung jawab penjual dan pembeli dalam pengiriman 

barang. 

2. Pembiayaan Perdagangan Internasional 

Ini mencakup instrumen pembiayaan seperti letter of credit (L/C), bank garansi, dan 

pembiayaan ekspor-impor. Hukum ini memastikan bahwa pembayaran dan pengiriman 

barang berjalan lancar. 

3. Investasi Asing 

Hukum dagang internasional juga mengatur investasi asing langsung (Foreign Direct 

Investment/FDI), termasuk perlindungan hak investor, transfer teknologi, dan 

penyelesaian sengketa investasi. 

4. Perjanjian Internasional 
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Perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral, seperti WTO, ASEAN Free Trade Area 

(AFTA), atau Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership 

(CPTPP), merupakan bagian penting dari hukum dagang internasional. 

5. Penyelesaian Sengketa 

Hukum ini menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui arbitrase 

internasional (misalnya oleh International Chamber of Commerce/ICC) maupun melalui 

pengadilan nasional. 

6. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

Perlindungan hak kekayaan intelektual dalam perdagangan internasional, seperti 

paten, merek dagang, dan hak cipta, juga diatur dalam hukum ini. 

7. Regulasi Ekspor-Impor 

Ini mencakup aturan bea cukai, tarif, kuota, dan larangan perdagangan yang 

diberlakukan oleh negara. 

8. Transportasi dan Logistik Internasional 

Hukum ini mengatur pengiriman barang melalui laut, udara, dan darat, termasuk 

tanggung jawab pihak pengirim dan penerima. 

9. Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha 

Hukum dagang internasional juga memastikan bahwa praktik perdagangan tidak 

merugikan konsumen dan tidak menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. 

 

Sumber Hukum Dagang Internasional 

Sumber hukum dagang internasional berasal dari: 

➢ Perjanjian Internasional: Misalnya, Konvensi Wina 1980 tentang Kontrak Jual Beli 

Barang Internasional (CISG). 

➢ Hukum Nasional: Aturan yang ditetapkan oleh negara terkait perdagangan 

internasional. 

➢ Kebiasaan dan Praktik Perdagangan: Seperti Uniform Customs and Practice for 

Documentary Credits (UCP 600). 

➢ Yurisprudensi: Keputusan pengadilan atau arbitrase internasional yang menjadi acuan. 

 

Tantangan dalam Hukum Dagang Internasional 

Meskipun hukum dagang internasional telah berkembang pesat, beberapa tantangan 

masih ada, seperti: 

• Perbedaan sistem hukum antarnegara. 

• Konflik yurisdiksi. 

• Ketidakpastian hukum akibat perubahan kebijakan perdagangan. 

• Perlindungan yang tidak merata terhadap negara berkembang. 

Kesimpulan 

Hukum dagang internasional memainkan peran kunci dalam memfasilitasi 

perdagangan global yang adil dan efisien. Dengan ruang lingkup yang luas, hukum ini tidak 
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hanya mengatur transaksi komersial tetapi juga menciptakan kerangka hukum yang 

mendukung kerja sama ekonomi antarnegara. Pemahaman yang mendalam tentang hukum 

dagang internasional sangat penting bagi pelaku bisnis, pemerintah, dan praktisi hukum untuk 

menghadapi kompleksitas perdagangan global. 

Contoh Kasus yang relevan dalam Hukum Dagang Internasional 

Berikut adalah contoh kasus yang relevan dalam hukum dagang internasional 

berdasarkan sumber yang diberikan: 

1. Sengketa Kontrak Dagang Internasional St. Patrick Farm vs. PT Surya Pangan Jaya : 

Kasus ini melibatkan kontrak dagang internasional antara perusahaan Irlandia (St. 

Patrick Farm) dan perusahaan Indonesia (PT Surya Pangan Jaya). Sengketa muncul 

terkait ketentuan kontrak, seperti kualitas produk dan mekanisme pembayaran, yang 

diselesaikan melalui arbitrase. 

2. Kasus Mobil Nasional Timor (Indonesia) vs. Jepang dan Uni Eropa: Indonesia 

menggugat kebijakan Jepang dan Uni Eropa yang dianggap diskriminatif terhadap 

mobil nasional Timor. Kasus ini dibawa ke WTO karena dianggap melanggar prinsip 

national treatment (perlakuan tidak setara terhadap produk domestik dan impor). 

3. Sengketa Biodiesel Indonesia vs. Uni Eropa:   Uni Eropa memberlakukan tarif anti-

dumping terhadap biodiesel Indonesia, yang dianggap menjual produk di bawah harga 

pasar. Indonesia memenangkan gugatan di WTO setelah membuktikan kebijakan UE 

tidak sesuai dengan aturan perdagangan internasional.  

4. Sengketa Kemasan Rokok Polos Indonesia vs. Australia:  Australia mewajibkan 

kemasan rokok polos tanpa merek, termasuk untuk produk rokok kretek Indonesia. 

Indonesia menggugat ke WTO dengan alasan kebijakan ini melanggar hak kekayaan 

intelektual dan membatasi akses pasar. 

5. Kasus Nikel: Uni Eropa vs. Indonesia: Uni Eropa menggugat kebijakan Indonesia yang 

melarang ekspor nikel mentah ke WTO. UE menilai larangan ini bertentangan dengan 

prinsip perdagangan bebas, sementara Indonesia berargumen kebijakan tersebut 

untuk melindungi industri hilir dalam negeri.  

6. Sengketa Marina Bay (PT Asia Mandiri Lines):   Kasus ini melibatkan perselisihan 

kontrak pengiriman barang antara PT Asia Mandiri Lines dan mitra asing. Arbiter 

menilai prinsip keadilan dalam kontrak berdasarkan asas good faith dan ketentuan 

Incoterms yang disepakati. 

7. Impor Pakaian Bekas Ilegal: Kasus ini membahas kompleksitas hukum dagang 

internasional terkait impor pakaian bekas ilegal ke Indonesia. Isu utama adalah 

ketidaksesuaian regulasi nasional dengan standar perdagangan global dan dampaknya 

terhadap industri lokal. 
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Bagaimana dampak Putusan WTO dalam Kasus – Kasus Perdagangan Internasional 

Indonesia? 

Putusan WTO terhadap kasus-kasus perdagangan Indonesia memiliki implikasi hukum, 

ekonomi, dan politik, baik yang bersifat positif maupun negatif. Berikut analisis berdasarkan 

kasus-kasus yang tercantum dalam sumber: 

1. Dampak Positif  

a. Penguatan Posisi Negara dalam Perdagangan Global   

✓ Indonesia memenangkan sengketa melawan Uni Eropa terkait kebijakan diskriminasi 

minyak sawit (CPO). WTO menyatakan kebijakan UE yang mengaitkan larangan impor 

CPO dengan isu perubahan iklim tidak sesuai aturan perdagangan internasional. 

Kemenangan ini memperkuat posisi Indonesia dalam memperjuangkan keadilan 

perdagangan untuk komoditas strategis.   

✓ Putusan ini mendorong UE untuk merevisi kebijakan yang dianggap menghambat akses 

pasar, seperti dalam kasus RED II (Renewable Energy Directive II).  

b. Peningkatan Kepercayaan Investor  

Kemenangan di WTO meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap stabilitas 

hukum dan kebijakan perdagangan Indonesia, terutama untuk sektor perkebunan dan industri 

hilir. 

 

2. Dampak Negatif  

a. Tekanan untuk Merevisi Kebijakan Domestik   

➢ Pada kasus larangan ekspor bijih nikel, WTO memutuskan kebijakan Indonesia 

bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas. Putusan ini memaksa Indonesia 

meninjau ulang kebijakan hilirisasi industri nikel, yang berpotensi mengurangi 

pendapatan negara dari ekspor bahan mentah.   

➢ Sengketa impor pakaian bekas ilegal juga menunjukkan ketidaksesuaian regulasi 

nasional dengan standar WTO, memaksa Indonesia memperketat pengawasan atau 

merevisi aturan.   

b. Kerugian Finansial dan Ekonomi 

➢ Pada kasus sengketa hortikultura dengan AS, WTO memutuskan Indonesia kalah dan 

harus membayar kompensasi atas pembatasan impor produk hortikultura AS. 

3. Respons Indonesia terhadap Putusan WTO  

✓ Penolakan dan Banding: Indonesia menolak putusan WTO yang dianggap merugikan, 

seperti pada kasus nikel, dan mengajukan banding untuk memperjuangkan 

kepentingan nasional. 

✓ Penyesuaian Regulasi: Pemerintah merevisi kebijakan untuk mematuhi putusan WTO, 

seperti dalam kasus larangan kemasan rokok polos yang diajukan Australia, meski tetap 

mengkritik kebijakan tersebut.   

4. Implikasi Strategis  
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• Diplomasi Perdagangan: Putusan WTO menjadi alat diplomasi Indonesia untuk 

menekan negara mitra agar mencabut kebijakan proteksionis, seperti dalam kasus 

sawit dan nikel. 

• Keseimbangan Kepentingan: Indonesia dihadapkan pada dilema antara melindungi 

industri dalam negeri (misalnya melalui hilirisasi) dengan kewajiban mematuhi aturan 

perdagangan global.  

Kesimpulan 

Putusan WTO berdampak signifikan pada kebijakan perdagangan Indonesia, mulai dari 

penguatan posisi negara di forum internasional hingga tekanan untuk merevisi regulasi 

domestik. Meski ada kemenangan penting (seperti kasus sawit), Indonesia tetap perlu strategi 

adaptif untuk menghadapi dinamika hukum dagang global. 

 

1.3 PERKEMBANGAN TERKINI DALAM PERDAGANGAN GLOBAL 

Perdagangan global pada tahun 2024 hingga 2025 diperkirakan akan mengalami 

pertumbuhan yang stagnan, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global sekitar 3,2% 

hingga 3,3%. Meskipun ada tantangan seperti inflasi dan perlambatan ekonomi, sektor jasa 

keuangan dan neraca perdagangan menunjukkan kinerja yang solid, memberikan harapan 

untuk pemulihan yang lebih baik.  

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global 

• Pertumbuhan Stabil: Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan berada di kisaran 

3,2% hingga 3,3% pada tahun 2024 dan 2025. Meskipun ada tantangan yang dihadapi, 

seperti inflasi yang tinggi dan perlambatan di beberapa negara, proyeksi ini 

menunjukkan adanya harapan untuk pemulihan. 

• Sektor Jasa Keuangan: Sektor jasa keuangan diharapkan tetap kuat, berkontribusi pada 

stabilitas ekonomi global. Kinerja yang baik dalam sektor ini dapat membantu 

mendukung pertumbuhan di sektor lainnya. 

Dinamika Perdagangan Internasional 

• Perdagangan Non-Migas: Ekspor non-migas diperkirakan akan meningkat, didorong 

oleh permintaan domestik yang kuat dan kebijakan pemerintah yang mendukung. Hal 

ini diharapkan dapat mengimbangi hambatan yang disebabkan oleh tekanan eksternal. 

• Investasi Asing: Meningkatnya investasi asing langsung (FDI) di berbagai sektor, 

termasuk infrastruktur dan teknologi, akan menjadi pendorong utama pertumbuhan 

perdagangan internasional. Negara-negara yang mampu menarik investasi akan 

mendapatkan keuntungan dalam meningkatkan daya saing. 

Tantangan yang Dihadapi 

• Inflasi dan Ketidakpastian Ekonomi: Inflasi yang tinggi di banyak negara dapat 

mempengaruhi daya beli konsumen dan menghambat pertumbuhan. Ketidakpastian 

ekonomi global juga dapat mempengaruhi keputusan investasi dan perdagangan. 
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• Geopolitik dan Rantai Pasok: Tensi geopolitik yang terus berlanjut dan potensi disrupsi 

rantai pasok global dapat mempengaruhi stabilitas perdagangan internasional. Negara-

negara perlu beradaptasi dengan perubahan ini untuk menjaga kelancaran arus 

perdagangan. 

Kesimpulan 

Perdagangan global pada periode 2024 hingga 2025 diperkirakan akan mengalami 

pertumbuhan yang stabil meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Sektor jasa 

keuangan dan investasi asing diharapkan menjadi pendorong utama, sementara tantangan 

inflasi dan ketidakpastian geopolitik perlu dikelola dengan baik untuk memastikan 

kelangsungan pertumbuhan 

 

Perlambatan Pertumbuhan Perdagangan Global 

Perlambatan pertumbuhan perdagangan global merujuk pada penurunan laju 

pertumbuhan dalam volume perdagangan barang dan jasa antarnegara di seluruh dunia. WTO 

memproyeksikan pertumbuhan perdagangan global hanya 0,8% pada 2023 , jauh lebih rendah 

dari perkiraan awal 2,7%. Pada 2022, perdagangan global tumbuh 3,5% , lebih baik dari 

proyeksi April 2022 sebesar 3,0% .Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik 

struktural maupun siklus, dan memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian global. 

Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai topik ini: 

Faktor Penyebab Perlambatan Perdagangan Global 

a. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Global: Pertumbuhan ekonomi yang melambat 

di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan China dapat 

mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa impor. Hal ini berdampak langsung 

pada volume perdagangan global. 

b. Perang Dagang dan Ketegangan Geopolitik: Kebijakan proteksionisme, tarif impor, dan 

perang dagang (misalnya antara AS dan China) menciptakan ketidakpastian dalam 

perdagangan internasional. Hal ini menyebabkan penurunan arus perdagangan dan 

investasi. 

c. Pandemi COVID-19: Pandemi mengganggu rantai pasok global, menutup perbatasan, 

dan mengurangi mobilitas barang dan jasa. Meskipun pemulihan terjadi, dampaknya 

masih terasa dalam bentuk ketidakseimbangan pasokan dan permintaan. 

d. Perubahan Struktural dalam Ekonomi Global: Beberapa negara mulai fokus pada 

produksi domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor (reshoring). Selain itu, 

pertumbuhan sektor jasa yang tidak seintensif sektor manufaktur juga memengaruhi 

volume perdagangan. 

e. Fluktuasi Nilai Tukar dan Harga Komoditas: Ketidakstabilan nilai tukar mata uang dan 

harga komoditas (seperti minyak dan gas) dapat memengaruhi biaya perdagangan dan 

mengurangi minat ekspor-impor. 



H u k u m  D a g a n g  I n t e r n a s i o n a l  | 8 

 

 
Dr. Agus Wibowo & Dr. Sri Yulianingsih, SH, M.Kn. 
 

f. Krisis Keuangan dan Utang Global: Krisis keuangan atau tingginya tingkat utang di 

beberapa negara dapat mengurangi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam 

perdagangan internasional. 

 

Dampak Perlambatan Perdagangan Global 

1) Penurunan Pertumbuhan Ekonomi: Perdagangan internasional adalah mesin 

pertumbuhan ekonomi bagi banyak negara. Perlambatan perdagangan dapat 

mengurangi pertumbuhan PDB global. 

2) Pengangguran dan Ketimpangan: Sektor ekspor yang tertekan dapat menyebabkan 

pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatkan pengangguran, terutama di 

negara-negara yang bergantung pada ekspor. 

3) Ketidakpastian Investasi: Perlambatan perdagangan menciptakan ketidakpastian bagi 

investor, yang dapat mengurangi aliran investasi asing langsung (FDI). 

4) Dampak pada Negara Berkembang: Negara-negara berkembang yang bergantung 

pada ekspor komoditas atau manufaktur akan lebih rentan terhadap perlambatan 

perdagangan global. 

Upaya Mengatasi Perlambatan Perdagangan Global 

✓ Kerja Sama Multilateral: Mendorong kerja sama melalui organisasi seperti World Trade 

Organization (WTO) untuk mengurangi hambatan perdagangan dan menciptakan 

aturan yang adil. 

✓ Diversifikasi Ekonomi: Negara-negara perlu mengurangi ketergantungan pada sektor 

tertentu dengan mengembangkan industri dan sektor jasa lainnya. 

✓ Stimulus Ekonomi: Pemerintah dapat memberikan stimulus fiskal dan moneter untuk 

mendorong permintaan domestik dan mengurangi dampak perlambatan perdagangan. 

✓ Digitalisasi dan Perdagangan Elektronik: Meningkatkan perdagangan digital dan e-

commerce dapat menjadi alternatif untuk mengatasi hambatan perdagangan 

konvensional. 

✓ Pemulihan Rantai Pasok Global: Memperkuat rantai pasok dan infrastruktur logistik 

untuk memastikan kelancaran arus barang dan jasa. 

 

Prospek ke Depan 

Perlambatan perdagangan global diperkirakan akan terus terjadi dalam jangka pendek 

karena ketidakpastian geopolitik dan tantangan ekonomi global. Namun, dengan langkah-

langkah yang tepat, seperti peningkatan kerja sama internasional dan adaptasi terhadap 

perubahan struktural, perdagangan global dapat kembali pulih dalam jangka panjang. 

Perlambatan ini juga menjadi momentum bagi negara-negara untuk memperkuat ketahanan 

ekonomi domestik dan mencari peluang baru dalam perdagangan internasional, seperti 

ekonomi hijau dan teknologi digital. 

Penguatan Sektor Konstruksi Ekonomi Global 
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Sektor konstruksi memiliki peran krusial dalam perekonomian, terutama saat 

perdagangan global melambat. Dengan proyek infrastruktur yang besar, sektor ini dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memiliki efek 

pengganda terhadap sektor lain seperti manufaktur dan jasa.   

Strategi Penguatan Sektor Konstruksi:   

1. Investasi Infrastruktur Publik: Pemerintah dapat meningkatkan belanja infrastruktur 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing jangka panjang.   

2. Pemanfaatan Teknologi: Menggunakan teknologi modern seperti BIM dan konstruksi 

modular guna meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan.   

3. Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja: Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja untuk 

meningkatkan produktivitas dan kualitas proyek.   

4. Insentif bagi Sektor Swasta: Memberikan keringanan pajak atau skema PPP guna 

meningkatkan investasi dalam sektor konstruksi.   

5. Fokus pada Keberlanjutan: Mengembangkan proyek berkelanjutan seperti energi 

terbarukan dan bangunan hijau untuk menarik investasi.   

Tantangan utama dalam penguatan sektor ini mencakup keterbatasan anggaran, regulasi yang 

kompleks, serta ketergantungan pada impor material konstruksi. Namun, negara seperti China 

dan India telah membuktikan bahwa investasi besar dalam infrastruktur dapat menjadi strategi 

efektif dalam menghadapi perlambatan ekonomi global.   

Kesimpulan:   

Dengan strategi yang tepat, penguatan sektor konstruksi dapat menjadi solusi untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ketahanan ekonomi domestik, serta 

menciptakan daya saing yang lebih kuat di masa depan. 

 

Proyeksi IMF untuk Asia Pasifik 

Proyeksi IMF untuk Asia Pasifik menyoroti potensi pertumbuhan yang kuat di kawasan 

ini, meskipun menghadapi tantangan global seperti perlambatan perdagangan, inflasi, dan 

ketegangan geopolitik. Rekomendasi kebijakan IMF mencakup kebijakan fiskal yang selektif, 

reformasi struktural, dan kerja sama regional untuk memperkuat ketahanan ekonomi. Dengan 

langkah-langkah yang tepat, Asia Pasifik dapat mempertahankan posisinya sebagai mesin 

pertumbuhan global sambil mengatasi tantangan yang ada. 

Proyeksi International Monetary Fund (IMF) untuk kawasan Asia Pasifik memberikan 

gambaran tentang pertumbuhan ekonomi, tantangan, dan rekomendasi kebijakan untuk 

negara-negara di wilayah ini. Asia Pasifik merupakan salah satu kawasan dengan pertumbuhan 

ekonomi tercepat di dunia, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak 

perlambatan perdagangan global, ketegangan geopolitik, dan perubahan struktural dalam 

perekonomian global. Berikut adalah poin dan pembahasan penting dalam proyeksi IMF untuk 

Asia Pasifik: 

1. Proyeksi Pertumbuhan   
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IMF memperkirakan ekonomi Asia Pasifik tetap kuat dengan pertumbuhan 4-5% pada 

2023-2024, meskipun lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi. Konsumsi domestik, 

investasi infrastruktur, dan ekspor produk teknologi menjadi faktor utama pendorong 

pertumbuhan.   

2. Tantangan Utama 

✓ Perlambatan Perdagangan Global akibat penurunan permintaan dan proteksionisme.   

✓ Inflasi dan Kebijakan Moneter yang mendorong kenaikan suku bunga, mempengaruhi 

investasi dan nilai tukar.   

✓ Ketegangan Geopolitik seperti konflik AS-China yang mengancam stabilitas ekonomi.   

✓ Perubahan Iklim dan Bencana Alam yang berdampak pada aktivitas ekonomi.   

✓ Ketimpangan Ekonomi yang masih menjadi tantangan di banyak negara.   

3. Rekomendasi Kebijakan IMF 

➢ Kebijakan Fiskal yang fokus pada belanja infrastruktur dan program sosial.   

➢ Kebijakan Moneter yang seimbang untuk mengendalikan inflasi tanpa menghambat 

pertumbuhan.   

➢ Reformasi Struktural untuk meningkatkan produktivitas dan diversifikasi ekonomi.   

➢ Kerja Sama Regional melalui inisiatif seperti RCEP.   

➢ Ketahanan terhadap Perubahan Iklim dengan investasi dalam infrastruktur tahan 

bencana dan energi terbarukan.   

4. Peran China dan India   

❖ China tetap menjadi penggerak ekonomi meskipun menghadapi tantangan struktural 

seperti utang dan penuaan populasi.   

❖ India diproyeksikan menjadi ekonomi dengan pertumbuhan tercepat, didorong oleh 

konsumsi dan investasi infrastruktur, namun menghadapi tantangan pengangguran dan 

perubahan iklim.   

5. Dampak Global terhadap Asia Pasifik   

Perlambatan ekonomi global, kenaikan suku bunga, dan fragmentasi ekonomi akibat 

konflik AS-China dapat menghambat ekspor dan investasi di kawasan ini.   

6. Prospek Jangka Panjang  

Asia Pasifik diperkirakan tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia, tetapi 

perlu mengatasi tantangan ketimpangan, perubahan iklim, dan ketergantungan pada ekspor 

untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.  

 

1.4 PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL 

Organisasi internasional memainkan peran sentral dalam membentuk dan memelihara 

sistem perdagangan global yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Melalui penciptaan 

aturan, penyelesaian sengketa, dan dukungan kepada negara-negara berkembang, mereka 

membantu memastikan bahwa perdagangan global dapat menjadi mesin pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan yang inklusif. Dalam menghadapi tantangan global seperti 
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pandemi, perubahan iklim, dan ketegangan geopolitik, peran organisasi internasional menjadi 

semakin penting untuk menjaga stabilitas dan kemajuan perdagangan global.  

Organisasi internasional memainkan peran krusial dalam mengatur, memfasilitasi, dan 

mempromosikan perdagangan global. Mereka bertindak sebagai platform untuk kerja sama 

antarnegara, menyelesaikan sengketa, dan menciptakan kerangka hukum serta kebijakan yang 

mendukung perdagangan yang adil dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa organisasi 

dagang internasional yang berperan penting dalam mengatur, memfasilitasi, dan 

mempromosikan perdagangan global: 

1. WTO (World Trade Organization) 

 

 
Gambar 1.2 logo Organisasi WTO  

 

WTO adalah organisasi internasional yang bertujuan mengatur perdagangan global 

secara adil, transparan, dan berkelanjutan. WTO memiliki 164 negara (per 2023). Fungsi 

utamanya meliputi: 

• Mendorong Perdagangan Bebas: WTO menciptakan kerangka kerja untuk mengurangi 

hambatan tarif dan non-tarif, serta memastikan kebijakan perdagangan yang tidak 

diskriminatif. 

• Penyelesaian Sengketa: WTO menyediakan mekanisme arbitrase untuk menyelesaikan 

konflik perdagangan antarnegara, seperti kasus Indonesia vs. Uni Eropa terkait larangan 

ekspor nikel. 

• Pemantauan Kebijakan: WTO memantau kebijakan perdagangan anggota untuk 

memastikan kesesuaian dengan prinsip transparansi dan keadilan. 

Contoh dampak WTO: Putusan WTO dalam kasus Indonesia vs. Uni Eropa (2023) memaksa 

revisi kebijakan proteksionis yang bertentangan dengan aturan perdagangan global. 

 

2. UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) 



H u k u m  D a g a n g  I n t e r n a s i o n a l  | 12 

 

 
Dr. Agus Wibowo & Dr. Sri Yulianingsih, SH, M.Kn. 
 

 
Gambar 1.3 Logo Organisasi UNCITRAL  

 

UNCITRAL adalah badan PBB yang bertugas mengharmonisasi hukum perdagangan 

internasional untuk memfasilitasi transaksi bisnis lintas negara, yang memiliki 60 anggota yang 

berasal dari berbagai negara di seluruh dunia. Perannya meliputi: 

• Pembuatan Model Hukum: UNCITRAL menyusun model konvensi, seperti UNCITRAL 

Model Law on International Commercial Arbitration, untuk menyamakan standar 

hukum di berbagai negara. 

• Mediasi dan Arbitrase: UNCITRAL menyediakan kerangka kerja untuk penyelesaian 

sengketa bisnis internasional melalui arbitrase, seperti dalam kasus pelanggaran 

kontrak atau investasi. 

• Penguatan Kapasitas Hukum: UNCITRAL membantu negara berkembang 

menyelaraskan regulasi nasional dengan standar internasional. 

Contoh kontribusi: UNCITRAL berperan dalam pembentukan Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods (CISG), yang menjadi dasar kontrak jual beli internasional. 

 

3. ICC (International Chamber of Commerce) 

ICC adalah organisasi global yang mewakili dunia usaha dan perusahaan di seluruh 

dunia. Didirikan pada tahun 1919, ICC bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan 

internasional yang adil dan bebas, serta mendukung perkembangan bisnis yang berkelanjutan 

di tingkat global. 

 
Gambar 1.4 Logo Organisasi ICC 
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Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber yang diberikan, ICC dikenal 

sebagai organisasi global yang mendorong standar komersial dan praktik bisnis berkelanjutan. 

Anggota ICC memiliki jumlah lebih dari 45 juta anggota lebih dari 100 negara. Berdasarkan 

konteks umum: 

• Pengembangan Standar: ICC menciptakan panduan seperti Incoterms untuk 

memperjelas tanggung jawab dalam transaksi barang internasional. 

• Advokasi Kebijakan: ICC mewakili kepentingan bisnis global dalam forum 

internasional, seperti G20 atau WTO. 

 

4. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) 

 

 
Gambar 1.5 Logo Organisasi UNCTAD 

 

UNCTAD adalah badan PBB yang berfokus pada perdagangan internasional dan 

pembangunan ekonomi, terutama untuk negara-negara berkembang. Anggota dari organisasi 

ini adalah 195 negara anggota PBB. Tujuannya adalah untuk mendukung negara-negara 

berkembang agar dapat berpartisipasi lebih aktif dalam perdagangan global dan mengurangi 

kemiskinan melalui kebijakan ekonomi dan perdagangan yang inklusif. 

• Fungsi: 

✓ Memberikan analisis kebijakan perdagangan. 

✓ Memberikan bantuan teknis kepada negara berkembang. 

Contoh Peran: Mempublikasikan laporan tahunan seperti Trade and Development Report. 
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4. WCO (World Customs Organization) 

 

 
Gambar 1.6 Logo Organisasi WCO  

 

WCO adalah organisasi internasional yang bertugas mengembangkan standar dan 

kebijakan terkait dengan bea cukai dan perdagangan internasional. WCO memiliki 184 anggota 

di berbagai negara. WCO bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan global dengan 

memastikan sistem bea cukai yang efisien, aman, dan transparan di seluruh dunia. 

• Fungsi: 

✓ Menyusun standar dan prosedur kepabeanan. 

✓ Memfasilitasi kerja sama antarnegara dalam hal kepabeanan. 

Contoh Peran: Mengembangkan Harmonized System (HS) untuk klasifikasi barang. 

 

5.   OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 

 

 
Gambar 1.7 Logo organisasi OECD 

 

OECD adalah organisasi internasional yang beranggotakan 38 negara yang bekerja 

sama untuk mempromosikan kebijakan ekonomi yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan. OECD 

menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk memajukan kemajuan ekonomi, 

perdagangan, dan pembangunan sosial di negara-negara anggotanya. 

• Fungsi: 

✓ Menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan. 

✓ Memfasilitasi kerja sama ekonomi antarnegara. 

Contoh Peran: Mempublikasikan laporan tentang perdagangan dan investasi global. 
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6.  ITC (International Trade Centre) 

 

 
Gambar 1.8 Logo Organisasi ITC 

 

ITC adalah organisasi yang berfokus pada peningkatan kemampuan sektor bisnis di 

negara berkembang dalam mengakses pasar internasional. Anggota organisasi ini didukung 

oleh WTO dan UNCTAD. ITC bekerja untuk membantu perusahaan kecil dan menengah (UKM) 

di negara berkembang agar dapat bersaing secara global melalui peningkatan perdagangan 

dan peningkatan kapasitas ekspor. 

• Fungsi: 

✓ Memberikan bantuan teknis dan pelatihan. 

✓ Mempromosikan ekspor dari negara berkembang. 

Contoh Peran: Program peningkatan kapasitas ekspor untuk UKM. 

 

7. RTO (Regional Trade Organizations) 

RTO adalah organisasi perdagangan yang melibatkan negara-negara dalam kawasan 

geografis tertentu untuk meningkatkan kerjasama perdagangan antar negara anggota di 

kawasan tersebut. Contoh RTO termasuk ASEAN, Mercosur, dan EAC (East African Community). 

Tujuannya adalah untuk memfasilitasi perdagangan antar negara anggota melalui 

pengurangan hambatan perdagangan dan peningkatan integrasi ekonomi.. Contohnya: 

a. ASEAN Free Trade Area (AFTA) 

AFTA adalah kesepakatan perdagangan bebas yang dibentuk oleh negara-negara 

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) untuk mengurangi hambatan perdagangan, 

seperti tarif dan kuota, di antara negara-negara anggotanya. 

 
Gambar 1.9 Logo AFTA 
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AFTA menjadi dasar penting bagi integrasi ekonomi di Asia Tenggara, yang membuka 

peluang bagi perdagangan bebas dan memperkuat daya saing di tingkat regional. 

Melalui AFTA, negara-negara ASEAN berusaha memperkuat posisi mereka di pasar 

global serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan 

tersebut. 

 

 
Gambar 1.10 Negara anggota AFTA 

 

• Tujuan: Meningkatkan perdagangan antarnegara anggota ASEAN. 

• Fungsi: Menurunkan tarif dan menghapus hambatan perdagangan. 

• Anggota: 10 negara anggota ASEAN. 

b. European Union (EU) 

EU adalah organisasi politik dan ekonomi yang terdiri dari 27 negara Eropa yang bekerja 

sama dalam bidang perdagangan, kebijakan luar negeri, perundang-undangan, dan aspek 

sosial-ekonomi lainnya.  

Organisasi internasional ini beroperasi melalui kombinasi sistem supranasional dan 

antar-pemerintahan. Dalam beberapa bidang, keputusan dibuat melalui musyawarah dan 

mufakat antara negara-negara anggota, sementara di bidang lain, lembaga-lembaga 

supranasional menjalankan tanggung jawabnya tanpa memerlukan persetujuan dari 

anggota-anggota. 

 



H u k u m  D a g a n g  I n t e r n a s i o n a l  | 17 

 

 
Dr. Agus Wibowo & Dr. Sri Yulianingsih, SH, M.Kn. 
 

 
Gambar 1.11 Bendera EU 

• Tujuan: Mempromosikan integrasi ekonomi dan perdagangan di Eropa. 

• Fungsi: Menciptakan pasar tunggal dengan kebijakan perdagangan yang 

terintegrasi. 

• Anggota: 27 negara anggota UE. 

c.  North American Free Trade Agreement (NAFTA) / United States-Mexico-Canada 

Agreement (USMCA) 

NAFTA adalah perjanjian perdagangan bebas yang mengatur hubungan 

perdagangan antara Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Pada 2020, NAFTA 

digantikan oleh USMCA, yang memperbarui perjanjian ini dengan menambah 

ketentuan baru tentang perdagangan digital, perlindungan hak cipta, dan sektor-sektor 

lainnya. 

• Tujuan: Meningkatkan perdagangan antara AS, Kanada, dan Meksiko. 

• Fungsi: Menghapus tarif dan memfasilitasi perdagangan barang dan jasa. 

• Anggota: AS, Kanada, dan Meksiko. 

d. African Continental Free Trade Area (AfCFTA) 

Kawasan Perdagangan Bebas Benua Afrika (AfCFTA) adalah kawasan 

perdagangan bebas yang meliputi sebagian besar wilayah Afrika. Didirikan pada tahun 

2018 melalui Perjanjian Perdagangan Bebas Benua Afrika, kawasan ini memiliki 43 

negara anggota dan 11 negara penandatangan lainnya. 

AfCFTA menjadi kawasan perdagangan bebas terbesar berdasarkan jumlah 

negara anggotanya setelah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), serta yang terbesar 

dalam hal populasi dan luas wilayah, mencakup 1,3 miliar penduduk di seluruh benua 

terbesar kedua di dunia. 
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Gambar 1.12 Logo AfCFTA 

 

Menurut perjanjian tersebut, anggota AfCFTA berkomitmen untuk menghapuskan tarif 

pada sebagian besar barang dan jasa dalam periode 5, 10, atau 13 tahun, tergantung pada 

tingkat pembangunan negara atau jenis produk yang bersangkutan. 

 

8. Bank Dunia (World Bank) 

 
Gambar 1.13 Logo Bank Dunia 

 

World Bank adalah lembaga internasional yang menyediakan pembiayaan dan bantuan 

teknis untuk negara-negara berkembang. Tujuan utamanya adalah mengurangi kemiskinan 

dan mendukung pembangunan ekonomi dengan menyediakan pinjaman dan bantuan untuk 

proyek-proyek yang meningkatkan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor 

penting lainnya. 

• Fungsi: 

✓ Mendanai proyek infrastruktur yang mendukung perdagangan. 

✓ Memberikan  

✓ bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas perdagangan. 

Contoh Peran: Program pembangunan infrastruktur logistik. 
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9.  IMF (International Monetary Fund) 

IMF adalah lembaga internasional yang memberikan bantuan keuangan dan penasihat 

kepada negara-negara anggotanya yang menghadapi kesulitan keuangan atau defisit neraca 

pembayaran, organisasi ini didirikan pada tahun 1944, bermula dari konferensi PBB yang 

diadakan di Bretton Woods, Amerika Serikat. Pada saat itu, sekitar 45 perwakilan negara 

sepakat untuk menciptakan kerangka kerjasama ekonomi yang lebih terstruktur. Organisasi ini 

memiliki Anggota 190 negara. IMF juga bekerja untuk mempromosikan stabilitas ekonomi 

global dengan mengawasi kebijakan moneter dan fiskal negara-negara anggotanya. 

 

 
Gambar 1.14 Logo Organisasi IMF  

• Fungsi: 

✓ Memberikan bantuan keuangan untuk stabilisasi ekonomi. 

✓ Mendorong kebijakan ekonomi yang mendukung perdagangan. 

Contoh Peran: Program stabilisasi ekonomi untuk negara yang mengalami krisis. 

 

10. WEF (World Economic Forum) 

 

 
Gambar 1.15 Logo Organisasi WEF 
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WEF adalah organisasi internasional yang terdiri dari sektor swasta, pemerintahan, dan 

masyarakat sipil. WEF mengadakan pertemuan tahunan di Davos, Swiss, untuk membahas isu-

isu global seperti ekonomi, teknologi, dan perubahan iklim, serta mendorong kerjasama antara 

pemimpin dunia dalam mencari solusi untuk tantangan global. Anggota dari organisasi ini 

terdiri dari Perusahaan global, pemerintah, dan organisasi internasional. Organisasi ini 

memiliki Tujuan mempromosikan kerja sama global dalam ekonomi dan perdagangan. 

• Fungsi: 

✓ Menyediakan forum untuk dialog antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil. 

✓ Mempromosikan inisiatif perdagangan berkelanjutan. 

Contoh Peran: Inisiatif TradeTech untuk mempromosikan teknologi dalam perdagangan. 

 

11. APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) 

 

 
Gambar 1.16 Logo APEC 

 

APEC adalah forum kerjasama ekonomi yang terdiri dari 21 negara di kawasan Asia-

Pasifik, didirikan pada 1989 oleh beberapa negara di kawasan Asia dan Pasifik. APEC bertujuan 

untuk memfasilitasi perdagangan bebas, mengurangi hambatan tarif, serta memperkuat 

hubungan ekonomi dan kerjasama antara negara-negara anggota untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik.  

APEC mengedepankan beberapa prinsip dalam pelaksanaan kegiatannya, di antaranya: 

konsensus (keputusan yang diambil harus memberikan manfaat dan disetujui oleh seluruh 

anggota), sukarela dan tidak mengikat (kesepakatan dibuat berdasarkan kehendak bersama), 

unilateralisme yang terkonsolidasi (keputusan diambil secara bersama-sama), dan kerangka 

waktu yang berbeda (liberalisasi yang dilakukan sesuai dengan kondisi masing-masing negara 

anggota). 
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Gambar 1. 17 Wilayah Anggota APEC 

• Fungsi: 

✓ Memfasilitasi kerja sama ekonomi dan perdagangan. 

✓ Mempromosikan liberalisasi perdagangan.  

Contoh Peran: Inisiatif Bogor Goals untuk liberalisasi perdagangan. 

 

12. G20 (Group of Twenty) 

G20 adalah forum internasional yang terdiri dari 19 negara besar dan Uni Eropa, yang 

mewakili sebagian besar perekonomian global.  

 

 
Gambar 1.18 Negara Anggota Organisasi G20 
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G20 berfokus pada isu-isu ekonomi dan keuangan internasional, seperti stabilitas 

ekonomi global, kebijakan fiskal, dan kerjasama perdagangan internasional. G20 bertujuan 

untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi global yang inklusif 

dan berkelanjutan. G20 mewakili kekuatan ekonomi dan politik dunia, dengan anggota-

anggotanya mencakup 80% PDB dunia, 75% ekspor global, dan 60% populasi global. G20 tidak 

memiliki sekretariat atau ketua tetap, melainkan presidensi bergilir setiap tahun. KTT Tahunan 

G20 mengadakan pertemuan tahunan (KTT) yang dihadiri oleh kepala negara dan pemerintah, 

salah satu contoh Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diadakan di Indonesia pada tahun 

2022. KTT ini berlangsung pada 15-16 November 2022 di Bali dan menjadi momen penting 

bagi Indonesia sebagai tuan rumah. Indonesia mengambil peran sebagai ketua G20 pada tahun 

tersebut, dan tema yang diangkat adalah "Recover Together, Recover Stronger", yang 

menekankan pentingnya pemulihan ekonomi global pasca-pandemi COVID-19. 

 

 
Gambar 1.19 KTT G20 Di Indonesia 

 

KTT G20 di Indonesia juga mencatatkan sejarah karena menjadi tempat dialog antara negara-

negara besar di dunia mengenai tantangan global yang semakin kompleks, dan mencerminkan 

peran Indonesia yang semakin penting di kancah internasional. 

Kesimpulan 

Kesimpulannya, organisasi internasional memainkan peran yang sangat penting dalam 

perdagangan internasional dengan memfasilitasi kerjasama antarnegara, mengatur kebijakan 

perdagangan, dan memastikan bahwa perdagangan berlangsung secara adil, transparan, dan 

berkelanjutan. 

Beberapa peran utama organisasi internasional dalam perdagangan global meliputi: 

1. Pengaturan Kebijakan Perdagangan: Organisasi seperti WTO mengatur aturan-aturan 

perdagangan internasional untuk memastikan perdagangan bebas dan adil 

antarnegara, dengan tujuan mengurangi hambatan tarif dan non-tarif. 
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2. Penyelesaian Sengketa: Organisasi seperti WTO menyediakan mekanisme untuk 

menyelesaikan sengketa perdagangan antara negara-negara, yang penting untuk 

menjaga stabilitas perdagangan global. 

3. Harmonisasi Hukum: Organisasi seperti UNCITRAL berupaya mengharmonisasi hukum 

perdagangan internasional agar memudahkan transaksi bisnis lintas negara dan 

memastikan kesesuaian regulasi antarnegara. 

4. Promosi Kerjasama Ekonomi: Melalui berbagai kesepakatan perdagangan bebas 

seperti AFTA, EU, atau NAFTA/USMCA, organisasi ini membantu negara-negara untuk 

meningkatkan perdagangan antarnegara dengan mengurangi hambatan perdagangan 

dan memperkuat integrasi ekonomi. 

5. Penyediaan Bantuan Keuangan dan Teknis: Lembaga seperti Bank Dunia dan IMF 

memberikan dukungan keuangan dan kebijakan untuk membantu negara-negara 

berkembang mengatasi tantangan ekonomi dan memperbaiki sistem perdagangan 

mereka. 

6. Fasilitasi Pembangunan dan Pertumbuhan: Organisasi internasional seperti WEF dan 

OECD menyediakan platform untuk diskusi dan kerjasama yang mendukung 

pertumbuhan ekonomi global yang inklusif dan berkelanjutan. 

Secara keseluruhan, organisasi internasional tidak hanya mengatur dan mengawasi 

perdagangan internasional, tetapi juga mendorong kerjasama untuk mengatasi tantangan 

global, seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, dan ketahanan pangan, sehingga 

menciptakan sistem perdagangan global yang lebih stabil dan saling menguntungkan. 

 

1.5 TEORI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL  

Tidak ada satu negara pun yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan warganya secara 

mandiri. Banyak barang yang kita gunakan sehari-hari berasal dari negara lain, seperti 

komputer, mobil, sepeda motor, TV, kapas untuk pakaian, dan lain-lain. Bagaimana jika barang-

barang tersebut tidak ada? Kita harus menggantinya dengan produk dalam negeri, namun 

sayangnya kita tidak bisa memproduksi semuanya karena keterbatasan dalam teknologi atau 

bahan baku.  

Oleh karena itu, kita perlu menjalin kerja sama dengan negara lain untuk saling 

bertukar hasil produksi. Perdagangan internasional merupakan proses tukar-menukar barang 

antarnegara yang dilakukan dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Kegiatan ini 

meliputi ekspor, yang berarti menjual atau mengirim barang ke luar negeri, dan impor, yang 

berarti membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri. Sebelum membahas lebih jauh 

mengenai teori perdagangan internasional, penting untuk memahami terlebih dahulu manfaat 

mempelajari teori ini. 

Manfaat mempelajari teori perdagangan internasional antara lain: 

1. Membantu menjelaskan arah dan struktur perdagangan antarnegara serta dampaknya 

terhadap perekonomian suatu negara. 
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2. Menunjukkan keuntungan yang diperoleh dari perdagangan internasional (gains from 

trade). 

3. Dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah defisit neraca pembayaran. 

 

Teori-Teori Perdagangan Internasional: Dari Merkantilisme hingga Keunggulan Komparatif 

1. Pandangan Kaum Merkantilisme 

Merkantilisme adalah aliran yang mencerminkan cita-cita kapitalisme komersial, 

berfokus pada politik kemakmuran negara dengan tujuan memperkuat posisi negara lebih dari 

kemakmuran individu. Teori ini berkembang pesat pada abad ke-16 dengan fokus pada 

pengembangan ekonomi nasional dan kesejahteraan negara, melalui kebijakan agar ekspor 

lebih besar daripada impor. Terdapat dua ide utama dalam kebijakan merkantilis: 

• Pemupukan logam mulia, yang bertujuan untuk membangun negara yang kuat dan 

meningkatkan kekayaan nasional agar negara tersebut bisa berkembang dan 

mempertahankan kekuatannya. 

• Kebijakan perdagangan yang mendukung ekspor lebih besar dari impor (neraca 

perdagangan yang aktif), dengan tujuan memperoleh logam mulia melalui 

perdagangan luar negeri. 

Politik merkantilisme menekankan untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor, serta 

memperoleh logam mulia sebagai hasil dari perdagangan luar negeri. Selain itu, merkantilisme 

juga mengusung kebijakan monopoli perdagangan dan penjajahan untuk memperluas pasar 

hasil industri. Beberapa tokoh pelopor teori merkantilisme adalah Sir Josiah Child, Thomas 

Mun, Jean Bodin, Von Hornich, dan Jean Baptiste Colbert. 

2. Teori Keunggulan Mutlak (Absolute Advantage) oleh Adam Smith 

Adam Smith mengembangkan teori keunggulan mutlak, yang mengemukakan ide berikut: 

• Pembagian kerja internasional: Suatu negara dapat memproduksi barang dengan 

biaya yang lebih rendah dibanding negara lain, sehingga negara tersebut memiliki 

keunggulan mutlak dalam produksi barang tertentu. 

• Spesialisasi dan efisiensi produksi: Negara yang mengkhususkan diri dalam 

memproduksi barang yang lebih menguntungkan akan mengimpor barang yang lebih 

mahal untuk diproduksi sendiri, menghasilkan keuntungan lebih besar. 

Keunggulan mutlak berarti suatu negara mampu menghasilkan barang lebih murah daripada 

negara lain, dan karena itu dapat mengekspor barang tersebut. Sebagai contoh, Indonesia 

lebih unggul dalam memproduksi rempah-rempah, sedangkan Jepang lebih unggul dalam 

produksi elektronik. Jika kedua negara berdagang, keduanya akan memperoleh keuntungan. 

Perhitungan keuntungan dapat dilakukan dengan membandingkan dasar tukar dalam negeri 

(DTD) antara kedua negara, yang menunjukkan keuntungan bagi Indonesia dalam bentuk unit 

elektronik dan keuntungan bagi Jepang dalam bentuk rempah-rempah. 

3. Teori Keunggulan Komparatif (Comparative Advantage) oleh David Ricardo 

David Ricardo mengkritik teori keunggulan mutlak Adam Smith, dengan menyarankan 

bahwa meskipun suatu negara unggul dalam memproduksi dua barang, perdagangan 
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internasional tetap bisa terjadi jika negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. 

Keunggulan komparatif terjadi jika suatu negara lebih efisien dalam memproduksi barang 

tertentu, meskipun negara tersebut tidak unggul dalam semua barang. 

Ricardo menekankan bahwa bahkan negara yang kurang produktif dalam memproduksi 

barang dapat ikut serta dalam perdagangan internasional asalkan negara tersebut lebih murah 

dalam biaya tenaga kerja untuk memproduksi barang tersebut. Sebagai contoh, meskipun 

Jepang lebih unggul dalam memproduksi kedua jenis barang (elektronik dan rempah-rempah), 

keunggulan tertingginya ada pada produksi elektronik. Sebaliknya, Indonesia mungkin kurang 

efisien dalam memproduksi keduanya, namun memiliki keunggulan dalam produksi rempah-

rempah. Oleh karena itu, Jepang harus berspesialisasi dalam elektronik dan Indonesia dalam 

rempah-rempah, yang akan menguntungkan keduanya dalam perdagangan internasional. 

Dengan demikian, teori keunggulan komparatif menunjukkan bahwa negara dapat 

memperoleh manfaat dari perdagangan meskipun tidak unggul dalam segala hal, selama 

mereka mengkhususkan diri dalam produksi barang dengan biaya yang lebih rendah. 
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BAB 2 

SUMBER HUKUM DAGANG INTERNASIONAL 
 

 

2.1 PENDAHULUAN 

Hukum dagang internasional adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur 

hubungan perdagangan lintas negara. Dalam konteks globalisasi, di mana aktivitas 

perdagangan internasional semakin intensif, hukum dagang internasional memainkan peran 

penting dalam menciptakan kepastian hukum, melindungi hak-hak para pihak, serta 

memfasilitasi perdagangan yang adil dan efisien. Sumber hukum ini mencakup perjanjian, 

kebiasaan, legislasi, dan yurisprudensi yang berperan penting dalam mengatur transaksi 

perdagangan internasional.  

Sumber-sumber ini dapat bersifat formal (seperti perjanjian internasional) maupun 

informal (seperti kebiasaan atau praktik bisnis internasional). Memahami sumber-sumber 

hukum ini sangat penting bagi pelaku bisnis, pemerintah, dan praktisi hukum untuk 

memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku serta menghindari sengketa. 

Berikut adalah beberapa sumber utama hukum dagang internasional: 

1. Perjanjian Internasional (Traktat dan Konvensi): Perjanjian internasional merupakan 

sumber hukum utama yang mengikat negara-negara yang menandatanganinya. 

Contohnya adalah World Trade Organization (WTO) Agreements, United Nations 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), dan berbagai 

perjanjian bilateral atau regional seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA). 

2. Kebiasaan Internasional: Kebiasaan atau praktik yang diterima secara luas dalam 

perdagangan internasional dapat menjadi sumber hukum. 

Misalnya, Incoterms (International Commercial Terms) yang diterbitkan oleh 

International Chamber of Commerce (ICC) sering digunakan sebagai pedoman dalam 

transaksi ekspor-impor. 

3. Prinsip-Prinsip Hukum Umum: Prinsip-prinsip hukum yang diakui secara universal, 

seperti itikad baik (good faith), kepastian hukum, dan keadilan, juga menjadi dasar 

dalam hukum dagang internasional. 

4. Yurisprudensi dan Keputusan Arbitrase: Keputusan pengadilan internasional dan 

arbitrase sering dijadikan rujukan dalam menyelesaikan sengketa dagang internasional. 

Misalnya, putusan dari International Court of Justice (ICJ) atau lembaga arbitrase 

seperti International Chamber of Commerce (ICC). 

5. Hukum Nasional: Meskipun bersifat internasional, hukum dagang internasional juga 

dipengaruhi oleh hukum nasional, terutama ketika tidak ada aturan internasional yang 

mengatur suatu masalah tertentu. 

6. Doktrin dan Pendapat Ahli: Pendapat para ahli hukum dan akademisi sering dijadikan 

referensi dalam menginterpretasikan aturan-aturan hukum dagang internasional. 
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Dengan memahami sumber-sumber hukum dagang internasional, para pelaku bisnis 

dan pemerintah dapat lebih siap menghadapi tantangan dan dinamika perdagangan global. 

Selain itu, pemahaman ini juga membantu dalam menciptakan kerangka hukum yang 

mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perdagangan internasional. 

Kesimpulan 

Sumber hukum dagang internasional memainkan peran penting dalam praktik bisnis 

global dengan menyediakan kerangka normatif yang membantu memitigasi risiko, 

menyelesaikan sengketa, dan memastikan kelancaran transaksi perdagangan. Perjanjian 

internasional, seperti CISG, memberikan kepastian hukum dalam transaksi jual beli 

internasional, sementara kebiasaan internasional seperti Incoterms membantu mengurangi 

kesalahpahaman dalam kontrak dagang.  

Prinsip hukum umum, seperti itikad baik dan kepastian hukum, digunakan oleh 

pengadilan atau lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa. Arbitrase internasional, 

dengan keunggulannya seperti netralitas dan pengakuan internasional, juga menjadi pilihan 

utama untuk menyelesaikan sengketa dagang. Hukum nasional berperan sebagai pelengkap 

ketika aturan internasional tidak mencakup masalah tertentu.  

Selain itu, doktrin dan pendapat ahli membantu dalam interpretasi hukum yang 

ambigu. Meskipun tantangan, seperti perbedaan sistem hukum dan budaya bisnis, tetap ada, 

perkembangan teknologi memberikan peluang untuk memperbarui aturan hukum sesuai 

dengan dinamika bisnis modern. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang 

sumber hukum dagang internasional sangat penting bagi pelaku bisnis untuk mengurangi 

risiko dan memastikan kesuksesan di pasar global yang semakin kompetitif. 

 

2.2 PERJANJIAN INTERNASIONAL  

Perjanjian Internasional adalah suatu persetujuan antar negara atau subjek hukum 

internasional lainnya yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak – pihak yang 

mengadakannya. Perjanjian ini diatur dalam hukum internasional, dibuat seara tertulis, dan 

memiliki bentuk serta nama tertentu, seperti traktat, konvensi, protokol, atau memorandum 

of understanding (MoU).  

Pengertian Perjanjian Internasional menurut beberapa Sumber dan Ahli  

i. Konvensi Wina 1969 pasal 2 : Perjanjian internasional sebagai suatu persetujuan yang 

dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, 

apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan 

apapun nama yang diberikan padanya. 

ii. UU RI No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, pasal 1 ayat 1 : Perjanjian 

internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam 

hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban 

di bidang hukum publik.  

iii. Menurut Pasal 38 ayat I Statuta Mahkamah Internasional: Perjanjian internasional 

adalah sumber utama dari sumber hukum internasional lainnya. 
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iv. Mochtar Kusumaatmaja: Perjanjian internasional adalah perjanjian yg diadakan antar 

bangsa yg bertujuan untuk menciptakan akibat - akibat hukum tertentu. 

v. Oppenheimer- Lauterpacht: Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar 

negara yg menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak - pihak yg mengadakannya. 

Setelah memahami definisi dari perjanjian internasional, penting untuk mengkaji peraturan 

hukum yang mengatur proses tersebut di Indonesia. Salah satu peraturan yang mendasari 

pengaturan perjanjian internasional di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2000 tentang Perjanjian Internasional.  

Undang-undang ini mengatur tata cara penyusunan, pengesahan, dan pelaksanaan 

perjanjian internasional, serta memberikan landasan hukum bagi negara dalam menjalankan 

kewajibannya di tingkat internasional. Pada bagian ini, kita akan membahas secara rinci 

tentang isi dan penerapan Undang-Undang tersebut. 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU No. 

24/2000) adalah peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang 

pembuatan, pengesahan, dan pengimplementasian perjanjian internasional oleh Pemerintah 

Indonesia. UU ini menjadi dasar hukum bagi Indonesia dalam menjalin hubungan dan kerja 

sama internasional melalui instrumen perjanjian internasional. Berikut adalah penjelasan 

lebih detail mengenai UU No. 24/2000: 

 

Latar Belakang dan Tujuan 

Perjanjian internasional merupakan instrumen penting dalam hubungan antarnegara, 

terutama dalam era globalisasi di mana kerja sama internasional semakin intensif. UU No. 

24/2000 dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan prosedur yang jelas bagi Pemerintah 

Indonesia dalam membuat, mengesahkan, dan melaksanakan perjanjian internasional. 

Tujuannya adalah: 

1. Menjamin kepastian hukum dalam proses pembuatan dan pengesahan perjanjian 

internasional. 

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan perjanjian 

internasional. 

3. Melindungi kepentingan nasional Indonesia dalam hubungan internasional. 

 

Ruang Lingkup UU No. 24/2000 

UU ini mengatur hal-hal berikut: 

1. Definisi Perjanjian Internasional 

Menurut Pasal 1 UU No. 24/2000, perjanjian internasional adalah perjanjian 

dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional, dibuat 

secara tertulis, serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. 

Perjanjian ini dapat bersifat bilateral (antara dua negara) atau multilateral (melibatkan 

banyak negara). 
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2. Pembuatan Perjanjian Internasional 

Proses pembuatan perjanjian internasional melibatkan beberapa tahap, 

termasuk perundingan, penandatanganan, dan pengesahan. Pemerintah Indonesia, 

dalam hal ini Presiden, memiliki wewenang untuk menandatangani perjanjian 

internasional setelah melalui proses koordinasi dan konsultasi dengan lembaga terkait, 

seperti Kementerian Luar Negeri. 

3. Pengesahan Perjanjian Internasional 

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui undang-undang atau 

keputusan presiden, tergantung pada materi dan dampak perjanjian tersebut. Jika 

perjanjian menyangkut hal-hal penting seperti kedaulatan negara, hak asasi manusia, 

atau perubahan wilayah, pengesahan harus dilakukan melalui undang-undang (Pasal 

10). Untuk perjanjian yang tidak termasuk dalam kategori tersebut, pengesahan dapat 

dilakukan melalui keputusan presiden. 

4. Penerapan dan Pelaksanaan Perjanjian Internasional 

Setelah disahkan, perjanjian internasional menjadi bagian dari hukum nasional 

dan wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah juga bertanggung 

jawab untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan 

kepentingan nasional atau konstitusi Indonesia. 

5. Penyimpanan dan Publikasi Perjanjian Internasional 

Salinan perjanjian internasional yang telah disahkan harus disimpan di 

Kementerian Luar Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Hal 

ini bertujuan untuk menjamin transparansi dan akses publik terhadap perjanjian 

internasional. 

 
Prosedur Pembuatan Perjanjian Internasional 

UU No. 24/2000 mengatur prosedur pembuatan perjanjian internasional sebagai berikut: 

1. Perundingan 

Tahap ini melibatkan perwakilan Pemerintah Indonesia yang berwenang, biasanya dari 

Kementerian Luar Negeri atau kementerian/lembaga terkait, untuk merumuskan isi 

perjanjian. 

2. Penandatanganan 

Setelah perundingan selesai, perjanjian ditandatangani oleh pihak-pihak yang 

berwenang, biasanya Presiden atau Menteri Luar Negeri. 

3. Pengesahan 

Perjanjian internasional harus disahkan melalui undang-undang atau keputusan 

presiden, tergantung pada materi dan dampaknya. 

4. Ratifikasi 

Ratifikasi adalah tahap di mana Indonesia secara resmi mengikat diri pada perjanjian 

internasional tersebut. Ratifikasi dilakukan setelah perjanjian disahkan. 
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Peran Lembaga Negara 

Beberapa lembaga negara yang terlibat dalam proses pembuatan dan pengesahan 

perjanjian internasional meliputi: 

1. Presiden: Presiden memiliki wewenang untuk menandatangani dan mengesahkan 

perjanjian internasional. 

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): DPR berperan dalam proses pengesahan perjanjian 

internasional yang memerlukan persetujuan melalui undang-undang. 

3. Kementerian Luar Negeri: Kementerian Luar Negeri bertugas sebagai koordinator dan 

fasilitator dalam proses pembuatan perjanjian internasional. 

 
Pentingnya UU No. 24/2000 

UU No. 24/2000 memiliki peran strategis dalam hubungan internasional Indonesia karena: 

1. Memberikan kerangka hukum yang jelas untuk membuat dan mengesahkan perjanjian 

internasional. 

2. Melindungi kepentingan nasional Indonesia dalam kerja sama internasional. 

3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan perjanjian 

internasional. 

 

Contoh Implementasi UU No. 24/2000 

Beberapa contoh perjanjian internasional yang telah disahkan berdasarkan UU No. 

24/2000 antara lain: 

✓ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS): Disahkan 

melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. 

✓ Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru (AANZFTA): Disahkan 

melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010. 

✓ Paris Agreement on Climate Change: Disahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2016. 

Kesimpulan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional merupakan 

instrumen hukum penting yang mengatur proses pembuatan, pengesahan, dan pelaksanaan 

perjanjian internasional di Indonesia. Dengan adanya UU ini, Indonesia dapat memastikan 

bahwa setiap perjanjian internasional yang dibuat sejalan dengan kepentingan nasional dan 

konstitusi negara. UU ini juga mencerminkan komitmen Indonesia untuk berpartisipasi aktif 

dalam kerja sama internasional dengan tetap menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. 

 

Fungsi Perjanjian Internasional 

Perjanjian internasional memiliki beberapa fungsi utama, antara lain: 

a. Mengatur Hubungan Antar Negara: Perjanjian ini menjadi dasar untuk mengatur 

hubungan bilateral atau multilateral antar negara dalam berbagai bidang, seperti 

perdagangan, lingkungan, hingga keamanan. 
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b. Menyelesaikan Konflik: Perjanjian internasional dapat digunakan sebagai alat untuk 

menyelesaikan sengketa antar negara secara damai.   

c. Menciptakan Kepastian Hukum: Dengan adanya perjanjian internasional, hak dan 

kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas dan terikat secara hukum.   

d. Memfasilitasi Kerja Sama Global: Perjanjian ini memungkinkan kerja sama lintas batas 

negara dalam isu-isu global, seperti perubahan iklim, perdagangan bebas, atau 

penanganan pandemi. 

 

Tahapan Pembuatan Perjanjian Internasional 

Proses pembuatan ini melibatkan serangkaian langkah yang sistematis dan terstruktur, 

yang dirancang untuk memastikan kesepakatan yang sah dan mengikat bagi semua pihak yang 

terlibat. Dalam bagian ini, kita akan mengulas tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk 

menghasilkan perjanjian internasional yang efektif dan sesuai dengan norma hukum yang 

berlaku. Proses pembuatan perjanjian internasional umumnya melibatkan beberapa tahap 

berikut:  

1) Negosiasi: Para pihak yang terlibat mendiskusikan isi dan ketentuan perjanjian.   

2) Penandatanganan: Setelah mencapai kesepakatan, perjanjian ditandatangani oleh 

perwakilan yang berwenang dari masing-masing pihak.   

3) Ratifikasi: Perjanjian harus disahkan oleh otoritas domestik, seperti parlemen atau 

kepala negara, untuk menjadi mengikat secara hukum.   

4) Pengesahan (Entry into Force): Perjanjian mulai berlaku setelah memenuhi syarat-

syarat tertentu, seperti jumlah pihak yang meratifikasi.   

 

Contoh Perjanjian Internasional 

Berikut adalah beberapa contoh perjanjian internasional yang relevan: 

➢ Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (Vienna Convention on the Law of Treaties, 

1969): Menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam pembuatan dan pelaksanaan 

perjanjian internasional. 

➢ Paris Agreement (2015): Perjanjian global untuk mengatasi perubahan iklim dengan 

mengurangi emisi gas rumah kaca.   

➢ ASEAN Free Trade Area (AFTA): Kesepakatan untuk menciptakan zona perdagangan 

bebas di kawasan Asia Tenggara.   

Kesimpulan 

Perjanjian internasional merupakan alat penting dalam hukum internasional untuk 

mengatur hubungan antar negara, menciptakan kepastian hukum, dan memfasilitasi kerja 

sama global. Proses pembuatannya melibatkan tahapan negosiasi, penandatanganan, 

ratifikasi, dan pengesahan, dengan tujuan menciptakan kesepakatan yang mengikat secara 

hukum.   
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2.3 PENGGOLONGAN PERJANJIAN INTERNASIONAL  

 

 
 

Penggolongan Perjanjian Internasional Treaty Contract dan Law Making Treaties 

Perjanjian internasional dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama berdasarkan 

sifat dan dampaknya, yaitu Treaty Contract dan Law Making Treaties. Penggolongan ini 

membantu dalam memahami peran dan implikasi dari berbagai jenis perjanjian internasional 

dalam hubungan antarnegara dan masyarakat internasional secara keseluruhan. Berikut 

penjelasan lebih lengkap mengenai kedua jenis perjanjian tersebut: 

1. Treaty Contract (Perjanjian seperti Kontrak) 

Treaty Contract adalah jenis perjanjian internasional yang sifatnya mirip dengan 

kontrak dalam hukum perdata. Perjanjian ini hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam 

perjanjian tersebut dan menciptakan hak serta kewajiban khusus antara mereka. Treaty 

Contract biasanya bersifat bilateral (melibatkan dua negara) atau multilateral dengan jumlah 

peserta yang terbatas. 

Ciri-Ciri Treaty Contract: 

✓ Bersifat Partikular: Hanya mengatur hubungan antara para pihak yang terlibat dalam 

perjanjian. 

✓ Tujuan Spesifik: Dibuat untuk mencapai tujuan tertentu yang disepakati oleh para 

pihak, seperti penyelesaian sengketa, kerja sama ekonomi, atau pengaturan teknis. 

✓ Tidak Menciptakan Hukum Umum: Perjanjian ini tidak menciptakan norma atau 

aturan hukum yang berlaku bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. 
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Contoh Treaty Contract: 

❖ Perjanjian Dwikewarganegaraan:  Perjanjian antara dua negara untuk mengatur status 

kewarganegaraan individu yang memiliki kewarganegaraan ganda. Misalnya, perjanjian 

antara Indonesia dan Australia mengenai dwikewarganegaraan. 

❖ Perjanjian Perbatasan:  Perjanjian yang mengatur batas wilayah antara dua negara. 

Contohnya adalah perjanjian antara Indonesia dan Malaysia mengenai batas maritim 

di Selat Malaka. 

❖ Perjanjian Perdagangan: Perjanjian yang mengatur hubungan perdagangan antara dua 

negara atau lebih. Misalnya, perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan 

Jepang (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement). 

❖ Perjanjian Pemberantasan Penyelundupan:  Perjanjian yang dibuat untuk 

meningkatkan kerja sama dalam memerangi penyelundupan barang, narkotika, atau 

manusia. Contohnya adalah perjanjian antara Indonesia dan Singapura dalam 

pemberantasan penyelundupan narkotika. 

 

2. Law Making Treaties (Perjanjian Pembentuk Hukum) 

Law Making Treaties adalah jenis perjanjian internasional yang bertujuan untuk 

menciptakan norma atau kaidah hukum yang berlaku bagi masyarakat internasional secara 

keseluruhan. Perjanjian ini sering kali melibatkan banyak negara dan bersifat multilateral. Law 

Making Treaties menjadi sumber hukum internasional yang penting karena menciptakan 

aturan yang mengikat bagi negara-negara yang meratifikasinya. 

Ciri-Ciri Law Making Treaties: 

✓ Bersifat Universal: Mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan global dan 

berlaku bagi masyarakat internasional secara luas. 

✓ Menciptakan Hukum Baru: Perjanjian ini menetapkan norma atau prinsip hukum baru 

yang dapat menjadi acuan bagi negara-negara dalam hubungan internasional. 

✓ Bersifat Multilateral: Biasanya melibatkan banyak negara atau bahkan seluruh anggota 

masyarakat internasional. 

 

Contoh Law Making Treaties: 

❖ Konvensi Jenewa 1949:  Konvensi ini mengatur tentang perlindungan korban perang, 

termasuk tawanan perang, penduduk sipil, dan personel medis. Konvensi Jenewa 

diakui secara universal dan menjadi dasar hukum humaniter internasional. 

❖ Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik:  Konvensi ini menetapkan aturan-

aturan mengenai hubungan diplomatik antarnegara, termasuk hak dan kekebalan 

diplomatik. Konvensi ini telah diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia. 

❖ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982:  UNCLOS 

mengatur tentang hak dan kewajiban negara dalam pemanfaatan laut, termasuk batas 

wilayah maritim, eksplorasi sumber daya laut, dan perlindungan lingkungan laut. 

Konvensi ini menjadi kerangka hukum utama dalam hukum laut internasional. 
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❖ Perjanjian Paris 2015 tentang Perubahan Iklim:  Perjanjian ini bertujuan untuk 

mengatasi perubahan iklim dengan menetapkan target pengurangan emisi gas rumah 

kaca dan mendorong kerja sama global dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 

 

Tabel 2.1 Perbedaan Antara Treaty Contract dan Law Making Treaties 

Aspek Treaty Contract Law Making Treaties 

Sifat  Bersifat partikular (hanya 
mengikat para pihak). 

Bersifat universal (mengikat 
masyarakat internasional). 

Tujuan  Mencapai tujuan spesifik antara 
para pihak. 

Menciptakan norma atau aturan 
hukum baru. 

Jumlah Pihak  Biasanya bilateral atau multilateral 
terbatas. 

Biasanya melibatkan banyak negara 
(multilateral). 

Dampak Hukum  Hanya menciptakan hak dan 
kewajiban bagi para pihak. 

Menciptakan hukum internasional 
yang berlaku umum. 

 

Pentingnya Penggolongan Perjanjian Internasional 

Penggolongan perjanjian internasional ke dalam Treaty Contract dan Law Making 

Treaties memiliki beberapa manfaat: 

1) Kepastian Hukum: Membantu para pihak memahami hak dan kewajiban yang timbul 

dari perjanjian. 

2) Efisiensi dalam Negosiasi: Memudahkan proses negosiasi dengan menentukan jenis 

perjanjian yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

3) Pengembangan Hukum Internasional: Law Making Treaties berkontribusi pada 

pembentukan dan perkembangan hukum internasional yang mengatur hubungan 

antarnegara. 

 

Kesimpulan 

Penggolongan perjanjian internasional ke dalam Treaty Contract dan Law Making 

Treaties membantu dalam memahami peran dan implikasi dari berbagai jenis perjanjian. 

Treaty Contract bersifat partikular dan hanya mengikat para pihak yang terlibat, sementara 

Law Making Treaties bersifat universal dan menciptakan norma hukum yang berlaku bagi 

masyarakat internasional. Kedua jenis perjanjian ini saling melengkapi dan memainkan peran 

penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam hubungan internasional. Dengan 

memahami perbedaan dan karakteristiknya, negara-negara dapat lebih efektif dalam menjalin 

kerja sama internasional yang saling menguntungkan. 

 

Pemahaman Istilah-Istilah dalam Perjanjian Internasional 

Sebelum menyajikan tabel mengenai istilah terkait dalam perjanjian internasional, 

penting untuk memahami bahwa dalam setiap perjanjian internasional, terdapat berbagai 

terminologi yang memiliki makna khusus dan esensial. Istilah-istilah ini digunakan untuk 
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menggambarkan konsep-konsep hukum, prosedur, serta kewajiban yang harus dipatuhi oleh 

negara-negara yang terlibat. Tabel berikut akan memberikan gambaran tentang beberapa 

istilah penting yang sering digunakan dalam perjanjian internasional, serta penjelasan singkat 

mengenai makna dan penerapannya. 

 

Tabel 2.2 Istilah Terkait dalam Perjanjian Internasional 

No. Nama Uraian Keterangan 

1. Traktat 
(Treaty)  

Yaitu, perjanjian paling formal 
kesepakatan resmi yang dibuat antara 
dua negara atau lebih. 

Perjanjian ini secara khusus 
mencakup bidang politik dan 
ekonomi. 

2. Konvensi 
(Convention ) 

Yaitu persetujuan formal yang bersifat 
multilateral dan tidak terkait dengan 
kebijakan tingkat tinggi (high policy). 

Persetujuan ini harus disahkan 
oleh wakil-wakil yang memiliki 
kuasa penuh (plenipotentiaries). 

3. Protokol 
(Protocol) 

Yaitu persetujuan yang bersifat tidak 
resmi dan umumnya tidak dibuat oleh 
kepala negara. 
 

Mengatur masalah penafsiran 
tambahan terhadap klausul-
klausul dalam perjanjian. 
 

4. Persetujuan 
(Agreement ) 

Yaitu perjanjian yang bersifat teknis 
atau administratif. 
 

Agrement tidak diratifikasi 
karena sifatnya yang tidak 
seformal traktat atau konvensi. 

5. Perikatan 
(Arrangement) 

Yaitu Istilah yang digunakan untuk 
transaksi-transaksi yang bersifat 
sementara adalah "transaksi 
sementara" atau "perjanjian 
sementara". 

Perikatan ini tidak seformal 
traktat atau konvensi. 
 

6. Proses Verbal Yaitu Catatan atau kesimpulan dari 
konferensi diplomatik, atau suatu 
kesepakatan. 

Proses verbal tidak memerlukan 
ratifikasi. 

7. Piagam 
(Statute) 

Yaitu Himpunan peraturan yang 
ditetapkan melalui persetujuan 
internasional, baik terkait pekerjaan 
maupun sektor-sektor tertentu, 
seperti pengawasan internasional 
dalam industri minyak atau mengenai 
lapangan kerja di lembaga-lembaga 
internasional. 

Piagam tersebut dapat 
digunakan sebagai alat 
tambahan untuk pelaksanaan 
suatu konvensi, seperti piagam 
kebebasan transit. 
 

8. Deklarasi 
(Declaration) 

Yaitu Perjanjian internasional dapat 
berbentuk traktat atau dokumen tidak 
resmi. Deklarasi dianggap sebagai 
traktat jika menjelaskan suatu judul 
atau bagian dari ketentuan traktat, 
dan sebagai dokumen tidak resmi jika 
merupakan lampiran pada traktat 
atau konvensi. 

Deklarasi dianggap sebagai 
persetujuan tidak resmi jika 
mengatur hal-hal yang kurang 
penting. 
 

9. Modus 
Vivendi 

Yaitu Dokumen ini digunakan untuk 
mencatat persetujuan internasional 
yang bersifat sementara, hingga 
tercapai pertemuan yang lebih 
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permanen, terperinci, dan sistematis, 
serta tidak memerlukan ratifikasi. 

10. Pertukaran 
Nota 

Yaitu Metode ini tidak resmi, namun 
semakin sering digunakan akhir-akhir 
ini. Biasanya, pertukaran nota 
dilakukan oleh wakil-wakil militer dan 
negara, dan dapat bersifat 
multilateral. 

Akibat pertukaran nota ini, 
muncul kewajiban yang harus 
dipenuhi oleh pihak-pihak yang 
terlibat. 
 

11. Ketentuan 
Penutup (Final 
Act) 

Yaitu Ringkasan hasil konvensi yang 
mencakup negara peserta, nama 
utusan yang diundang, serta masalah 
yang disepakati dalam konferensi, dan 
tidak memerlukan ratifikasi. 

 

12. Ketentuan 
Umum 
(General Act) 

Yaitu Traktat yang dapat bersifat resmi 
atau tidak resmi, tergantung pada 
tingkat formalitas dan prosedur yang 
diikuti. Traktat resmi biasanya 
memerlukan ratifikasi oleh negara-
negara yang terlibat dan memiliki 
dampak hukum yang lebih kuat. 
Sementara itu, traktat tidak resmi 
seringkali berupa kesepakatan yang 
tidak memerlukan ratifikasi formal 
dan biasanya tidak memiliki kekuatan 
hukum yang sama. 

LBB (Liga Bangsa-Bangsa) 
menggunakan ketentuan umum 
arbitrasi untuk menyelesaikan 
perselisihan internasional secara 
damai pada tahun 1928. 
 

13. Charter Yaitu Istilah yang digunakan dalam 
perjanjian internasional untuk 
pendirian badan yang melakukan 
fungsi administratif adalah 
"sekretariat" atau "badan 
administratif". Badan ini bertugas 
untuk mengelola dan melaksanakan 
fungsi administratif terkait 
pelaksanaan perjanjian internasional. 

Misalnya, Atlantic Charter. 

14. Pakta (Pact) Yaitu Istilah yang menunjukkan suatu 
persetujuan yang lebih khusus adalah 
"pakta". Contohnya, Pakta Warsawa, 
yang merupakan perjanjian khusus 
yang mengatur hubungan antara 
negara-negara Blok Timur selama 
Perang Dingin. 

Pakta membutuhkan ratifikasi. 

15. Covenant Yaitu anggaran dasar LBB (Liga 
BangsaBangsa). 

 

 

Kewenangan dalam Pembuatan Perjanjian Internasional: Eksekutif, Legislatif, dan 

Pembagian Kewenangan 

Dalam praktik hubungan internasional, pembuatan dan pengesahan perjanjian 

internasional melibatkan berbagai lembaga negara, terutama eksekutif dan legislatif. 
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Kewenangan dalam pembuatan perjanjian internasional dapat bervariasi tergantung pada 

sistem politik dan konstitusi suatu negara. Berikut adalah penjelasan lebih lengkap mengenai 

tiga model kewenangan dalam pembuatan perjanjian internasional: 

1. Kewenangan Mutlak Eksekutif 

Dalam sistem ini, kekuasaan untuk membuat dan mengesahkan perjanjian 

internasional sepenuhnya berada di tangan kepala negara atau kepala pemerintahan sebagai 

pemegang kekuasaan eksekutif. Sistem ini umumnya diterapkan dalam negara-negara yang 

menganut monarki absolut atau sistem pemerintahan yang sangat terpusat. 

Ciri-Ciri Kewenangan Mutlak Eksekutif: 

➢ Konsentrasi Kekuasaan: Kekuasaan untuk membuat perjanjian internasional terpusat 

pada kepala negara atau kepala pemerintahan. 

➢ Tidak Melibatkan Legislatif: Lembaga legislatif tidak memiliki peran dalam proses 

pembuatan atau pengesahan perjanjian internasional. 

➢ Efisiensi dalam Pengambilan Keputusan: Proses pembuatan perjanjian dapat dilakukan 

dengan cepat karena tidak memerlukan persetujuan dari lembaga lain. 

Contoh Penerapan: 

✓ Monarki Absolut: Di negara-negara seperti Arab Saudi (sebelum reformasi), Raja 

memiliki kewenangan mutlak untuk membuat perjanjian internasional tanpa perlu 

persetujuan dari lembaga legislatif. 

✓ Sistem Presidensial yang Terpusat: Beberapa negara dengan sistem presidensial yang 

kuat juga memberikan kewenangan luas kepada presiden dalam membuat perjanjian 

internasional. 

 

2. Kewenangan Mutlak Legislatif 

Dalam sistem ini, kekuasaan untuk membuat dan mengesahkan perjanjian 

internasional sepenuhnya berada di tangan lembaga legislatif (parlemen). Sistem ini 

memberikan peran dominan kepada parlemen dalam proses pembuatan perjanjian 

internasional. 

Ciri-Ciri Kewenangan Mutlak Legislatif: 

✓ Dominasi Parlemen: Parlemen memiliki kewenangan penuh untuk mengesahkan 

perjanjian internasional. 

✓ Keterlibatan Eksekutif Terbatas: Lembaga eksekutif hanya berperan sebagai pelaksana 

atau perwakilan dalam proses negosiasi, tetapi keputusan akhir berada di tangan 

parlemen. 

✓ Transparansi dan Akuntabilitas: Proses pembuatan perjanjian lebih transparan karena 

melibatkan perwakilan rakyat. 

Contoh Penerapan: 

✓ Konstitusi Turki: Menurut Konstitusi Turki, parlemen memiliki kewenangan penuh 

untuk mengesahkan perjanjian internasional. Pemerintah (eksekutif) hanya dapat 

menandatangani perjanjian setelah mendapat persetujuan dari parlemen. 
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3. Pembagian Kewenangan antara Eksekutif dan Legislatif 

Dalam sistem ini, kewenangan untuk membuat perjanjian internasional dibagi antara 

lembaga eksekutif dan legislatif. Lembaga eksekutif (biasanya presiden atau pemerintah) 

memiliki kewenangan untuk menandatangani perjanjian, tetapi pengesahan akhir 

memerlukan persetujuan dari lembaga legislatif (parlemen). 

Ciri-Ciri Pembagian Kewenangan: 

❖ Kerja Sama antar Lembaga: Proses pembuatan perjanjian melibatkan kerja sama antara 

eksekutif dan legislatif. 

❖ Check and Balances: Sistem ini memastikan adanya pengawasan dan keseimbangan 

kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. 

❖ Persetujuan Legislatif: Perjanjian internasional hanya dapat berlaku setelah disetujui 

oleh parlemen, biasanya melalui proses ratifikasi. 

Contoh Penerapan: 

✓ Amerika Serikat: Menurut Konstitusi AS, Presiden memiliki kewenangan untuk 

menandatangani perjanjian internasional, tetapi perjanjian tersebut harus disetujui 

oleh dua pertiga anggota Senat (lembaga legislatif). 

✓ Indonesia: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian 

Internasional, Presiden memiliki kewenangan untuk menandatangani perjanjian 

internasional, tetapi pengesahan perjanjian yang menyangkut hal-hal penting (seperti 

kedaulatan, HAM, atau perubahan wilayah) harus melalui persetujuan DPR (lembaga 

legislatif). 

 

Pentingnya Pembagian Kewenangan 

Pembagian kewenangan antara eksekutif dan legislatif dalam pembuatan perjanjian 

internasional memiliki beberapa manfaat: 

1. Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan: Sistem check and balances mencegah 

konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu lembaga. 

2. Meningkatkan Transparansi: Keterlibatan parlemen memastikan bahwa perjanjian 

internasional diawasi oleh perwakilan rakyat. 

3. Melindungi Kepentingan Nasional: Persetujuan legislatif memastikan bahwa perjanjian 

internasional sejalan dengan kepentingan nasional dan konstitusi negara. 

Kesimpulan 

Kewenangan dalam pembuatan perjanjian internasional dapat bervariasi tergantung 

pada sistem politik dan konstitusi suatu negara. Kewenangan mutlak eksekutif cocok untuk 

sistem yang mengutamakan efisiensi, sementara kewenangan mutlak legislatif lebih 

menekankan transparansi dan akuntabilitas. Pembagian kewenangan antara eksekutif dan 

legislatif menawarkan keseimbangan antara efisiensi dan pengawasan, sehingga menjadi 

model yang banyak diterapkan di negara-negara demokratis. Pemilihan model kewenangan 

yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian internasional dibuat dengan 

mempertimbangkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip good governance. 
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Apa Dampak Pelanggaran Perjanjian Internasional Bagi Negara Yang Terlibat ?  

Pelanggaran perjanjian internasional dapat menimbulkan berbagai dampak signifikan 

bagi negara yang terlibat, baik secara hukum, politik, maupun ekonomi. Berikut adalah 

dampak-dampak utama yang dapat terjadi: 

1. Pembatalan atau Pengakhiran Perjanjian 

Pelanggaran serius terhadap perjanjian internasional dapat mengakibatkan 

pembatalan atau pengakhiran perjanjian oleh pihak yang dirugikan. Hal ini mencerminkan 

kegagalan negara pelaku pelanggaran untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian. 

Contoh: Jika suatu negara melanggar ketentuan dalam perjanjian perdagangan bebas (FTA), 

negara mitra dapat mengakhiri perjanjian tersebut dan menarik semua manfaat yang telah 

disepakati. 

2. Sanksi Hukum dan Politik 

Negara yang melanggar perjanjian internasional dapat dikenai sanksi hukum atau 

politik oleh komunitas internasional. Sanksi ini bisa berupa embargo ekonomi, penangguhan 

hak suara dalam organisasi internasional, atau bahkan isolasi diplomatik. 

Contoh: Pelanggaran terhadap hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia 

atau konflik bersenjata dapat menyebabkan sanksi dari Dewan Keamanan PBB. 

3. Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase atau Lembaga Internasional 

Pelanggaran perjanjian sering kali memicu penyelesaian sengketa melalui mekanisme 

arbitrase atau lembaga internasional seperti Mahkamah Internasional (ICJ) atau WTO. Negara 

pelaku pelanggaran dapat diwajibkan membayar ganti rugi atau mematuhi putusan arbitrase. 

Contoh: Dalam kasus sengketa perdagangan, WTO dapat memutuskan bahwa negara 

pelanggar harus mencabut kebijakan proteksionis atau membayar kompensasi kepada negara 

yang dirugikan. 

4. Kerugian Ekonomi dan Hilangnya Kepercayaan Investor 

Pelanggaran perjanjian internasional dapat merusak reputasi negara di mata investor 

asing dan mitra dagang. Hal ini dapat mengurangi aliran investasi asing langsung (FDI) dan 

memperburuk hubungan ekonomi dengan negara lain. 

Contoh: Jika suatu negara melanggar perjanjian investasi bilateral (BIT), investor asing dapat 

menarik modal mereka atau mengajukan klaim arbitrase internasional untuk mendapatkan 

kompensasi kerugian. 

5. Dampak pada Masyarakat Lokal 

Pelanggaran perjanjian internasional juga dapat berdampak langsung pada masyarakat 

lokal. Misalnya, pelanggaran terhadap UNCLOS 1982 dapat membatasi akses nelayan 

tradisional ke wilayah perairan tertentu, sehingga memengaruhi mata pencaharian mereka. 

Kesimpulan 

Pelanggaran perjanjian internasional memiliki dampak luas, termasuk pembatalan 

perjanjian, sanksi hukum-politik, penyelesaian sengketa melalui lembaga internasional, 

kerugian ekonomi, serta dampak sosial pada masyarakat lokal. Oleh karena itu, kepatuhan 
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terhadap perjanjian internasional sangat penting untuk menjaga stabilitas hubungan 

antarnegara dan kesejahteraan global. 

Contoh Konkrekt Pelanggaran Perjanjian Internasional Dalam Sejarah 

Sebagai bagian dari dinamika hubungan internasional, pelanggaran terhadap 

perjanjian internasional sering kali menimbulkan dampak yang signifikan bagi negara yang 

terlibat, baik dalam aspek hukum, politik, maupun sosial. Dalam konteks ini, memahami 

contoh konkret pelanggaran perjanjian internasional menjadi penting untuk melihat implikasi 

dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang telah disepakati. Berbagai kasus yang pernah 

terjadi di dunia internasional memberikan gambaran jelas tentang akibat yang timbul, mulai 

dari sanksi ekonomi hingga dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat lokal. Berikut ini 

akan dibahas beberapa contoh pelanggaran perjanjian internasional yang penting, beserta 

dampak-dampaknya. 

Berikut adalah beberapa contoh konkret pelanggaran perjanjian internasional dalam 

sejarah, beserta akibatnya: 

1) Pelanggaran UNCLOS 1982 oleh Negara-Negara Maritim 

Kasus: Beberapa negara, termasuk Indonesia dan Malaysia, dilaporkan melakukan 

pelanggaran terhadap Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982, terutama terkait hak 

nelayan tradisional untuk menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif (ZEE). 

Akibat: Nelayan tradisional yang seharusnya dilindungi oleh UNCLOS kehilangan akses 

ke wilayah penangkapan ikan mereka. Hal ini memicu konflik antar-negara pesisir dan 

merugikan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya laut. 

2) Konflik Nagorno-Karabakh (Azerbaijan vs Armenia) 

 

 
Gambar 2.1 Perang Nagorno – karabakh 1980 – 1994 

Sumber: KBKNews 
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Kasus: Dalam konflik Nagorno-Karabakh tahun 2020, Azerbaijan dan Armenia dituduh 

melanggar perjanjian internasional, termasuk hukum humaniter internasional dan 

prinsip kedaulatan wilayah. 

Akibat: Konflik berkepanjangan menyebabkan korban jiwa besar-besaran, 

pengungsian massal, dan kerusakan infrastruktur. Selain itu, reputasi kedua negara di 

mata komunitas internasional menjadi buruk, serta hubungan diplomatik tetap tegang 

hingga saat ini. 

3) Pelanggaran GATT 1994 oleh Indonesia 

Kasus: Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO atas pelanggaran GATT 1994 terkait 

larangan ekspor bijih nikel mentah. Larangan ini dianggap bertentangan dengan prinsip 

perdagangan bebas yang diatur dalam GATT. 

Akibat: WTO memutuskan bahwa Indonesia melanggar aturan perdagangan global dan 

harus mencabut larangan tersebut atau menghadapi sanksi ekonomi. Putusan ini 

memaksa Indonesia merevisi kebijakan hilirisasi industri nikel. 

4) Kasus Freeport Indonesia 

 

  
Sumber: Cnn Indonesia     sumber: Merdeka.com 

Gambar 2.2 Pelanggaran Perjanjian Internasional oleh PT Freeport Indonesia di 

Papua 

  

Kasus: PT Freeport Indonesia dituduh melanggar perjanjian internasional terkait 

lingkungan hidup dan hak asasi manusia di Papua. Pelanggaran ini melibatkan 

pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan hak-

hak masyarakat lokal. 

Akibat: Kasus ini memicu protes dari kelompok masyarakat adat dan organisasi 

internasional, menyebabkan tekanan politik terhadap pemerintah Indonesia untuk 

memperbaiki regulasi pertambangan. 
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5) Pelanggaran Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan 

 

 
Gambar 2.3 Genosida Rohingnya di Myanmar 

Sumber: CNN indonesia 

 

Kasus: Beberapa negara, seperti Myanmar dalam kasus Rohingya, dituduh melakukan 

genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang melanggar perjanjian 

internasional seperti Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 

(1948). 

Akibat: Myanmar menghadapi tuntutan di Mahkamah Internasional (ICJ) dan sanksi 

dari komunitas internasional. Reputasi negara tersebut rusak, dan investor asing mulai 

menarik diri dari proyek-proyek di Myanmar. 

6) Perang Irak (2003) 

 

 
Gambar 2.4 Pertempuran irak  

 Sumber: BBC 



H u k u m  D a g a n g  I n t e r n a s i o n a l  | 43 

 

 
Dr. Agus Wibowo & Dr. Sri Yulianingsih, SH, M.Kn. 
 

 

Kasus: Amerika Serikat dan sekutunya melanggar hukum internasional dengan 

menyerang Irak tanpa mandat resmi dari Dewan Keamanan PBB, yang dianggap 

sebagai pelanggaran terhadap Piagam PBB. 

Akibat: Perang menyebabkan korban sipil besar-besaran, destabilisasi wilayah Timur 

Tengah, dan meningkatnya ketegangan geopolitik. AS dan sekutunya juga menghadapi 

kritik keras dari komunitas internasional. 

Kesimpulan 

Pelanggaran perjanjian internasional memiliki dampak serius, termasuk sanksi 

ekonomi, kerusakan reputasi, konflik diplomatik, dan kerugian bagi masyarakat lokal. Contoh-

contoh seperti pelanggaran UNCLOS, GATT, dan Piagam PBB menunjukkan pentingnya 

kepatuhan terhadap hukum internasional untuk menjaga stabilitas global. 

Beberapa Langkah Strategis Yang Dapat Diambil Untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran 

Perjanjian Internasional Di Masa Depan 

Untuk memastikan keberlangsungan hubungan internasional yang harmonis dan 

menghindari pelanggaran perjanjian internasional, negara-negara perlu menerapkan langkah-

langkah strategis yang dapat memperkuat sistem global. Pencegahan pelanggaran perjanjian 

internasional tidak hanya membutuhkan komitmen dari setiap negara, tetapi juga kolaborasi 

aktif antarnegara serta dukungan dari lembaga internasional. Berikut ini adalah beberapa 

langkah yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran perjanjian internasional 

di masa depan dan menjaga stabilitas hubungan antarnegara. Berikut beberapa langkah 

strategis yang dapat diambil untuk mencegah pelanggaran perjanjian internasional di masa 

depan: 

1. Penguatan Kerja Sama Internasional 

Kerja sama internasional yang kuat menjadi kunci untuk mencegah konflik dan 

pelanggaran perjanjian. Negara-negara harus memperkuat komitmen terhadap hukum global 

dan membangun mekanisme pencegahan konflik melalui dialog dan diplomasi. 

Contoh Langkah: 

• Meningkatkan partisipasi dalam organisasi internasional seperti WTO, UNCLOS, atau 

ASEAN untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap aturan bersama. 

2. Penyusunan Klausul yang Jelas dalam Kontrak 

Dalam menyusun perjanjian internasional, penting untuk memasukkan klausul-klausul 

yang jelas dan rinci untuk menghindari multitafsir. Klausul ini mencakup mekanisme 

penyelesaian sengketa, sanksi atas pelanggaran, serta ketentuan revisi perjanjian jika 

diperlukan. 

Contoh Klausul Penting: 

• Klausul tentang yurisdiksi (misalnya, apakah sengketa akan diselesaikan melalui 

arbitrase atau lembaga internasional). 

• Klausul force majeure untuk mengantisipasi situasi luar biasa yang dapat menghalangi 

pemenuhan kewajiban. 
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3. Ratifikasi yang Transparan dan Partisipatif 

Proses ratifikasi perjanjian internasional harus dilakukan secara transparan dan 

melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk parlemen, akademisi, dan masyarakat 

sipil. Hal ini memastikan bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan kepentingan nasional dan 

tidak menimbulkan resistensi di kemudian hari. 

Contoh Langkah: 

• Melibatkan parlemen dalam proses ratifikasi untuk memastikan legitimasi domestik. 

• Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan implikasi perjanjian. 

4. Pengawasan dan Penegakan Hukum oleh Lembaga Internasional 

Lembaga internasional seperti WTO, Mahkamah Internasional (ICJ), atau Dewan 

Keamanan PBB harus memainkan peran aktif dalam mengawasi implementasi perjanjian dan 

menegakkan sanksi terhadap pelanggaran. 

Contoh Langkah: 

• WTO dapat memberikan sanksi ekonomi kepada negara yang melanggar aturan 

perdagangan bebas. 

• ICJ dapat mengeluarkan putusan hukum terhadap negara yang melakukan pelanggaran 

serius, seperti genosida atau agresi militer. 

5. Pendidikan dan Kesadaran tentang Hukum Internasional 

Peningkatan kesadaran tentang hukum internasional di kalangan pembuat kebijakan, 

diplomat, dan masyarakat umum sangat penting. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan 

formal, seminar internasional, atau kampanye publik. 

Contoh Langkah: 

• Mengintegrasikan hukum internasional ke dalam kurikulum pendidikan tinggi di bidang 

hukum dan hubungan internasional. 

• Mengadakan lokakarya untuk pejabat pemerintah tentang pentingnya kepatuhan 

terhadap perjanjian internasional. 

6. Penggunaan Teknologi untuk Monitoring 

Teknologi modern dapat digunakan untuk memantau kepatuhan terhadap perjanjian 

internasional, terutama dalam bidang lingkungan hidup dan perdagangan. Contohnya, satelit 

dapat digunakan untuk memantau aktivitas illegal fishing atau deforestasi yang melanggar 

UNCLOS 1982. 

Contoh Langkah: 

• Menggunakan sistem pelacakan elektronik untuk memantau kapal-kapal di zona 

maritim. 

• Menerapkan teknologi blockchain untuk memastikan transparansi dalam rantai pasok 

global. 

7. Penyusunan Perjanjian yang Fleksibel 

Perjanjian internasional harus disusun dengan mempertimbangkan fleksibilitas, 

sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi global. Misalnya, perjanjian 



H u k u m  D a g a n g  I n t e r n a s i o n a l  | 45 

 

 
Dr. Agus Wibowo & Dr. Sri Yulianingsih, SH, M.Kn. 
 

dapat mencakup mekanisme revisi berkala untuk mengakomodasi perubahan kondisi politik, 

ekonomi, atau lingkungan. 

Contoh Langkah: 

• Menambahkan pasal tentang peninjauan ulang setiap lima tahun untuk memastikan 

relevansi perjanjian. 

• Memungkinkan negara untuk mengajukan amandemen jika ada perubahan signifikan 

dalam konteks global. 

Kesimpulan 

Pencegahan pelanggaran perjanjian internasional memerlukan komitmen bersama 

dari negara-negara, penguatan kerja sama internasional, penyusunan klausul yang jelas, 

pengawasan oleh lembaga internasional, serta peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang 

hukum internasional. Dengan langkah-langkah ini, risiko pelanggaran dapat diminimalisasi, 

dan stabilitas hubungan internasional dapat dipertahankan. 

 

2.4 KEBIASAAN INTERNASIONAL DAN PRINSIP HUKUM UMUM  

Kedua konsep ini merupakan sumber hukum internasional yang saling melengkapi 

meskipun memiliki karakteristik yang berbeda. Berikut penjelasan terkait keduanya: 

1. Kebiasaan Internasional 

Kebiasaan internasional (customary international law) merupakan salah satu sumber 

hukum internasional yang terbentuk dari praktik negara-negara yang dilakukan secara 

konsisten dan diakui sebagai kewajiban hukum (opinio juris). Artinya, suatu kebiasaan dapat 

dianggap sebagai hukum jika dua unsur terpenuhi: pertama, praktik tersebut dilakukan secara 

berulang oleh banyak negara dalam kurun waktu tertentu (misalnya, menghormati batas 

wilayah laut atau memberikan kekebalan diplomatik).  

Kedua, negara-negara tersebut meyakini bahwa praktik itu wajib diikuti sebagai hukum, 

bukan sekadar kesopanan atau kebiasaan tanpa dasar legal. Contoh nyata kebiasaan 

internasional adalah prinsip pacta sunt servanda (perjanjian harus dipatuhi) atau larangan 

penggunaan senjata kimia dalam perang. Meskipun tidak tertulis seperti traktat, kebiasaan ini 

memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi dasar untuk menyelesaikan sengketa 

antarnegara. Namun, pembentukannya memerlukan waktu lama karena harus melalui 

konsensus global dan pengakuan luas dari komunitas internasional. 

Ciri-Ciri:  

✓ Terbentuk dari praktik negara yang berulang dan seragam. 

✓ Diakui sebagai kewajiban hukum oleh komunitas internasional. 

Contoh:  

❖ Hukum perang (misalnya, larangan serangan terhadap warga sipil). 

❖ Prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara lain. 

❖ Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ). 

Peran: Kebiasaan internasional menjadi dasar hukum ketika tidak ada perjanjian atau prinsip 

hukum umum yang mengatur suatu isu. 
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2. Prinsip Hukum Umum 

Prinsip hukum umum (general principles of law) merupakan asas-asas dasar hukum 

yang diakui oleh mayoritas negara beradab (civilized nations) dan berlaku universal, baik dalam 

sistem hukum internasional maupun hukum nasional suatu negara. Prinsip ini berfungsi 

sebagai sumber hukum pelengkap ketika tidak ada aturan tertulis (traktat) atau kebiasaan 

internasional (customary law) yang mengatur suatu kasus. Contoh prinsip hukum umum 

antara lain pacta sunt servanda (kepatuhan terhadap perjanjian), larangan penyalahgunaan 

hak (abuse of rights), asas keadilan (equity), dan prinsip itikad baik (good faith) dalam 

menjalankan kewajiban.  

Prinsip ini juga sering menjadi jembatan antara sistem hukum berbeda, seperti hukum 

sipil (civil law) dan hukum umum (common law), sehingga memastikan keseragaman dalam 

penyelesaian sengketa global. Misalnya, Mahkamah Internasional (ICJ) dalam Statuta Pasal 38 

menyebut prinsip hukum umum sebagai dasar putusan ketika hukum internasional tidak cukup 

mengatur. Meski bersifat universal, prinsip ini tetap memerlukan pengakuan bersama dari 

komunitas internasional untuk memastikan legitimasi dan penerapannya. Dengan demikian, 

prinsip hukum umum tidak hanya memperkuat koherensi hukum global, tetapi juga menjamin 

keadilan yang mendasar bagi seluruh negara.  Bersifat fundamental dan abstrak, seperti pacta 

sunt servanda (perjanjian harus ditaati). Digunakan ketika perjanjian atau kebiasaan 

internasional tidak memadai untuk menyelesaikan kasus. 

Contoh:  

❖ Asas keadilan (equity). 

❖ Prinsip good faith (itikad baik) dalam kontrak internasional. 

Peran: Prinsip hukum umum melengkapi kebiasaan internasional dan perjanjian untuk 

memastikan keadilan dalam penyelesaian sengketa 

 

Hubungan antara Keduanya 

1. Saling Melengkapi: Kebiasaan internasional dan prinsip hukum umum bersama-sama 

menjadi sumber hukum internasional ketika perjanjian tidak mencukupi. 

2. Hierarki: Kebiasaan internasional lebih spesifik karena muncul dari praktik negara, 

sedangkan prinsip hukum umum lebih bersifat filosofis dan universal. 

Contoh Penerapan 

• Kasus Penyelesaian Sengketa: Mahkamah Internasional (ICJ) sering merujuk pada 

prinsip equity dan kebiasaan internasional untuk memutuskan kasus yang tidak diatur 

oleh perjanjian. 

• Konvensi Wina 1969: Mengkodifikasi kebiasaan internasional tentang perjanjian, 

seperti prinsip pacta sunt servanda. 

Kesimpulan 

Kebiasaan internasional dan prinsip hukum umum adalah pilar hukum internasional 

yang saling mendukung. Kebiasaan muncul dari praktik negara, sedangkan prinsip umum 

menyediakan kerangka filosofis untuk keadilan dan kepastian hukum. 



H u k u m  D a g a n g  I n t e r n a s i o n a l  | 47 

 

 
Dr. Agus Wibowo & Dr. Sri Yulianingsih, SH, M.Kn. 
 

Peran mahkamah Internasional (ICJ) dalam menerapkan prinsip hukum umum dan 

kebiasaan internasional 

Sebagai organ peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Mahkamah 

Internasional (International Court of Justice/ICJ) memainkan peran krusial dalam 

menerapkan prinsip hukum umum dan kebiasaan internasional sebagai sumber hukum 

internasional. Berdasarkan Statuta Mahkamah Internasional Pasal 38, kedua sumber ini diakui 

sebagai dasar untuk memutus sengketa antarnegara.  

Kebiasaan internasional, yang terbentuk dari praktik negara yang konsisten dan 

diiringi opinio juris (keyakinan bahwa praktik tersebut merupakan kewajiban hukum), sering 

digunakan ICJ untuk menilai kasus-kasus seperti pelanggaran batas wilayah atau hak 

kedaulatan. ICJ tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memperkuat konsistensi dan 

keadilan hukum global.  

Meski keputusannya hanya mengikat negara yang bersengketa, putusan ICJ sering 

menjadi acuan bagi perkembangan norma hukum internasional, sehingga memastikan 

stabilitas hubungan antarnegara dan penegakan prinsip universal. Berikut penjelasan tentang 

peran ICJ dalam hal ini: 

1. Peran ICJ dalam Menerapkan Kebiasaan Internasional 

Kebiasaan internasional, yang merupakan praktik negara yang konsisten dan diakui 

sebagai hukum (opinio juris), digunakan oleh ICJ sebagai dasar dalam putusan ketika tidak ada 

perjanjian yang mengatur kasus tersebut. 

• Contoh Penerapan: Dalam kasus Nicaragua v. United States (1986), ICJ merujuk pada 

kebiasaan internasional yang melarang penggunaan kekuatan dan intervensi dalam 

urusan negara lain. 

• Mekanisme: ICJ menilai praktik negara, keputusan lembaga internasional, dan 

pendapat ahli untuk menentukan keberadaan kebiasaan internasional. 

2. Peran ICJ dalam Menerapkan Prinsip Hukum Umum 

Prinsip hukum umum, seperti pacta sunt servanda, good faith, dan keadilan, menjadi 

dasar putusan ICJ ketika perjanjian atau kebiasaan tidak memadai. 

• Contoh Penerapan: Dalam kasus Barcelona Traction (1970), ICJ menggunakan prinsip 

erga omnes (kewajiban yang mengikat semua negara) untuk menegaskan hak negara 

melindungi kepentingan internasional yang mendasar. 

• Mekanisme: ICJ merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh "bangsa-bangsa 

beradab" dan menggabungkannya dengan logika hukum universal. 

3. Integrasi Kedua Sumber Hukum dalam Putusan ICJ 

Mahkamah Internasional (ICJ) sering kali menggabungkan kebiasaan 

internasional dan prinsip hukum umum untuk memastikan terciptanya keadilan dan kepastian 

hukum dalam menyelesaikan sengketa antarnegara. Kebiasaan internasional, yang bersumber 

dari praktik negara yang dilakukan secara konsisten dan disertai keyakinan sebagai kewajiban 

hukum (opinio juris), menjadi dasar untuk menilai tindakan negara sesuai norma yang telah 

diterima secara global. Misalnya, ICJ merujuk kebiasaan internasional dalam kasus larangan 
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intervensi militer ilegal atau penghormatan terhadap kedaulatan wilayah. Sementara itu, 

prinsip hukum umum seperti good faith (itikad baik), equity (keadilan), dan pacta sunt 

servanda (kepatuhan pada perjanjian) digunakan untuk mengisi celah hukum ketika tidak ada 

aturan tertulis atau kebiasaan yang spesifik. Kombinasi kedua sumber hukum ini 

memungkinkan ICJ membuat keputusan yang tidak hanya adil, tetapi juga konsisten dengan 

nilai-nilai universal yang diakui masyarakat internasional.: 

• Klausul Tambahan: Putusan ICJ menjadi sumber hukum tambahan (subsidiary means) 

sesuai Pasal 38 Statuta ICJ, yang memperkuat penggunaan kebiasaan dan prinsip 

umum. 

• Konsistensi Jurisprudensi: ICJ merujuk pada putusan sebelumnya untuk memastikan 

konsistensi dalam menerapkan prinsip dan kebiasaan, seperti dalam kasus Corfu 

Channel (1949) yang menegaskan prinsip due diligence. 

4. Kewenangan ICJ dalam Penyelesaian Sengketa 

ICJ berwenang menyelesaikan sengketa antarnegara dengan merujuk pada sumber 

hukum internasional, termasuk kebiasaan dan prinsip umum: 

• Sengketa Perjanjian: Jika terjadi pelanggaran perjanjian, ICJ menggunakan kebiasaan 

internasional untuk menafsirkan kewajiban negara. 

• Advisory Opinion: ICJ memberikan pendapat hukum kepada Majelis Umum PBB 

dengan merujuk pada prinsip hukum umum, seperti dalam kasus kemerdekaan 

Kosovo. 

Kesimpulan 

ICJ memanfaatkan kebiasaan internasional dan prinsip hukum umum sebagai alat 

untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan kepastian hukum. Kedua sumber ini saling 

melengkapi, terutama ketika perjanjian internasional tidak mencukupi atau multitafsir. 

 

Perbedaan Mendasar antara Hukum Umum Internasional dan Hukum Kebiasaan 

Hukum umum internasional dan hukum kebiasaan internasional memiliki perbedaan 

mendasar dalam hal sumber, proses pembentukan, dan penerapannya: 

1. Hukum Kebiasaan Internasional 

Hukum kebiasaan internasional terbentuk dari praktik negara yang konsisten (state 

practice) dan diakui sebagai hukum oleh komunitas internasional, yang dikenal dengan 

istilah opinio juris. Proses pembentukannya memerlukan waktu yang cukup lama, 

karena hukum kebiasaan hanya dapat terbentuk melalui kebiasaan yang diulang 

secara terus-menerus oleh negara-negara dan diakui sebagai kewajiban hukum. 

Contoh penerapan hukum kebiasaan internasional dapat dilihat pada prinsip-prinsip 

seperti larangan penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional, prinsip non-

intervensi dalam urusan dalam negeri negara lain, atau kebiasaan maritim seperti 

freedom of navigation. Semua ini mencerminkan bagaimana praktik yang konsisten 

dan diakui oleh komunitas internasional akhirnya diubah menjadi norma hukum yang 

mengikat di tingkat global. 
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2. Hukum Umum Internasional 

Hukum umum internasional merupakan prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh 

bangsa-bangsa beradab, atau yang dikenal dengan istilah principles of law recognized 

by civilized nations. Prinsip-prinsip ini mencakup berbagai aturan dasar yang mendasari 

hubungan internasional, seperti pacta sunt servanda (perjanjian harus ditaati), prinsip 

keadilan (equity), dan good faith (itikad baik). Contoh lainnya adalah prinsip erga 

omnes, yang menyatakan bahwa kewajiban tertentu mengikat semua negara, serta 

larangan terhadap kejahatan genosida. Proses pembentukan hukum umum ini lebih 

bersifat filosofis dan universal, tidak bergantung pada praktik negara-negara tertentu, 

melainkan pada prinsip moral yang diterima secara global dan logika hukum yang 

mendasarinya. Prinsip-prinsip ini berkembang dari pemahaman dan konsensus 

internasional tentang apa yang dianggap adil dan benar dalam tatanan dunia. 

Bagaimana ICJ Membedakannya? 

Mahkamah Internasional (ICJ) membedakan kedua konsep ini melalui mekanisme berikut: 

1. Penerapan Hukum Kebiasaan 

✓ ICJ menilai praktik negara (misalnya, kebijakan luar negeri, perjanjian bilateral, 

atau pernyataan resmi) dan opinio juris (keyakinan bahwa praktik tersebut wajib 

secara hukum). 

✓ Contoh Kasus: Dalam Nicaragua v. United States (1986), ICJ menggunakan hukum 

kebiasaan untuk menilai pelanggaran prinsip non-intervensi dan larangan 

penggunaan kekuatan. 

2. Penerapan Hukum Umum 

✓ ICJ merujuk pada prinsip hukum universal yang diakui secara luas, seperti pacta 

sunt servanda atau keadilan, terutama ketika tidak ada perjanjian atau kebiasaan 

yang jelas. 

✓ Contoh Kasus: Dalam Barcelona Traction (1970), ICJ menggunakan prinsip erga 

omnes untuk menegaskan hak negara melindungi kepentingan internasional 

mendasar. 

3. Hierarki dan Keterkaitan 

✓ Hukum kebiasaan lebih spesifik dan terikat pada praktik negara, sementara hukum 

umum lebih abstrak dan berlaku universal. 

✓ ICJ sering menggabungkan keduanya untuk memperkuat putusan, seperti dalam 

kasus Corfu Channel (1949) yang menggabungkan kebiasaan maritim dan prinsip 

due diligence. 

Perbedaan utama terletak pada sumber dan proses pembentukan: hukum kebiasaan berasal 

dari praktik negara, sedangkan hukum umum berasal dari prinsip universal. ICJ 

membedakannya dengan menganalisis praktik negara (state practice) untuk hukum kebiasaan 

dan merujuk prinsip filosofis untuk hukum umum. 
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2.5 “ SOFT LAW “ DAN INSTRUMEN NON – MENGIKAT  

Soft Law dan Instrumen Non-Mengikat 

Soft law merujuk pada norma atau instrumen hukum yang tidak memiliki kekuatan 

mengikat secara hukum (non-binding), namun tetap memengaruhi perilaku negara atau 

organisasi internasional. Contohnya mencakup resolusi Majelis Umum PBB, pedoman Uni 

Eropa, atau prinsip-prinsip kontrak internasional seperti UNIDROIT Principles. Meskipun tidak 

mengikat, soft law berfungsi sebagai pedoman atau rekomendasi yang dapat membentuk 

praktik internasional dan membantu menyusun standar bersama di antara negara-negara. 

Perbedaan dengan Hard Law 

Berbeda dengan hard law, yang mengacu pada perjanjian atau konvensi yang memiliki 

kekuatan mengikat secara hukum, soft law tidak memiliki mekanisme penegakan hukum 

formal. Meskipun demikian, soft law bisa bertransformasi menjadi hard law jika diadopsi 

sepenuhnya oleh negara dalam sistem hukum domestik atau melalui kesepakatan 

internasional. Contohnya, prinsip-prinsip soft law dalam kontrak komersial seringkali diadopsi 

dalam perjanjian bilateral untuk meningkatkan kepastian hukum. 

Peran dan Signifikansi 

Soft law memiliki peran penting karena memberikan fleksibilitas dalam regulasi global, 

terutama di bidang-bidang yang membutuhkan respons cepat atau konsensus luas, seperti isu 

lingkungan atau hak asasi manusia. Meskipun tidak mengikat, instrumen ini mencerminkan 

nilai-nilai dan standar yang diakui oleh komunitas internasional, sehingga menjadi acuan 

dalam diplomasi dan pembuatan kebijakan internasional. 

Peran Soft Law dalam Menyelesaikan Konflik Antar Negara 

Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, soft law memainkan peran 

penting dalam menyelesaikan konflik antar negara melalui beberapa mekanisme strategis. 

Salah satunya adalah dengan menetapkan norma dan standar moral yang menjadi acuan bagi 

perilaku negara. Contohnya, prinsip jus cogens dalam konflik bersenjata sering diadopsi 

sebagai pedoman untuk mengurangi kekerasan, meski tidak mengikat secara formal. Selain itu, 

soft law juga berperan dalam mendorong dialog dan kerja sama antar negara. Instrumen non-

mengikat seperti pedoman Uni Eropa atau ASEAN memfasilitasi komunikasi tanpa adanya 

tekanan hukum yang ketat, memberi fleksibilitas bagi negara untuk menyesuaikan kebijakan 

tanpa risiko melanggar kewajiban hukum. 

Selain itu, soft law sering menjadi dasar pembentukan hard law. Sebagai contoh, 

prinsip dalam UNIDROIT Principles tentang kontrak internasional telah berpengaruh dalam 

pembentukan ketentuan hukum nasional dan perjanjian bilateral. Soft law juga dapat 

mengurangi ketegangan antar negara melalui tekanan moral. Misalnya, resolusi Majelis Umum 

PBB atau laporan komisi hak asasi manusia memberikan dorongan moral yang mendorong 

negara untuk bertindak sesuai dengan standar internasional, meskipun tidak ada sanksi hukum 

yang mengikat. Di samping itu, soft law menyediakan kerangka yang fleksibel untuk menangani 

isu-isu kompleks yang melibatkan banyak dimensi, seperti lingkungan hidup atau keamanan 

siber, yang memerlukan respons cepat tanpa prosedur ratifikasi yang rumit. Sebagai contoh, 
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Paris Agreement (2015) menggabungkan komitmen sukarela negara-negara untuk mengurangi 

emisi karbon, yang merupakan bentuk soft law. 

Secara keseluruhan, soft law berperan sebagai instrumen pendukung perdamaian 

dengan membangun kepercayaan, menyamakan persepsi, dan menciptakan forum dialog 

antar negara. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal, pengaruhnya terhadap 

perilaku negara sangat signifikan melalui tekanan moral, diplomasi, dan evolusi norma 

internasional. 

Kesimpulan 

Soft law dan instrumen non-mengikat merupakan bagian integral dari tata hukum 

internasional, mengisi celah ketika hard law tidak memadai atau terlalu kaku. Walaupun tidak 

memiliki kekuatan hukum langsung, pengaruhnya terhadap praktik global sangat signifikan 

dan tidak dapat diabaikan. 

Keberhasilan dan Kegagalan Soft Law dalam Menyelesaikan Konflik Antarnegara 

Untuk memahami peran dan tantangan yang dihadapi oleh soft law dalam 

penyelesaian konflik antarnegara, penting untuk terlebih dahulu menyoroti bagaimana 

instrumen non-mengikat ini berfungsi dalam sistem hukum internasional. Soft law, meskipun 

tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, sering kali digunakan sebagai sarana untuk 

mengatur perilaku negara dalam situasi-situasi yang kompleks, termasuk dalam konteks 

konflik internasional. Namun, meskipun memiliki potensi besar dalam menciptakan dialog dan 

mengurangi ketegangan, soft law tidak selalu berhasil mencapai tujuan penyelesaiannya. 

Dalam beberapa kasus, kegagalannya mencerminkan berbagai faktor, seperti ketidakpatuhan 

terhadap instrumen ini atau kurangnya mekanisme penegakan yang kuat. 

Pada pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi contoh-contoh konkret di mana soft 

law telah berhasil ataupun gagal dalam menyelesaikan konflik antarnegara. Selain itu, kita akan 

mengidentifikasi akar dari kegagalan tersebut, serta faktor-faktor yang memengaruhi 

efektivitas soft law dalam konteks hubungan internasional. Pembahasan ini bertujuan untuk 

memberikan pemahaman lebih dalam mengenai dinamika penggunaan soft law dalam 

diplomasi internasional dan penyelesaian sengketa antarnegara. 

Contoh Soft Law yang Berhasil Menyelesaikan Konflik Antar Negara 

Berikut adalah contoh soft law yang berperan dalam penyelesaian konflik antar negara: 

1. Komisi Konsiliasi Thailand-Prancis: Konflik antara Thailand dan Prancis terkait wilayah 

Indochina pada abad ke-19 diselesaikan melalui konsiliasi, di mana kedua pihak 

membentuk Komisi Konsiliasi sebagai pihak ketiga netral. Meskipun tidak 

menghasilkan perjanjian mengikat, proses ini memfasilitasi dialog dan mengurangi 

ketegangan. 

2. Mediasi dalam Konflik oleh Organisasi Internasional: Organisasi seperti ASEAN atau 

PBB sering menggunakan mediasi sebagai instrumen soft law. Sebagai contoh, mediasi 

oleh Singapura dalam konflik Kamboja-Vietnam pada 1980-an membantu meredakan 

ketegangan melalui dialog tanpa menghasilkan kewajiban hukum formal. 
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3. Prinsip Hukum Pilihan dalam Kontrak Internasional (HCCH 2015): Prinsip 2015 

Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts oleh Hague 

Conference on Private International Law (HCCH) menjadi acuan non-mengikat untuk 

menyelesaikan sengketa kontrak antar negara. Prinsip ini membantu menyamakan 

persepsi hukum tanpa memaksa ratifikasi formal. 

4. Mekanisme Konsiliasi UNCLOS 1982: Bagian XV UNCLOS memungkinkan negara-

negara menyelesaikan sengketa laut melalui konsiliasi, seperti yang terjadi dalam 

sengketa maritim antara Indonesia dan Malaysia. Proses ini bersifat sukarela dan non-

mengikat, tetapi berhasil menciptakan forum dialog untuk meredakan konflik. 

5. Resolusi PBB tentang Konflik Bersenjata: Resolusi Majelis Umum PBB, seperti resolusi 

tentang perlindungan warga sipil dalam perang, berperan sebagai soft law yang 

mendorong negara-negara mematuhi prinsip kemanusiaan, meskipun tidak memiliki 

kekuatan hukum. Sebagai contoh, tekanan moral dari resolusi ini membantu 

mengurangi kekerasan dalam konflik di Rwanda dan Bosnia. 

Soft law seperti konsiliasi, mediasi, dan prinsip HCCH berhasil menjadi instrumen penyelesaian 

konflik karena fleksibilitas dan kemampuannya membangun kepercayaan antar negara tanpa 

paksaan hukum. 

Contoh Kegagalan Penggunaan Soft Law dalam Menyelesaikan Konflik Antar Negara 

1. Kegagalan Lima Poin Konsensus ASEAN tentang Myanmar: ASEAN mencoba 

menggunakan soft law melalui "Lima Poin Konsensus" untuk menyelesaikan krisis 

politik dan kemanusiaan di Myanmar pasca-kudeta 2021. Namun, instrumen ini gagal 

karena kelemahan dalam tiga dimensi: 

✓ Kurangnya mekanisme penegakan: Tidak ada sanksi atau kewajiban hukum yang 

mengikat junta militer Myanmar. 

✓ Ketidakpatuhan pihak yang bersengketa: Junta Myanmar tidak mematuhi 

komitmen untuk menghentikan kekerasan atau memulai dialog dengan oposisi. 

✓ Kurangnya konsensus internal ASEAN: Beberapa negara anggota ASEAN (seperti 

Indonesia dan Malaysia) memiliki pendekatan berbeda, sehingga melemahkan 

efektivitas soft law. 

2. Konflik Laut China Selatan dan Kode Etik ASEAN-China: Upaya ASEAN dan China untuk 

merumuskan Code of Conduct (CoC) sebagai soft law guna mengatur perilaku di Laut 

China Selatan terus mengalami kebuntuan. Meskipun sudah dibahas sejak 2002, 

prosesnya sering terhambat oleh klaim sepihak China dan ketidaksepahaman 

antarnegara ASEAN. 

3. Kasus Sengketa Perbatasan Indonesia-Malaysia: Meski ASEAN menggunakan soft law 

seperti Treaty of Amity and Cooperation (TAC) untuk mendorong dialog, beberapa 

sengketa perbatasan (misalnya Pulau Sipadan dan Ligitan) tetap harus diselesaikan 

melalui Mahkamah Internasional (ICJ) karena soft law tidak cukup mengikat. 
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Akar Kegagalan 

Kegagalan soft law dalam kasus-kasus di atas disebabkan oleh: 

• Kurangnya kekuatan mengikat: Soft law bergantung pada kesadaran politik negara, 

sehingga mudah diabaikan jika ada kepentingan nasional yang bertentangan. 

• Ketidakseimbangan kekuatan: Negara besar (seperti China atau junta Myanmar) 

cenderung tidak merespons soft law yang dianggap mengurangi kedaulatan mereka. 

Kesimpulan 

Soft law sering gagal ketika menghadapi konflik dengan kompleksitas tinggi atau 

ketidakseimbangan kekuatan antarnegara. Meski berguna sebagai forum dialog, soft law perlu 

didukung oleh komitmen politik yang kuat atau diintegrasikan dengan mekanisme hukum 

mengikat untuk efektivitas. 

 



H u k u m  D a g a n g  I n t e r n a s i o n a l  | 54 

 

 
Dr. Agus Wibowo & Dr. Sri Yulianingsih, SH, M.Kn. 
 

BAB 3 

KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL 
 

 

3.1 PENGERTIAN KONTRAK DAGANG  DAN SALES CONTRACT 

 

 
Gambar 3.1 Kontrak Perjanjian Dagang 

Kontrak Dagang 

Kontrak dagang adalah suatu perjanjian tertulis atau lisan yang dibuat antara dua pihak 

atau lebih yang saling mengikat dalam rangka melakukan transaksi perdagangan. Kontrak ini 

berisi syarat-syarat, ketentuan-ketentuan, dan rincian terkait dengan hubungan bisnis yang 

akan dilakukan oleh para pihak, seperti penjualan barang, jasa, atau hal-hal lain yang berkaitan 

dengan aktivitas komersial. 

Tujuan utama kontrak dagang adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para 

pihak yang terlibat sehingga masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya. Dengan 

adanya kontrak dagang, risiko perselisihan di masa mendatang dapat diminimalkan, karena 

semua ketentuan telah disepakati sejak awal. 

Unsur-unsur Kontrak Dagang: 

1. Kesepakatan Para Pihak: Ada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat untuk 

mengadakan kontrak. 

2. Kapasitas Hukum: Para pihak harus memiliki kapasitas hukum untuk membuat kontrak 

(misalnya, tidak di bawah umur atau dalam kondisi sadar). 

3. Objek yang Sah: Objek atau tujuan kontrak harus jelas, sah, dan tidak bertentangan 

dengan hukum atau norma masyarakat. 

4. Kausalitas: Ada hubungan sebab-akibat antara janji-jan 
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Perdagangan internasional bersifat dinamis dan melibatkan lebih dari sekadar transaksi 

jual-beli antara eksportir (penjual) dan importir (pembeli). Proses ini juga melibatkan berbagai 

pihak lain seperti bank, perusahaan pelayaran, bea cukai, surveyor, dan departemen 

pemerintahan. Selain itu, perdagangan internasional juga melibatkan variasi dalam bentuk dan 

metode transaksi jual-beli itu sendiri. Penjual dan pembeli dapat memilih beberapa opsi 

transaksi, mulai dari metode tanpa jaminan bank (non-L/C), seperti open account, advance 

payment, konsinyasi, dan documentary collection, hingga transaksi yang melibatkan bank 

sebagai penjamin, seperti Letter of Credit (L/C). 

Sebelum memulai perdagangan internasional dan melibatkan pihak-pihak lain dalam 

transaksi yang kompleks, penjual dan pembeli harus terlebih dahulu menyepakati perjanjian 

dasar yang dikenal sebagai sales contract.  

Sales Contract 

Sales contract adalah dokumen yang memuat kesepakatan antara penjual dan pembeli 

mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam sales contract, kedua belah pihak 

mengikatkan diri untuk melaksanakan kewajibannya, dan pihak yang melanggar perjanjian 

akan dikenai sanksi berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Sales contract 

dikenal juga dengan istilah contract of sale, agreement to sale, atau sales confirmation, dan 

merupakan dokumen utama yang akan diikuti oleh kontrak-kontrak lainnya, seperti kontrak 

pengangkutan barang (freightment contract). 

Meskipun sales contract adalah dasar dari transaksi ekspor-impor, transaksi yang 

melibatkan Letter of Credit (L/C) tidak terkait langsung dengan sales contract, karena L/C 

bersifat terpisah. Hal ini ditegaskan dalam UCP 600 Pasal 4, yang menyatakan bahwa transaksi 

L/C bersifat independen dan terpisah dari kontrak penjualan atau kontrak lainnya yang menjadi 

dasarnya. Janji bank untuk melakukan pembayaran berdasarkan L/C tidak terpengaruh oleh 

tuntutan atau pembelaan apapun dari pihak yang mengajukan permohonan atau penerima 

manfaat yang berasal dari hubungan mereka dengan bank penerbit. 

Penting bagi penjual dan pembeli untuk menyusun sales contract, karena fungsinya 

adalah untuk menyelesaikan perbedaan yang mungkin timbul selama proses perdagangan 

internasional, memastikan transaksi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah 

disepakati, dan menjadi dasar hukum bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, sales contract 

merupakan landasan hukum utama yang mengikat kedua pihak dalam pelaksanaan transaksi 

perdagangan internasional. 
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Gambar 3.2 Proses Kontrak Dagang  

 

Keterangan proses transaksi perdagangan internasional, langkah-langkah dari penawaran 

hingga kontrak penjualan:  

1. Eksportir mempromosikan produk mereka melalui pameran atau online, dan kadang-

kadang langsung mengirimkan penawaran untuk menarik minat calon importir. 

2. Jika importir tertarik, mereka mengirimkan surat permintaan penawaran (letter of 

inquiry) melalui fax atau email kepada eksportir. 

3. Eksportir merespon dengan mengirimkan penawaran lengkap (offer sheet), yang 

mencakup harga, deskripsi produk, syarat harga (FOB, CRF, CIF), detail kemasan, 

syarat pembayaran, waktu pengiriman, minimum order, dan informasi penting 

lainnya. 

4. Jika tertarik, importir mengirimkan pesanan (order sheet) kepada eksportir, lengkap 

dengan persyaratan impor dari pemerintah dan penjelasan tentang “shipping mark” 

yang biasa digunakan dalam perdagangan internasional. 

5. Eksportir mengirimkan konfirmasi penjualan (sales confirmation) yang harus 

ditandatangani importir sebagai persetujuan sebelum membuka L/C dan memulai 

produksi barang. 

6. Eksportir dan importir menandatangani kontrak penjualan yang mengikat kedua 

belah pihak. 

 

Sales contract, sebagai perjanjian antara pihak-pihak terkait, harus memenuhi tiga 

prinsip utama, yaitu: 

1. Asas Konsensus: Kedua pihak sepakat secara sukarela. 

2. Asas Obligator: Kedua pihak wajib menjalankan hak dan kewajibannya masing-

masing. 

3. Asas Penalti: Pihak yang gagal memenuhi kewajiban harus siap memberi ganti rugi 

kepada pihak lain. 

 

Dalam praktiknya, sales contract bisa berupa berbagai bentuk, mulai dari kontrak 

notariil, kontrak bawah tangan, hingga hanya sekadar pesanan melalui faksimile. Bahkan 
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pembicaraan melalui telepon pun dapat dianggap sebagai sales contract. Namun, agar 

terhindar dari perselisihan di kemudian hari, sangat disarankan agar sales contract dibuat 

secara tertulis. 

Secara umum, isi dari sales contract memuat klausul-klausul yang serupa, terlepas dari 

metode jual-beli yang dipilih, baik menggunakan L/C (Letter of Credit) atau metode non-L/C. 

Klausul-klausul yang biasa tercantum dalam sales contract antara lain: 

1. Pentingnya Sales Contract dalam Perdagangan 

Sales contract berfungsi sebagai dasar hukum untuk transaksi antara penjual dan 

pembeli. Secara praktis, kontrak ini bisa berbentuk: 

• Tertulis: Seperti dokumen resmi yang disahkan notaris atau kontrak di bawah tangan. 

• Lisan: Misalnya, kesepakatan melalui telepon atau pesan fax. 

Namun, untuk menghindari konflik di kemudian hari, kontrak tertulis lebih disarankan karena 

memberikan kepastian hukum dan rincian yang jelas mengenai hak dan kewajiban kedua 

pihak. 

2. Isi Umum Sales Contract 

Sales contract umumnya memuat beberapa klausul penting, antara lain: 

a. Syarat Barang (Terms of Goods) 

Klausul ini mengatur rincian barang yang diperdagangkan, seperti: 

• Deskripsi barang: Jenis, tipe, spesifikasi, keaslian, dan asal barang. 

• Jumlah dan kualitas: Menyebutkan jumlah barang yang akan dikirim serta standar 

kualitas yang harus dipenuhi. 

• Harga: Harga barang beserta ketentuan apakah sudah termasuk pajak, biaya 

pengiriman, dan lainnya. 

b. Syarat Pengiriman Barang 

Klausul ini mengatur bagaimana barang dikirim dari penjual ke pembeli, termasuk: 

• Pelabuhan muat dan tujuan: Lokasi pengapalan dan tujuan akhir barang. 

• Pengiriman sebagian dan pindah kapal: Apakah pengiriman dilakukan bertahap 

(partial shipment) atau melalui pelabuhan transit (transhipment). 

c. Syarat Penyerahan Barang (Terms of Delivery) 

Syarat penyerahan barang merujuk pada Incoterms, yang merupakan aturan internasional 

untuk standar pemahaman mengenai tanggung jawab, biaya, dan risiko dalam perdagangan 

internasional. 

3. Incoterms: Standarisasi Syarat Penyerahan Barang 

Incoterms yang dikeluarkan oleh International Chamber of Commerce (ICC) bertujuan 

menyamakan persepsi terkait syarat penyerahan barang dalam perdagangan internasional. 

Klausul ini penting karena menyangkut pembagian biaya dan risiko antara penjual dan 

pembeli. 

a. Kategori Incoterms 2000 

Incoterms 2000 memiliki 13 istilah yang terbagi berdasarkan inisial: 
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• Syarat "C": Penjual menanggung biaya pengangkutan tetapi tidak menanggung risiko 

setelah barang dikirim (misalnya, CFR, CIF, CPT, CIP). 

• Syarat "D": Penjual bertanggung jawab atas semua biaya dan risiko hingga barang 

sampai di tujuan (misalnya, DAF, DES, DEQ, DDU, DDP). 

• Syarat "E": Penjual hanya menyediakan barang di tempatnya sendiri (EXW), dan 

pembeli bertanggung jawab atas pengangkutan. 

• Syarat "F": Penjual menyerahkan barang kepada sarana pengangkutan yang ditunjuk 

pembeli (misalnya, FCA, FAS, FOB). 

b. Update Incoterms 2010 

Pada tahun 2011, ICC merilis Incoterms 2010, yang menyederhanakan 13 istilah menjadi 11 

istilah. Perubahan utama termasuk: 

• Istilah baru:  

✓ DAT (Delivered at Terminal): Penjual bertanggung jawab hingga barang sampai di 

terminal tujuan. 

✓ DAP (Delivered at Place): Penjual bertanggung jawab hingga barang tiba di tempat 

tujuan yang disepakati. 

• Penghapusan istilah lama: DAF, DES, DEQ, dan DDU digantikan oleh DAT dan DAP. 

Incoterms 2010 juga memperkenalkan dua kategori utama: 

1. Rules for Any Mode or Modes of Transport: Berlaku untuk semua moda transportasi 

(misalnya, EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP). 

2. Rules for Sea and Inland Waterway Transport: Khusus untuk transportasi laut dan air 

(misalnya, FAS, FOB, CFR, CIF). 

4. Pentingnya Dokumentasi dalam Sales Contract 

Selain klausul kontrak, dokumentasi juga sangat penting untuk kelancaran transaksi. Beberapa 

dokumen yang sering digunakan adalah: 

✓ Delivery Note: Untuk pengiriman darat. 

✓ Bill of Lading (B/L): Untuk pengiriman laut. 

✓ Airway Bill (AWB): Untuk pengiriman udara. 

Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai bukti pengiriman dan untuk memastikan bahwa 

syarat-syarat dalam sales contract telah dipenuhi. 

5. Rekomendasi Praktis 

Untuk mengurangi risiko perselisihan, beberapa rekomendasi praktis dalam membuat sales 

contract adalah: 

1. Gunakan Kontrak Tertulis: Pastikan semua kesepakatan tercatat untuk menghindari 

kesalahpahaman. 

2. Rujuk ke Incoterms: Gunakan Incoterms untuk menentukan syarat penyerahan barang. 

3. Perhatikan Metode Pembayaran: Pilih metode pembayaran yang sesuai, seperti L/C 

untuk transaksi internasional atau transfer bank untuk transaksi lokal. 

4. Sertakan Klausul Penyelesaian Sengketa: Tentukan mekanisme penyelesaian 

sengketa, seperti arbitrase atau pengadilan. 
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Kesimpulan 

Sales contract merupakan elemen penting dalam perdagangan, baik lokal maupun 

internasional. Dengan mencakup klausul-klausul yang jelas tentang barang, pengiriman, 

penyerahan, dan dokumentasi, kontrak ini memberikan kepastian hukum dan mengurangi 

risiko perselisihan. Penggunaan Incoterms juga sangat membantu untuk menyelaraskan 

pemahaman mengenai penyerahan barang. Oleh karena itu, penting bagi pelaku bisnis untuk 

memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam setiap transaksi dagang. 

 

3.2 KONVENSI WINA TENTANG KONTRAK JUAL BELI INTERNASIONAL (CISG) 

Konvensi Wina tentang Kontrak Jual Beli Internasional (CISG), atau United Nations Convention 

on Contracts for the International Sale of Goods (UNCITRAL), adalah perjanjian internasional 

yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1980. CISG bertujuan untuk 

menyelaraskan dan menyamakan aturan hukum yang mengatur kontrak jual-beli barang 

antara pihak-pihak dari negara-negara berbeda. Dengan demikian, CISG membantu 

mengurangi ketidakpastian hukum dalam transaksi perdagangan internasional. 

Tujuan Utama CISG 

❖ Menciptakan Standar Hukum Internasional: CISG memberikan kerangka hukum yang 

seragam untuk mengatur kontrak jual-beli internasional, sehingga menghilangkan 

kebingungan akibat perbedaan sistem hukum di berbagai negara. 

❖ Meningkatkan Keamanan Hukum: Dengan adanya aturan yang seragam, para pihak 

dapat lebih yakin bahwa hak-hak mereka akan dilindungi, meskipun mereka berasal 

dari negara dengan sistem hukum yang berbeda. 

❖ Mengurangi Risiko Konflik Hukum: CISG mengurangi kemungkinan perselisihan terkait 

interpretasi hukum yang berlaku dalam kontrak jual-beli internasional. 

 

Ruang Lingkup CISG 

CISG berlaku untuk kontrak jual-beli barang antara pihak-pihak yang memiliki tempat 

usaha di negara-negara yang berbeda, asalkan kedua negara tersebut telah meratifikasi CISG. 

Berikut adalah beberapa poin penting terkait ruang lingkup CISG: 

1. Barang yang Dicakup 

CISG (Convention on Contracts for the International Sale of Goods) mengatur penjualan 

barang-barang fisik, seperti produk manufaktur, bahan mentah, dan berbagai jenis barang 

dagangan lainnya. Namun, ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk dalam cakupan 

CISG. Pengecualian ini mencakup penjualan jasa, di mana CISG hanya berlaku untuk barang 

dan bukan untuk layanan.  

Selain itu, penjualan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan sekuritas lainnya 

juga tidak tercakup dalam CISG. Barang-barang yang dibuat khusus atau barang yang sifatnya 

tidak dapat dipindahtangankan, seperti barang yang dirancang atau diproduksi berdasarkan 

spesifikasi khusus pembeli, juga tidak diatur oleh CISG. Dengan demikian, meskipun CISG 
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memberikan kerangka hukum yang luas untuk transaksi internasional, ada batasan-batasan 

tertentu yang perlu dipahami dalam penerapannya. 

2. Pihak yang Dicakup 

CISG hanya berlaku apabila penjual dan pembeli memiliki tempat usaha di negara yang 

berbeda dan negara-negara tersebut telah meratifikasi CISG. Dalam hal ini, CISG akan 

mengatur transaksi jual beli antara kedua pihak yang berasal dari negara-negara anggota. 

Namun, jika salah satu pihak berasal dari negara yang tidak meratifikasi CISG, maka perjanjian 

tersebut tidak akan otomatis diatur oleh CISG.  

Dalam kondisi seperti itu, penerapan CISG hanya akan berlaku jika kedua belah pihak 

secara tegas sepakat untuk mengadopsinya dalam kontrak mereka. Artinya, CISG dapat 

diterapkan melalui kesepakatan bersama meskipun salah satu pihak berasal dari negara yang 

tidak meratifikasi konvensi ini. 

3. Kontrak yang Tidak Termasuk 

CISG tidak mencakup beberapa jenis kontrak penjualan tertentu. Pertama, penjualan 

barang yang diperuntukkan untuk keperluan pribadi atau rumah tangga tidak termasuk dalam 

ruang lingkup CISG. Kedua, penjualan kapal, kapal pesiar, atau pesawat terbang juga 

dikecualikan dari aturan CISG, karena transaksi ini dianggap memiliki regulasi khusus di luar 

kerangka hukum konvensi ini.  

Terakhir, penjualan listrik, sebagai bentuk komoditas yang tidak berbentuk fisik dan 

lebih terkait dengan penyediaan jasa atau layanan, juga tidak tercakup dalam CISG. Oleh 

karena itu, kontrak-kontrak yang melibatkan barang-barang tersebut tidak akan diatur oleh 

CISG dan memerlukan perjanjian yang berbeda sesuai dengan hukum yang berlaku di masing-

masing negara. 

Prinsip-Prinsip Dasar dalam CISG 

CISG mengatur berbagai aspek kontrak jual-beli internasional, termasuk pembentukan 

kontrak, hak dan kewajiban para pihak, serta pemecahan sengketa. Berikut adalah prinsip-

prinsip dasar yang diatur dalam CISG: 

1. Pembentukan Kontrak 

Kontrak dianggap terbentuk melalui proses tawar-menawar antara penjual dan 
pembeli, yang dimulai dengan penawaran (offer) dan diikuti dengan penerimaan 
(acceptance). Penawaran yang diajukan oleh pihak penjual harus spesifik dan 
mencakup rincian penting seperti jenis barang, jumlah, harga, serta syarat-syarat 
lainnya yang relevan dengan transaksi. Sementara itu, penerimaan yang diberikan oleh 
pembeli harus sesuai dengan penawaran yang diajukan, mengikuti prinsip mirror 
image rule, yaitu penerimaan harus mencerminkan seluruh isi penawaran tanpa ada 
perubahan substansial. Jika ada perubahan dalam penerimaan, maka hal tersebut 
dianggap sebagai kontra-penawaran dan bukan penerimaan yang sah, kecuali jika 
kedua belah pihak sepakat untuk menerima perubahan tersebut. 

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak 
Dalam kontrak penjualan, hak dan kewajiban masing-masing pihak dijelaskan secara 
jelas dan terperinci. Penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang 
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sesuai dengan deskripsi dalam kontrak dan memastikan barang tersebut bebas dari 
klaim pihak ketiga, seperti masalah hak kekayaan intelektual. Selain itu, penjual juga 
menanggung risiko kerusakan atau kehilangan barang hingga barang diserahkan 
kepada pembeli. Sementara itu, pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang 
sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak dan mengambil alih 
barang setelah diserahkan oleh penjual. Dengan demikian, setiap pihak memiliki peran 
penting dalam memastikan kelancaran dan kepastian hukum dalam transaksi jual-beli. 

3. Tanggung Jawab atas Kegagalan Memenuhi Kontrak 

Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya dalam kontrak, pihak lainnya 
memiliki hak untuk meminta beberapa tindakan sebagai bentuk penyelesaian. 
Pertama, perbaikan barang, di mana penjual diminta untuk memperbaiki barang yang 
tidak sesuai dengan kontrak. Jika barang rusak atau tidak memenuhi kesepakatan, 
pihak pembeli bisa meminta penggantian barang yang sesuai dengan kontrak. Dalam 
kasus di mana barang tidak sesuai dengan harapan, pengurangan harga juga dapat 
diminta oleh pembeli sebagai kompensasi. Jika pelanggaran yang terjadi cukup besar, 
pihak yang dirugikan memiliki hak untuk membatalkan kontrak. Selain itu, pihak yang 
dirugikan juga bisa menuntut kompensasi kerugian atas kerugian yang timbul akibat 
pelanggaran kontrak tersebut. Semua tindakan ini bertujuan untuk melindungi hak dan 
kepentingan para pihak yang terlibat dalam kontrak. 

4. Penyelesaian Sengketa 

CISG mendorong penyelesaian sengketa secara damai antara pihak-pihak yang terlibat, 
dengan prioritas pada negosiasi atau arbitrase sebagai metode alternatif. Hal ini 
bertujuan untuk menghindari proses hukum yang panjang dan kompleks. Namun, jika 
penyelesaian damai gagal tercapai, sengketa dapat diajukan ke pengadilan atau badan 
arbitrase internasional yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah sesuai 
dengan hukum yang berlaku. 

Kelebihan dan Kekurangan CISG 

Kelebihan: 

CISG memberikan beberapa keuntungan dalam perdagangan internasional, di antaranya: 

1. Standarisasi Hukum: CISG menyediakan aturan yang seragam di antara negara-negara 

yang meratifikasi konvensi ini, sehingga memudahkan para pihak untuk memahami hak 

dan kewajiban mereka tanpa harus berurusan dengan perbedaan hukum antarnegara. 

2. Kesederhanaan: CISG dirancang dengan prinsip-prinsip yang mudah dipahami, 

memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi internasional untuk 

menerapkan aturan ini tanpa kesulitan, meskipun berasal dari berbagai latar belakang 

hukum yang berbeda. 

3. Fleksibilitas: Meskipun CISG berlaku secara otomatis dalam transaksi internasional, 

para pihak tetap memiliki kebebasan untuk memilih apakah mereka ingin menerapkan 

CISG atau menyesuaikan aturan tersebut sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka 

dalam kontrak. 

Kekurangan: 
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Meskipun CISG memiliki banyak keuntungan, terdapat beberapa keterbatasan yang 

perlu diperhatikan: 

1. Tidak Mencakup Semua Aspek: CISG tidak mengatur beberapa isu penting dalam 

perdagangan, seperti penjualan jasa, lisensi, atau hak properti intelektual, yang tetap 

harus diatur oleh hukum nasional atau perjanjian terpisah. 

2. Ketidakpastian Interpretasi: Meskipun bertujuan untuk menyamakan persepsi, 

terkadang interpretasi terhadap pasal-pasal CISG dapat bervariasi di berbagai 

yurisdiksi, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam beberapa kasus. 

3. Tidak Berlaku Secara Universal: CISG hanya berlaku di negara-negara yang telah 

meratifikasinya, sehingga transaksi internasional antara negara-negara yang belum 

meratifikasi konvensi ini tidak akan dilindungi oleh aturan yang ada dalam CISG. 

 

Negara-Negara yang Meratifikasi CISG 

Hingga saat ini, lebih dari 90 negara telah meratifikasi CISG, termasuk negara-negara 

besar seperti Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Tiongkok, Jepang, dan banyak negara anggota 

Uni Eropa. Indonesia belum meratifikasi CISG, sehingga kontrak jual-beli internasional yang 

melibatkan pihak dari Indonesia biasanya tunduk pada hukum nasional atau aturan 

internasional lainnya. 

Kesimpulan 

Konvensi Wina tentang Kontrak Jual Beli Internasional (CISG) adalah instrumen hukum 

internasional yang penting untuk menyamakan aturan dalam transaksi jual-beli lintas batas. 

Dengan memberikan standar yang seragam, CISG membantu meningkatkan kepercayaan dan 

kepastian hukum bagi para pelaku bisnis internasional. Namun, CISG memiliki batasan 

tertentu, seperti tidak mencakup penjualan jasa atau properti intelektual, dan hanya berlaku 

di negara-negara yang telah meratifikasinya. 

 

3.3 KLAUSAL ARBITRASE DAN PILIHAN HUKUM DALAM KONTRAK  

Dalam dunia bisnis internasional maupun domestik, kontrak sering kali menjadi alat 

utama untuk mengatur hubungan hukum antara para pihak. Klausul arbitrase dan pilihan 

hukum merupakan dua elemen penting dalam kontrak yang membantu menyelesaikan 

sengketa secara efisien dan memberikan kepastian hukum. Berikut adalah penjelasan 

mendalam tentang kedua klausul tersebut. 

Klausul Arbitrase 

Klausul arbitrase adalah ketentuan dalam kontrak yang menyatakan bahwa jika terjadi 

sengketa antara para pihak, sengketa tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase, bukan 

melalui pengadilan umum. Arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa alternatif 

(Alternative Dispute Resolution/ADR) yang bersifat privat, fleksibel, dan mengikat. 

Alasan Menggunakan Klausul Arbitrase:  

✓ Efisiensi: Proses arbitrase biasanya lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi di 

pengadilan. 
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✓ Kerahasiaan: Arbitrase dilakukan secara tertutup, sehingga informasi sensitif tidak 

dipublikasikan seperti dalam sidang pengadilan. 

✓ Keahlian Arbiter: Para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus 

terkait dengan sengketa yang dihadapi. 

✓ Putusan Final dan Mengikat: Putusan arbitrase bersifat final dan sulit untuk diajukan 

banding, sehingga memberikan kepastian hukum. 

✓ Pengakuan Internasional: Putusan arbitrase diakui secara luas di berbagai negara 

melalui Konvensi New York 1958. 

 

Contoh Klausul Arbitrase 

Berikut adalah contoh sederhana dari klausul arbitrase: 

 

"Setiap sengketa, kontroversi, atau klaim yang timbul dari atau berkaitan dengan 

kontrak ini, termasuk pertanyaan mengenai keberadaan, validitas, atau terminasi, 

akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan aturan Badan Arbitrase [sebutkan 

badan arbitrase]. Tempat arbitrase akan berada di [lokasi], dan bahasa arbitrase 

adalah [bahasa]." 

 

Elemen Penting dalam Klausul Arbitrase: 

➢ Badan Arbitrase: Menentukan lembaga arbitrase yang akan mengatur proses arbitrase 

(misalnya ICC, SIAC, HKIAC, atau BANI). 

➢ Hukum yang Mengatur Arbitrase: Menetapkan hukum yang akan digunakan untuk 

mengatur prosedur arbitrase. 

➢ Lokasi Arbitrase: Menentukan tempat fisik arbitrase, yang dapat memengaruhi hukum 

prosedural yang berlaku. 

➢ Bahasa Arbitrase: Menentukan bahasa yang digunakan selama proses arbitrase. 

➢ Jumlah Arbiter: Menentukan apakah arbitrase akan dilakukan oleh satu arbiter tunggal 

atau panel arbiter. 

 

Pilihan Hukum (Choice of Law) 

Klausul pilihan hukum adalah ketentuan dalam kontrak yang menetapkan hukum mana 

yang akan digunakan untuk mengatur interpretasi dan pelaksanaan kontrak. Klausul ini sangat 

penting dalam kontrak internasional karena para pihak berasal dari yurisdiksi yang berbeda. 

Alasan Menggunakan Klausul Pilihan Hukum 

Alasan penggunaan klausul pilihan hukum dalam kontrak sangat penting untuk 

memastikan kelancaran transaksi internasional. Kepastian Hukum menjadi faktor utama, 

karena klausul ini memberikan kejelasan mengenai hukum mana yang akan diterapkan jika 

terjadi sengketa antara para pihak. Selain itu, Netralitas juga menjadi alasan penting, karena 

pihak-pihak yang terlibat dapat memilih sistem hukum yang tidak berpihak, sehingga 

menghindari keberpihakan pada salah satu pihak. Prediktabilitas adalah keuntungan lain, yang 
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memungkinkan para pihak untuk memprediksi dengan lebih baik bagaimana hasil hukum akan 

ditentukan berdasarkan sistem hukum yang mereka pilih. Terakhir, klausul ini juga berguna 

untuk Menghindari Konflik Hukum, dengan memastikan tidak ada benturan antara berbagai 

yurisdiksi hukum yang mungkin terlibat dalam sengketa, sehingga proses penyelesaian 

sengketa dapat berlangsung lebih lancar dan terstruktur. 

Contoh Klausul Pilihan Hukum 

Berikut adalah contoh sederhana dari klausul pilihan hukum: 

 

 "Kontrak ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara [sebutkan negara], 

tanpa memperhatikan prinsip-prinsip konflik hukumnya." 

 

Faktor yang Perlu Dipertimbangkan dalam Memilih Hukum: 

1) Hubungan dengan Kontrak: Hukum yang dipilih sebaiknya memiliki hubungan nyata 

dengan kontrak, misalnya lokasi pelaksanaan kontrak atau domisili salah satu pihak. 

2) Stabilitas Hukum: Pilih hukum dari negara yang memiliki sistem hukum stabil dan 

transparan. 

3) Pengalaman Yudisial: Pilih hukum yang memiliki pengalaman dalam menangani jenis 

kontrak yang relevan. 

4) Kemudahan Penegakan: Pastikan hukum yang dipilih dapat ditegakkan di negara-

negara yang terlibat. 

 

Hubungan Antara Klausul Arbitrase dan Pilihan Hukum 

Meskipun klausul arbitrase dan pilihan hukum berbeda, keduanya saling terkait dalam kontrak: 

1. Klausul Arbitrase Mengatur Proses Penyelesaian Sengketa: Klausul arbitrase berfokus 

pada prosedur yang akan diikuti jika terjadi sengketa, termasuk bagaimana proses 

arbitrase akan dilaksanakan, siapa yang akan menangani arbitrase, dan di mana serta 

dalam bahasa apa arbitrase tersebut akan dilakukan. 

2. Pilihan Hukum Mengatur Substansi Kontrak: Klausul pilihan hukum, di sisi lain, 

berfokus pada hukum yang akan diterapkan untuk menafsirkan isi kontrak, hak dan 

kewajiban para pihak, serta cara penyelesaian sengketa secara substantif, termasuk 

memberikan dasar hukum untuk mengatasi perbedaan pendapat dalam hal 

interpretasi kontrak. 

Namun, perlu dicatat bahwa hukum yang dipilih dalam klausul pilihan hukum tidak selalu sama 

dengan hukum yang mengatur arbitrase. Misalnya, para pihak dapat memilih hukum Inggris 

untuk mengatur substansi kontrak tetapi menggunakan aturan arbitrase UNCITRAL untuk 

mengatur prosedur arbitrase. 

Praktik Terbaik dalam Menyusun Klausul Arbitrase dan Pilihan Hukum 

Praktik terbaik dalam menyusun klausul arbitrase dan pilihan hukum sangat penting 

untuk memastikan kejelasan dan kelancaran penyelesaian sengketa. Berikut adalah beberapa 

hal yang perlu diperhatikan: 
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1. Konsistensi: Pastikan klausul arbitrase dan pilihan hukum tidak saling bertentangan 

dan mendukung tujuan bisnis para pihak. Kedua klausul tersebut harus saling 

melengkapi untuk menciptakan kejelasan mengenai prosedur dan hukum yang akan 

diterapkan. 

2. Kesederhanaan: Hindari penggunaan bahasa yang rumit atau terlalu kompleks. Klausul 

yang sederhana dan jelas akan meminimalkan kemungkinan terjadinya multitafsir, 

sehingga lebih mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. 

3. Konsultasi Ahli: Mengingat kompleksitas hukum internasional, sangat disarankan 

untuk berkonsultasi dengan ahli hukum yang memiliki pengalaman dalam arbitrase 

internasional atau domestik. Hal ini akan membantu menghindari kesalahan dan 

memastikan klausul disusun dengan benar. 

4. Adaptasi dengan Kebutuhan Bisnis: Setiap kontrak dan industri memiliki kebutuhan 

yang berbeda. Oleh karena itu, klausul arbitrase dan pilihan hukum harus disesuaikan 

dengan konteks bisnis dan industri yang bersangkutan untuk memastikan relevansi dan 

efektivitasnya. 

Kesimpulan 

Klausul arbitrase dan pilihan hukum adalah elemen krusial dalam kontrak yang 

memberikan kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa dan mengatur hubungan para 

pihak. Dengan menyusun kedua klausul ini secara hati-hati, para pihak dapat meminimalkan 

risiko hukum, meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa, dan memastikan kepastian 

hukum dalam hubungan bisnis mereka. 

 

3.4 TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN KONTRAK MULTINASIONAL 

Kontrak multinasional melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara dengan latar 

belakang hukum, budaya bisnis, dan sistem regulasi yang berbeda. Meskipun memberikan 

peluang untuk ekspansi global, pelaksanaan kontrak multinasional menghadapi sejumlah 

tantangan yang perlu diatasi agar dapat berjalan dengan sukses. Beberapa tantangan utama 

dalam pelaksanaan kontrak multinasional meliputi perbedaan sistem hukum, budaya bisnis, 

regulasi dan kepatuhan, risiko mata uang dan fluktuasi ekonomi, kompleksitas logistik, 

ketidakpastian politik dan keamanan, serta penyelesaian sengketa lintas batas. 

1. Perbedaan Sistem Hukum 

Perbedaan dalam sistem hukum dapat menciptakan kesulitan dalam pelaksanaan 

kontrak, karena setiap negara memiliki cara yang berbeda dalam menginterpretasi dan 

menegakkan kontrak. Negara dengan sistem hukum common law mungkin memiliki 

interpretasi yang berbeda dibandingkan dengan negara yang menganut sistem civil law. Hal ini 

juga memengaruhi pengakuan dokumen legal dan penegakan putusan, yang kadang tidak 

berlaku secara otomatis di negara lain. Untuk mengatasi hal ini, penggunaan klausul pilihan 

hukum yang jelas dan pemilihan yurisdiksi netral menjadi sangat penting, selain itu arbitrase 

internasional juga dapat membantu memastikan eksekusi keputusan yang dapat diterima 

secara global. 
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2. Perbedaan Budaya Bisnis 

Budaya bisnis yang berbeda memengaruhi bagaimana pihak-pihak bernegosiasi dan 

menafsirkan kontrak. Misalnya, negara dengan budaya bisnis yang lebih formal dapat 

menganggap kontrak sebagai dokumen yang mengikat secara ketat, sementara negara lain 

mungkin memandang kontrak dengan lebih fleksibel. Untuk mengatasi ini, riset budaya bisnis 

mitra sebelum penandatanganan kontrak, penggunaan penerjemah profesional, dan 

pengembangan hubungan interpersonal yang baik dapat membantu menghindari 

miskomunikasi. 

3. Perbedaan Regulasi dan Kepatuhan 

Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda terkait pajak, perdagangan, dan 

regulasi lainnya, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kontrak. Misalnya, tarif pajak atau 

bea cukai yang tinggi di suatu negara bisa meningkatkan biaya operasional, atau perubahan 

regulasi yang mendadak dapat menghambat kesepakatan yang telah dicapai. Solusi untuk 

tantangan ini termasuk melibatkan ahli hukum lokal untuk memastikan kepatuhan, serta 

menyertakan klausul fleksibilitas dalam kontrak untuk mengantisipasi perubahan regulasi. 

4. Risiko Mata Uang dan Fluktuasi Ekonomi 

Fluktuasi nilai tukar mata uang dan kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat 

mempengaruhi profitabilitas kontrak, terutama ketika pembayaran dilakukan dalam mata 

uang asing. Untuk memitigasi risiko ini, para pihak dapat menetapkan mata uang yang lebih 

stabil sebagai mata uang transaksi, menggunakan instrumen lindung nilai (hedging), serta 

menyertakan klausul penyesuaian harga yang memungkinkan perubahan harga sesuai dengan 

kondisi ekonomi yang berubah. 

5. Kompleksitas Logistik dan Infrastruktur 

Pengelolaan rantai pasok internasional dapat menjadi rumit karena keterbatasan 

infrastruktur, gangguan logistik, atau biaya pengiriman yang tinggi. Solusi untuk mengurangi 

masalah ini termasuk penggunaan standar internasional seperti Incoterms untuk mengatur 

tanggung jawab pengiriman, bekerja dengan mitra logistik yang berpengalaman, dan memiliki 

rencana cadangan untuk mengatasi gangguan yang mungkin terjadi. 

6. Ketidakpastian Politik dan Keamanan 

Ketidakstabilan politik, seperti perubahan kebijakan pemerintah atau konflik 

bersenjata, dapat mempengaruhi pelaksanaan kontrak. Untuk mengurangi risiko politik, 

analisis risiko politik perlu dilakukan sebelum memasuki pasar baru, dan klausul force majeure 

dalam kontrak dapat membantu mengantisipasi kejadian tak terduga seperti perubahan 

kebijakan atau krisis. 

7. Penyelesaian Sengketa Lintas Batas 

Penyelesaian sengketa internasional sering kali lebih kompleks dan mahal, terutama 

bila melibatkan berbagai yurisdiksi. Penyelesaian sengketa yang lambat atau biaya arbitrase 

yang tinggi dapat memperburuk masalah. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan klausul 

arbitrase internasional yang efisien, memilih lembaga arbitrase yang diakui secara global, serta 

mempertimbangkan klausul mediasi sebagai langkah awal penyelesaian sengketa. 
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Kesimpulan 

Pelaksanaan kontrak multinasional memang penuh dengan tantangan, tetapi dengan 

perencanaan yang matang dan penggunaan mekanisme kontrak yang tepat, tantangan-

tantangan tersebut dapat diatasi. Penggunaan klausul yang jelas, konsultasi dengan ahli hukum 

dan bisnis, serta penerapan standar internasional akan mempermudah proses kontrak dan 

mengurangi risiko sengketa. Oleh karena itu, meskipun kompleks, kontrak multinasional dapat 

menjadi alat yang efektif untuk memperluas bisnis secara global. 

 

3.5 PERJANJIAN BAKU DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL 

Perjanjian standar, atau dalam bahasa Inggris disebut standard contract atau standard 

agreement, adalah perjanjian yang menggunakan tolok ukur atau patokan tertentu. Dalam 

konteks ini, perjanjian standar menjadi acuan bagi setiap konsumen yang melakukan 

hubungan hukum dengan pengusaha. Hal yang distandarkan dalam perjanjian ini mencakup 

model, rumusan, dan ukuran. Dalam hukum kontrak internasional, kontrak standar sudah 

dianggap penting karena peran bisnis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Para 

pedagang pun merespons hal ini dengan membentuk berbagai asosiasi dagang sesuai bidang 

usaha mereka. Tujuan asosiasi ini adalah untuk memfasilitasi dan memperlancar kegiatan 

dagang, salah satunya dengan memperkenalkan kontrak standar. 

Kontrak standar dapat dituangkan dalam dokumen kontrak secara detail atau hanya 

dengan penunjukan saja. Contohnya adalah incorporation of terms by reference, seperti syarat 

perdagangan FOB (Free on Board), yang sering digunakan dalam transaksi ekspor-impor, 

misalnya kasus PT Pusri. Perkembangan transaksi perdagangan modern semakin menegaskan 

pentingnya hukum kontrak. Menurut David Reitzel, kontrak adalah salah satu instrumen 

hukum paling penting dalam transaksi ekonomi. Dalam hukum positif, perikatan bisa berasal 

dari perjanjian atau undang-undang. Perjanjian standar berkembang seiring dengan kemajuan 

bisnis, menciptakan model perjanjian yang sederhana, efisien, dan mampu mengakomodasi 

kepentingan para pelaku bisnis. Pelaku usaha, seperti produsen dan kreditur, biasanya 

menyiapkan klausula-klausula standar yang dituangkan dalam kontrak. 

Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak, yang 

memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuat perjanjian, 

asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Namun, kebebasan ini memiliki 

batasan, seperti tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, 

kesusilaan, dan kesopanan. Selain itu, kontrak juga tunduk pada hukum nasional dan kebiasaan 

dagang yang telah disepakati sebelumnya. Meskipun tidak tertulis, kesepakatan sebelumnya 

tetap mengikat. 

Kontrak pada dasarnya adalah sekumpulan janji yang dapat dipaksakan 

pelaksanaannya. Dalam perdagangan internasional, kontrak menjadi sumber hukum utama 

yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, kontrak sangat penting dan 

menjadi acuan utama dalam transaksi internasional. 

 



H u k u m  D a g a n g  I n t e r n a s i o n a l  | 68 

 

 
Dr. Agus Wibowo & Dr. Sri Yulianingsih, SH, M.Kn. 
 

Dari perspektif hukum positif, perkembangan perdagangan yang pesat diikuti dengan 

penggunaan perjanjian standar. Pelaku usaha menyiapkan klausula-klausula standar yang 

diterima oleh masyarakat karena prinsip efisiensi ekonomi dan tuntutan perkembangan sosial. 

Perjanjian standar digunakan baik di negara berkembang maupun maju, dengan tujuan 

menciptakan persaingan sehat dan melayani konsumen. Pengusaha berpegang pada prinsip 

hubungan hukum yang saling menguntungkan, menciptakan hubungan harmonis antara 

pengusaha dan konsumen. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh pengusaha harus ditulis 

lengkap, diumumkan, dan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mempelajari 

hak-hak mereka. Dengan demikian, kedua pihak bisa mendapatkan manfaat dan keuntungan. 

Latar Belakang Perjanjian Baku 

Perjanjian baku muncul sebagai akibat dari kondisi sosial ekonomi yang berkembang. 

Perusahaan besar dan perusahaan pemerintah sering bekerja sama dalam suatu organisasi, 

dan untuk kepentingan mereka, syarat-syarat perjanjian ditentukan secara sepihak. Pihak 

lawan (wederpartij) biasanya memiliki posisi yang lemah, baik karena statusnya maupun 

karena kurangnya pengetahuan, sehingga mereka hanya menerima apa yang diberikan. 

Penggunaan perjanjian baku ini menunjukkan perkembangan yang berpotensi membahayakan 

kepentingan masyarakat, terutama mengingat rendahnya pemahaman masyarakat tentang 

aspek hukum, khususnya hukum perjanjian. 

Menurut F.A.J. Gras, perjanjian baku muncul dalam masyarakat modern yang 

menggunakan perencanaan untuk mengatur kehidupannya. Masyarakat modern tidak lagi 

terdiri dari individu-individu, melainkan dari kumpulan organisasi atau ikatan kerja sama. 

Perjanjian baku merupakan bentuk rasionalisasi hubungan hukum dalam masyarakat seperti 

ini, dan biasanya dibuat oleh organisasi perusahaan dengan tujuan mewujudkan keinginan 

mereka. Pandangan ini menjelaskan lahirnya perjanjian baku dari sudut pandang sosiologi 

hukum. 

Kontroversi Klausula Baku 

Banyak ahli hukum menganggap klausula baku sebagai perjanjian yang tidak sah, cacat, 

dan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Namun, di sisi lain, klausula baku sangat 

diperlukan dalam dunia bisnis karena memberikan efisiensi dalam hal biaya dan waktu. Selain 

itu, klausula baku telah menjadi kebiasaan yang diterima di masyarakat. Oleh karena itu, 

penggunaan klausula baku dalam berbagai transaksi dan perjanjian menimbulkan polemik 

dalam hukum perjanjian, karena klausula baku memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu 

dipertimbangkan. 

Pengertian, Ciri, dan Fungsi Perjanjian Baku 

1. Pengertian Perjanjian Baku 

Perjanjian baku, yang berasal dari istilah Belanda standard contract atau standard 

voorwaarden, memiliki sebutan yang bervariasi di berbagai negara. Di Jerman, istilah yang 

digunakan antara lain allgemeine geschäftsbedingun, standard vertrag, atau standaard 

konditionen, sedangkan dalam hukum Inggris dikenal sebagai standard contract. Vera Bolger 

menyebutnya sebagai "take it or leave it contract", yang menggambarkan situasi di mana 
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debitur hanya memiliki dua pilihan: menerima seluruh syarat yang ditawarkan atau 

menolaknya tanpa ada opsi untuk melakukan perubahan. 

Berikut adalah beberapa definisi perjanjian baku menurut para ahli: 

Berikut adalah berbagai definisi perjanjian baku menurut beberapa ahli: 

• Treitel: Perjanjian baku adalah perjanjian yang syarat-syaratnya dicetak dalam bentuk 

standar dan digunakan untuk semua perjanjian sejenis, dengan sedikit penyesuaian 

sesuai kebutuhan kontrak masing-masing. 

• Hondius: Perjanjian baku adalah perjanjian tertulis yang disusun tanpa diskusi 

mengenai isinya, biasanya dituangkan dalam bentuk formulir. 

• Mariam Darus Badrulzaman: Perjanjian baku adalah perjanjian yang memuat syarat-

syarat eksonerasi (pembebasan tanggung jawab) dan dituangkan dalam berbagai 

bentuk formulir. 

• Abdulkadir Muhammad: Perjanjian baku adalah perjanjian yang menjadi pedoman 

bagi konsumen dalam hubungan hukum dengan pengusaha, dengan standarisasi 

meliputi model, rumusan, dan ukuran. 

• Asser Rutten: Setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab atas 

isinya. Tanda tangan pada formulir perjanjian baku menunjukkan bahwa 

penandatangan mengetahui dan menyetujui isinya. 

• Sluitjer: Perjanjian baku bukanlah perjanjian yang sebenarnya, karena pengusaha 

bertindak seperti pembuat undang-undang swasta (legio particuliere wetgever). 

• Pitlo: Perjanjian baku adalah perjanjian paksa. 

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian 

yang memuat klausula-klausula standar, dicetak dalam bentuk formulir, dan digunakan untuk 

semua perjanjian sejenis. 

2. Ciri-Ciri Perjanjian Baku 

Ciri-ciri perjanjian baku berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat. Berikut 

adalah ciri-cirinya: 

Berikut adalah karakteristik perjanjian baku: 

1. Bentuk Perjanjian Tertulis: Perjanjian baku dibuat secara tertulis, mencakup seluruh 

naskah perjanjian dan dokumen yang memuat syarat-syarat baku. Dokumen ini bisa 

berupa akta autentik atau akta di bawah tangan. 

2. Format Terstandarisasi: Format perjanjian meliputi model, rumusan, dan ukuran yang 

sudah dibakukan, sehingga tidak dapat diubah atau diganti. Format ini biasanya berupa 

blangko perjanjian lengkap atau formulir yang memuat syarat-syarat perjanjian. 

3. Syarat Ditentukan oleh Pengusaha: Syarat-syarat perjanjian ditetapkan sepihak oleh 

pengusaha atau organisasi pengusaha, yang sering kali menguntungkan pihak 

pengusaha. 

4. Konsumen Hanya Menerima atau Menolak: Konsumen hanya memiliki dua pilihan, 

yaitu menerima seluruh syarat yang ditawarkan atau menolaknya. Tidak ada ruang 

untuk negosiasi atau perubahan syarat. 
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5. Penyelesaian Sengketa melalui Musyawarah atau Pengadilan: Perjanjian baku 

biasanya mencantumkan klausula tentang penyelesaian sengketa, yang dapat melalui 

arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sebelum diajukan ke pengadilan. 

6. Menguntungkan Pengusaha: Perjanjian baku dirancang sepihak oleh pengusaha, 

sehingga selalu menguntungkan mereka. Beberapa keuntungan tersebut meliputi: 

✓ Efisiensi biaya, waktu, dan tenaga. 

✓ Praktis karena menggunakan formulir yang sudah dicetak. 

✓ Penyelesaian cepat karena konsumen hanya perlu menyetujui syarat yang ada. 

✓ Homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah besar. 

✓ Pembebanan tanggung jawab kepada konsumen. 

 

Menurut Mariam D. Badrulzaman, ciri-ciri perjanjian baku adalah sebagai berikut: 

i. Isi Perjanjian Ditetapkan Sepihak oleh Kreditur: Pihak yang lebih kuat, yaitu kreditur, 

menetapkan isi perjanjian tanpa melibatkan debitur dalam penentuan syarat-

syaratnya. 

ii. Debitur Tidak Ikut Menentukan Isi Perjanjian: Debitur tidak memiliki hak untuk 

mengubah atau menegosiasikan isi perjanjian. Mereka hanya menerima atau menolak 

syarat yang sudah ditetapkan. 

iii. Debitur Terpaksa Menerima Perjanjian Karena Kebutuhan: Debitur cenderung 

menerima perjanjian tersebut karena adanya kebutuhan atau ketergantungan, 

meskipun mereka tidak setuju dengan syarat-syaratnya. 

iv. Perjanjian Dipersiapkan Secara Massal atau Individual: Perjanjian baku biasanya 

disiapkan dalam bentuk standar untuk digunakan secara massal (untuk banyak pihak), 

tetapi juga bisa disusun secara individual sesuai dengan kebutuhan spesifik. 

 

3. Fungsi Perjanjian Baku 

Perjanjian baku memiliki beberapa fungsi penting, antara lain: 

✓ Efisiensi: Perjanjian baku mempercepat proses transaksi dengan mengurangi waktu 

dan biaya negosiasi yang biasanya dibutuhkan dalam pembuatan perjanjian individual. 

✓ Kepastian Hukum: Dengan syarat-syarat yang sudah terstandarisasi, perjanjian baku 

memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, karena setiap pihak mengetahui 

dan menyetujui isi perjanjian yang telah ditentukan. 

✓ Kemudahan Administrasi: Perjanjian baku menggunakan formulir yang seragam, 

sehingga memudahkan administrasi dan meminimalkan kesalahan dalam proses 

pencatatan atau dokumentasi. 

✓ Perlindungan bagi Pengusaha: Perjanjian baku melindungi kepentingan pengusaha 

dengan mengurangi risiko hukum, karena syarat-syarat yang ditetapkan secara sepihak 

sudah mengakomodasi potensi risiko yang dapat timbul. 
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✓ Konsistensi: Perjanjian baku memastikan adanya konsistensi dalam pelaksanaan 

perjanjian sejenis, sehingga mengurangi ketidakpastian yang mungkin muncul dalam 

transaksi bisnis yang melibatkan pihak yang berbeda. 

Meskipun memiliki kelebihan, perjanjian baku juga menimbulkan polemik karena seringkali 

merugikan konsumen yang posisinya lebih lemah. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan 

regulasi untuk memastikan keadilan dalam penerapannya. 

Fungsi Perjanjian Baku 

Perjanjian baku memainkan peranan yang sangat penting dalam dunia usaha dan 

perdagangan modern. Perjanjian ini biasanya disusun oleh pengusaha untuk memfasilitasi 

berbagai jenis transaksi, khususnya terkait produk atau jasa serupa. Isi perjanjian baku 

ditetapkan sedemikian rupa agar dapat digunakan kembali dalam perjanjian dengan pihak lain 

tanpa perlu melakukan perundingan yang panjang mengenai syarat-syarat yang berlaku. Hal 

ini bertujuan untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya dalam proses transaksi, sehingga 

memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk fokus pada aspek-aspek yang lebih spesifik dan 

penting. 

Selain itu, penetapan syarat baku memberikan sejumlah keuntungan bagi pengusaha. 

Salah satunya adalah kemudahan dalam membangun hubungan yang lebih lancar dengan 

langganan maupun pemasok bahan baku, karena mereka tidak perlu lagi bernegosiasi setiap 

kali hendak melakukan transaksi. Dengan demikian, perjanjian baku tidak hanya meningkatkan 

efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat hubungan jangka panjang dalam dunia bisnis.  

Perkembangan Perjanjian Baku di Indonesia 

Seiring dengan perkembangan hukum perjanjian di Indonesia yang hampir setengah 

abad, berbagai perubahan terjadi akibat keputusan legislatif, eksekutif, dan dampak 

globalisasi. Dalam praktiknya, perjanjian kini sering dilakukan dalam bentuk perjanjian baku 

(standard contract), yang pada dasarnya membatasi asas kebebasan berkontrak. Adanya 

kebebasan ini terkait erat dengan kepentingan umum agar perjanjian baku diatur oleh undang-

undang atau setidaknya diawasi oleh pemerintah. 

Globalisasi dunia bisnis turut berperan dalam mempercepat perkembangan ini, 

mengingat posisi strategis Indonesia secara geografis dan sosial ekonomi. Indonesia, sebagai 

negara berkembang dengan tingkat konsumtif yang semakin tinggi, menghadapi kebutuhan 

efisiensi transaksi yang semakin mendesak antara pelaku usaha dan konsumen. Perkembangan 

dunia bisnis yang pesat memerlukan kemudahan dalam mengelola transaksi yang melibatkan 

banyak pihak setiap harinya. Untuk menghindari pembuatan perjanjian terpisah untuk setiap 

transaksi, para pelaku usaha di Indonesia mulai menggunakan perjanjian baku yang berisi 

syarat-syarat yang sudah dibakukan, memudahkan mereka dalam melayani ratusan pelanggan 

setiap hari. 

Seiring berjalannya waktu, perjanjian baku yang dikenal dengan istilah standard 

contract ini tidak hanya digunakan di Indonesia, tetapi hampir di seluruh dunia. Bahkan, 

seorang pengusaha asal Amerika, Slawson, mencatat bahwa lebih dari 90% kontrak yang 

dibuat kini menggunakan formulir baku: 
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“Standard form contracts probably account for more than ninety percent of all the 

contracts now made. Most persons have difficult remembering the last time they 

contracted other than by standard form.” 

 

Penerapan perjanjian baku di negara berkembang, termasuk Indonesia, sering kali 

diwarnai oleh semangat nasionalisme yang tumbuh pasca-kolonialisme. Negara bertujuan 

untuk melindungi warganya, tidak hanya konsumen, tetapi juga pengusaha, melalui 

perundang-undangan dan lembaga peradilan. Di Indonesia, penerapan perjanjian baku 

berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH 

Perdata, yang menyatakan: 

 

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya.” 

 

Namun, dalam praktiknya, perjanjian baku di Indonesia sering kali menguntungkan pengusaha 

yang memiliki posisi lebih kuat. Konsumen hanya memiliki dua pilihan: 

1. “Take it”: Menerima perjanjian dengan syarat-syarat baku yang telah ditetapkan oleh 

pengusaha jika mereka membutuhkan produk atau jasa tersebut. 

2. “Leave it”: Menolak perjanjian dan mencari alternatif lain jika tidak setuju dengan 

syarat-syarat yang ditawarkan. 

Dengan demikian, perjanjian baku di Indonesia berfungsi sebagai alat efisiensi dalam dunia 

bisnis, namun di sisi lain juga menunjukkan ketimpangan kekuatan antara pengusaha dan 

konsumen, yang sering kali dipengaruhi oleh ketidakseimbangan dalam proses negosiasi dan 

pembuatan perjanjian. 

Peraturan Mengenai Perjanjian Baku di Indonesia 

Di Indonesia, pengaturan mengenai perjanjian baku dapat ditemukan dalam berbagai 

ketentuan perundang-undangan. Salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUH Perdata), yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320. Perjanjian 

baku, sebagai salah satu bentuk perjanjian, harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, 

serta mengikuti asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak ini penting untuk 

memastikan bahwa perjanjian baku dapat digunakan dalam praktik sehari-hari, meskipun ada 

batasan-batasan yang diatur oleh hukum. 

Implementasi Perjanjian Baku di Indonesia 

Klausula baku banyak ditemukan dalam dunia bisnis di Indonesia, terutama karena 

perjanjian baku membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaku usaha. Perjanjian 

baku memungkinkan hubungan yang lebih lancar antara pengusaha dan konsumen dalam 

transaksi perdagangan. Dalam praktiknya, terdapat empat jenis perjanjian baku yang umum di 

Indonesia: 

1. Perjanjian Baku Sepihak: Isi perjanjian ditentukan sepihak oleh pihak yang memiliki 

posisi kuat, biasanya pihak kreditur. Pihak debitur hanya dapat menerima atau menolak 
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isi perjanjian. Contoh jenis perjanjian ini banyak dijumpai dalam perjanjian kerja, 

perbankan, perdagangan eceran, pemberian jasa, sewa, pembelian, dan lainnya. 

2. Perjanjian Baku yang Ditetapkan oleh Pemerintah: Perjanjian baku yang digunakan 

dalam transaksi terkait hak atas tanah atau di bidang agraria, seperti formulir 

perjanjian yang diatur oleh pemerintah dalam peraturan tertentu. 

3. Perjanjian Baku yang Ditentukan oleh Notaris atau Advokat: Merupakan perjanjian 

yang konsepnya sudah disiapkan oleh notaris atau advokat untuk memenuhi 

permintaan pihak yang membutuhkan bantuan hukum. 

4. Perjanjian Baku Timbal Balik: Isi perjanjian ditentukan oleh kedua belah pihak, 

meskipun masih dalam kerangka baku yang sudah ditetapkan sebelumnya. Contoh 

perjanjian ini banyak ditemukan dalam perjanjian buruh kolektif, di mana kedua belah 

pihak terikat oleh kesepakatan tersebut. 

Dari keempat jenis perjanjian baku ini, yang paling banyak dijumpai di Indonesia adalah 

perjanjian baku sepihak, yang sering digunakan dalam sektor perbankan, perjanjian kerja, 

pembangunan, perdagangan eceran, dan lainnya. 

Para Pihak yang Terkait dalam Perjanjian Baku 

Perjanjian baku dapat melibatkan berbagai pihak, tergantung pada bidangnya. Sebagai 

contoh, dalam perjanjian baku di bidang asuransi, terdapat dua pihak utama: penanggung 

(pengusaha atau perusahaan asuransi) yang telah menyiapkan substansi perjanjian, dan 

tertanggung (konsumen) yang hanya tinggal menerima atau menolak syarat-syarat yang ada. 

Pada dasarnya, pihak yang memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar (seperti pengusaha 

atau penyedia jasa) memiliki peran penting dalam penentuan isi perjanjian baku. Mereka yang 

menyusun klausul-klausul dalam perjanjian, sementara pihak yang lebih lemah (seperti 

konsumen atau debitur) hanya bisa menerima atau menolak. 

Kekuatan Mengikat Perjanjian Baku 

Perjanjian baku dapat memiliki kekuatan mengikat meskipun klausul-klausulnya 

ditentukan sepihak oleh salah satu pihak. Ada beberapa pandangan mengenai dasar 

mengikatnya perjanjian baku: 

1. Pendapat Zeylemeker: Menurutnya, orang mau menerima perjanjian baku karena 

merasa takluk pada pengaturan yang sudah dibuat secara profesional dan tidak 

sepihak. Ia berpendapat bahwa orang mengerti dan sadar bahwa mereka setuju. 

2. Pendapat Hondius: Hondius menambahkan bahwa meskipun perjanjian baku dapat 

dipandang sebagai suatu bentuk penaklukan, perjanjian tersebut hanya mengikat jika 

ada alasan kepercayaan, di mana penandatanganan perjanjian menjadi sah karena 

adanya kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. 

3. Pendapat Sluitjer dan Mariam Darus Badrulzaman: Keduanya berpendapat bahwa 

perjanjian baku pada dasarnya bukanlah perjanjian karena tidak memenuhi kriteria 

kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. Mereka 

menilai bahwa perjanjian baku lebih mirip dengan undang-undang swasta yang 
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ditetapkan oleh pihak yang lebih kuat, seperti pengusaha, dan bukan hasil dari 

kesepakatan bebas antara kedua belah pihak. 

Meskipun terdapat perbedaan pendapat, banyak yang setuju bahwa perjanjian baku mengikat 

sebagaimana perjanjian biasa, kecuali jika ada klausul yang merugikan pihak yang lebih lemah, 

seperti pengalihan tanggung jawab yang tidak seimbang. 

Pengaturan Perjanjian Baku dalam Konteks Internasional 

Dalam konteks perdagangan internasional, perjanjian baku juga menjadi relevan. 

Misalnya, dalam kontrak dagang internasional, prinsip-prinsip yang diatur oleh UNIDROIT 

(Prinsip Kontrak Komersial Internasional) sering digunakan untuk menyesuaikan ketentuan 

kontrak yang berlaku di negara-negara yang berbeda sistem hukumnya. UNIDROIT berfungsi 

untuk mengharmonisasikan hukum kontrak komersial internasional, mengingat adanya 

perbedaan sistem hukum di berbagai negara. Prinsip UNIDROIT ini diterapkan ketika para pihak 

dalam transaksi internasional sepakat untuk mengacu pada prinsip tersebut sebagai dasar 

hukum yang mengikat. 

Pembahasan mengenai prinsip-prinsip kontrak internasional dalam UNIDROIT 

Principles, yang mencakup berbagai aspek penting terkait kebebasan berkontrak, kewajiban 

beritikad baik, penggunaan kebiasaan dalam perdagangan, dan berbagai aspek lainnya yang 

dapat mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan kontrak internasional. Berikut ini adalah 

beberapa hal penting yang diuraikan: 

1. Prinsip Kebebasan Berkontrak: UNIDROIT Principles memberikan kebebasan kepada 

para pihak dalam menentukan kontrak mereka, baik dalam memilih lawan kontrak, 

jenis barang atau jasa yang diperdagangkan, maupun syarat-syarat transaksi. Namun, 

kebebasan ini dapat dibatasi oleh hukum memaksa yang berlaku, baik pada tingkat 

nasional atau supranasional. 

2. Prinsip Iktikad Baik dan Transaksi Jujur: Setiap pihak dalam transaksi internasional 

harus bertindak dengan itikad baik dan fair dealing. Ini adalah prinsip dasar yang 

berlaku dalam negosiasi, pembuatan, pelaksanaan, dan berakhirnya kontrak. 

3. Prinsip Pengakuan Kebiasaan dan Praktik yang Dibentuk Para Pihak: Pihak-pihak 

dalam kontrak terikat oleh kebiasaan yang mereka sepakati atau praktik yang telah 

mereka bentuk bersama. Kebiasaan yang umum di kalangan para pelaku bisnis 

internasional juga dapat mengikat, asalkan penerapannya tidak dianggap tidak wajar. 

4. Prinsip Kesepakatan Melalui Penawaran dan Penerimaan: Kontrak internasional 

dapat dibentuk melalui penerimaan atas penawaran atau dengan tindakan-tindakan 

yang cukup untuk menunjukkan adanya kesepakatan antara para pihak. 

5. Prinsip Larangan Bernegosiasi dengan Iktikad Buruk: Negosiasi harus dilakukan 

dengan itikad baik. Pihak yang membatalkan negosiasi dengan itikad buruk dapat 

diminta ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan atau kehilangan kesempatan 

melakukan kontrak dengan pihak ketiga. 

6. Prinsip Kewajiban Menjaga Kerahasiaan: Pihak-pihak dalam kontrak yang menerima 

informasi rahasia harus menjaga kerahasiaan tersebut dan tidak mengungkapkannya 
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untuk tujuan pribadi. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan 

kewajiban untuk mengganti kerugian. 

7. Prinsip Perlindungan Pihak Lemah dari Syarat-Syarat Baku: Ketentuan-ketentuan 

standar dalam kontrak yang ditawarkan tanpa negosiasi harus dilihat secara hati-hati. 

Jika kontrak mengandung persyaratan yang tidak dapat diprediksi atau tidak wajar bagi 

pihak yang menerimanya, maka ketentuan tersebut dapat dianggap tidak berlaku. 

8. Prinsip Syarat Sahnya Kontrak: Kontrak dianggap sah selama memenuhi syarat-syarat 

dasar yang berlaku dalam hukum internasional, seperti kapasitas hukum pihak-pihak 

dan kesepakatan yang jelas. 

9. Prinsip Dapat Dibatalkannya Kontrak Bila Mengandung Perbedaan Besar: Pihak yang 

merasa dirugikan oleh kontrak yang memberikan keuntungan yang berlebihan kepada 

pihak lain dapat menolak atau meminta penyesuaian terhadap kontrak tersebut. 

10. Prinsip Contra Proferentem dalam Penafsiran Kontrak Baku: Jika persyaratan kontrak 

yang diajukan oleh salah satu pihak tidak jelas, maka penafsiran kontrak akan lebih 

condong ke arah yang merugikan pihak yang membuat persyaratan tersebut. 

Dalam konteks praktik hukum internasional, prinsip-prinsip UNIDROIT bertujuan untuk 

mengharmonisasikan dan mengurangi hambatan hukum dalam transaksi internasional. Para 

pelaku bisnis sering kali menghadapi tantangan dalam memilih sistem hukum yang berlaku, 

terutama ketika kontrak melibatkan berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda. 

Oleh karena itu, UNIDROIT menyediakan kerangka hukum yang dapat diikuti untuk 

menyelesaikan sengketa tanpa harus terikat pada sistem hukum nasional yang mungkin tidak 

disepakati oleh semua pihak. 

UNIDROIT Principles berfungsi untuk menciptakan suatu penyelarasan hukum 

internasional yang adil dan dapat diterima oleh berbagai negara dan sistem hukum yang 

berbeda. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip ini, diharapkan dapat tercapai kesepakatan 

yang adil dan efisien dalam kontrak internasional, meskipun tetap ada tantangan dalam 

implementasi praktisnya. 
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BAB 4 

PERDAGANGAN DIGITAL DAN E- COMMERCE 
 

4.1 PERDAGANGAN DIGITAL 

 

 
Gambar 4.1 Belanja Digital  

 

Perdagangan digital adalah transaksi pembelian dan penjualan barang atau jasa yang 

dilakukan melalui platform digital, yang mencakup berbagai aspek seperti transaksi daring, 

pembayaran elektronik, dan pemasaran digital. 

Elemen-elemen Perdagangan Digital: 

1. Layanan Luas: 

Selain pembelian produk, perdagangan digital juga mencakup akuisisi pelanggan, 

retensi, serta aktivitas pasca pembelian yang memastikan pengalaman pelanggan 

tetap positif setelah transaksi selesai. 

2. Manajemen Rantai Pasokan: 

Teknologi yang digunakan dalam perdagangan digital mengintegrasikan manajemen 

rantai pasokan, memastikan pengalaman yang lancar mulai dari pengadaan produk 

hingga pengiriman ke konsumen. 

3. Media Sosial dan Pemasaran: 

Media sosial berfungsi sebagai titik kontak penting untuk melibatkan pelanggan dan 

mengonversinya menjadi pembeli. Ini berperan penting dalam membangun 

hubungan dan interaksi dengan audiens. 

4. E-dagang (E-commerce): 

Perdagangan digital adalah bagian dari e-dagang, yang menawarkan pengalaman 

berbelanja yang mudah dengan antarmuka pengguna yang ramah, informasi produk 

yang jelas, ulasan pelanggan, dan opsi pembayaran yang aman. 
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Contoh platform e-dagang terkemuka termasuk Amazon, eBay, Etsy, dan Shopify. 

Statistik dan Dampak Global 

Menurut data dari Statista, perdagangan digital adalah industri global yang bernilai 

sekitar Rp.4,9 triliun dan menyumbang 24,5% dari total penjualan ritel di seluruh dunia, 

menunjukkan betapa besarnya dampak perdagangan digital terhadap ekonomi global. 

Perspektif Pembeli dan Organisasi: 

• Pembeli: Dari perspektif konsumen, perdagangan digital menawarkan kenyamanan 

berbelanja secara mandiri melalui perangkat digital. 

• Organisasi: Bagi organisasi, perdagangan digital melibatkan berbagai elemen, 

termasuk platform teknologi untuk pemasaran dan penjualan digital, serta strategi 

yang mencakup akuisisi, retensi pelanggan, dan model penetapan harga online. 

Kesimpulan: 

Perdagangan digital adalah bagian integral dari ekonomi modern yang menggabungkan 

teknologi, pemasaran digital, dan strategi layanan pelanggan untuk menciptakan pengalaman 

berbelanja yang lancar. Seiring dengan perkembangan teknologi dan peningkatan penetrasi 

internet, perdagangan digital terus tumbuh pesat dan memiliki dampak besar terhadap pola 

belanja konsumen dan dinamika pasar global. 

Beberapa poin utama yang dapat diambil adalah: 

1. Perdagangan Digital mencakup aktivitas jual beli barang, jasa, dan aset digital (seperti 

perangkat lunak, konten digital, dan mata uang kripto) yang dilakukan melalui platform 

digital atau internet. Ini melibatkan berbagai transaksi yang tidak terbatas pada 

pembelian barang fisik, tetapi juga layanan berbasis teknologi. 

2. E-commerce adalah bagian dari perdagangan digital yang khusus merujuk pada 

transaksi bisnis yang dilakukan melalui internet. E-commerce dapat mengandung 

beberapa model bisnis, yaitu: 

❖ B2C (Business to Consumer): Transaksi antara bisnis dan konsumen. 

❖ B2B (Business to Business): Transaksi antar bisnis. 

❖ C2C (Consumer to Consumer): Transaksi antar konsumen. 

3. Keuntungan Perdagangan Digital dan E-commerce: 

• Akses ke pasar yang lebih luas: Platform seperti Amazon, Alibaba, dan Tokopedia 

memungkinkan pelaku bisnis menjangkau pelanggan di seluruh dunia dengan 

biaya yang lebih rendah dibandingkan model bisnis tradisional. 

• Kemudahan transaksi: Teknologi seperti pembayaran digital, logistik terintegrasi, 

dan kecerdasan buatan (AI) mempercepat dan mempermudah proses transaksi, 

dari pembayaran hingga pengiriman produk. 

4. Tantangan dalam Perdagangan Digital dan E-commerce: 

✓ Keamanan data dan privasi konsumen: Dengan semakin banyak data pribadi yang 

dipertukarkan melalui transaksi digital, perlindungan data menjadi isu yang sangat 

penting. 
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✓ Regulasi lintas negara: Setiap negara memiliki regulasi yang berbeda dalam hal e-

commerce, yang membuatnya lebih kompleks untuk bisnis global. 

✓ Kesenjangan akses teknologi: Tidak semua konsumen atau pelaku bisnis di seluruh 

dunia memiliki akses yang sama terhadap teknologi, yang dapat menciptakan 

ketimpangan. 

5. Pengaruh Pasca-Pandemi: Pandemi COVID-19 mempercepat transformasi digital dan 

mendorong lebih banyak orang dan bisnis untuk beralih ke platform online. Hal ini 

meningkatkan adopsi teknologi digital dalam perdagangan dan e-commerce. 

Secara keseluruhan, perkembangan e-commerce dan perdagangan digital memberikan 

peluang besar untuk efisiensi dan inovasi bisnis, namun juga menghadirkan tantangan yang 

harus diatasi, terutama terkait dengan keamanan, regulasi, dan akses teknologi yang setara 

bagi semua pihak. 

 

4.2 REGULASI TRANSAKSI ELEKTRONIK 

Teks yang Anda berikan memberikan gambaran lengkap mengenai regulasi transaksi 

elektronik, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Berikut adalah rangkuman dari 

informasi yang Anda sampaikan: 

Regulasi Transaksi Elektronik di Indonesia 

1. Kontrak Elektronik: Kontrak yang dibuat secara elektronik diakui sah selama 

memenuhi unsur kesepakatan, kejelasan subjek, dan objek, sesuai dengan UU ITE 

(Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) No. 11 Tahun 2008. 

2. Tanda Tangan Elektronik: Tanda tangan digital diakui sebagai autentikasi sah dalam 

transaksi elektronik, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 dan 

Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 yang mengatur standar keandalan dan keamanan. 

3. Perlindungan Data Pribadi: UU tentang Perlindungan Data Pribadi yang sedang 

disiapkan (serta GDPR di Eropa) berfokus pada pengaturan hak pengguna atas data 

pribadi mereka dan memberi sanksi pada penyalahgunaan data. 

4. Pembayaran Elektronik: Sistem pembayaran digital diatur oleh Bank Indonesia, 

dengan fokus pada pencegahan fraud dan pencucian uang, serta mengatur 

penyelenggara fintech dan dompet digital. 

5. Penyelesaian Sengketa: Transaksi elektronik dapat diselesaikan melalui mekanisme 

arbitrase atau sengketa online, sebagaimana diatur dalam UU ITE Pasal 26-29. 

Kerangka Regulasi Internasional 

• UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996): Memberikan pedoman global 

terkait kontrak elektronik dan tanda tangan digital. 

• Konvensi PBB (2005): Mendorong pengakuan transaksi elektronik lintas negara. 

• eIDAS Regulation (Uni Eropa): Menstandarkan tanda tangan elektronik dan layanan 

kepercayaan digital di negara-negara UE. 

Tantangan dalam Regulasi Transaksi Elektronik 
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a) Perbedaan Hukum Antar Negara: Terdapat kesulitan dalam penegakan hukum 

transaksi lintas negara karena perbedaan yurisdiksi. 

b) Keamanan Siber: Ancaman terhadap data dan transaksi elektronik, seperti peretasan 

dan malware, memerlukan regulasi ketat dalam hal enkripsi data dan autentikasi. 

c) Kesenjangan Digital: Akses teknologi yang tidak merata antarwilayah menghambat 

penerapan regulasi secara efektif. 

d) Evolusi Teknologi Cepat: Perkembangan pesat teknologi, seperti blockchain dan 

cryptocurrency, seringkali lebih cepat daripada regulasi yang ada. 

Contoh Regulasi di Indonesia 

• UU ITE (2008): Dasar hukum utama untuk transaksi elektronik dan penyalahgunaan 

teknologi. 

• PP 71/2019: Mengatur penyelenggaraan sistem elektronik dan perlindungan data 

pribadi. 

• Peraturan Bank Indonesia: Mengatur sistem pembayaran digital serta kebijakan anti-

pencucian uang. 

Kesimpulan 

Regulasi transaksi elektronik sangat penting untuk memastikan keandalan dan 

keabsahan transaksi di dunia digital. Di Indonesia, UU ITE dan peraturan lainnya memberikan 

dasar hukum yang jelas, meskipun tantangan seperti harmonisasi regulasi antarnegara, 

perlindungan data pribadi, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi harus terus 

dihadapi. Kerja sama antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat diperlukan untuk 

menjaga efektivitas regulasi ini. 

Tren Perdagangan Digital 

Perdagangan digital terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Berikut 

adalah tren utama yang membentuk lanskap perdagangan digital saat ini: 

1. Kecerdasan Buatan (AI) 

AI semakin banyak digunakan dalam perdagangan digital untuk membantu pengecer 

dalam: 

• Prediksi Permintaan: Membantu perusahaan memprediksi tren dan permintaan 

produk. 

• Chatbot: Memberikan layanan pelanggan otomatis untuk memberikan dukungan 

langsung kepada pelanggan. 

• Belanja yang Dipersonalisasi: Menawarkan pengalaman berbelanja yang lebih sesuai 

dengan preferensi individu. 

• Pengenalan Visual: Pengguna dapat mencari produk hanya dengan gambar, 

meningkatkan pengalaman pencarian produk. 

 

2. Teknologi Terkonsolidasi (DXP) 
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Perusahaan semakin mengintegrasikan berbagai teknologi ke dalam satu platform 

pengalaman digital (DXP) untuk menyediakan manajemen konten yang lebih efisien dan 

layanan yang lebih terkoordinasi. 

3. Analisis Pelanggan 

Analisis data menjadi kunci untuk: 

• Memahami perilaku pelanggan. 

• Mengoptimalkan kampanye pemasaran digital. 

• Menginformasikan keputusan dan strategi untuk meningkatkan pengalaman 

pelanggan. 

4. Perdagangan Visual 

Meningkatkan interaksi dengan pelanggan melalui gambar dan video. Termasuk: 

• Realitas Virtual (VR): Untuk menciptakan pengalaman imersif yang memungkinkan 

pelanggan melihat produk dalam 3D. 

• Realitas Tertambah (AR): Membantu pelanggan mencoba produk secara virtual, 

seperti ruang ganti digital. 

• Media Sosial: Platform seperti Instagram dan Pinterest semakin penting untuk terlibat 

dengan audiens melalui visual yang menarik. 

5. Personalisasi 

Menyesuaikan pengalaman pelanggan di setiap titik interaksi dengan: 

• Segmentasi Mikro: Menggunakan data untuk memahami kelompok audiens yang lebih 

kecil dan menyesuaikan penawaran dengan lebih tepat. 

• Optimisasi Pengalaman Pengguna: Menawarkan konten dan rekomendasi yang 

disesuaikan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. 

6. Aplikasi Web Progresif (PWA) 

PWA memungkinkan aplikasi web untuk berjalan pada perangkat seluler dengan 

pengalaman yang mirip aplikasi tanpa perlu instalasi. Ini memberi keuntungan besar pada 

pelanggan dan bisnis dalam hal kenyamanan dan aksesibilitas. 

7. Model Bisnis Langganan 

Model langganan semakin populer karena menawarkan: 

• Keuntungan yang stabil bagi pedagang. 

• Opsi hemat biaya untuk pelanggan, seperti pada industri hiburan (Netflix), makanan 

(Blue Apron), atau produk kecantikan (Birchbox). 

8. Pencarian Visual 

Pencarian berbasis gambar memungkinkan pelanggan untuk mencari produk hanya 

dengan mengunggah foto. Platform seperti Pinterest dan Google memanfaatkan teknologi ini 

untuk meningkatkan pengalaman pencarian produk. 

9. Pemasaran Video 

Pemasaran melalui video membantu merek untuk: 

• Menampilkan produk dengan cara yang lebih menarik. 

• Meningkatkan engagement audiens. 
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• Meningkatkan SEO, yang membantu produk lebih mudah ditemukan di mesin pencari. 

10. Pemasaran Percakapan 

Pemasaran percakapan menggunakan chatbot, aplikasi perpesanan, dan AI untuk 

berkomunikasi dengan pelanggan dalam waktu nyata. Ini membantu dalam: 

• Penjualan langsung. 

• Membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan melalui percakapan yang 

lebih personal. 

11. Pasar Perusahaan (B2B) 

Platform marketplace B2B memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi dengan 

vendor atau produsen, mempercepat proses pengadaan dan memungkinkan interaksi yang 

lebih efisien antar bisnis. 

12. Perdagangan Berbasis API 

Menggunakan API untuk mengintegrasikan sistem yang berbeda dan memungkinkan 

transfer data yang mulus antar saluran. Ini memberikan pengalaman yang lebih konsisten bagi 

pelanggan di berbagai platform dan perangkat. 

13. Realitas Tertambah dan Virtual (AR/VR) 

Teknologi AR dan VR digunakan untuk menciptakan pengalaman belanja yang lebih 

menarik dan interaktif, seperti: 

• AR untuk menciptakan ruang ganti digital. 

• VR untuk visualisasi produk yang lebih mendalam. 

14. Layanan Pascapembelian 

Bisnis kini semakin fokus pada layanan pascapembelian, seperti: 

• Dukungan pelanggan yang responsif. 

• Program loyalitas untuk mempertahankan pelanggan. 

• Sistem umpan balik yang memungkinkan peningkatan pengalaman dan hubungan 

jangka panjang dengan pelanggan. 

Kesimpulan 

Tren-tren ini menunjukkan bahwa perdagangan digital bukan hanya sekadar transaksi 

pembelian barang dan jasa, tetapi juga melibatkan interaksi yang lebih kompleks dan canggih 

yang didorong oleh teknologi. Dengan mengintegrasikan berbagai elemen seperti AI, analisis 

pelanggan, dan teknologi AR/VR, bisnis dapat menawarkan pengalaman yang lebih 

dipersonalisasi, efisien, dan menarik bagi pelanggan. Seiring dengan berjalannya waktu, 

perusahaan yang dapat memanfaatkan tren ini dengan tepat akan mampu tetap bersaing dan 

berkembang di pasar yang semakin digital ini. 

 

Perdagangan Digital vs. Perdagangan Elektronik 

Perdagangan digital mencakup lebih dari sekadar penjualan produk secara daring, yang 

ada dalam e-dagang. E-dagang lebih berfokus pada aspek praktis seperti manajemen rantai 

pasokan, pembuatan toko online, transaksi, dan pembayaran. Sementara itu, perdagangan 

digital mencakup berbagai elemen yang lebih luas, seperti manajemen data, analisis 
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permintaan, pengalaman pengguna, dan interaksi dengan pelanggan melalui berbagai saluran 

seperti situs web, media sosial, dan aplikasi seluler.  

Berbeda dengan e-dagang yang lebih terfokus pada penjualan, perdagangan digital 

berorientasi pada pengoptimalan pengalaman pelanggan di setiap tahap perjalanan pembeli, 

menggunakan teknologi seperti AI dan analitik canggih untuk personalisasi dan peningkatan 

layanan. Pentingnya perdagangan digital terletak pada kemampuannya untuk 

mengintegrasikan layanan pasca-pembelian seperti dukungan dan pengembalian, yang 

penting untuk membangun loyalitas pelanggan. Di era digital ini, pelanggan mengharapkan 

kemudahan berbelanja melalui berbagai perangkat dan pengalaman yang cepat dan responsif. 

Oleh karena itu, pengecer harus fokus pada pemberian pengalaman yang memuaskan untuk 

memenangkan dan mempertahankan loyalitas pelanggan. 

Model bisnis dalam perdagangan digital mencakup berbagai pendekatan untuk 

transaksi antara pihak yang terlibat. Model Business to Consumer (B2C) melibatkan bisnis yang 

menjual produk atau layanan langsung kepada konsumen, seperti yang dilakukan oleh 

Amazon. Model Business to Business (B2B), di sisi lain, mencakup transaksi antar bisnis, di 

mana produk atau layanan dijual dalam jumlah besar, seperti yang dilakukan oleh Salesforce 

dan Asana, yang menawarkan layanan berbasis langganan. Model Consumer to Consumer 

(C2C) memungkinkan konsumen untuk membeli barang dari konsumen lain melalui platform 

seperti eBay. Terakhir, model Consumer to Business (C2B) melihat konsumen yang 

menyediakan layanan atau produk kepada bisnis, seperti Google AdSense, di mana pemilik 

situs web menjual ruang iklan di platform mereka. 

 

4.3 ISU PRIVASI DATA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN  

Isu privasi data dan perlindungan konsumen menjadi sorotan utama dalam era digital, 

seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dan transaksi online yang 

mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data pribadi pengguna. Data pribadi seperti 

informasi identitas, riwayat transaksi, lokasi, dan preferensi konsumen seringkali dikumpulkan 

oleh perusahaan melalui platform digital, aplikasi, atau layanan online untuk keperluan analisis 

pasar, personalisasi layanan, atau iklan bertarget.  

Namun, praktik ini memunculkan risiko penyalahgunaan data, kebocoran informasi 

sensitif, dan pelanggaran privasi, terutama jika perusahaan tidak menerapkan standar 

keamanan yang memadai. Contoh kasus seperti kebocoran data pengguna media sosial atau 

layanan e-commerce menunjukkan kerentanan sistem digital terhadap serangan siber atau 

kelalaian pengelolaan data. Di sisi lain, perlindungan konsumen dalam konteks digital 

mencakup hak atas transparansi dalam penggunaan data, persetujuan yang jelas sebelum data 

dikumpulkan, serta hak untuk membatasi atau menghapus informasi pribadi.  

Regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa dan 

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) di Indonesia bertujuan 

memperkuat hak konsumen dengan mewajibkan perusahaan bertanggung jawab atas data 

yang mereka kelola, memberikan sanksi tegas atas pelanggaran, dan memastikan keamanan 
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sistem teknologi. Namun, tantangan tetap ada, seperti kompleksitas penegakan hukum lintas 

negara, perkembangan teknologi yang cepat (seperti AI dan IoT) yang memperluas ruang 

pengumpulan data, serta kesenjangan literasi digital konsumen dalam memahami risiko 

privasi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat 

diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, adil, dan berkelanjutan. 

Isu privasi data dan perlindungan konsumen semakin kompleks dalam ekosistem digital 

yang terus berkembang. Data pribadi kini tidak hanya mencakup informasi dasar seperti nama, 

alamat, atau nomor telepon, tetapi juga data sensitif seperti riwayat kesehatan, preferensi 

politik, jejak digital, dan bahkan data biometrik (seperti sidik jari atau pengenalan wajah). 

Pengumpulan data ini seringkali dilakukan secara massal melalui aplikasi, perangkat IoT 

(Internet of Things), atau platform media sosial, yang kemudian dianalisis untuk memprediksi 

perilaku konsumen, menyesuaikan layanan, atau dijual ke pihak ketiga untuk kepentingan 

komersial. Namun, praktik ini menimbulkan risiko serius, seperti manipulasi perilaku melalui 

iklan bertarget, diskriminasi algoritmik (misalnya dalam penetapan harga atau akses layanan), 

atau bahkan eksploitasi data untuk tujuan politik, seperti yang terjadi dalam skandal 

Cambridge Analytica. Di sisi lain, kebocoran data akibat serangan siber atau kelalaian 

penyelenggara sistem elektronik semakin marak, seperti kasus kebocoran data pengguna 

Tokopedia atau Bukalapak di Indonesia, yang membahayakan jutaan pengguna. 

Regulasi seperti GDPR di Uni Eropa dan UU PDP yang sedang disiapkan di Indonesia 

mencoba menjawab tantangan ini dengan prinsip seperti persetujuan eksplisit (konsumen 

harus secara aktif memberikan izin), akuntabilitas (perusahaan wajib membuktikan 

kepatuhan), dan hak untuk dilupakan (konsumen dapat meminta penghapusan data). Namun, 

implementasi regulasi ini tidak mudah. Di Uni Eropa, meski GDPR dianggap sebagai standar 

emas, penegakan hukum sering terhambat oleh perbedaan interpretasi antarnegara anggota 

dan keterbatasan sumber daya otoritas pengawas. Di Indonesia, RUU PDP yang belum 

disahkan masih menyisakan ambiguitas terkait kewenangan lembaga pengawas dan sanksi 

yang efektif. Selain itu, regulasi nasional seringkali tidak mampu mengatasi sifat transnasional 

data, di mana perusahaan global dapat menghindari kewajiban hukum dengan berbasis di 

yurisdiksi yang lebih longgar. 

Tantangan lain muncul dari ketidakseimbangan kekuatan antara korporasi teknologi 

besar (big tech) dan konsumen. Perusahaan seperti Google, Facebook, atau Alibaba memiliki 

sumber daya teknis dan finansial untuk mengumpulkan data secara masif, sementara 

konsumen—terutama di negara berkembang—seringkali tidak memahami sepenuhnya risiko 

privasi atau hak-hak mereka. Literasi digital yang rendah membuat banyak orang dengan 

mudah menyetujui syarat dan ketentuan layanan tanpa membaca detailnya, sehingga secara 

tidak langsung melegitimasi eksploitasi data. Di sisi teknologi, perkembangan kecerdasan 

buatan (AI) dan IoT semakin memperluas ruang pengumpulan data. Misalnya, perangkat smart 

home dapat merekam percakapan pribadi, sementara AI dapat menganalisis data untuk 

memprediksi kebiasaan pengguna tanpa persetujuan eksplisit. 
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Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan multidimensi. Pertama, penguatan 

regulasi yang tidak hanya fokus pada sanksi, tetapi juga pada prinsip privacy by design, di mana 

perlindungan data diintegrasikan sejak tahap pengembangan teknologi. Kedua, edukasi 

konsumen melalui kampanye kesadaran tentang hak digital dan risiko privasi. Ketiga, 

kolaborasi internasional untuk menyelaraskan standar data dan memperkuat kerja sama 

penegakan hukum lintas negara. Terakhir, inovasi teknologi seperti enkripsi end-to-end, 

blockchain untuk transparansi data, atau sistem audit algoritmik dapat menjadi alat untuk 

memperkuat keamanan dan akuntabilitas. Tanpa upaya holistik ini, privasi data dan hak 

konsumen akan terus terancam di tengah laju digitalisasi yang semakin cepat. 

Dampak Kecerdasan Buatan (AI) dan Big Data pada Privasi 

Kemajuan AI dan analisis big data semakin memperumit isu privasi. Algoritma AI 

mampu mengolah data mentah (bahkan data anonim) untuk mengidentifikasi pola perilaku 

individu, memprediksi keputusan pribadi, atau bahkan memanipulasi preferensi pengguna. 

Contohnya: 

• Profil Risiko Kesehatan: Perusahaan asuransi dapat menggunakan data dari perangkat 

wearable (seperti smartwatch) untuk menilai risiko kesehatan calon nasabah, 

berpotensi mendiskriminasi mereka dengan premi lebih tinggi. 

• Rekomendasi Konten: Platform seperti TikTok atau YouTube menggunakan AI untuk 

mempersonalisasi konten, tetapi hal ini juga menciptakan "filter bubble" yang 

membatasi paparan informasi dan memperkuat bias. 

• Pengawasan Massal: Teknologi pengenalan wajah dan analisis video real-time oleh 

pemerintah atau korporasi mengancam hak individu untuk bergerak bebas tanpa 

diawasi. 

Regulasi seperti AI Act di Uni Eropa mencoba membatasi risiko ini dengan mengklasifikasikan 

AI berdasarkan tingkat bahaya dan mewajibkan transparansi algoritma. Namun, di banyak 

negara, termasuk Indonesia, kerangka hukum untuk penggunaan AI masih terfragmentasi dan 

tidak spesifik. 

Konflik Antara Privasi dan Keamanan Nasional 

Negara-negara sering membenarkan pengumpulan data massal atas nama keamanan, 

seperti program pengawasan terorisme atau penanggulangan kejahatan siber. Contoh: 

• UU Keamanan Nasional di Tiongkok: Mewajibkan perusahaan teknologi untuk berbagi 

data dengan pemerintah, termasuk data warga asing. 

• CLOUD Act di AS: Memungkinkan pemerintah AS mengakses data yang disimpan di 

server global, bahkan tanpa persetujuan negara tempat data berada. 

Di Indonesia, UU ITE dan revisi UU KUHP juga memberikan kewenangan luas kepada 

aparat untuk memantau aktivitas digital, yang berisiko disalahgunakan untuk membungkam 

kritik atau mengawasi kelompok minoritas. Konflik ini memicu debat etis: sejauh mana negara 

boleh mengorbankan privasi untuk keamanan? 
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Data Lokalisasi vs. Globalisasi Digital 

Beberapa negara menerapkan kebijakan data lokal (data localization), yang mewajibkan 

data warganya disimpan di dalam negeri. Tujuannya adalah melindungi kedaulatan data dan 

memudahkan penegakan hukum. Contoh: 

• Uni Eropa dengan GDPR membatasi transfer data ke negara di luar blok kecuali jika 

negara tersebut dianggap "setara" dalam perlindungan data. 

• Indonesia dalam PP 71/2019 mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk 

menyimpan data pengguna di dalam negeri. 

Namun, kebijakan ini sering dikritik karena: 

1. Menghambat Inovasi: Startup global kesulitan memasuki pasar karena biaya 

penyimpanan data lokal yang tinggi. 

2. Fragmentasi Internet: Kebijakan data yang berbeda di tiap negara berpotensi 

menciptakan "splinternet" (internet terpecah-pecah). 

3. Tidak Efektif Menghentikan Eksploitasi Data: Perusahaan besar seperti Facebook atau 

Google tetap bisa mengakses data global melalui anak perusahaan di yurisdiksi yang 

lebih longgar. 

Peran Teknologi dalam Perlindungan Privasi 

Teknologi bisa menjadi solusi sekaligus tantangan dalam privasi data. Beberapa inovasi 

yang sedang dikembangkan: 

1. Enkripsi Homomorfik: Memungkinkan data diproses dalam keadaan terenkripsi, 

sehingga perusahaan tidak perlu melihat data mentah untuk menganalisisnya. 

2. Decentralized Identity (DID): Sistem identitas digital yang dikelola oleh pengguna 

sendiri (bukan korporasi atau pemerintah), seperti yang diusung oleh Sovrin Network. 

3. Zero-Knowledge Proof: Teknologi yang memungkinkan verifikasi data tanpa 

mengungkapkan informasi asli (misalnya, membuktikan usia seseorang tanpa 

menunjukkan tanggal lahir). 

4. Blockchain untuk Audit Algoritmik: Mencatat penggunaan data oleh AI secara 

transparan dan tidak dapat diubah. 

Sayangnya, adopsi teknologi ini masih terbatas karena kompleksitas implementasi dan biaya 

tinggi. Selain itu, regulasi seringkali tidak mengikuti perkembangan teknologi, sehingga solusi 

teknis sulit diwajibkan secara hukum. 

Kasus Kontroversial dan Pelajaran 

1. Skandal Cambridge Analytica (2018): Data 87 juta pengguna Facebook digunakan 

untuk memanipulasi opini publik selama pemilu AS dan Brexit. Kasus ini memicu 

tuntutan agar platform media sosial bertanggung jawab atas data pengguna. 

2. Kebocoran Data PSE di Indonesia: Pada 2023, data jutaan pengguna aplikasi 

pemerintah seperti PeduliLindungi diduga bocor di forum hacker, menunjukkan 

kerentanan sistem yang dikelola negara. 
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3. Sidang Google vs. UE (2023): Uni Eropa menggugat Google atas dugaan monopoli data 

dengan menggabungkan data dari berbagai layanan (Search, Maps, Ads) untuk 

memperkuat dominasinya. 

Kasus-kasus ini menegaskan bahwa privasi data bukan hanya masalah teknis, tetapi juga politik 

dan ekonomi. Mereka juga menunjukkan bahwa hukuman finansial (seperti denda GDPR) tidak 

cukup untuk mengubah perilaku korporasi tanpa tekanan publik dan reformasi struktural. 

Masa Depan Privasi Data: Antara Regulasi dan Inovasi 

Privasi data akan tetap menjadi medan pertarungan antara kepentingan korporasi, 

pemerintah, dan hak individu. Beberapa tren yang mungkin mendefinisikan masa depan: 

1. Self-Sovereign Identity (SSI): Pengguna sepenuhnya mengontrol data pribadi melalui 

teknologi blockchain. 

2. Regulasi Berbasis Risiko: Fokus pada sektor-sektor kritis (seperti kesehatan atau 

keuangan) dengan audit ketat, sementara sektor lain diberi fleksibilitas. 

3. Kolaborasi Multi-Stakeholder: Pemerintah, perusahaan, dan aktivis sipil bersama-

sama merancang standar data yang seimbang. 

4. Pendidikan Privasi Sejak Dini: Kurikulum sekolah mencakup literasi digital dan hak 

privasi untuk membentuk generasi yang kritis terhadap eksploitasi data. 

Tanpa upaya kolektif, privasi data akan tetap menjadi komoditas langka di era di mana setiap 

klik, suka, dan lokasi kita direkam, dianalisis, dan diperdagangkan. 

 

4.4 BLOCKCHAIN, SMART CONTRACT DAN MATA UANG DIGITAL  

Blockchain, smart contract, dan mata uang digital saling terkait erat dengan 

perdagangan digital dan e-commerce dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan 

keamanan transaksi. Blockchain sebagai teknologi ledger terdesentralisasi memastikan catatan 

transaksi yang tidak dapat diubah dan terverifikasi publik, mengurangi risiko penipuan dalam 

e-commerce, seperti pemalsuan produk atau ketidakjelasan rantai pasok.  

Smart contract program otomatis yang dieksekusi berdasarkan syarat tertentu 

memungkinkan transaksi e-commerce (seperti pembayaran, pengiriman barang, atau klaim 

garansi) berjalan tanpa perantara, mempercepat proses dan meminimalkan biaya operasional. 

Sementara itu, mata uang digital (misalnya Bitcoin, Ethereum, atau stablecoin) memfasilitasi 

pembayaran lintas batas yang cepat dan berbiaya rendah, mengatasi keterbatasan sistem 

perbankan tradisional. Dalam perdagangan digital, integrasi ketiganya menciptakan ekosistem 

yang lebih inklusif, aman, dan terpercaya, mendorong adopsi global e-commerce serta 

membuka peluang bisnis baru seperti tokenisasi aset atau layanan berbasis Web3.0 yang 

mengutamakan desentralisasi dan partisipasi pengguna. 

Blockchain, Smart Contract, dan Mata Uang Digital tidak hanya merevolusi transaksi e-

commerce, tetapi juga membentuk ulang ekosistem perdagangan digital secara holistik. 

Blockchain, sebagai tulang punggung teknologi ini, memfasilitasi transparansi dan kepercayaan 

melalui sistem pencatatan yang terdesentralisasi dan terenkripsi. Misalnya, dalam rantai pasok 

e-commerce, blockchain dapat melacak asal-usul produk (seperti bahan baku, proses produksi, 
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hingga distribusi), memastikan keaslian barang dan mengurangi risiko pemalsuan—isu kritis di 

platform seperti Amazon atau Alibaba. Teknologi ini juga memungkinkan "tokenisasi aset", di 

mana barang fisik (seperti properti atau karya seni) direpresentasikan sebagai aset digital di 

blockchain, memperluas pasar e-commerce ke investasi fractional ownership atau 

perdagangan aset unik melalui NFT.   

Smart contract memperdalam otomatisasi dalam e-commerce dengan menghilangkan 

ketergantungan pada pihak ketiga. Contohnya, dalam transaksi online, smart contract dapat 

secara otomatis melepaskan pembayaran ke penjual begitu sistem pelacakan logistik 

mengonfirmasi barang telah diterima pembeli. Hal ini mengurangi sengketa, biaya 

administrasi, dan risiko penipuan seperti chargeback. Di sektor layanan berlangganan 

(misalnya Netflix atau Spotify), smart contract bisa mengatur pembaruan otomatis 

berdasarkan penggunaan, atau memberikan refund pro-rata jika layanan terganggu. Bahkan di 

sektor crowdfunding, smart contract memastikan dana hanya cair jika proyek memenuhi 

syarat yang telah ditetapkan, meningkatkan akuntabilitas.   

Mata uang digital (kripto, stablecoin, atau CBDC) memperluas akses pasar global 

dengan menghilangkan batasan geografis dan biaya konversi mata uang. Stablecoin seperti 

USDT atau USDC menawarkan stabilitas harga, cocok untuk transaksi harian, sementara CBDC 

(Mata Uang Digital Bank Sentral) yang sedang dikembangkan oleh negara-negara seperti China 

(e-CNY) atau Eropa (digital euro) menggabungkan keamanan blockchain dengan legitimasi 

pemerintah, memudahkan integrasi dengan sistem perpajakan dan regulasi. Dalam e-

commerce lintas negara, mata uang digital menghindari biaya tinggi dan delay dari perantara 

bank, sekaligus membuka pasar bagi UMKM di negara berkembang yang sebelumnya 

terhambat akses ke pembayaran internasional.   

Namun, integrasi ketiganya juga menghadapi tantangan. Skalabilitas blockchain 

(seperti keterbatasan kecepatan transaksi Bitcoin atau Ethereum) masih perlu diatasi untuk 

menangani volume tinggi e-commerce global. Regulasi yang belum jelas di banyak negara 

tentang status hukum kripto atau smart contract juga menciptakan ketidakpastian. Selain itu, 

literasi digital yang rendah di kalangan pelaku usaha kecil bisa menghambat adopsi. Meski 

demikian, inovasi seperti blockchain layer-2 (contoh: Lightning Network) atau hybrid 

(blockchain publik-swasta) mulai mengatasi masalah teknis, sementara edukasi dan kolaborasi 

antara pemerintah-swasta mempercepat penerimaan.   

Ke depan, kombinasi blockchain, smart contract, dan mata uang digital akan 

mendorong lahirnya decentralized e-commerce (d-commerce), di mana platform seperti 

Shopify atau Tokopedia digantikan oleh pasar terdesentralisasi berbasis Web3.0, di mana 

pembeli dan penjual berinteraksi langsung tanpa perantara korporat. Contohnya, platform 

seperti Boson Protocol atau OpenBazaar memanfaatkan blockchain untuk menciptakan pasar 

peer-to-peer yang anti-sensor dan berbiaya rendah. Dengan demikian, ketiga teknologi ini 

tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendemokratisasi akses ke perdagangan 

global, memberdayakan pelaku usaha kecil, dan membangun ekosistem digital yang lebih adil 

dan transparan. 
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4.5 TRANSFORMASI TEKNOLOGI DALAM HUKUM DAGANG INTERNASIONAL  

Dari transformasi industri hingga arus digital yang merajalela, setiap tonggak inovasi 

teknologi telah membawa perubahan besar dalam perdagangan internasional. Era revolusi 

industri mengantarkan kemajuan dalam produksi massal dan logistik, mempercepat akses ke 

pasar global. Namun, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, 

dan blockchain semakin mengubah cara kita memproduksi dan mendistribusikan barang. 

Teknologi-teknologi ini juga menciptakan tantangan baru di ranah hukum perdagangan 

internasional. 

Implikasi dari kemajuan teknologi ini tidak hanya sebatas penyesuaian regulasi, tetapi 

juga membuka perdebatan penting tentang yurisdiksi lintas batas, perlindungan kekayaan 

intelektual, privasi data, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Teknologi telah menjadi 

pendorong perubahan yang mendalam, yang memaksa kerangka hukum perdagangan 

internasional untuk terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Hal ini menghadirkan 

tantangan yang membutuhkan pendekatan hukum yang lebih cerdas dan adaptif. 

Sebelum munculnya teknologi, perdagangan internasional diatur oleh perjanjian-

perjanjian perdagangan internasional, peraturan dari organisasi perdagangan dunia, serta 

hukum kontrak dan dagang yang berkembang dari praktik perdagangan masa lalu. Namun, 

dengan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), blockchain, dan e-commerce, 

dinamika perdagangan internasional telah berubah secara signifikan. Teknologi ini 

mempercepat transaksi dan pertukaran informasi, yang menciptakan tantangan baru dalam 

menentukan yurisdiksi, perlindungan konsumen, serta hak kekayaan intelektual dalam konteks 

perdagangan global. Misalnya, seringkali sulit untuk menentukan secara hukum di mana 

transaksi e-commerce terjadi, karena sifatnya yang lintas batas. 

Transaksi perdagangan internasional kini melibatkan konsumen dari berbagai negara 

dengan aturan hukum yang berbeda-beda, yang semakin memperumit penyelesaian sengketa. 

Selain itu, regulasi terkait privasi dan keamanan data menjadi isu yang semakin penting. 

Teknologi memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola 

data konsumen dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini menciptakan 

kebutuhan akan standar yang jelas untuk melindungi data pribadi serta mengatur transfer data 

antarnegara. Namun, perbedaan regulasi di setiap negara seringkali menambah kerumitan 

dalam menyelesaikan sengketa dalam konteks perdagangan internasional. 

Perkembangan teknologi juga telah mengubah lanskap penyelesaian sengketa. 

Platform perdagangan elektronik, yang memungkinkan transaksi cepat dan jangkauan global, 

seringkali memiliki mekanisme penyelesaian sengketa internal yang eksklusif. Namun, 

perbedaan dalam pendekatan ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi dan 

pelaksanaan keputusan yang dihasilkan. Persoalan tentang hukum yang berlaku, pengakuan 

lintas negara terhadap keputusan tersebut, serta proses peninjauan keputusan menjadi isu 

yang perlu diatasi. 

Dengan adanya teknologi dalam penyelesaian sengketa, diperlukan kerangka hukum 

yang jelas dan adaptif untuk menangani kompleksitas yang muncul. Oleh karena itu, 
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pengembangan regulasi yang mampu mengakomodasi dinamika ini sangat penting untuk 

memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam perdagangan internasional yang semakin 

terdigitalisasi. Kolaborasi antarnegara dalam merumuskan regulasi yang komprehensif untuk 

perdagangan internasional berbasis teknologi menjadi sangat penting. Keharmonisan antara 

inovasi teknologi dan perlindungan hukum merupakan tantangan utama dalam membangun 

fondasi yang kokoh bagi perdagangan internasional di era digital ini. 

Era digital saat ini telah membawa transformasi teknologi yang signifikan, 

mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, termasuk hukum dagang internasional. 

Teknologi telah menjadi pendorong utama bagi perubahan besar dalam cara kita berinteraksi, 

bertransaksi, serta memahami dan menerapkan hukum. Dalam konteks hukum dagang 

internasional, perubahan ini membawa tantangan dan peluang baru yang sebelumnya tidak 

ada. Munculnya teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan komputasi awan telah 

mengubah cara kita memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang secara 

drastis.  

Transaksi yang dulu memerlukan waktu dan sumber daya besar kini dapat diselesaikan 

dalam hitungan detik, meskipun terpisah oleh jarak geografis yang jauh. Namun, 

perkembangan teknologi ini juga menimbulkan tantangan baru dalam hal yurisdiksi, 

perlindungan konsumen, dan hak kekayaan intelektual. Sebagai respons terhadap 

perkembangan tersebut, hukum dagang internasional perlu beradaptasi. Kerangka hukum 

yang ada, seperti perjanjian perdagangan internasional dan peraturan yang ditetapkan oleh 

organisasi perdagangan dunia, mungkin tidak lagi memadai untuk menghadapi tantangan baru 

yang dibawa oleh teknologi. Contohnya, pertanyaan mengenai di mana transaksi e-commerce 

dianggap terjadi secara hukum menjadi membingungkan, mengingat transaksi tersebut dapat 

melibatkan konsumen dari berbagai negara dengan peraturan yang berbeda. 

Masalah privasi dan keamanan data semakin menjadi perhatian utama seiring dengan 

kemampuan teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data konsumen 

dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini menuntut adanya standar yang 

jelas dalam melindungi data pribadi dan mengatur transfer data antarnegara. Namun, 

perbedaan regulasi di setiap negara sering kali menimbulkan sengketa yang kompleks dalam 

perdagangan internasional. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan 

transformasi dalam hukum dagang internasional yang selaras dengan perkembangan 

teknologi. Transformasi ini tidak hanya mencakup penyesuaian regulasi, tetapi juga 

pemahaman baru tentang cara hukum harus diterapkan dalam konteks yang semakin digital. 

Dalam hal ini, kolaborasi antarnegara untuk mengembangkan regulasi yang komprehensif 

menjadi sangat penting. Menemukan keseimbangan antara kebutuhan akan inovasi teknologi 

dan perlindungan hukum adalah tantangan besar yang harus dihadapi dalam membangun 

fondasi yang kokoh untuk perdagangan internasional di era digital ini. 

Dampak Transformasi Teknologi Terhadap Pasar 

Era teknologi yang terus berkembang telah membawa dampak besar pada regulasi 

perdagangan internasional, terutama dengan munculnya inovasi seperti kecerdasan buatan 
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(AI) dan teknologi blockchain. Sebelumnya, regulasi perdagangan internasional cenderung 

bersifat tradisional dan kurang mempertimbangkan dinamika pasar yang dihasilkan oleh 

kemajuan teknologi. Namun, dengan hadirnya teknologi-teknologi tersebut, paradigma 

regulasi perdagangan internasional kini berubah secara signifikan. 

Kecerdasan buatan memberikan dampak besar dalam pengelolaan data, analisis risiko, 

dan pemantauan transaksi perdagangan. AI dapat digunakan untuk memprediksi tren pasar, 

mendeteksi potensi risiko atau penipuan, serta mengelola data konsumen secara lebih efisien. 

Di sisi lain, teknologi blockchain menyediakan sistem yang terdesentralisasi dan aman untuk 

melacak dan memverifikasi transaksi internasional. Blockchain memungkinkan transparansi 

dan keamanan transaksi yang lebih tinggi, serta mengurangi biaya transaksi lintas negara, yang 

sebelumnya seringkali terhambat oleh perbedaan regulasi dan biaya tinggi. 

Di Indonesia, sektor swasta dan pemerintah sedang mempercepat adopsi teknologi 

blockchain untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan, seperti dalam verifikasi sertifikat 

pendidikan, penyimpanan data medis, dan sistem pembayaran. Ini merupakan langkah 

signifikan dalam memperkuat infrastruktur teknologi dan mempercepat transformasi ekonomi 

digital. 

Namun, meskipun transformasi ini membawa banyak keuntungan, terdapat beberapa 

tantangan yang harus diatasi. Salah satunya adalah regulasi yang belum jelas dan ambigus, 

serta permasalahan terkait perpajakan dan rendahnya literasi digital di banyak sektor. Di 

Indonesia, kesenjangan keterampilan, perubahan kebutuhan tenaga kerja, serta infrastruktur 

yang terbatas menjadi hambatan besar dalam adopsi teknologi baru. Oleh karena itu, 

dukungan dari pemerintah dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mempercepat 

transformasi ini. 

Secara global, bisnis dan pemerintah juga sedang mengembangkan strategi untuk 

memanfaatkan potensi ekonomi digital yang dibawa oleh teknologi-teknologi seperti 

blockchain dan AI. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan akses internet dan 

perbedaan infrastruktur tetap menjadi hambatan. Akan tetapi, transformasi digital global 

tetap menciptakan peluang bisnis dan kemitraan global yang menguntungkan. 

Selain itu, di Indonesia, adopsi teknologi blockchain juga menghadapi hambatan terkait 

dengan pemahaman yang masih terbatas di kalangan sebagian besar populasi. Oleh karena 

itu, pendidikan dan pelatihan menjadi kunci untuk meningkatkan literasi digital dan 

mendorong percepatan adopsi teknologi ini. 

Di sektor bisnis, banyak perusahaan multinasional, termasuk yang berbasis di Jakarta, 

telah mengadopsi teknologi mutakhir seperti AI, analisis data, dan blockchain untuk 

meningkatkan praktik akuntansi dan efisiensi operasional. Penelitian menunjukkan bahwa 

tingkat adopsi teknologi ini cukup tinggi, dengan tujuan utama untuk memperoleh keunggulan 

kompetitif dan meningkatkan akurasi serta efisiensi. Namun, tantangan besar yang dihadapi 

adalah terkait dengan privasi data dan manajemen perubahan dalam organisasi. 

Secara keseluruhan, transformasi digital yang dipicu oleh teknologi seperti AI dan 

blockchain memiliki dampak besar pada perdagangan internasional, baik di Indonesia maupun 
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secara global. Meskipun terdapat tantangan yang perlu diatasi, peluang yang dihasilkan jauh 

lebih besar. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, 

termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, dalam mempercepat adopsi teknologi ini 

untuk membangun fondasi yang lebih kokoh bagi ekonomi digital global di masa depan. 

Transformasi peraturan hukum dagang di Indonesia dalam era digital mencerminkan 

pergeseran signifikan dalam pendekatan terhadap keamanan data, terutama dengan adopsi 

teknologi blockchain. Seiring dengan percepatan digitalisasi, baik pemerintah maupun sektor 

swasta di Indonesia sedang berupaya untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan 

peluang yang ditawarkan oleh revolusi digital. Salah satu aspek paling penting dari perubahan 

ini adalah penggunaan teknologi blockchain, yang tidak hanya meningkatkan keamanan data 

dalam hukum dagang, tetapi juga berperan sebagai pendorong utama dalam mempercepat 

transformasi digital secara keseluruhan. 

Adopsi blockchain di Indonesia terlihat pada beberapa proyek yang telah dilaksanakan, 

seperti verifikasi sertifikat pendidikan, penyimpanan data medis, dan sistem pembayaran. 

Teknologi ini membawa banyak potensi untuk memperbaiki efisiensi, transparansi, dan 

kepercayaan dalam transaksi perdagangan internasional. Blockchain, dengan sifat 

terdesentralisasi dan kemampuannya untuk memverifikasi transaksi secara aman, 

memberikan fondasi yang kuat untuk meningkatkan kepercayaan pelaku bisnis dalam 

menghadapi dinamika pasar global yang semakin kompleks. 

Namun, implementasi blockchain dan transformasi digital di Indonesia masih 

menghadapi sejumlah tantangan. Regulasi yang belum jelas, keterbatasan infrastruktur, dan 

kurangnya pemahaman tentang teknologi blockchain di kalangan banyak pihak menjadi 

hambatan signifikan. Selain itu, persoalan akses internet yang belum merata dan rendahnya 

literasi digital turut menghambat proses transformasi digital. Keamanan data pribadi dan 

perlindungan konsumen juga menjadi perhatian utama dalam upaya membangun ekosistem 

digital yang aman dan dapat dipercaya. 

Untuk itu, diperlukan kebijakan yang mendukung transformasi digital di Indonesia 

dengan memperhatikan iklim usaha dan memberikan kepastian hukum. Dukungan ini juga 

harus didorong oleh kebijakan yang terintegrasi dengan upaya ASEAN dalam mendukung 

transformasi digital regional. Kolaborasi antarnegara dalam mengembangkan regulasi yang 

komprehensif juga menjadi penting untuk menjaga keharmonisan dan kesetaraan dalam 

perdagangan internasional yang semakin terdigitalisasi. 

Di sisi lain, teknologi kecerdasan buatan (AI) juga memainkan peran penting dalam 

mendorong perkembangan regulasi perdagangan internasional. AI memungkinkan analisis 

data yang lebih canggih dan dapat memprediksi pola pasar dengan lebih akurat. Ini 

memungkinkan regulator untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul dan 

menyesuaikan kebijakan secara dinamis. Namun, penggunaan AI juga memunculkan berbagai 

tantangan terkait privasi dan etika, seperti perlindungan data pribadi dan kemungkinan 

penyalahgunaan informasi konsumen. 
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Teknologi blockchain dan AI, meskipun membawa banyak manfaat, juga memunculkan 

pertanyaan-pertanyaan penting dalam konteks regulasi internasional. Misalnya, terkait 

dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, transparansi dalam rantai pasokan, serta 

perlindungan konsumen di pasar global yang semakin terhubung. Di satu sisi, blockchain 

menawarkan transparansi dan kejelasan dalam proses perdagangan internasional, namun 

tantangan muncul dalam penyesuaian hukum untuk teknologi baru ini, mengingat banyak 

negara yang belum memiliki regulasi yang memadai untuk mengatur penggunaannya secara 

efektif. 

Secara keseluruhan, meskipun tantangan-tantangan ini signifikan, transformasi digital 

membawa banyak peluang yang dapat membantu Indonesia mempercepat adopsi teknologi 

dan mengoptimalkan perdagangan internasional. Dengan kebijakan yang tepat, investasi 

dalam infrastruktur, dan peningkatan literasi digital, Indonesia dapat memanfaatkan teknologi 

blockchain dan AI untuk menciptakan sistem hukum dagang yang lebih adaptif, responsif, dan 

aman di era digital ini. 
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BAB 5 

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN INTERNASIONAL 
 

 

Sistem atau metode pembayaran internasional adalah cara atau mekanisme yang 

digunakan untuk menyelesaikan pembayaran terkait transaksi ekonomi atau perdagangan 

internasional antara negara-negara. Metode ini penting dalam memastikan kelancaran dan 

keamanan aliran dana antarnegara yang terlibat dalam transaksi perdagangan internasional. 

 

5.1 LETTER OF CREDIT DAN RISIKO TRANSAKSI 

Letter of Credit (L/C) adalah sebuah surat pemberitahuan kredit yang digunakan 

sebagai jaminan pembayaran dari bank penerbit kepada eksportir, dengan syarat eksportir 

memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Pembayaran melalui L/C hanya dapat dilakukan jika 

dokumen yang diserahkan sesuai dengan kesepakatan atau kontrak yang telah dibuat antara 

pihak-pihak terkait. Dalam praktiknya, L/C melibatkan minimal empat kontrak, yaitu kontrak 

jual-beli, kontrak penerbitan L/C, L/C itu sendiri, dan kontrak keagenan. Namun, dalam 

pelaksanaannya, transaksi pembayaran ini tetap bergantung pada kesesuaian dokumen yang 

diserahkan dengan persyaratan yang telah disepakati. 

Peristiwa ini menurunkan kredibilitas perusahaan Indonesia dalam penggunaan Letter 

of Credit (L/C). L/C sendiri terdiri dari berbagai jenis yang memiliki karakteristik dan tujuan 

yang berbeda, antara lain: 

a. Revocable L/C: L/C jenis ini dapat diubah atau dibatalkan kapan saja oleh importir atau 

bank importir tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada eksportir, yang dapat 

menimbulkan risiko bagi eksportir karena tidak terjaminnya pembayaran. 

b. Irrevocable L/C: Jenis ini tidak dapat dibatalkan oleh siapa pun, termasuk oleh importir, 

eksportir, atau bank penerbit L/C, sehingga memberikan jaminan lebih besar bagi 

eksportir. 

c. Straight L/C: L/C ini mengatur kewajiban bank penerbit untuk membayar wesel 

langsung kepada eksportir. Jika ada nominated bank, perannya hanya untuk 

mengumpulkan dokumen dan meminta pembayaran kepada bank penerbit. 

d. Negotiation L/C: Jenis L/C yang memberikan hak kepada bank penerbit untuk 

menunjuk nominated bank yang berperan dalam negosiasi antara pembeli dan penjual. 

e. Acceptance L/C: L/C ini memberikan wewenang kepada bank penerbit untuk memberi 

kuasa kepada nominated bank dalam menerima pembayaran yang kemudian 

diteruskan kepada eksportir. 

f. Confirmed L/C: Jenis L/C yang memungkinkan bank koresponden untuk menjamin 

pembayaran L/C, baik kepada bank lain atau langsung kepada eksportir. 
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g. Unconfirmed L/C: Dalam jenis ini, bank penerbit menunjuk advising bank untuk 

meneruskan L/C kepada eksportir, namun advising bank tidak bertanggung jawab atas 

pembayaran. 

h. Restricted L/C: L/C yang menetapkan bank tertentu untuk melakukan pembayaran, 

penerimaan wesel, atau negosiasi dokumen sesuai dengan syarat yang tercantum. 

i. Transferable L/C: L/C yang memungkinkan eksportir pertama untuk meminta 

nominated bank memindahkan sebagian atau seluruh nilai L/C kepada eksportir lain. 

j. Back to Back L/C: Jenis L/C yang dibuka oleh bank atas permintaan importir, 

berdasarkan master L/C yang diterima dari bank lain. Importir berfungsi ganda sebagai 

eksportir untuk master L/C ini. 

k. Revolving L/C: L/C yang dapat digunakan kembali dalam jumlah dan waktu tertentu 

tanpa perubahan syarat yang signifikan atau tanpa perlu amandemen. 

l. Red Clause L/C: Jenis L/C yang memberikan wewenang kepada bank yang 

mengonfirmasi untuk melakukan pembayaran di muka kepada eksportir sebelum 

dokumen sesuai dengan persyaratan L/C diserahkan. 

Dengan berbagai jenis L/C tersebut, eksportir dan importir dapat memilih jenis yang sesuai 

dengan kebutuhan dan tingkat jaminan yang diinginkan. 

Selain Letter of Credit (L/C), terdapat beberapa metode pembayaran lain yang sering 

digunakan dalam transaksi ekspor-impor. Masing-masing metode pembayaran memiliki 

kelebihan dan kekurangan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pihak 

yang terlibat dalam transaksi internasional. Berikut adalah beberapa metode pembayaran 

yang umum digunakan dalam perdagangan internasional: 

1. Pembayaran Tunai (Cash Payment) 

• Definisi: Pembayaran dilakukan secara langsung dengan menggunakan mata uang yang 

disepakati antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, pembayaran dilakukan 

terlebih dahulu sebelum barang dikirim atau transaksi diselesaikan. 

• Kelebihan: Mudah dan cepat. 

• Kekurangan: Risiko tinggi bagi eksportir, terutama jika pembeli tidak dapat diandalkan. 

2. Transfer Bank (Bank Transfer) 

• Definisi: Pembayaran dilakukan melalui sistem perbankan, di mana pembeli 

mentransfer dana ke rekening bank eksportir. Transfer ini bisa dilakukan melalui 

jaringan internasional seperti SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication). 

• Kelebihan: Pembayaran yang lebih aman dan terdokumentasi. 

• Kekurangan: Dapat memakan waktu dan biaya tergantung pada bank yang terlibat dan 

lokasi. 

3. Dokumen terhadap Pembayaran (Documents Against Payment - D/P) 

• Definisi: Dalam metode ini, eksportir menyerahkan dokumen yang terkait dengan 

barang (seperti faktur, bill of lading, dan dokumen lainnya) kepada bank yang ditunjuk, 
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dan pembayaran dilakukan hanya setelah pembeli melunasi jumlah yang tertera dalam 

dokumen tersebut. 

• Kelebihan: Mengurangi risiko bagi eksportir karena dokumen yang diperlukan untuk 

mengambil barang hanya diberikan setelah pembayaran diterima. 

• Kekurangan: Pembeli harus melakukan pembayaran di muka, yang mungkin tidak 

disukai oleh pembeli jika mereka belum menerima barang. 

4. Dokumen terhadap Akseptasi (Documents Against Acceptance - D/A) 

• Definisi: Pembeli menerima dokumen dan barang tetapi berjanji untuk membayar 

pada tanggal yang telah disepakati di masa depan. Dalam hal ini, pembeli 

menandatangani wesel atau janji pembayaran sebagai tanda kesepakatan untuk 

membayar. 

• Kelebihan: Pembeli mendapatkan barang lebih awal tanpa harus membayar di muka. 

• Kekurangan: Risiko tinggi bagi eksportir, karena pembeli dapat menunda atau tidak 

membayar setelah menerima barang. 

5. Open Account (Akun Terbuka) 

• Definisi: Pembeli menerima barang dan membayar dalam jangka waktu tertentu 

setelah pengiriman, misalnya dalam 30, 60, atau 90 hari. Sistem ini biasanya digunakan 

dalam hubungan bisnis yang telah lama dan terpercaya. 

• Kelebihan: Lebih menguntungkan bagi pembeli, karena mereka mendapatkan waktu 

lebih untuk membayar setelah barang diterima. 

• Kekurangan: Risiko tinggi bagi eksportir, karena tidak ada jaminan pembayaran hingga 

batas waktu yang disepakati. 

6. PayPal dan Pembayaran Elektronik 

• Definisi: Sistem pembayaran digital seperti PayPal, Stripe, atau platform lainnya 

memungkinkan pembayaran instan antarnegara dengan menggunakan kartu kredit, 

debit, atau saldo rekening digital. Beberapa platform memungkinkan transaksi dalam 

mata uang asing. 

• Kelebihan: Cepat, efisien, dan relatif murah, terutama untuk transaksi kecil dan 

menengah. 

• Kekurangan: Tidak semua negara atau bisnis besar menerima metode pembayaran ini, 

dan risiko penipuan online bisa meningkat. 

7. Cryptocurrency (Misalnya, Bitcoin) 

• Definisi: Cryptocurrency, seperti Bitcoin, memungkinkan transaksi internasional tanpa 

melibatkan bank atau lembaga keuangan tradisional. Sistem berbasis blockchain yang 

aman digunakan untuk memastikan validitas transaksi. 

• Kelebihan: Transaksi cepat, biaya rendah, dan mengurangi ketergantungan pada bank 

atau sistem pembayaran tradisional. 

• Kekurangan: Volatilitas harga yang tinggi, adopsi yang terbatas, dan masalah hukum 

terkait regulasi di beberapa negara. 

8. Trade Credit (Kredit Perdagangan) 
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• Definisi: Pembayaran dilakukan dengan cara eksportir memberikan kredit kepada 

pembeli untuk jangka waktu tertentu, biasanya dalam bentuk faktur yang harus dibayar 

setelah beberapa bulan. 

• Kelebihan: Membantu pembeli untuk mendapatkan barang tanpa harus membayar di 

muka. 

• Kekurangan: Risiko bagi eksportir jika pembeli gagal melakukan pembayaran tepat 

waktu. 

9. Prepayment (Pembayaran di Muka) 

• Definisi: Pembeli melakukan pembayaran penuh atau sebagian di muka sebelum 

barang dikirim atau layanan diberikan. 

• Kelebihan: Menjamin pembayaran untuk eksportir sebelum pengiriman barang. 

• Kekurangan: Pembeli berisiko jika barang yang dijanjikan tidak dikirim atau tidak sesuai 

dengan kesepakatan. 

Setiap metode pembayaran ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, 

dan pilihan metode tergantung pada berbagai faktor seperti hubungan antara eksportir dan 

importir, jenis barang yang diperdagangkan, serta tingkat kepercayaan antara kedua belah 

pihak. Pemilihan metode yang tepat dapat membantu meminimalkan risiko dan 

memperlancar proses perdagangan internasional. 

 

5.2 RISIKO TRANSAKSI 

Letter of Credit (L/C) adalah instrumen pembayaran dalam perdagangan internasional 

yang diterbitkan oleh bank atas permintaan pembeli (importir) untuk menjamin pembayaran 

kepada penjual (eksportir) setelah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam L/C. 

Meskipun L/C dirancang untuk mengurangi risiko ketidakpastian dalam transaksi internasional, 

tetap ada sejumlah risiko yang perlu dipahami oleh semua pihak yang terlibat. 

Pihak yang Terlibat dalam L/C 

1. Buyer/Importir: Meminta bank untuk menerbitkan L/C sebagai jaminan pembayaran. 

2. Seller/Eksportir: Menerima pembayaran setelah memenuhi persyaratan dokumen 

dalam L/C. 

3. Issuing Bank: Bank yang menerbitkan L/C atas nama pembeli. 

4. Advising/Negotiating Bank: Bank yang meneruskan L/C ke eksportir dan memverifikasi 

keaslian dokumen. 

Risiko Utama dalam Transaksi L/C 

1. Risiko bagi Buyer (Importir) 

• Barang Tidak Sesuai Kontrak: Seller bisa mengirim barang yang tidak sesuai dengan 

spesifikasi dalam L/C meskipun dokumen dinyatakan lengkap. 

• Keterlambatan Pengiriman: Jika seller terlambat memenuhi tenggat waktu 

pengiriman, L/C bisa kedaluwarsa sebelum barang tiba. 

• Penipuan (Fraud): Dokumen palsu atau manipulasi informasi bisa membuat pembeli 

membayar untuk barang yang tidak ada. 
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2. Risiko bagi Seller (Eksportir) 

• Ketidaksesuaian Dokumen: Bank dapat menolak pembayaran jika ada kesalahan kecil 

dalam dokumen (misalnya kesalahan dalam penulisan nomor PO atau tanggal 

pengiriman), meskipun barang telah dikirim. 

• Risiko Kredit Bank: Jika issuing bank gagal bayar atau mengalami likuidasi, eksportir 

bisa gagal menerima pembayaran. 

• Perubahan Regulasi Negara Buyer: Kebijakan baru di negara importir, seperti 

pembatasan impor atau perubahan peraturan devisa, dapat menghambat proses 

pembayaran. 

3. Risiko bagi Bank 

• Penipuan Dokumen: Bank dapat menjadi korban penipuan jika dokumen yang 

diserahkan terbukti palsu. 

• Risiko Negara: Ketidakstabilan politik atau ekonomi di negara buyer, seperti sanksi 

internasional atau krisis valuta, dapat mengganggu transfer dana. 

• Likuiditas: Issuing bank bisa kesulitan memenuhi kewajiban jika buyer gagal 

menyediakan dana tepat waktu. 

4. Risiko Operasional 

• Kesalahan Administrasi: Kesalahan dalam penyusunan L/C atau kelalaian dalam 

memeriksa dokumen dapat menyebabkan penundaan atau penolakan pembayaran. 

• Perbedaan Interpretasi: Syarat dalam L/C yang ambigu dapat menyebabkan 

perselisihan antara buyer, seller, dan bank. 

• Keterlambatan Proses Bank: Proses verifikasi dokumen yang lambat atau masalah 

teknis (seperti kesalahan sistem bank) bisa menghambat transaksi. 

Mitigasi Risiko 

1. Kehati-hatian dalam Penyusunan L/C: Pastikan syarat dan dokumen yang diminta 

jelas, spesifik, dan realistis (misalnya Incoterms, tenggat waktu, dan deskripsi barang).  

2. Verifikasi Reputasi Pihak Lawan: Buyer dan seller perlu mengecek rekam jejak mitra 

bisnis dan bank yang terlibat. 

3. Asuransi Kredit Ekspor (Export Credit Insurance): Seller bisa membeli asuransi untuk 

melindungi diri dari risiko gagal bayar atau kebangkrutan buyer. 

4. Penggunaan Bank Terpercaya: Pilih bank dengan reputasi baik dan jaringan 

internasional untuk mengurangi risiko kredit. 

5. Pemeriksaan Dokumen oleh Profesional: Gunakan jasa konsultan atau freight 

forwarder untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan dokumen. 

Contoh Kasus Risiko L/C 

• Kasus Penipuan Dokumen: Seorang eksportir mengirimkan dokumen pengiriman 

palsu untuk barang yang tidak pernah dikirim, sehingga buyer membayar tetapi tidak 

menerima barang. 
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• Kasus Ketidaksesuaian Dokumen (Discrepancy): Dokumen invoice mencantumkan 

"100 karung beras" sementara L/C menyebutkan "100 kardus beras", yang 

menyebabkan bank menolak pembayaran. 

Kesimpulan 

Letter of Credit tetap menjadi alat vital dalam perdagangan internasional, tetapi 

risikonya harus dikelola dengan hati-hati. Kunci keberhasilan transaksi L/C adalah ketelitian 

dalam penyusunan dokumen, komunikasi yang jelas antara pihak-pihak terkait, serta 

pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban masing-masing. Dengan mitigasi risiko yang 

tepat, L/C dapat menjadi jembatan yang aman bagi buyer dan seller dalam bertransaksi lintas 

batas. 

 

5.2 FINTECH DAN INOVASI DALAM SISTEM PEMBAYARAN 

Financial Technology (Fintech) adalah penggunaan teknologi digital untuk 

meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam layanan keuangan, termasuk dalam sistem 

pembayaran internasional. Fintech telah mengubah cara transaksi lintas negara dilakukan 

dengan menawarkan solusi yang lebih cepat, murah, dan aman dibandingkan sistem 

pembayaran tradisional. Contohnya: Seorang freelancer di India menerima pembayaran dari 

klien di Amerika Serikat melalui PayPal, yang memungkinkan transaksi cepat tanpa harus 

membuka rekening bank internasional. Dengan teknologi Blockchain, perusahaan di Jepang 

dapat mengirim pembayaran kepada pemasoknya di Korea Selatan dalam hitungan menit 

melalui RippleNet, tanpa melibatkan bank sebagai perantara. 

Regulasi Anti Pencucian Uang dalam Perdagangan 

Pencucian uang dalam perdagangan internasional adalah praktik menyamarkan 

sumber uang ilegal dengan menggunakan transaksi perdagangan sebagai media untuk 

menyamarkan aliran dana. Regulasi Anti Money Laundering (AML) bertujuan untuk mencegah 

dan mendeteksi praktik ini dalam sistem keuangan global. Contohnya: Seorang pengusaha 

fiktif membuka rekening bank di Swiss dengan menggunakan perusahaan cangkang untuk 

menyembunyikan identitasnya. Namun, karena adanya kebijakan Know Your Customer (KYC), 

bank Swiss mewajibkan identifikasi pemilik sebenarnya. Setelah transaksi mencurigakan 

terdeteksi melalui Suspicious Activity Reporting (SAR), pihak berwenang membekukan 

rekening tersebut dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. 

Regulasi anti pencucian uang (APU) dalam perdagangan bertujuan mencegah 

penyalahgunaan sistem keuangan dan transaksi bisnis untuk menyembunyikan atau 

memindahkan dana hasil kejahatan (seperti korupsi, narkotika, atau terorisme) agar terlihat 

sebagai kekayaan legal. Dalam konteks perdagangan, praktik pencucian uang sering terjadi 

melalui trade-based money laundering (TBML), seperti manipulasi nilai barang (over/under-

invoicing), pengiriman fiktif, atau transaksi rekayasa antar pihak terkait. Untuk mengatasi hal 

ini, regulasi APU mewajibkan pelaku usaha dan lembaga keuangan melakukan due diligence 

(pemeriksaan latar belakang mitra bisnis), know your customer (KYC), dan pelaporan transaksi 

mencurigakan ke otoritas berwenang, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
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(PPATK) di Indonesia. Regulasi ini juga mengacu pada standar internasional seperti FATF 

(Financial Action Task Force), yang menetapkan 40 rekomendasi untuk memerangi pencucian 

uang dan pendanaan terorisme. Di Indonesia, regulasi APU diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yang 

memberikan sanksi pidana dan denda berat bagi pelanggar. Kepatuhan terhadap regulasi ini 

tidak hanya melindungi sistem keuangan dari kejahatan terorganisir tetapi juga menjaga 

reputasi bisnis, stabilitas ekonomi, dan keamanan nasional. 

Regulasi anti pencucian uang (APU) dalam perdagangan merupakan bagian krusial dari 

upaya global untuk memutus mata rantai kejahatan finansial yang memanfaatkan aktivitas 

bisnis sebagai kedok. Pencucian uang melalui perdagangan, atau trade-based money 

laundering (TBML), sering terjadi karena kompleksitas transaksi lintas negara dan volume 

perdagangan yang besar, sehingga memudahkan penyamaran aliran dana ilegal. Praktik TBML 

umumnya dilakukan dengan cara memanipulasi dokumen perdagangan, seperti menyesuaikan 

nilai invoice (over-invoicing atau under-invoicing) untuk menghindari pajak atau 

menyembunyikan keuntungan ilegal, mengirim barang fiktif atau tidak sesuai dengan 

deskripsi, atau menggunakan perusahaan cangkang untuk transaksi rekayasa. Misalnya, 

seorang pelaku dapat mengimpor barang dengan nilai yang jauh lebih tinggi dari harga pasar, 

sehingga selisih dana yang dibayarkan ke mitra fiktif di luar negeri menjadi cara untuk 

memindahkan uang kotor ke sistem keuangan legal.   

Di Indonesia, UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU menjadi dasar hukum utama yang 

memberikan sanksi tegas, baik pidana (hingga 20 tahun penjara) maupun denda (miliaran 

rupiah), bagi individu atau korporasi yang terlibat pencucian uang. Regulasi ini juga 

mewajibkan lembaga keuangan dan entitas bisnis tertentu untuk memiliki sistem manajemen 

risiko APU yang terintegrasi, termasuk pelatihan karyawan dan audit internal. Namun, 

implementasi regulasi ini menghadapi tantangan seperti dinamika modus operandi kejahatan 

yang terus berkembang, keterbatasan sumber daya otoritas dalam memantau jutaan 

transaksi, serta kesulitan menelusuri aliran dana lintas negara yang melibatkan yurisdiksi 

dengan regulasi longgar. Oleh karena itu, kolaborasi multidisiplin antara pemerintah, sektor 

swasta, dan lembaga internasional menjadi kunci untuk memperkuat efektivitas regulasi, 

sekaligus menjaga integritas sistem keuangan global dan stabilitas ekonomi nasional. 

Regulasi anti pencucian uang (APU) memainkan peran penting dalam memerangi 

kejahatan finansial global, khususnya dalam konteks trade-based money laundering (TBML). 

Modus operandi TBML, seperti manipulasi nilai invoice (over/under-invoicing), pengiriman 

barang fiktif, dan penggunaan perusahaan cangkang (shell company), memanfaatkan 

kerumitan transaksi internasional untuk menyembunyikan aliran dana ilegal. Misalnya, pelaku 

dapat mengimpor barang seperti minyak, emas, atau barang mewah dengan nilai yang tidak 

wajar, yang memungkinkan selisih dana dialihkan ke jaringan kriminal. Untuk mendeteksi 

praktik ini, teknologi seperti big data analytics dan kecerdasan buatan (AI) mulai dimanfaatkan 

guna memantau pola transaksi mencurigakan, seperti perubahan volume perdagangan yang 

drastis atau ketidaksesuaian antara dokumen dan realitas fisik barang. 
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Namun, tantangan tetap ada, termasuk dinamika modus kejahatan yang terus 

beradaptasi serta keterbatasan sumber daya dalam penegakan hukum. Sebuah studi 

komparatif menunjukkan bahwa regulasi APU di Uni Eropa lebih ketat dalam hal transparansi 

kepemilikan perusahaan dan sanksi pidana. Sementara itu, Indonesia masih berusaha 

menyelaraskan peraturan dengan standar internasional, seperti yang tercantum dalam 

rekomendasi FATF. Kerja sama lintas negara juga sangat penting, terutama dalam pertukaran 

informasi intelijen keuangan antar-otoritas di kawasan ASEAN, untuk memantau aliran dana 

yang melibatkan negara tax haven atau yurisdiksi longgar. 

Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi APU sering dihadapkan pada dilema antara 

penegakan hukum dan pertumbuhan bisnis, terutama dalam sektor perdagangan digital yang 

rentan terhadap manipulasi melalui transaksi anonim. Untuk mengatasi hal ini, Pusat 

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berperan aktif dalam mengedukasi pelaku 

usaha, memperkuat audit internal, dan mendorong inovasi regulasi yang dapat beradaptasi 

dengan perkembangan teknologi. Dengan pendekatan multidisiplin mulai dari penguatan 

sistem hukum, pemanfaatan teknologi, hingga kolaborasi global di harapkan regulasi APU tidak 

hanya memutus mata rantai kejahatan finansial, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi dan 

kepercayaan pasar dalam jangka panjang. 
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BAB 6 

TRANSPORTASI DAN LOGISTIK INTERNASIONAL 
 

6.1 PENDAHULUAN 

 

 
Gambar 6.1 Transportasi Logistik 

 
Transportasi dan logistik internasional adalah sistem yang mencakup pergerakan 

barang dan jasa dari satu negara ke negara lain menggunakan berbagai moda transportasi 
serta proses manajemen rantai pasok yang mendukungnya. Tujuan utama dari transportasi 
dan logistik internasional adalah untuk memastikan barang dapat dikirim dengan efisien, tepat 
waktu, serta dengan biaya yang optimal. Sistem ini melibatkan berbagai pihak, termasuk 
penyedia jasa logistik, perusahaan pelayaran, maskapai penerbangan, dan penyedia 
transportasi darat. Selain itu, transportasi dan logistik internasional juga harus mematuhi 
regulasi global terkait perdagangan, bea cukai, serta standar keamanan dalam pengiriman 
barang lintas negara. Efisiensi dalam sistem ini sangat bergantung pada infrastruktur, 
teknologi, serta kebijakan perdagangan di masing-masing negara. 
Komponen Utama 

1. Moda Transportasi: 
❖ Laut: Digunakan untuk pengiriman barang dalam jumlah besar (seperti kontainer), 

dengan rute perdagangan utama dari Asia ke Eropa atau Amerika. 
❖ Udara: Diperlukan untuk pengiriman barang yang bernilai tinggi atau mudah rusak 

(misalnya vaksin atau makanan segar) serta pengiriman yang mendesak. 
❖ Darat: Truk dan kereta api menghubungkan pelabuhan dengan gudang atau pasar 

lokal, terutama di kawasan seperti ASEAN dan Uni Eropa. 
❖ Multimodal: Menggabungkan beberapa moda transportasi, misalnya pengiriman 

kontainer dari pabrik di China ke gudang di Jerman melalui kapal laut, truk, dan 
kereta api. 

2. Pemain Kunci: 

• Perusahaan Logistik Global: Seperti DHL, FedEx, Maersk, dan DB Schenker, yang 
menyediakan layanan door-to-door, mengelola pengiriman dari awal hingga akhir. 

• Freight Forwarder: Bertindak sebagai perantara yang mengatur transportasi, 
dokumentasi, dan pergudangan. 

• Otoritas Bea Cukai: Memastikan kepatuhan terhadap regulasi impor/ekspor, tarif, 
dan larangan barang. 
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3. Dokumentasi: 
❖ Bill of Lading (B/L): Kontrak pengiriman yang menunjukkan bukti kepemilikan 

barang dan kesepakatan antara pengirim dan operator transportasi. 
❖ Invoice Komersial: Berisi rincian harga, kuantitas, dan deskripsi barang yang 

dikirim. 
❖ Sertifikat Asal (Certificate of Origin): Menyatakan negara asal barang untuk 

keperluan tarif preferensial. 
❖ Dokumen Asuransi: Melindungi barang dari risiko kerusakan atau kehilangan 

selama perjalanan. 
4. Regulasi dan Tarif: 

✓ Incoterms: Standar internasional yang menetapkan tanggung jawab biaya dan 
risiko antara buyer dan seller, seperti EXW, FOB, CIF. 

✓ Bea Masuk dan Pajak: Tarif dan aturan impor/ekspor yang bervariasi antar negara, 
seperti bea masuk anti-dumping atau pembatasan impor tertentu. 

✓ Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA): Misalnya ASEAN Free Trade Area (AFTA), 
yang mengurangi hambatan tarif di kawasan Asia Tenggara. 

 
Tantangan Utama 

1. Kompleksitas Regulasi: Perbedaan kebijakan bea cukai, standar produk, dan larangan 
impor antar negara sering menyebabkan keterlambatan atau penolakan barang. 
Misalnya, produk pertanian yang diatur ketat untuk mencegah masuknya hama. 

2. Biaya dan Waktu: Biaya transportasi, terutama pengiriman udara, serta biaya 
tambahan (seperti penyimpanan dan penanganan) dapat mengurangi margin 
keuntungan. Keterlambatan di pelabuhan atau bandara berisiko mengganggu rantai 
pasok. 

3. Risiko Operasional: 
o Force Majeure: Bencana alam, pandemi, atau konflik (seperti di Laut China 

Selatan) yang mengganggu jalur logistik. 
o Kriminalitas: Pencurian kontainer atau pemalsuan dokumen yang masih menjadi 

masalah di beberapa wilayah. 
4. Teknologi dan Visibilitas: Kurangnya integrasi sistem pelacakan atau transparansi data 

menyulitkan pemantauan barang secara real-time. 
Peran Teknologi dalam Optimalisasi 

1. IoT dan GPS Tracking: Penggunaan sensor dan perangkat IoT memungkinkan 
pemantauan kondisi barang (seperti suhu atau kelembapan) serta lokasi secara real-
time, meningkatkan keamanan dan efisiensi. 

2. Blockchain: Teknologi ini membantu meningkatkan transparansi dan keamanan 
dokumen dalam logistik, seperti yang digunakan pada platform TradeLens (kolaborasi 
Maersk dan IBM). 

3. AI dan Big Data: Memanfaatkan kecerdasan buatan dan analisis data besar untuk 
memprediksi pola permintaan, mengoptimalkan rute pengiriman, dan 
mengidentifikasi potensi risiko. 

4. Digitalisasi Dokumen: Penggunaan e-Bill of Lading dan platform logistik digital 
(misalnya Flexport) mengurangi ketergantungan pada dokumen kertas, mempercepat 
proses dan mengurangi kemungkinan kesalahan. 

Contoh Kasus 
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• Krisis Kontainer Global (2020–2021): Lonjakan permintaan barang selama pandemi 
mengakibatkan kelangkaan kontainer, yang memicu kenaikan biaya pengiriman hingga 
300%. 

• Pemblokiran Kapal Ever Given di Terusan Suez (2021): Insiden ini mengganggu sekitar 
12% perdagangan global selama enam hari, menunjukkan kerentanannya rute logistik 
vital. 

• Logistik Vaksin COVID-19: Pengiriman vaksin COVID-19 memerlukan rantai dingin yang 
sangat presisi (-70°C), serta koordinasi yang cermat antara moda udara, laut, dan darat. 

Kesimpulan 
Transportasi dan logistik internasional adalah fondasi utama bagi ekonomi global, 

tetapi tantangan yang ada memerlukan strategi yang adaptif dan kolaboratif. Perusahaan perlu 
memahami regulasi yang berlaku, memanfaatkan teknologi terbaru, dan bekerja sama dengan 
penyedia logistik yang terpercaya. Di era digital ini, inovasi seperti blockchain dan AI menjadi 
kunci untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan rantai pasok global. 

Transportasi dan logistik internasional terus menghadapi dinamika yang dipengaruhi 
oleh perkembangan teknologi, perubahan regulasi, dan ketidakpastian global. Salah satu tren 
terkini adalah sustainability logistics, di mana perusahaan berupaya mengurangi jejak karbon 
dengan beralih ke kapal berbahan bakar rendah emisi, kendaraan listrik, atau rute pengiriman 
yang lebih efisien. Di sisi teknologi, digital twin (replika virtual rantai pasok) dan predictive 
analytics semakin dimanfaatkan untuk mensimulasikan risiko gangguan, seperti 
keterlambatan akibat cuaca buruk atau mogok kerja di pelabuhan.  

Namun, ketegangan geopolitik, seperti perang dagang AS-Tiongkok atau konflik di 
Ukraina, memaksa perusahaan untuk mendiversifikasi rute logistik dan mencari pelabuhan 
alternatif guna menghindari bottleneck. Di era e-commerce yang tumbuh pesat, permintaan 
akan last-mile delivery yang cepat dan terjangkau juga memicu inovasi, seperti penggunaan 
drone atau gudang otomatis. Meski demikian, tantangan seperti kenaikan biaya energi, 
kekurangan tenaga kerja terampil, dan ancaman siber pada sistem logistik digital tetap 
menghambat. Untuk tetap kompetitif, pelaku logistik perlu memadukan fleksibilitas 
operasional, investasi teknologi, dan kolaborasi dengan pemerintah dalam menyusun 
kebijakan yang mendukung ketahanan rantai pasok global. 
 
6.2 KONVENSI TRANSPORTASI LAUT 

 

 
Gambar 6.2 Bisnis Transportasi Laut 
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Konvensi transportasi laut merujuk pada berbagai perjanjian internasional yang 
mengatur aspek hukum, keselamatan, dan perlindungan lingkungan dalam kegiatan pelayaran 
dan transportasi laut. Konvensi-konvensi ini berfungsi sebagai kerangka hukum global untuk 
memastikan kelancaran, keamanan, dan keberlanjutan aktivitas maritim yang melibatkan 
negara-negara di seluruh dunia. Berikut adalah penjelasan beberapa konvensi kunci yang 
memainkan peranan penting dalam industri pelayaran global. 
Konvensi SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) 

SOLAS adalah konvensi utama yang mengatur standar keselamatan kapal, 
perlengkapan navigasi, dan perlindungan awak kapal. Diterima secara luas sejak 1914, pasca-
tragedi Titanic, SOLAS mencakup ketentuan-ketentuan yang penting, seperti: 

• Persyaratan konstruksi kapal, termasuk penggunaan baja dan kompartemen kedap air 
untuk meningkatkan ketahanan kapal. 

• Sistem komunikasi darurat, seperti Global Maritime Distress and Safety System 
(GMDSS). 

• Pelatihan dan sertifikasi awak kapal untuk memastikan kesiapan mereka dalam situasi 
darurat. 

• Penggunaan peralatan keselamatan, seperti lifeboats dan Emergency Position-
Indicating Radio Beacons (EPIRB). 

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang memiliki jalur pelayaran yang sangat sibuk, 
menerapkan SOLAS untuk memastikan keselamatan kapal yang melintasi wilayah lautnya. 
Konvensi MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) 

MARPOL berfokus pada pencegahan polusi laut yang disebabkan oleh operasi kapal, 
termasuk pembuangan minyak, limbah, dan emisi gas buang. Konvensi ini terdiri dari enam 
annex yang meliputi: 

• Annex I: Pencegahan polusi oleh minyak, yang mencakup persyaratan pengelolaan dan 
pembuangan limbah minyak. 

• Annex VI: Pengurangan emisi gas rumah kaca (seperti CO₂, SOx) untuk memitigasi 
dampak lingkungan dari industri pelayaran. 
Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia mendorong 
penerapan konvensi MARPOL untuk melindungi ekosistem lautnya dari dampak polusi 
industri pelayaran. 

 
Konvensi STCW (International Convention on Standards of Training, Certification, and 
Watchkeeping for Seafarers) 

Konvensi STCW menetapkan standar kompetensi minimal bagi awak kapal, termasuk 
pelatihan, sertifikasi, dan pengaturan jam kerja. Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas 
sumber daya manusia di sektor maritim, sekaligus mencegah kecelakaan akibat kesalahan 
manusia. Di Indonesia, STCW diadopsi dalam regulasi pelatihan pelaut di lembaga seperti 
Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP). 
Konvensi UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) 

UNCLOS 1982 adalah "konstitusi laut" yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara 
dalam pemanfaatan dan pengelolaan laut. Beberapa aspek yang diatur dalam konvensi ini 
antara lain: 

• Batas teritorial negara (12 mil laut), Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang mencapai 200 
mil laut, dan landas kontinen. 

• Hak lintas damai kapal asing di laut teritorial negara. 
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• Mekanisme penyelesaian sengketa maritim yang terjadi antar negara (seperti sengketa 
di Laut China Selatan). 

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak pulau dan wilayah laut, 
menggunakan UNCLOS untuk memperkuat kedaulatan atas wilayah laut dan sumber daya 
alamnya. 
Konvensi Hamburg Rules dan Rotterdam Rules 

Konvensi-konvensi ini mengatur tanggung jawab hukum dalam pengangkutan barang 
melalui laut: 

• Hamburg Rules (1978): Mengatur kewajiban carrier (pengangkut) dan hak shipper 
(pengirim), termasuk kompensasi untuk kerusakan atau kehilangan barang selama 
pengangkutan. 

• Rotterdam Rules (2009): Memperbarui aturan-aturan lama dengan menambahkan 
ketentuan terkait multimodal transport (pengangkutan yang melibatkan moda darat, 
laut, dan udara) serta e-commerce dalam pengiriman barang. 
Meski kedua konvensi ini belum banyak diratifikasi, mereka tetap menjadi acuan 
penting dalam kontrak logistik internasional. 

Konvensi Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks (2007) 
Konvensi ini mengatur tanggung jawab negara dan pemilik kapal untuk menangani 

bangkai kapal yang dapat mengganggu navigasi atau merusak lingkungan laut. Indonesia, 
dengan ribuan pulau dan jalur pelayaran yang penting, menggunakan konvensi ini untuk 
membersihkan alur-alur laut strategis seperti Selat Malaka, yang menjadi jalur pelayaran 
utama. 
Tantangan Implementasi 

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi konvensi transportasi laut 
antara lain: 

• Kesenjangan Kapasitas: Negara berkembang sering kali menghadapi kesulitan dalam 
memenuhi standar teknis dan finansial yang ditetapkan oleh konvensi internasional. 

• Konflik Kepentingan: Misalnya, penolakan negara maju terhadap aturan emisi ketat di 
MARPOL Annex VI, yang dapat meningkatkan biaya operasional. 

• Penegakan Hukum: Banyak kapal yang menggunakan flag of convenience (seperti 
Panama atau Liberia) untuk menghindari regulasi ketat yang diberlakukan di negara 
asal mereka, sehingga menyulitkan penegakan hukum di beberapa kawasan. 

Peran Indonesia 
Sebagai negara maritim terbesar kedua di dunia, Indonesia memainkan peran penting 

dalam mematuhi dan mengimplementasikan konvensi-konvensi ini, dengan cara: 
• Menguatkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di bawah Kementerian 

Perhubungan untuk memonitor dan memastikan kepatuhan terhadap standar 
internasional. 

• Berpartisipasi aktif dalam organisasi internasional seperti IMO (International Maritime 
Organization), yang mengkoordinasikan implementasi konvensi-konvensi internasional 
di sektor maritim. 

• Meluncurkan program tol laut untuk meningkatkan konektivitas antar pulau dan 
revitalisasi pelabuhan guna mendukung keselamatan dan efisiensi pelayaran domestik. 

Kesimpulan 
Konvensi-konvensi transportasi laut memainkan peranan fundamental dalam tata 

kelola industri maritim global. Dengan mengatur aspek teknis, hukum, dan lingkungan, 
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konvensi-konvensi ini berupaya untuk memastikan operasi pelayaran yang aman, efisien, dan 
ramah lingkungan. Keberhasilan implementasi konvensi-konvensi tersebut sangat bergantung 
pada komitmen negara-negara di seluruh dunia untuk berkolaborasi, terutama dalam 
menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, digitalisasi, dan geopolitik yang terus 
memengaruhi sektor pelayaran global. 
 
6.3 TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA DAN MULTIMODAL 

Dalam transportasi udara dan multimodal, tanggung jawab pengangkut diatur oleh 
konvensi internasional dan peraturan nasional untuk memastikan perlindungan hak pengguna 
jasa. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai tanggung jawab pengangkut dalam kedua 
jenis transportasi ini: 

 

 
Gambar 6.3 layanan transportasi Logistik dan multimodal 

 
Tanggung Jawab Pengangkut Udara 

Tanggung jawab maskapai penerbangan terutama diatur oleh Konvensi Montreal 1999 
(yang menggantikan Konvensi Warsawa 1929), yang mengatur kewajiban pengangkut terkait 
keterlambatan, kehilangan, atau kerusakan barang dan penumpang. 

1. Liability terhadap Penumpang: 
❖ Maskapai bertanggung jawab atas cedera atau kematian penumpang hingga batas 

128.821 SDR (Special Drawing Rights, sekitar USD 175.000) per penumpang. Jika 
kerugian melebihi batas ini, maskapai dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika 
dapat membuktikan bahwa kecelakaan terjadi di luar kesalahan mereka. 

❖ Untuk keterlambatan penerbangan, maskapai wajib memberikan kompensasi 
hingga 5.346 SDR per penumpang. 

2. Liability terhadap Barang dan Bagasi: 
o Bagasi Tercatat: Jika bagasi hilang atau rusak, tanggung jawab maskapai terbatas 

hingga 1.288 SDR per penumpang. 
o Barang Kargo: Untuk barang kargo, liability maskapai maksimal adalah 22 SDR per 

kilogram. 
3. Pengecualian: 
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Maskapai dapat menghindari tanggung jawab jika membuktikan bahwa kerusakan atau 
kehilangan disebabkan oleh force majeure (bencana alam, perang) atau kesalahan 
penumpang itu sendiri. 

Tanggung Jawab Pengangkut Multimodal 
Transportasi multimodal (gabungan laut, udara, darat) lebih kompleks karena 

melibatkan beberapa operator dan moda transportasi. Tanggung jawab dalam multimodal 
diatur oleh Konvensi Multimodal 1980 dan UNCITRAL Rules on Multimodal Transport, 
meskipun belum semua negara meratifikasi konvensi ini. 
Prinsip Tanggung Jawab: 

Multimodal Transport Operator (MTO) memiliki tanggung jawab penuh atas barang 
yang diangkut dari titik asal hingga tujuan akhir, tanpa memandang moda transportasi yang 
digunakan, baik itu laut, udara, atau darat. Artinya, meskipun pengangkutan melibatkan 
beberapa moda, MTO tetap bertanggung jawab menjaga keselamatan dan kondisi barang 
sepanjang perjalanan.  

Namun, jika terjadi kerusakan atau kehilangan, MTO dapat dibebaskan dari tanggung 
jawab jika dapat membuktikan bahwa peristiwa tersebut terjadi di luar kendalinya atau 
disebabkan oleh kesalahan pihak ketiga, seperti operator subkontrak yang terlibat dalam 
transportasi. Prinsip ini memberikan jaminan bagi pengguna jasa bahwa ada satu pihak yang 
bertanggung jawab, meskipun ada berbagai operator yang terlibat dalam proses 
pengangkutan. 
Batas Liability: 

Jika lokasi kejadian tidak dapat dipastikan, batas liability akan mengacu pada moda 
transportasi yang paling dominan dalam perjalanan tersebut. Misalnya, jika perjalanan 
multimodal melibatkan moda laut dan udara, dan kerusakan terjadi namun lokasi pastinya 
tidak jelas, maka batas liability akan mengikuti aturan yang berlaku untuk moda transportasi 
yang lebih dominan. Jika kerusakan terjadi di laut, maka mengacu pada Konvensi Hague-Visby, 
yang memiliki batas liability hingga 666,67 SDR per kemasan. Sementara itu, jika kerusakan 
terjadi di udara, maka aturan yang berlaku adalah Konvensi Montreal, yang menetapkan batas 
tanggung jawab yang lebih spesifik terkait transportasi udara. 
Peran Kontrak: 
 Dalam kontrak multimodal, seperti through bill of lading, sering kali digunakan untuk 
mengatur pembagian tanggung jawab antar operator yang terlibat dalam pengiriman barang. 
Namun, penting untuk dicatat bahwa kontrak ini tidak boleh mengurangi hak pengguna jasa 
yang sudah dijamin oleh konvensi internasional. Dengan kata lain, meskipun kontrak 
multimodal dapat menentukan pembagian tanggung jawab antar pihak, hak-hak yang 
diberikan oleh konvensi seperti Konvensi Montreal atau Hague-Visby tetap berlaku dan harus 
dihormati, memastikan perlindungan bagi pengguna jasa transportasi. 
Perbandingan dan Tantangan 

Transportasi udara memiliki tanggung jawab pengangkut yang lebih pasti karena diatur 
oleh konvensi yang lebih universal, yaitu Konvensi Montreal. Meskipun demikian, batas liability 
yang ditetapkan oleh konvensi ini dianggap masih terlalu rendah, terutama untuk kasus 
kecelakaan fatal, seperti yang terjadi pada beberapa kecelakaan besar yang menyebabkan 
kerugian besar bagi penumpang dan keluarga mereka. Di sisi lain, transportasi multimodal 
menghadapi tantangan utama berupa fragmentasi hukum, karena setiap moda transportasi, 
seperti laut (Hague-Visby), darat (CMR), dan udara (Montreal), diatur oleh konvensi yang 
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berbeda. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan yurisdiksi yang tepat serta 
pembagian tanggung jawab yang adil jika terjadi sengketa antar pihak yang terlibat. 
Kasus Kontroversial dan Solusi 

1. Kecelakaan Pesawat: Maskapai penerbangan sering kali menghadapi tuntutan yang 
melebihi batas liability yang diatur dalam Konvensi Montreal, seperti dalam kasus Lion 
Air JT610 (2018), di mana keluarga korban menuntut kompensasi yang lebih tinggi 
daripada yang dijamin oleh konvensi. 

2. Kerugian dalam Transportasi Multimodal: Dalam transportasi multimodal, jika sebuah 
kontainer rusak saat transit di pelabuhan, MTO harus menelusuri operator mana yang 
bertanggung jawab. Solusi yang lebih modern menggunakan teknologi blockchain 
untuk melacak barang dan memperjelas tanggung jawab setiap pihak yang terlibat, 
dengan harapan dapat mengurangi sengketa dan meningkatkan transparansi. 

Kesimpulan 
Tanggung jawab pengangkut dalam transportasi udara dan multimodal memerlukan 

pemahaman yang mendalam mengenai konvensi internasional dan ketentuan dalam kontrak. 
Meskipun konvensi seperti Montreal dan Hague-Visby memberikan kerangka hukum yang 
jelas, dinamika dunia transportasi global, seperti digitalisasi dan integrasi moda, mendorong 
kebutuhan untuk revisi aturan agar lebih adaptif terhadap risiko modern. Bagi pengguna jasa, 
penting untuk memahami hak dan batasan liability yang berlaku sebelum memilih layanan 
transportasi untuk menghindari kebingungan atau kerugian yang tidak diinginkan. 
 
6.4 PERAN TRANSPORTASI MULTIMODA DALAM DAYA SAING LOGISTIK 

Angkutan multimoda memegang peranan penting dalam sistem transportasi nasional 
Indonesia, di mana kekuatan modal, kompetensi, jejaring, dan teknologi menjadi faktor utama 
yang mendukung keberhasilannya. Sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda, sistem ini mencakup angkutan barang yang 
melibatkan dua atau lebih moda transportasi yang berbeda, berdasarkan satu kontrak dan 
dokumen angkutan multimoda. Ini menjamin kelancaran pengiriman barang dari satu tempat 
ke tempat tujuan melalui berbagai moda transportasi yang saling terhubung. 

Pada tahun 2015, sektor angkutan barang di Indonesia didominasi oleh angkutan jalan, 
dengan pangsa sebesar 91,25%, sementara angkutan laut, kereta api, udara, dan sungai hanya 
berkontribusi masing-masing sebesar 7,07%, 0,63%, 0,05%, dan 0,01%. Pada tahun 2020, 
meskipun angkutan jalan masih mendominasi dengan kontribusi sebesar 90,4%, sektor 
transportasi laut dan kereta api tetap memiliki peran penting, meskipun lebih kecil. 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor transportasi dan pergudangan 
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2019 mencapai 5,57% atau setara dengan Rp 
881,7 Triliun, yang menunjukkan betapa vitalnya sektor ini bagi perekonomian Indonesia. 

Namun, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti tingginya biaya 
logistik yang mencapai 23,5% dari PDB Indonesia, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 
negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Pemerintah Indonesia telah menargetkan 
untuk menurunkan biaya logistik menjadi 17% dari PDB pada tahun 2020 melalui program 
National Logistic Ecosystem (NLE), yang bertujuan untuk menciptakan platform yang 
menghubungkan sektor permintaan dan penawaran dalam komunitas logistik. 

Masalah lain yang dihadapi adalah muatan berlebih (overloading) yang dapat 
menyebabkan kerusakan jalan dan inefisiensi distribusi barang. Hal ini disebabkan oleh 
keterbatasan infrastruktur dan ketidaktersediaan platform logistik yang menghubungkan 
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seluruh rantai pasok dari hulu ke hilir. Sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2011, angkutan multimoda sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI 
Nomor KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (SITRANAS), yang 
memberikan pedoman tentang jaringan pelayanan dan prasarana transportasi multimoda. 
Sistem ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan berbagai moda transportasi yang 
terintegrasi, memberikan efisiensi, dan mengurangi hambatan dalam distribusi barang di 
seluruh wilayah Indonesia. 

Logistik merupakan proses yang strategis dalam mengelola pengadaan, pergerakan, 
penyimpanan material, suku cadang, dan barang jadi beserta aliran informasi yang terkait 
melalui organisasi dan kanal-kanal pemasarannya. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan 
keuntungan perusahaan, baik untuk saat ini maupun jangka panjang, melalui pemenuhan 
pesanan yang berbiaya efektif (Christopher, 2011). Setiap aktivitas logistik memerlukan 
infrastruktur dan fasilitas pendukung, seperti pelabuhan, jalan raya, gudang, rel kereta api, alat 
transportasi, serta peralatan material handling. Seiring dengan berkembangnya teknologi, 
sistem informasi juga memainkan peranan penting dalam mendukung kegiatan logistik, seperti 
Transport Management System (TMS), Warehouse Management System (WMS), Fleet 
Management System (FMS), dan Order Management System (OMS). Selain itu, aktivitas 
logistik juga melibatkan berbagai tenaga kerja, mulai dari profesi sebagai supir, operator, 
supervisor, hingga manajer. 

Dalam konteks supply chain, kegiatan utamanya adalah aliran material, informasi, 
barang, dan jasa, yang bergerak dari pemasok ke pabrik-pabrik, melalui warehousing, dan 
akhirnya sampai ke pelanggan. Tujuan utama dari strategi Supply Chain Management (SCM) 
adalah untuk memperpendek siklus supply chain, meningkatkan atau membangun layanan, 
serta menurunkan biaya dan harga. Namun, dalam pengembangan sistem multimoda logistik, 
khususnya angkutan laut, terdapat tantangan yang perlu dihadapi. 

Untuk dapat bersaing dengan negara-negara di kawasan perdagangan internasional, 
Indonesia perlu mengatasi tantangan tinggi biaya logistik yang dihadapinya. Salah satu 
penyebab utama tingginya biaya logistik di Indonesia adalah belum optimalnya pembangunan 
infrastruktur. Hal ini tercermin dari peringkat kinerja infrastruktur logistik Indonesia yang 
dikeluarkan oleh World Bank pada tahun 2018, yang menempatkan Indonesia pada peringkat 
46. Sementara itu, negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand memiliki 
posisi yang lebih baik, dengan Malaysia di peringkat 41, Vietnam di peringkat 39, dan Thailand 
di peringkat 32. 

Peningkatan infrastruktur, terutama di sektor transportasi dan logistik, menjadi hal 
yang krusial agar Indonesia bisa memperbaiki daya saingnya di pasar global. Infrastruktur yang 
lebih baik tidak hanya akan menurunkan biaya logistik, tetapi juga meningkatkan efisiensi 
rantai pasokan, mempercepat waktu pengiriman barang, dan memberikan kemudahan bagi 
para pelaku usaha untuk mengakses pasar internasional. Oleh karena itu, perbaikan dan 
pengembangan infrastruktur logistik harus menjadi prioritas utama dalam upaya 
meningkatkan daya saing Indonesia dalam perdagangan internasional. 

Biaya logistik Indonesia saat ini mencapai sekitar 24% dari Produk Domestik Bruto 
(PDB), yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia, seperti 
Vietnam (20%), Thailand (15%), Malaysia (13%), serta Jepang dan Singapura yang masing-
masing hanya mencatatkan sekitar 8% dari PDB mereka. Pada triwulan II-2020, Perekonomian 
Indonesia berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp3.687,7 triliun, sementara 
PDB atas dasar harga konstan 2010 tercatat sebesar Rp2.589,6 triliun. Berdasarkan data Badan 
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Pusat Statistik (BPS), nilai perdagangan internasional Indonesia pada Desember 2019 
mencapai US$14,47 miliar untuk ekspor, dan US$14,50 miliar untuk impor. Di bulan Juni 2020, 
nilai ekspor tercatat sebesar US$12,03 miliar, sedangkan impor mencapai US$10,76 miliar, 
yang kemudian menghasilkan surplus neraca perdagangan sebesar US$3,26 miliar pada Juli 
2020. 

Menanggapi permasalahan biaya logistik yang tinggi, pemerintah Indonesia melalui 
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 mengenai Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik 
Nasional telah mengimplementasikan beberapa langkah strategis. Hal ini meliputi simplifikasi 
proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik, kolaborasi sistem-sistem layanan logistik 
baik internasional maupun domestik, kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara, 
serta fasilitasi pembayaran antar pelaku usaha logistik. Penataan tata ruang kepelabuhanan 
dan jalur distribusi barang juga menjadi bagian dari inisiatif ini. Berkat upaya tersebut, 
pemerintah telah berhasil menyelesaikan 18 dari 20 program yang direncanakan pada tahun 
2020, sebagai bagian dari langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan 
biaya logistik, yang diharapkan dapat memperbaiki daya saing Indonesia di pasar global. 

Overdimensi merujuk pada kondisi di mana truk mengalami modifikasi yang tidak 
sesuai, seperti memperpanjang bagian belakang truk untuk memuat lebih banyak barang. 
Modifikasi ini bertentangan dengan ketentuan yang ada, karena kendaraan harus mematuhi 
standar ukuran dan kapasitas yang telah ditetapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 277 mengatur mengenai kapasitas muatan 
yang dapat diangkut oleh kendaraan, yang mencakup ketentuan tentang ukuran dan batas 
muatan yang diperbolehkan. Modifikasi overdimensi dapat menimbulkan berbagai masalah, 
seperti kerusakan pada infrastruktur jalan, peningkatan potensi kecelakaan, dan 
ketidakamanan bagi pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, aturan ini bertujuan untuk 
menjaga keselamatan dan kelancaran transportasi di jalan raya. 

Pemerintah Indonesia menargetkan untuk bebas dari Overloading dan Overdimensi 
(ODOL) pada tahun 2023 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas transportasi dan 
infrastruktur jalan. Untuk mencapai target tersebut, langkah penegakan hukum terhadap 
pelanggar ODOL dilakukan melalui beberapa cara. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat 
melakukan penyidikan dan memberikan denda berdasarkan tingkat pelanggaran yang terjadi. 
Kepolisian juga menerapkan sistem catatan perilaku berlalu lintas (TAR) dan Demerit Point 
System, yang memberikan sanksi kepada pengemudi yang melakukan pelanggaran. Selain itu, 
pengusaha dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk menggunakan dana 
Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dalam memperbaiki jalan yang rusak akibat 
pelanggaran ODOL. 

Pelanggaran ODOL biasanya terjadi karena pemilik truk atau kontainer yang melakukan 
modifikasi dimensi kendaraan, baik pada saat membeli maupun dalam proses angkutan 
barang, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat perjalanan. Namun, 
hal ini melanggar aturan terkait Muatan Sumbu Terberat (MST) yang diatur dalam Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2018, di mana MST untuk 
jalan kelas I adalah 10 ton, sedangkan jalan kelas II dan III adalah 8 ton. Menurut data dari 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPERA), negara harus 
mengeluarkan biaya sekitar Rp 43 triliun per tahun untuk memperbaiki kerusakan jalan yang 
disebabkan oleh muatan lebih. 

Kerusakan jalan akibat ODOL menyebabkan waktu perjalanan yang lebih lama dan 
biaya transportasi yang meningkat. Peningkatan biaya logistik ini juga disebabkan oleh 
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inefisiensi distribusi barang, salah satunya disebabkan oleh ketidaksinkronan antara sistem 
informasi alat angkut dan sistem informasi antar Kementerian/Lembaga yang mengakibatkan 
tingginya kapasitas idle alat angkut, biaya broker, serta tarif yang tidak transparan. 

Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Angkutan Multimoda, Badan usaha angkutan multimoda tidak hanya menyediakan layanan 
angkutan barang dari titik asal ke tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan seperti 
pengurusan transportasi (freight forwarding), pergudangan, konsolidasi muatan, penyediaan 
ruang muatan, dan pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda baik domestik 
maupun internasional. 

Meningkatkan daya saing logistik nasional memerlukan perbaikan kualitas infrastruktur 
transportasi serta pengendalian biaya logistik yang efektif untuk menjaga stabilitas harga 
barang. Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah meningkatkan sistem handling 
di pelabuhan agar biaya handling bisa bersaing. Sebagai contoh, biaya container handling di 
Pelabuhan Tanjung Perak lebih rendah dibandingkan dengan Pelabuhan Singapura. Di Tanjung 
Perak, total biaya handling mencapai Rp 2.610.155.850 dengan muatan 1.930 boks, dengan 
kinerja Box Ship per Hour (BSH) sebesar 50 boks per jam, sedangkan di Singapura biaya 
handling mencapai Rp 3.649.799.250, yang lebih mahal 57% dari biaya di Tanjung Perak 
(Hamid, 2022). Hal ini menunjukkan adanya potensi besar dalam meningkatkan daya saing 
pelabuhan Indonesia, terutama jika biaya handling dapat diturunkan lebih jauh. 

Faktor tingginya biaya logistik di Indonesia juga disebabkan oleh kurangnya konektivitas 
transportasi, khususnya di kawasan strategis seperti Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi 
Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas, dan Kawasan Pariwisata. Penyediaan sarana dan 
prasarana transportasi multimoda, seperti angkutan kereta api barang dan angkutan sungai, 
dapat meningkatkan efisiensi distribusi barang ke kawasan strategis ini. Pemerintah Indonesia 
telah merencanakan pengembangan transportasi multimodal dengan membangun 
infrastruktur kereta api pelabuhan, dimulai sejak tahun 2012 untuk Tanjung Priok, diikuti 
dengan proyek serupa di Tanjung Perak, Tanjung Emas, Cirebon, dan beberapa pelabuhan 
lainnya di Pulau Sumatera. 

Selain pembangunan infrastruktur, peranan pengirim barang (shipper) juga sangat 
penting dalam menentukan tarif pengiriman barang. Shipper membutuhkan biaya pengiriman 
yang murah dan waktu pengiriman yang singkat. Dalam konteks pengangkutan barang, tarif 
pengiriman untuk angkutan udara biasanya dihitung berdasarkan kubikasi atau volumetrik, 

menggunakan rumus =
panjang × lebar ×tinggi 

6000
, sedangkan untuk angkutan darat dan laut 

dihitung dengan rumus =
panjang × lebar ×tinggi 

4000
,. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam 

menentukan tarif pengiriman barang sangat dibutuhkan untuk memastikan pengiriman 
barang dilakukan sesuai aturan, menghindari pelanggaran terkait muatan lebih (ODOL), dan 
menjaga agar biaya logistik tetap efisien dan terjangkau. 
Efisiensi Waktu Pelayanan Logistik 

Efisiensi waktu pelayanan logistik dapat dicapai melalui penerapan teknologi informasi 
dalam distribusi barang, peningkatan kualitas tenaga kerja di bidang logistik, dan penataan 
perizinan logistik yang lebih efisien melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP, yang 
merupakan bagian dari Indonesia National Single Window (INSW), diharapkan dapat 
mempercepat proses pengurusan dokumen kepelabuhanan dan dokumen kapal, dengan 
menggunakan sistem elektronik seperti Inaportnet. Inaportnet ini dirancang untuk 
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meningkatkan efisiensi dalam proses bongkar muat dan perizinan kepelabuhanan, serta 
mengurangi waktu tunggu yang selama ini menjadi kendala. 

Namun, berdasarkan penelitian Johny Malisan dan Wiwit Tresnawati, masih terdapat 
kelemahan dalam implementasi Inaportnet. Pelayanan masih sering terhambat, misalnya 
dalam hal perencanaan kapal sandar, pemanduan, dan bongkar muat. Hal ini menunjukkan 
bahwa Inaportnet belum sepenuhnya memberikan pelayanan yang cepat dan efisien seperti 
yang diharapkan. Untuk meningkatkan kepuasan pengguna jasa kepelabuhanan, perlu 
dilakukan perbaikan pada beberapa aspek, seperti pelayanan labuh, pandu, tunda, dan tambat 
(PPKB-D), serta perbaikan pada pengurusan Daftar Urutan Bongkar (DUB), rencana kegiatan 
muat, penerbitan Kartu Stock Ekspor (KSE), persetujuan ekspor (PE), dan perizinan karantina. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Inaportnet perlu berkolaborasi dengan 
berbagai aplikasi pelabuhan yang ada, sehingga dapat menciptakan sistem yang lebih 
terintegrasi dan memberikan pelayanan yang lebih cepat dan efektif. Integrasi ini akan 
membantu mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi dalam operasional logistik, 
yang pada gilirannya akan berdampak positif pada daya saing sektor logistik Indonesia di 
kancah internasional. 
Pengembangan Pelaku Usaha dan SDM Logistik yang Profesional  

Dalam menciptakan pelaku usaha dan SDM logistik yang profesional, penting untuk 
memberikan peluang dan pengetahuan di bidang logistik, khususnya yang terkait dengan 
angkutan multimoda. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pengetahuan 
yang relevan kepada pengusaha lokal untuk meningkatkan kompetensi mereka, serta 
mendukung transfer pengetahuan dari pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. 
Peningkatan kompetensi ini juga dapat memperbaiki kualitas barang dan sistem pengangkutan 
logistik di Indonesia. 

Pelaku usaha dan SDM logistik memegang peran yang sangat penting dalam 
perkembangan sistem distribusi logistik. Oleh karena itu, pemberian insentif bagi pelaku usaha 
dan pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah sangat diperlukan agar mereka mampu 
beradaptasi dengan era globalisasi yang terus berkembang. Salah satu bentuk peningkatan 
kompetensi yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui sertifikasi di bidang logistik, yang 
tidak hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga membuat pelaku usaha dan SDM logistik 
menjadi lebih profesional di bidangnya. 
Kesimpulan 

Moda transportasi di Indonesia pada tahun 2015 memiliki komposisi angkutan barang 
yang didominasi oleh angkutan jalan sebesar 91,25%, sementara angkutan kereta api 0,63%, 
angkutan laut 7,07%, angkutan udara 0,05%, dan angkutan sungai 0,01%. Pada tahun 2020, 
angkutan jalan menurun menjadi 90,4%, sementara angkutan laut sebesar 7%, kereta api 0,6%, 
dan penyeberangan 2%. 

Biaya logistik Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga 
seperti Singapura dan Malaysia, dengan biaya logistik Indonesia mencapai 23,5% dari PDB. 
Untuk menurunkan biaya logistik, pemerintah meluncurkan Program National Logistic 
Ecosystem (NLE) yang berfungsi sebagai platform pertemuan antara sektor permintaan dan 
penawaran dalam komunitas logistik. Melalui program ini, diharapkan biaya logistik dapat 
turun menjadi 17% dari PDB, yang dapat meningkatkan daya saing sektor logistik Indonesia di 
pasar internasional. 
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BAB 7 
HKI DAN INVESTASI DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL 

 
 
7.1 TRIPS Agreement dan Implementasinya 
Pengertian TRIPS Agreement 

TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) adalah perjanjian 
internasional dalam lingkup WTO (World Trade Organization) yang mengatur standar 
perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam perdagangan global. Ditetapkan pada 
tahun 1994 dalam Perjanjian Marrakesh, TRIPS bertujuan untuk menyelaraskan perlindungan 
HKI di berbagai negara guna mencegah persaingan tidak sehat dan mendukung inovasi. 
Latar Belakang dan Sejarah TRIPS   

Pra-TRIPS sebelum adanya TRIPS, perlindungan HKI bersifat fragmentaris dan diatur 
oleh berbagai perjanjian internasional seperti Konvensi Paris (1883) untuk perlindungan paten 
dan merek dagang serta Konvensi Bern (1886) untuk hak cipta. Namun, banyak negara tidak 
memiliki standar yang seragam dalam penerapan perlindungan HKI.  

Pembentukan TRIPS: Pada Putaran Uruguay dalam negosiasi perdagangan 
internasional, HKI menjadi isu penting karena negara-negara industri, terutama Amerika 
Serikat dan Uni Eropa, menganggap perlindungan yang lemah terhadap HKI dapat merugikan 
inovasi dan ekonomi mereka. Oleh karena itu, Perjanjian Marrakesh (1994) yang mendirikan 
WTO juga mencakup TRIPS Agreement sebagai bagian dari regulasi perdagangan global.  
Tujuan Utama TRIPS Agreement   

1. Menyelaraskan standar perlindungan HKI* di antara negara-negara anggota WTO agar 
tidak terjadi kesenjangan yang merugikan inovasi dan perdagangan.   

2. Mencegah persaingan tidak sehat dengan memastikan hak eksklusif atas inovasi dan 
karya intelektual dihormati secara global.   

3. Meningkatkan investasi dan inovasi dengan menjamin perlindungan yang memadai 
terhadap invensi baru di bidang teknologi, industri kreatif, dan farmasi.   

4. Menyeimbangkan hak dan kepentingan publik dengan memberikan fleksibilitas bagi 
negara berkembang untuk mengadaptasi kebijakan HKI sesuai dengan kebutuhan 
nasionalnya, termasuk dalam sektor kesehatan dan pendidikan.   

Ruang Lingkup TRIPS  
TRIPS mencakup berbagai aspek perlindungan HKI, di antaranya:   

1. Hak Cipta dan Hak Terkait: Melindungi karya literatur, musik, perangkat lunak, serta 
hak ekonomi dan moral pencipta.   

2. Paten: Memberikan hak eksklusif kepada penemu atas invensinya dalam jangka waktu 
tertentu (biasanya 20 tahun).   

3. Merek Dagang: Melindungi simbol atau identitas suatu produk agar tidak 
disalahgunakan.   

4. Desain Industri: Memberikan hak eksklusif atas desain visual produk yang memiliki nilai 
estetika.   

5. Indikasi Geografis: Melindungi produk khas suatu wilayah (misalnya, Champagne dari 
Prancis).   

6. Rahasia Dagang dan Perlindungan Data: Menjaga informasi bisnis yang bersifat rahasia 
dari penyalahgunaan.   
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Implementasi TRIPS oleh Negara-Negara Anggota 
Negara anggota WTO wajib menyesuaikan regulasi nasional mereka agar sesuai 

dengan standar yang ditetapkan TRIPS.  Negara maju diberikan waktu 1 tahun setelah TRIPS 
berlaku (1995) untuk mengimplementasikan aturan ini, sedangkan negara berkembang 
diberikan waktu 5 tahun (hingga 2000), dan negara kurang berkembang diberikan waktu lebih 
lama.  Lisensi Wajib: TRIPS memungkinkan negara untuk menerapkan *lisensi wajib*, yaitu 
penggunaan paten tanpa izin pemegang hak dalam kondisi darurat seperti krisis kesehatan 
(misalnya, akses ke obat HIV/AIDS dan vaksin COVID-19).   
Dampak dan Tantangan TRIPS  
Positif:   

1. Meningkatkan standar perlindungan HKI di seluruh dunia.   
2. Mendorong investasi dan inovasi dalam industri berbasis teknologi dan kreatif.   
3. Memudahkan akses bagi investor global untuk mendapatkan perlindungan HKI di 

berbagai negara.   
Negatif:   

1. Menimbulkan ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang, terutama 
dalam akses terhadap obat-obatan dan teknologi.   

2. Biaya perlindungan HKI yang tinggi bisa menjadi beban bagi usaha kecil dan menengah 
(UKM).   

3. Meningkatkan risiko sengketa HKI antarnegara dan korporasi multinasional.   
Dengan penerapan TRIPS, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di tingkat global menjadi 
lebih terstruktur, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasi dan 
keseimbangannya dengan kepentingan publik. 
Prinsip Utama TRIPS 

a. Prinsip Non-Diskriminasi. Tidak ada diskriminasi dalam perlindungan HKI antara negara 
anggota. 

b. Standarisasi Perlindungan. Menetapkan standar minimum untuk hak paten, hak cipta, 
merek dagang, dan bentuk HKI lainnya. 

c. Penegakan Hukum. Negara anggota diwajibkan memiliki mekanisme hukum yang 
efektif untuk melindungi HKI. 

d. Eksistensi Fleksibilitas. TRIPS memungkinkan pengecualian tertentu, seperti lisensi 
wajib dalam kasus kesehatan publik. 

e. Transparansi Regulasi. Negara anggota diwajibkan memberikan informasi tentang 
peraturan HKI yang berlaku. 

 
7.2 PERLINDUNGAN PATEN, MEREK, DAN HAK CIPTA LINTAS NEGARA 
Perlindungan Paten, Merek, dan Hak Cipta Lintas Negara  

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu untuk menggunakan, 
menjual, atau memberikan izin penggunaan atas invensinya dalam jangka waktu tertentu, 
biasanya 20 tahun sejak tanggal pengajuan. Perlindungan paten bertujuan untuk mendorong 
inovasi dengan memberikan insentif kepada penemu, namun dalam skala internasional, ada 
tantangan dalam harmonisasi perlindungan paten antarnegara.  
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Sistem Perlindungan Paten Lintas Negara: First-to-File vs. First-to-Invent 
a. First-to-File (FTF): Sebagian besar negara, termasuk di bawah Konvensi Paris dan PCT 

(Patent Cooperation Treaty), menerapkan prinsip first-to-file, di mana hak paten 
diberikan kepada pihak pertama yang mendaftarkan invensi, bukan yang pertama 
menemukannya.  

b. First-to-Invent (FTI): Sebelumnya diterapkan di Amerika Serikat, namun sejak 2013 
melalui America Invents Act (AIA), AS juga beralih ke sistem first-to-file.  

Pendaftaran Paten Lintas Negara 
Karena tidak ada sistem paten global, penemu harus mengajukan permohonan paten 

di setiap negara tempat perlindungan diinginkan.  
Perjanjian yang Mempermudah Pendaftaran  
Konvensi Paris (1883) memungkinkan pendaftar paten di satu negara anggota untuk 
mengajukan paten di negara lain dalam waktu 12 bulan tanpa kehilangan hak prioritasnya. 
Adapun Patent Cooperation Treaty (PCT) (1970). Dikelola oleh World Intellectual Property 
Organization (WIPO), memungkinkan inventor mengajukan satu permohonan paten 
internasional yang berlaku di lebih dari 150 negara, mengurangi biaya dan kompleksitas.  
Lisensi Wajib dalam Perlindungan Paten: Lisensi wajib (Compulsory Licensing) 

Memungkinkan suatu negara memberikan izin kepada pihak lain untuk memproduksi 
produk yang dipatenkan tanpa izin pemegang paten dalam kondisi tertentu, misalnya:  

a. Krisis kesehatan (misalnya, produksi obat generik untuk HIV/AIDS, vaksin COVID-19).  
b. Keadaan darurat nasional atau kepentingan publik lainnya.  
c. Diatur dalam Pasal 31 TRIPS Agreement, dengan syarat pemberian kompensasi yang 

adil kepada pemegang paten.  
Tantangan dalam Perlindungan Paten Internasional  

Standar perlindungan paten tidak selalu seragam, menyebabkan kesulitan bagi 
inovator dalam mendaftarkan paten di berbagai yurisdiksi. Perusahaan farmasi sering 
memperpanjang perlindungan paten dengan melakukan modifikasi kecil pada produk untuk 
mencegah produksi generik. Misalnya, perang paten antara perusahaan teknologi seperti 
Apple vs. Samsung mengenai hak atas desain dan fitur perangkat elektronik.  
Perlindungan Merek Lintas Negara 

Merek adalah identitas produk atau jasa yang membedakan suatu entitas dari 
pesaingnya. Perlindungan merek bertujuan untuk mencegah penggunaan yang tidak sah oleh 
pihak lain yang dapat menyesatkan konsumen atau merugikan reputasi merek asli.  
Mekanisme Perlindungan Merek Internasional: Prinsip First-to-Use vs. First-to-File  

a. First-to-Use: Di beberapa negara seperti AS, hak merek diberikan kepada pihak yang 
pertama kali menggunakan merek dalam perdagangan, bukan yang pertama 
mendaftarkannya.  

b. First-to-File: Di sebagian besar negara (termasuk Uni Eropa dan China), hak merek 
diberikan kepada pihak pertama yang mengajukan pendaftaran.  

Perjanjian Internasional tentang Merek 
a. Madrid System (1891): Memungkinkan pemilik merek mendaftarkan mereknya di 

lebih dari 130 negara dengan satu permohonan melalui WIPO.  
b. Mempermudah manajemen merek lintas negara dengan biaya lebih rendah 

dibanding pendaftaran terpisah di setiap negara.  
c. TRIPS Agreement: Menetapkan standar perlindungan minimum bagi merek di negara 

anggota WTO.  
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Indikasi Geografis (Geographical Indications/GI) 
GI adalah tanda yang menunjukkan suatu produk berasal dari wilayah tertentu dan memiliki 
kualitas khas karena asal geografisnya. Contoh:  

a. Champagne (hanya boleh digunakan untuk produk anggur dari wilayah Champagne, 
Prancis).  

b. Kopi Gayo (khusus dari Aceh, Indonesia).  
Tantangan dalam Perlindungan Merek Internasional  

Di China, banyak perusahaan lokal mendaftarkan merek asing sebelum pemilik aslinya, 
seperti kasus New Balance vs. Xin Bai Lun. Industri fashion dan elektronik sering menghadapi 
masalah pemalsuan, misalnya, produk palsu dengan merek Louis Vuitton, Nike, atau Rolex 
yang dijual di pasar global.  
Perlindungan Hak Cipta Lintas Negara 

Hak cipta melindungi karya orisinal dalam bentuk tulisan, musik, seni, film, perangkat 
lunak, dan konten digital lainnya.  
Sistem Perlindungan Hak Cipta Internasional  

1. Konvensi dan Perjanjian yang Mengatur Hak Cipta  
a. Konvensi Bern (1886): Mengakui hak cipta secara otomatis tanpa perlu registrasi 

di negara anggota.  
b. Hak cipta berlaku minimal 50 tahun setelah kematian pencipta (beberapa negara 

menerapkan hingga 70 tahun).  
c. WIPO Copyright Treaty (WCT) (1996): Memperluas perlindungan hak cipta 

terhadap konten digital dan perangkat lunak.  
d. TRIPS Agreement: Memastikan bahwa hak cipta diakui secara setara di semua 

negara anggota WTO.  
2. Hak Moral dan Hak Ekonomi 

a. Hak Moral: Hak pencipta untuk mengklaim kepemilikan karya dan menentang 
perubahan yang dapat merusak reputasi mereka.  

b. Hak Ekonomi: Hak untuk mengeksploitasi karya secara finansial, termasuk melalui 
lisensi dan royalti.  

Tantangan dalam Perlindungan Hak Cipta Internasional  
Pembajakan Digital:  

a. Penyebaran konten ilegal melalui torrent, streaming ilegal, dan situs download.  
Contoh: Pelanggaran hak cipta film dan musik di situs seperti The Pirate Bay dan 
Popcorn Time. 

b. Kurangnya Penegakan Hukum: Banyak negara memiliki regulasi yang lemah dalam 
menindak pembajakan, terutama di negara berkembang.  

c. Konflik dalam Digital Rights Management (DRM): DRM digunakan untuk membatasi 
distribusi ilegal, tetapi beberapa pihak mengkritiknya karena membatasi akses 
pengguna yang sah.  

Merek Dagang 
Merek dagang melindungi identitas produk atau jasa dari penggunaan yang tidak sah. 

Perlindungan lintas negara diatur melalui: 
Madrid Protocol, yang memungkinkan pendaftaran merek internasional dengan satu aplikasi. 
TRIPS Agreement, yang mengatur standar perlindungan merek di negara anggota WTO. 
Pengadilan Dagang Internasional dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa merek 
lintas negara. 
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Hak Cipta 
Hak cipta melindungi karya seni, literatur, musik, perangkat lunak, dan konten lainnya. 

Beberapa instrumen hukum internasional yang mengatur hak cipta: 
Berne Convention, yang memastikan hak cipta tetap berlaku lintas negara tanpa perlu 
registrasi ulang. WIPO Copyright Treaty (WCT), yang memperluas perlindungan terhadap 
karya digital. Lisensi Creative Commons, yang memberikan fleksibilitas dalam penggunaan 
karya secara legal. 
 
7.3 TANTANGAN PEMBAJAKAN DIGITAL DAN PENEGAKAN HUKUM 
Pembajakan Digital 

Dengan berkembangnya internet dan teknologi digital, pembajakan karya intelektual 
semakin marak, terutama dalam bentuk: 

a. Streaming ilegal film dan musik. 
b. Software bajakan yang didistribusikan tanpa izin. 
c. Pelanggaran hak cipta dalam e-book dan jurnal ilmiah. 
d. Deepfake dan AI-generated content yang memanfaatkan karya asli tanpa izin. 

Tantangan Dalam Penegakan Hukum 
Setiap negara memiliki aturan HKI yang berbeda, membuat penegakan hukum lintas 

negara sulit. Mengenai anonimitas di internet, pelaku pembajakan sering menyembunyikan 
identitas mereka dengan VPN dan server di negara yang sulit dijangkau hukum internasional. 
Banyak pengguna yang mengakses konten ilegal tanpa menyadari dampaknya terhadap 
industri kreatif. Beberapa negara belum memiliki perjanjian ekstradisi terkait pelanggaran HKI. 
Upaya Penegakan 

a. Kerja sama internasional, seperti melalui Interpol dan WIPO. 
b. Teknologi Digital Rights Management (DRM) untuk mencegah pembajakan. 
c. Pemblokiran situs ilegal, seperti yang dilakukan oleh banyak negara terhadap platform 

berbagi konten ilegal. 
d. Peningkatan hukuman, baik dalam bentuk denda maupun hukuman pidana bagi 

pelanggar HKI. 
 
7.4 INVESTASI INTERNASIONAL DAN HUKUM DAGANG 
Bilateral Investment Treaties (BITs) dan ISDS 
Pengertian BITs 

Bilateral Investment Treaties (BITs) adalah perjanjian antara dua negara yang 
bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi investor asing dan mendorong 
investasi lintas negara. BITs umumnya mencakup ketentuan mengenai: 

a. Perlakuan non-diskriminatif: Investor asing diberikan perlakuan yang sama dengan 
investor domestik atau investor dari negara lain. 

b. Perlindungan terhadap ekspropriasi: Negara tidak boleh menyita aset investor asing 
tanpa kompensasi yang adil dan sesuai dengan hukum internasional. 

c. Hak transfer modal dan keuntungan: Investor berhak memindahkan modal, laba, atau 
dividen ke luar negeri tanpa hambatan yang berlebihan. 

d. Prinsip Fair and Equitable Treatment (FET): Negara tuan rumah harus memberikan 
perlakuan yang adil dan wajar kepada investor asing. 
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e. Most-Favored Nation (MFN) dan National Treatment (NT): Investor dari negara mitra 
BIT harus mendapat perlakuan yang setara dengan investor dari negara lain atau 
dengan investor domestik. 

Investor-State Dispute Settlement (ISDS) 
ISDS adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang memungkinkan investor asing 

menggugat negara tuan rumah jika merasa hak-haknya dilanggar berdasarkan ketentuan BIT 
atau perjanjian investasi lainnya. Mekanisme ini bertujuan untuk: 

a. Melindungi investor dari kebijakan diskriminatif atau ekspropriasi tanpa kompensasi. 
b. Memberikan jalur arbitrase internasional yang independen, menghindari 

ketergantungan pada pengadilan domestik yang mungkin tidak netral. 
c. Menjaga stabilitas investasi internasional, karena investor memiliki kepastian hukum. 
d. Namun, ISDS juga memiliki tantangan, seperti kurangnya transparansi dalam proses 

arbitrase, biaya tinggi, serta kekhawatiran bahwa mekanisme ini dapat membatasi 
kebijakan publik negara tuan rumah. 

Beberapa lembaga arbitrase yang menangani ISDS antara lain: 
a. ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) di bawah Bank 

Dunia. 
b. UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law). 
c. ICC (International Chamber of Commerce). 

 
7.5 KESEIMBANGAN ANTARA PERLINDUNGAN INVESTOR DAN KEBIJAKAN PUBLIK 
Hak Investor vs. Kedaulatan Negara 

Salah satu tantangan utama dalam investasi internasional adalah bagaimana 
menyeimbangkan perlindungan bagi investor asing dengan hak negara tuan rumah untuk 
menerapkan kebijakan publik demi kesejahteraan rakyatnya. Investor asing menginginkan 
kepastian hukum, termasuk jaminan bahwa kebijakan pemerintah tidak akan merugikan 
mereka secara sewenang-wenang. Negara tetap membutuhkan fleksibilitas untuk 
menerapkan kebijakan publik, seperti regulasi lingkungan, kesehatan, dan tenaga kerja. 
Ketentuan Perlindungan yang Proporsional 
Beberapa upaya yang dilakukan untuk memastikan keseimbangan ini meliputi: 

a. Interpretasi yang lebih hati-hati terhadap FET agar tidak membatasi hak negara untuk 
mengatur kebijakan domestik. 

b. Pengecualian kebijakan publik, seperti dalam sektor kesehatan dan lingkungan, yang 
harus diperjelas dalam BITs agar negara tetap bisa menjalankan kebijakan yang sah. 

c. Standar ekspropriasi yang lebih transparan, dengan aturan yang jelas tentang kapan 
dan bagaimana ekspropriasi bisa dilakukan tanpa melanggar hak investor. 

Contoh Kasus 
Philip Morris vs. Australia (2011) perusahaan rokok asal Swiss menggugat Australia 

terkait kebijakan kemasan polos (plain packaging) untuk rokok. Australia menang setelah 
arbitrase memutuskan bahwa kebijakan tersebut adalah tindakan sah untuk kepentingan 
kesehatan masyarakat. Adapun Vattenfall vs. Jerman (2009), perusahaan energi Swedia 
menggugat Jerman karena kebijakan lingkungan yang menghambat pembangunan 
pembangkit listrik tenaga batu bara. Kasus ini menunjukkan tantangan dalam 
menyeimbangkan kebijakan lingkungan dengan perlindungan investor. 
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7.6 REFORMASI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI 
Kritik terhadap ISDS 
ISDS mendapat banyak kritik karena: 

a. Kurangnya transparansi, karena proses arbitrase sering dilakukan secara tertutup. 
b. Potensi konflik kepenti ngan, karena arbiter sering kali berasal dari firma hukum yang 

juga menangani perkara investasi. 
c. Biaya tinggi, yang dapat menjadi hambatan bagi negara berkembang untuk 

mempertahankan diri dalam sengketa investasi. 
d. Ketidakseimbangan kekuatan, karena investor asing memiliki akses ke mekanisme 

hukum yang tidak selalu tersedia bagi negara atau masyarakat lokal. 
Reformasi yang Diusulkan 

Beberapa upaya reformasi ISDS yang sedang dibahas oleh komunitas internasional 
meliputi: 

a. Pembentukan Pengadilan Investasi Multilateral (Multilateral Investment Court - MIC) 
b. Uni Eropa mengusulkan sistem pengadilan permanen untuk menggantikan arbitrase 

ISDS yang berbasis kasus per kasus. 
c. Kode Etik bagi Arbiter 
d. Memastikan arbiter independen dan tidak memiliki konflik kepentingan. 
e. Mekanisme Banding 
f. Saat ini, keputusan ISDS bersifat final dan tidak dapat diajukan banding. Reformasi ini 

mengusulkan adanya mekanisme banding yang serupa dengan sistem peradilan 
nasional. 

g. Peningkatan Transparansi 
h. Memublikasikan dokumen persidangan dan membuka sidang arbitrase untuk publik 

agar lebih akuntabel. 
Alternatif ISDS 

Beberapa negara mulai mengeksplorasi mekanisme alternatif untuk menyelesaikan 
sengketa investasi internasional, seperti Mekanisme Penyelesaian Sengketa Negara-ke-
Negara (State-to-State Dispute Settlement – SSDS), yang melibatkan negosiasi antarnegara 
sebelum masuk ke arbitrase dan Mediation dan Negosiasi Diplomatik, untuk menyelesaikan 
perselisihan sebelum memasuki tahap arbitrase formal. 
Mengenai Investasi Internasional 

Investasi internasional dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, politik, dan sosial 
yang menentukan seberapa menarik suatu negara bagi investor asing. Stabilitas politik dan 
kepastian hukum menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan investasi, sebab negara 
dengan ketidakpastian politik tinggi cenderung dianggap berisiko. Selain itu, kebijakan pajak 
dan insentif investasi juga memainkan peran penting dalam menarik investor, di mana banyak 
negara menawarkan keringanan pajak atau fasilitas khusus bagi perusahaan asing. 
Infrastruktur yang memadai serta kualitas tenaga kerja yang baik juga menjadi daya tarik bagi 
investor dalam memilih lokasi investasi mereka.  

Faktor lain yang berpengaruh adalah nilai tukar dan stabilitas mata uang, sebab 
fluktuasi mata uang yang tajam dapat meningkatkan risiko investasi. Di era modern, 
keberlanjutan lingkungan dan stabilitas sosial juga menjadi pertimbangan penting bagi 
investor global.  Selain perjanjian investasi bilateral dan mekanisme penyelesaian sengketa 
seperti ISDS, berbagai organisasi internasional memiliki peran dalam mengatur investasi dan 
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perdagangan global. WTO, misalnya, mengawasi perjanjian TRIMS yang memastikan kebijakan 
investasi tidak menghambat perdagangan internasional.  

OECD berperan dalam menetapkan standar pajak internasional dan kode etik investasi, 
sementara UNCTAD membantu negara berkembang dalam menarik investasi yang 
berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Bank Dunia dan IFC juga berperan dalam 
mendanai proyek infrastruktur serta memberikan jaminan terhadap risiko politik melalui 
MIGA.  Tren global menunjukkan bahwa regulasi investasi internasional terus berkembang. 
Salah satu tren utama adalah meningkatnya perhatian terhadap investasi berkelanjutan yang 
memperhitungkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG). Investor 
semakin mempertimbangkan negara yang memiliki kebijakan ramah lingkungan dan 
mendukung investasi hijau.  

Digitalisasi juga mulai memainkan peran dalam investasi internasional, baik dalam 
mempermudah transaksi lintas negara maupun dalam meningkatkan transparansi arbitrase 
internasional. Regulasi perlindungan data kini menjadi bagian penting dalam negosiasi 
investasi, terutama dengan adanya kebijakan seperti GDPR di Uni Eropa yang mengatur 
transfer data lintas negara. Selain itu, beberapa negara mulai memperketat regulasi terkait 
Foreign Direct Investment (FDI), terutama di sektor strategis seperti teknologi dan energi, 
untuk melindungi kepentingan nasional mereka.   

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat berbagai kasus besar yang menggambarkan 
dinamika investasi internasional. Misalnya, Huawei menghadapi pembatasan investasi di AS 
dan Eropa karena dianggap sebagai ancaman keamanan nasional, yang menunjukkan 
bagaimana faktor geopolitik memengaruhi regulasi investasi. Dalam sektor energi, kasus 
Yukos vs. Rusia menjadi contoh ekspropriasi oleh pemerintah yang berdampak pada investasi 
asing, sementara Chevron vs. Ekuador menyoroti konflik antara kepentingan perusahaan 
multinasional dengan kebijakan lingkungan negara tuan rumah.  

Di benua Afrika, persaingan investasi antara China dan negara-negara Barat semakin 
meningkat, di mana China mendominasi proyek infrastruktur dan energi, sementara Barat 
berusaha menawarkan alternatif investasi yang lebih transparan.  Dari berbagai aspek yang 
telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa investasi internasional terus berkembang dan 
menghadapi tantangan baru. Sementara mekanisme seperti BITs dan ISDS memberikan 
perlindungan hukum bagi investor, negara tuan rumah tetap berupaya menjaga kedaulatan 
mereka dalam mengatur kebijakan publik. Peran organisasi internasional dalam menciptakan 
standar global juga semakin penting, terutama dalam memastikan bahwa investasi yang 
dilakukan memberikan manfaat bagi pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya tren baru 
seperti investasi hijau, digitalisasi, dan regulasi perlindungan data, kebijakan investasi 
internasional perlu terus beradaptasi agar tetap relevan dalam menghadapi dinamika global 
yang semakin kompleks. 
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BAB 8 

WTO DAN KERANGKA MULTILATERAL 
 

 

8.1 PENDAHULUAN 

Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) adalah organisasi 
internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi perdagangan 
internasional antar negara. WTO didirikan pada 1 Januari 1995, menggantikan General 
Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang telah berlaku sejak tahun 1947. Tujuan utama dari 
WTO adalah menciptakan sistem perdagangan global yang lebih adil, transparan, dan terbuka, 
sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan negara-negara 
anggotanya. Dalam menjalankan tugasnya, WTO menerapkan kerangka multilateral, yaitu 
sistem perdagangan yang melibatkan banyak negara dan bertujuan untuk menciptakan 
kesepakatan bersama dalam perdagangan internasional. Kerangka ini berfungsi sebagai dasar 
bagi semua perjanjian yang mengatur kebijakan perdagangan, tarif, serta penyelesaian 
sengketa guna menciptakan stabilitas dan kepastian dalam sistem perdagangan global. 

Sebagai lembaga yang mengatur perdagangan internasional, WTO memiliki beberapa 
fungsi utama. Organisasi ini bertugas untuk menetapkan aturan perdagangan yang berlaku 
secara global, menyelesaikan sengketa perdagangan antar negara anggota, serta memfasilitasi 
negosiasi perdagangan untuk mengurangi hambatan dalam arus barang dan jasa. WTO juga 
berperan dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan perdagangan negara-negara 
anggotanya guna mencegah proteksionisme yang berlebihan dan memastikan bahwa setiap 
negara mematuhi peraturan yang telah disepakati. Selain itu, WTO turut memberikan bantuan 
teknis serta pelatihan kepada negara-negara berkembang agar mereka dapat lebih berdaya 
saing dan berpartisipasi secara efektif dalam perdagangan global. 

Dalam menjalankan fungsinya, WTO memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 
beberapa badan utama. Konferensi Tingkat Menteri (Ministerial Conference) merupakan 
badan pengambil keputusan tertinggi yang terdiri dari perwakilan semua negara anggota dan 
mengadakan pertemuan setidaknya setiap dua tahun. Dewan Umum (General Council) 
berfungsi sebagai badan eksekutif yang mengawasi operasional WTO sehari-hari dan 
bertanggung jawab dalam penyelesaian sengketa perdagangan. Selain itu, WTO juga memiliki 
Dewan Khusus (Specialized Councils) yang menangani bidang perdagangan barang, jasa, serta 
hak kekayaan intelektual. Organisasi ini juga memiliki Sekretariat WTO, yang dipimpin oleh 
Direktur Jenderal dan bertugas mengelola administrasi serta memberikan dukungan teknis 
bagi negara-negara anggota dalam negosiasi perdagangan. 

Kerangka multilateral dalam WTO didasarkan pada prinsip-prinsip utama yang 
bertujuan untuk menciptakan perdagangan yang lebih adil dan dapat diprediksi. Salah satu 
prinsip utama dalam kerangka ini adalah Most-Favoured Nation (MFN), yang mengharuskan 
setiap negara anggota memberikan perlakuan perdagangan yang sama kepada semua anggota 
lainnya. Jika suatu negara memberikan tarif preferensial kepada satu negara, maka tarif yang 
sama harus berlaku bagi semua anggota WTO. Selain itu, terdapat prinsip National Treatment, 
yang mengatur bahwa barang dan jasa dari negara lain harus mendapatkan perlakuan yang 
sama dengan produk domestik setelah masuk ke pasar suatu negara. Prinsip lain yang juga 
menjadi dasar WTO adalah Transparansi, di mana setiap negara anggota wajib 
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menginformasikan kebijakan perdagangan mereka secara terbuka kepada WTO dan sesama 
anggota, serta Penghapusan Hambatan Perdagangan, yang bertujuan untuk mengurangi tarif 
dan hambatan non-tarif guna meningkatkan akses pasar global. 

Dalam sistem perdagangan multilateral, WTO memiliki beberapa perjanjian utama 
yang mengatur perdagangan global. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) menjadi 
dasar dalam pengaturan perdagangan barang dengan tujuan mengurangi hambatan tarif dan 
non-tarif dalam perdagangan internasional. Selain itu, terdapat General Agreement on Trade 
in Services (GATS) yang mengatur perdagangan jasa, termasuk sektor perbankan, 
telekomunikasi, dan transportasi. WTO juga memiliki perjanjian Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights (TRIPS) yang mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual di 
tingkat global, termasuk hak paten, hak cipta, dan merek dagang. Sementara itu, Agreement 
on Agriculture (AoA) mengatur perdagangan produk pertanian guna mengurangi subsidi 
pertanian yang dapat mengganggu pasar global, sedangkan Agreement on Technical Barriers 
to Trade (TBT) mengatur standar teknis dan peraturan produk agar tidak menjadi hambatan 
dalam perdagangan internasional. 

Sebagai organisasi yang mengatur perdagangan dunia, WTO telah memberikan banyak 
manfaat dalam meningkatkan arus barang dan jasa antar negara serta menciptakan kepastian 
hukum dalam perdagangan internasional. WTO juga menyediakan mekanisme penyelesaian 
sengketa yang efektif guna mencegah perang dagang dan memastikan bahwa perselisihan 
perdagangan diselesaikan secara adil. Namun, organisasi ini juga menghadapi berbagai 
tantangan yang menghambat kinerjanya. Salah satu tantangan terbesar adalah kegagalan 
dalam menyelesaikan negosiasi Putaran Doha, yang bertujuan untuk mengurangi hambatan 
perdagangan bagi negara berkembang tetapi masih mengalami kebuntuan karena perbedaan 
kepentingan antar negara. Selain itu, proteksionisme dan perang dagang yang terjadi antara 
negara-negara besar, seperti Amerika Serikat dan China, semakin menantang prinsip WTO 
yang bertujuan untuk menciptakan perdagangan bebas dan adil. 

Tantangan lain yang dihadapi WTO adalah kurangnya kewenangan dalam menegakkan 
aturan perdagangan internasional. Meskipun WTO memiliki mekanisme penyelesaian 
sengketa, pelaksanaan keputusan yang diambil tidak selalu efektif karena kurangnya sanksi 
yang tegas bagi negara yang melanggar peraturan. Selain itu, munculnya perjanjian 
perdagangan bilateral dan regional, seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA), Regional 
Comprehensive Economic Partnership (RCEP), dan USMCA, juga menjadi tantangan bagi WTO, 
karena banyak negara lebih memilih perjanjian perdagangan yang lebih fleksibel dibandingkan 
dengan sistem multilateral WTO yang membutuhkan waktu lama untuk mencapai 
kesepakatan. 

Secara keseluruhan, WTO dan kerangka multilateralnya memainkan peran penting 
dalam menciptakan sistem perdagangan global yang lebih terbuka, transparan, dan adil. 
Dengan prinsip-prinsip seperti Most-Favoured Nation (MFN), National Treatment, dan 
Transparansi, WTO berusaha memastikan bahwa semua negara dapat berpartisipasi dalam 
perdagangan internasional dengan aturan yang sama. Namun, tantangan seperti 
proteksionisme, kegagalan negosiasi perdagangan, serta persaingan dengan perjanjian 
perdagangan bilateral dan regional membuat WTO perlu melakukan reformasi agar dapat lebih 
adaptif terhadap dinamika ekonomi global. Ke depannya, WTO harus lebih fleksibel dalam 
merespons tantangan modern serta mendorong sistem perdagangan yang lebih inklusif, 
terutama bagi negara berkembang agar mereka dapat memperoleh manfaat maksimal dari 
perdagangan internasional. 
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8.2 PRINSIP NON-DISKRIMINASI (MFN / NATIONAL TREATMENT) 

Prinsip non-diskriminasi dalam perdagangan internasional adalah konsep fundamental 
yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap negara anggota dalam suatu organisasi 
perdagangan, seperti World Trade Organization (WTO), mendapatkan perlakuan yang adil dan 
tidak ada diskriminasi dalam kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh suatu negara. 
Prinsip ini terdiri dari dua elemen utama, yaitu Most-Favoured Nation (MFN) dan National 
Treatment (Perlakuan Nasional). MFN mengharuskan setiap negara anggota untuk 
memberikan perlakuan perdagangan yang sama kepada semua anggota WTO tanpa 
memberikan perlakuan istimewa kepada satu negara tertentu. Artinya, jika suatu negara 
menurunkan tarif atau memberikan fasilitas perdagangan kepada satu negara, maka perlakuan 
yang sama harus diberikan kepada semua anggota WTO. Sementara itu, National Treatment 
memastikan bahwa barang dan jasa dari negara lain yang telah masuk ke pasar domestik harus 
diperlakukan sama dengan barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Dengan kata lain, 
setelah barang impor memasuki pasar suatu negara, tidak boleh ada kebijakan yang 
memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada produk lokal dibandingkan produk impor. 

Penerapan prinsip MFN dan National Treatment memberikan banyak manfaat bagi 
perdagangan internasional. Salah satu manfaat utama dari prinsip ini adalah menciptakan 
stabilitas dan transparansi dalam perdagangan global. Dengan adanya aturan yang jelas dan 
seragam, negara-negara tidak dapat dengan mudah mengubah kebijakan perdagangan mereka 
secara sepihak untuk merugikan mitra dagang. Hal ini memberikan kepastian bagi pelaku 
usaha dalam merencanakan ekspansi bisnis dan investasi di pasar internasional. Selain itu, 
prinsip ini juga mencegah praktik proteksionisme yang dapat menghambat perdagangan 
bebas. Jika suatu negara diberi kebebasan untuk menerapkan kebijakan diskriminatif terhadap 
produk asing, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam perdagangan global, yang pada 
akhirnya dapat memicu perang dagang dan merugikan banyak negara. 

Manfaat lainnya adalah mendorong persaingan yang sehat dan inovasi di pasar global. 
Dengan penerapan National Treatment, produk asing tidak akan didiskriminasi setelah masuk 
ke pasar domestik, sehingga produsen dalam negeri harus meningkatkan kualitas dan daya 
saing produk mereka agar tetap kompetitif. Hal ini dapat mendorong inovasi dan efisiensi 
dalam produksi, yang pada akhirnya menguntungkan konsumen karena mereka memiliki lebih 
banyak pilihan produk dengan harga yang lebih kompetitif. Selain itu, prinsip non-diskriminasi 
juga membantu negara berkembang untuk mendapatkan akses yang lebih baik ke pasar 
internasional. Dengan adanya prinsip MFN, negara-negara berkembang tidak perlu khawatir 
bahwa produk mereka akan dikenakan tarif yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain, 
sehingga mereka dapat bersaing secara lebih adil di pasar global. 
Tujuan dari penerapan MFN dan National Treatmen 

Tujuan utama dari penerapan MFN dan National Treatment dalam sistem perdagangan 
internasional adalah menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih terbuka, adil, dan dapat 
diprediksi. Dengan adanya prinsip ini, semua negara memiliki kesempatan yang sama dalam 
mengakses pasar global tanpa adanya diskriminasi yang tidak adil. Tujuan lainnya adalah 
mendorong pertumbuhan ekonomi global dengan mengurangi hambatan perdagangan yang 
dapat memperlambat arus barang dan jasa antar negara. Dengan sistem perdagangan yang 
lebih terbuka, negara-negara dapat meningkatkan ekspor dan impor mereka, yang pada 
akhirnya akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Selain itu, prinsip ini juga bertujuan untuk menjaga hubungan diplomatik dan 
mencegah konflik perdagangan antar negara. Jika negara-negara dapat berdagang dengan 
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aturan yang sama dan adil, maka potensi terjadinya ketegangan atau perselisihan akibat 
kebijakan perdagangan yang diskriminatif dapat dikurangi. Dengan demikian, sistem 
perdagangan internasional yang berbasis pada prinsip non-diskriminasi tidak hanya 
bermanfaat bagi sektor ekonomi tetapi juga bagi stabilitas politik dan hubungan internasional 
secara keseluruhan.  

Secara keseluruhan, prinsip Most-Favoured Nation (MFN) dan National Treatment 
merupakan pilar utama dalam sistem perdagangan global yang bertujuan untuk menciptakan 
lingkungan perdagangan yang lebih stabil, adil, dan terbuka. Dengan adanya prinsip ini, setiap 
negara dapat berpartisipasi dalam perdagangan internasional tanpa harus menghadapi 
hambatan diskriminatif yang dapat merugikan pertumbuhan ekonomi mereka. Namun, 
meskipun prinsip ini memberikan banyak manfaat, implementasinya masih menghadapi 
tantangan, terutama dengan adanya kebijakan proteksionisme dan hambatan non-tarif di 
beberapa negara. Oleh karena itu, kerja sama internasional yang lebih erat dan pengawasan 
yang lebih ketat dari lembaga perdagangan dunia sangat diperlukan agar prinsip ini dapat 
diterapkan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi semua negara yang 
terlibat dalam perdagangan global. 
Implementasi MFN dan National Treatment dalam Perjanjian Perdagangan Internasional 

Prinsip MFN dan National Treatment tidak hanya berlaku dalam WTO tetapi juga 
diimplementasikan dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional dan blok ekonomi 
regional. Contohnya, dalam Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) yang kini 
digantikan oleh United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), negara anggota 
berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip perdagangan bebas yang mirip dengan MFN 
dan National Treatment. Selain itu, di kawasan Asia, Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP) juga mengadopsi beberapa elemen dari prinsip non-diskriminasi dalam 
mengatur perdagangan barang dan jasa antar negara anggota.  

Perjanjian Trans-Pacific Partnership (TPP) yang kemudian direstrukturisasi menjadi 
Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) juga 
menekankan pentingnya perlakuan yang setara bagi semua mitra dagang dalam blok tersebut. 
Setiap perjanjian perdagangan internasional memiliki variasi dalam penerapan prinsip MFN 
dan National Treatment. Beberapa perjanjian lebih ketat dalam penerapannya, sementara 
yang lain memberikan fleksibilitas bagi negara-negara anggota untuk menyesuaikan kebijakan 
mereka. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut dapat dilakukan mengenai bagaimana perbedaan 
implementasi MFN dan National Treatment dalam berbagai perjanjian perdagangan 
mempengaruhi pola perdagangan dan hubungan ekonomi antar negara. 
Pengecualian terhadap Prinsip Non-Diskriminasi 

Meskipun MFN dan National Treatment bertujuan untuk menciptakan perdagangan 

yang lebih terbuka dan adil, terdapat berbagai pengecualian yang diperbolehkan dalam hukum 

perdagangan internasional. Salah satu pengecualian utama adalah perjanjian perdagangan 

preferensial, seperti perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreements/FTA) dan serikat 

ekonomi regional. Dalam konteks ini, negara-negara yang tergabung dalam suatu blok 

perdagangan diperbolehkan untuk memberikan tarif khusus atau keistimewaan perdagangan 

kepada sesama anggota tanpa harus menerapkannya kepada negara lain. Selain itu, negara 

berkembang dan negara kurang berkembang (Least Developed Countries/LDCs) juga sering 
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diberikan perlakuan istimewa dalam perdagangan internasional melalui skema seperti 

Generalized System of Preferences (GSP).  

Uni Eropa dan Amerika Serikat, misalnya, memberikan tarif impor lebih rendah untuk 

beberapa produk dari negara-negara berkembang guna membantu pertumbuhan ekonomi 

mereka. Pengecualian lainnya terkait dengan keamanan nasional dan kesehatan masyarakat. 

WTO memungkinkan negara-negara untuk membatasi perdagangan jika diperlukan untuk 

melindungi kepentingan nasional, misalnya melalui larangan ekspor atau pembatasan impor 

terhadap barang-barang yang dianggap berbahaya bagi kesehatan atau lingkungan. Dengan 

adanya pengecualian ini, menarik untuk dikaji lebih dalam bagaimana batasan antara 

pengecualian yang sah dan penyalahgunaan kebijakan proteksionisme dalam perdagangan 

global. 

Perbandingan antara Perdagangan Multilateral dan Regional dalam Konteks Non-

Diskriminasi 

Sistem perdagangan internasional dapat dibagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu 

perdagangan multilateral dan perdagangan regional. Pendekatan multilateral melibatkan 

semua negara anggota WTO dan menerapkan prinsip MFN secara luas, sehingga menciptakan 

sistem perdagangan yang lebih universal dan terbuka. Di sisi lain, perdagangan regional 

cenderung mengutamakan hubungan perdagangan yang lebih eksklusif di antara negara-

negara dalam suatu blok ekonomi, seperti Uni Eropa (UE), ASEAN, atau NAFTA/USMCA. 

Dalam beberapa kasus, perdagangan regional dapat bertentangan dengan prinsip 

MFN, karena negara anggota suatu blok diberikan perlakuan istimewa yang tidak diberikan 

kepada negara lain di luar blok tersebut. Hal ini memunculkan perdebatan mengenai apakah 

sistem perdagangan regional benar-benar mendukung liberalisasi perdagangan atau justru 

menciptakan diskriminasi dalam perdagangan global. Dari perbandingan ini, dapat dikaji lebih 

lanjut mengenai efektivitas kedua sistem dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global, 

serta bagaimana perjanjian perdagangan regional dapat tetap sesuai dengan prinsip non-

diskriminasi dalam WTO. 

Tantangan dalam Penerapan MFN dan National Treatment 

Meskipun prinsip MFN dan National Treatment telah menjadi dasar dalam sistem 

perdagangan global, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu 

tantangan utama adalah kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh beberapa negara. 

Dalam beberapa kasus, negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China menerapkan 

tarif atau kebijakan perdagangan yang memberikan perlakuan khusus kepada sektor industri 

domestik mereka, yang bertentangan dengan prinsip MFN.  

Selain itu, banyak negara masih menerapkan hambatan non-tarif, seperti regulasi 

teknis, kebijakan subsidi, dan standar kesehatan yang secara tidak langsung menghambat 

akses produk asing ke pasar mereka. Hambatan ini sering kali digunakan sebagai cara untuk 

melindungi industri dalam negeri tanpa secara langsung melanggar aturan MFN dan National 

Treatment. Tantangan lainnya adalah kurangnya mekanisme penegakan yang efektif dalam 

WTO. Meskipun WTO memiliki sistem penyelesaian sengketa, tidak semua negara mampu 
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memanfaatkan mekanisme ini dengan efektif, terutama negara berkembang yang memiliki 

keterbatasan dalam aspek hukum dan diplomasi perdagangan.  

Masa Depan Prinsip Non-Diskriminasi dalam Dinamika Perdagangan Global 

Dengan semakin berkembangnya perdagangan digital dan teknologi, muncul 

pertanyaan mengenai bagaimana prinsip MFN dan National Treatment dapat diterapkan 

dalam perdagangan digital dan e-commerce internasional. Banyak negara kini mulai 

menerapkan kebijakan perpajakan yang berbeda untuk produk digital dibandingkan produk 

fisik, yang dapat memicu tantangan baru dalam prinsip non-diskriminasi. 

Selain itu, dalam menghadapi perubahan iklim dan isu keberlanjutan, beberapa negara 

mulai menerapkan kebijakan perdagangan berbasis lingkungan, seperti Carbon Border 

Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa, yang mengenakan pajak tambahan pada barang 

yang diproduksi dengan tingkat emisi karbon tinggi. Kebijakan seperti ini dapat berbenturan 

dengan prinsip MFN dan National Treatment, sehingga memunculkan perdebatan mengenai 

bagaimana prinsip non-diskriminasi dapat beradaptasi dengan tren kebijakan global yang 

semakin kompleks. Dengan perubahan ini, sangat penting untuk mengkaji bagaimana MFN 

dan National Treatment dapat terus relevan dan fleksibel dalam menghadapi tantangan 

ekonomi modern. 

 

8.3 ISU SUBSIDI, DUMPING, DAN TINDAKAN BALASAN  

Dalam perdagangan internasional, isu subsidi, dumping, dan tindakan balasan 
merupakan tiga aspek penting yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi suatu negara dalam 
menjaga keseimbangan pasar global. Subsidi adalah bantuan keuangan atau insentif yang 
diberikan oleh pemerintah kepada industri atau produsen dalam negeri dengan tujuan untuk 
meningkatkan daya saing produk mereka di pasar internasional. Subsidi dapat berupa bantuan 
langsung, pemotongan pajak, kredit berbunga rendah, atau dukungan lain yang bertujuan 
untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan ekspor. Meskipun subsidi dapat 
membantu pertumbuhan industri domestik, dalam beberapa kasus, hal ini dapat 
menyebabkan distorsi dalam perdagangan global, di mana produk yang disubsidi dapat dijual 
dengan harga lebih murah dibandingkan dengan produk dari negara lain yang tidak 
mendapatkan dukungan serupa. 

Sementara itu, dumping adalah praktik menjual produk di pasar internasional dengan 
harga yang lebih rendah daripada harga jual di pasar domestik atau bahkan lebih rendah dari 
biaya produksinya. Dumping sering digunakan oleh perusahaan atau negara tertentu untuk 
memperoleh pangsa pasar yang lebih besar dan mengeliminasi pesaing di negara tujuan 
ekspor. Meskipun konsumen mungkin mendapatkan manfaat dari harga yang lebih rendah, 
praktik dumping dapat merugikan industri dalam negeri negara importir karena mereka tidak 
mampu bersaing dengan harga yang sangat murah tersebut. Oleh karena itu, banyak negara 
menganggap dumping sebagai bentuk persaingan tidak sehat yang dapat merusak industri 
lokal dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 

Untuk mengatasi dampak negatif dari subsidi dan dumping, negara-negara sering 
menerapkan tindakan balasan (countervailing measures) sebagai bentuk perlindungan 
terhadap industri domestik. Tindakan ini dapat berupa pengenaan bea masuk anti-dumping 
(anti-dumping duties), tarif balasan terhadap produk yang disubsidi, atau kebijakan protektif 
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lainnya yang bertujuan untuk menyeimbangkan kembali persaingan di pasar domestik. 
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memiliki regulasi yang mengatur penggunaan tindakan 
balasan ini agar tidak disalahgunakan sebagai bentuk proteksionisme yang berlebihan. 

Tujuan utama dari regulasi mengenai subsidi, dumping, dan tindakan balasan adalah 
untuk menciptakan perdagangan internasional yang lebih adil dan seimbang. Regulasi ini 
bertujuan untuk mencegah praktik perdagangan yang merugikan negara lain, memastikan 
bahwa persaingan di pasar global berlangsung dengan transparan, serta melindungi industri 
dalam negeri dari dampak praktik dagang yang tidak sehat. Dengan adanya mekanisme 
pemantauan dan penyelesaian sengketa dalam WTO, negara-negara diharapkan dapat 
mengelola subsidi dan dumping dengan lebih bertanggung jawab, serta menerapkan tindakan 
balasan secara proporsional dan sesuai dengan aturan internasional. 
Jenis dan Dampak Subsidi dalam Perdagangan Internasional 

Subsidi dalam perdagangan internasional adalah bantuan atau insentif finansial yang 
diberikan oleh pemerintah kepada industri domestik dengan tujuan untuk meningkatkan daya 
saing produk dalam negeri, mendorong ekspor, serta memperkuat sektor-sektor tertentu 
dalam perekonomian. Subsidi dapat berbentuk bantuan langsung berupa uang, pemotongan 
pajak, pinjaman berbunga rendah, atau keringanan biaya produksi. Pemberian subsidi 
bertujuan untuk melindungi produsen domestik dari tekanan persaingan global serta untuk 
mengembangkan industri strategis yang dianggap penting bagi perekonomian suatu negara. 
Meskipun subsidi dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri, 
kebijakan ini juga sering kali menimbulkan kontroversi dalam perdagangan internasional 
karena dapat mengganggu keseimbangan pasar, menciptakan persaingan yang tidak sehat, 
dan merugikan negara lain. Oleh karena itu, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengatur 
pemberian subsidi melalui perjanjian internasional untuk memastikan bahwa subsidi tidak 
digunakan secara berlebihan sehingga merugikan perdagangan global. 
Jenis-Jenis Subsidi dalam Perdagangan Internasional 

Subsidi dalam perdagangan internasional dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis 
berdasarkan tujuan dan bentuknya. Berikut adalah jenis-jenis subsidi yang umum digunakan: 
Subsidi Ekspor 

Subsidi ekspor adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan 
yang mengekspor produknya ke luar negeri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing 
produk domestik di pasar internasional dengan menurunkan biaya produksi atau memberikan 
insentif kepada eksportir.  
Contoh subsidi ekspor meliputi: 

• Pembebasan pajak ekspor untuk barang tertentu. 

• Dukungan keuangan langsung kepada eksportir agar dapat menjual barang mereka 
dengan harga lebih murah di luar negeri. 

• Program promosi ekspor yang didanai oleh pemerintah untuk membantu perusahaan 
dalam memperluas pasar luar negeri. 

Subsidi ekspor sering kali dianggap melanggar prinsip perdagangan bebas karena memberikan 
keuntungan yang tidak adil bagi perusahaan yang menerima bantuan tersebut. Akibatnya, 
WTO melarang subsidi ekspor dalam sektor manufaktur karena dianggap sebagai bentuk 
persaingan tidak sehat. Namun, dalam beberapa kasus, subsidi ekspor masih diperbolehkan, 
terutama dalam sektor pertanian, di mana banyak negara masih memberikan subsidi besar 
kepada petani mereka untuk menjaga ketahanan pangan. 
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Subsidi Produksi 
Subsidi produksi diberikan kepada produsen dalam negeri menurunkan biaya produksi 

dan meningkatkan output industri. Subsidi untuk membantu mereka ini sering digunakan 
untuk mendukung industri strategis, seperti pertanian, manufaktur, energi, dan teknologi. 
Contoh subsidi produksi meliputi: 

• Bantuan keuangan untuk petani guna membeli pupuk, benih, atau alat pertanian. 

• Dukungan teknologi bagi perusahaan manufaktur untuk meningkatkan efisiensi 
produksi. 

• Subsidi bahan baku agar produsen dapat memperoleh bahan baku dengan harga yang 
lebih murah. 

Subsidi produksi memiliki efek langsung terhadap industri dalam negeri, terutama dalam 
menjaga stabilitas harga dan meningkatkan daya saing produk lokal. Namun, subsidi ini juga 
dapat menimbulkan persaingan tidak adil di pasar internasional, terutama jika produk yang 
disubsidi dijual lebih murah dibandingkan produk yang dihasilkan tanpa bantuan subsidi. 
Subsidi Langsung 

Subsidi langsung adalah bantuan keuangan yang diberikan secara langsung oleh 
pemerintah kepada perusahaan atau individu dalam bentuk dana tunai atau insentif fiskal. 
Contoh subsidi langsung meliputi: 

• Bantuan keuangan bagi industri energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan 
pada bahan bakar fosil.  

• Program insentif bagi industri otomotif untuk memproduksi kendaraan listrik dengan 
harga lebih murah. 

Subsidi langsung sering kali mendorong inovasi dan pertumbuhan sektor tertentu, tetapi juga 
dapat menyebabkan distorsi pasar jika diterapkan secara berlebihan. Oleh karena itu, dalam 
perdagangan internasional, subsidi langsung harus disesuaikan dengan regulasi WTO agar 
tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat. 
Subsidi Tidak Langsung 

Subsidi tidak langsung adalah bentuk dukungan yang tidak berupa dana tunai tetapi 
dalam bentuk fasilitas, kebijakan, atau perlindungan hukum yang memberikan keuntungan 
bagi industri tertentu. Contoh subsidi tidak langsung meliputi: 

• Pemberian lahan gratis atau murah bagi perusahaan yang ingin membangun pabrik 
atau pusat produksi. 

• Penyediaan infrastruktur gratis, seperti jalan raya, pelabuhan, atau listrik, yang 
mendukung industri tertentu. 

• Regulasi khusus yang menguntungkan sektor tertentu, misalnya keringanan pajak 
selama beberapa tahun bagi investor asing yang mendirikan industri di suatu negara. 
Subsidi tidak langsung sering kali lebih sulit untuk diidentifikasi dibandingkan dengan 
subsidi langsung, tetapi efeknya terhadap perdagangan internasional tetap signifikan. 

 
Dampak Subsidi dalam Perdagangan Internasional 

Subsidi dalam perdagangan internasional memiliki dampak positif maupun negatif, 
tergantung pada bagaimana kebijakan ini diterapkan dan diatur. 
Dampak Positif Subsidi 
Subsidi dapat memberikan banyak manfaat bagi perekonomian suatu negara, di antaranya: 
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• Meningkatkan daya saing industri dalam negeri dengan membantu perusahaan 
mengurangi biaya produksi. 

• Menciptakan lapangan kerja karena subsidi memungkinkan perusahaan untuk 
memperluas operasi mereka. 

• Meningkatkan ekspor dengan memberikan insentif kepada perusahaan untuk 
menembus pasar luar negeri. 

• Meningkatkan inovasi dan teknologi, terutama dalam industri yang membutuhkan 
investasi besar, seperti energi terbarukan dan manufaktur teknologi tinggi. 

• Menjaga stabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok, terutama dalam sektor 
pertanian, sehingga dapat melindungi konsumen domestik dari fluktuasi harga global. 

Dampak Negatif Subsidi 
Namun, subsidi juga memiliki dampak negatif dalam perdagangan internasional jika 

tidak dikelola dengan baik: 

• Distorsi pasar global, di mana produk yang disubsidi dijual dengan harga lebih murah 
dibandingkan produk dari negara lain yang tidak mendapatkan subsidi, sehingga 
menciptakan ketidakseimbangan perdagangan. 

• Meningkatkan proteksionisme, karena subsidi dapat digunakan sebagai alat untuk 
melindungi industri dalam negeri dari persaingan luar, yang bertentangan dengan 
prinsip perdagangan bebas. 

• Memicu perang dagang, karena negara lain yang merasa dirugikan oleh subsidi dapat 
menerapkan tarif balasan atau tindakan anti-subsidi. 

• Membebani anggaran negara, karena subsidi membutuhkan dana besar yang berasal 
dari pajak, yang dalam jangka panjang dapat menjadi beban fiskal jika tidak dikelola 
dengan efisien. 

• Menghambat efisiensi dan inovasi, terutama jika subsidi diberikan dalam jangka 
panjang tanpa dorongan untuk meningkatkan daya saing secara mandiri. 

 
Strategi dan Dampak Dumping terhadap Ekonomi Suatu Negara 

Dumping merupakan strategi perdagangan yang digunakan oleh suatu negara atau 

perusahaan untuk mendominasi pasar internasional dengan menjual produknya di luar negeri 

dengan harga yang lebih rendah dibandingkan di pasar domestik, bahkan terkadang lebih 

rendah dari biaya produksinya. Strategi ini umumnya digunakan untuk menarik pelanggan, 

meningkatkan pangsa pasar, dan dalam beberapa kasus, mengeliminasi pesaing di negara 

tujuan ekspor. Dumping sering kali menjadi perdebatan dalam perdagangan internasional 

karena meskipun dapat menguntungkan konsumen dengan harga produk yang lebih murah, 

praktik ini juga dapat menghancurkan industri lokal yang tidak mampu bersaing dengan harga 

rendah yang tidak wajar. Dalam penerapannya, terdapat beberapa jenis dumping yang 

digunakan oleh negara atau perusahaan untuk menguasai pasar internasional.  

Dumping predatori terjadi ketika suatu perusahaan menjual produknya dengan harga 

sangat rendah dalam jangka waktu tertentu guna menghilangkan pesaing di pasar tujuan. 

Setelah pesaing mengalami kebangkrutan dan pasar didominasi oleh perusahaan yang 

melakukan dumping, harga produk kemudian dinaikkan kembali untuk mendapatkan 

keuntungan besar. Sementara itu, dumping persisten adalah strategi di mana suatu 
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perusahaan secara terus-menerus menjual produknya di luar negeri dengan harga lebih murah 

dibandingkan di pasar domestiknya, sering kali dengan memanfaatkan efisiensi produksi 

dalam skala besar. Di sisi lain, dumping sporadis dilakukan dalam situasi tertentu, misalnya 

ketika suatu negara atau perusahaan mengalami kelebihan produksi dan ingin menghabiskan 

stok barangnya dengan cepat untuk menghindari kerugian akibat penumpukan barang. 

Strategi dumping dalam perdagangan internasional sering kali melibatkan berbagai 

langkah yang dirancang untuk memperkuat posisi eksportir di pasar luar negeri. Salah satu 

strategi utama adalah menargetkan pasar negara berkembang, di mana industri lokal sering 

kali belum cukup kuat untuk bersaing dengan produk impor berharga murah. Dengan harga 

yang lebih rendah, eksportir dapat menarik perhatian konsumen dan secara perlahan 

mendominasi pasar. Selain itu, dumping juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan skala 

ekonomi, di mana perusahaan dengan kapasitas produksi tinggi dapat menekan biaya per unit 

produk sehingga mereka tetap mendapatkan keuntungan meskipun menjual dengan harga 

murah. Beberapa negara bahkan memberikan subsidi kepada eksportir mereka dalam bentuk 

bantuan keuangan, pemotongan pajak, atau pinjaman berbunga rendah, sehingga perusahaan 

dapat terus menekan harga produknya di pasar luar negeri tanpa mengalami kerugian besar. 

Selain itu, dalam beberapa kasus, dumping juga digunakan sebagai alat diplomasi ekonomi, di 

mana negara eksportir sengaja menjual produknya dengan harga rendah untuk menciptakan 

ketergantungan pada produk mereka, yang pada akhirnya dapat memberikan keuntungan 

strategis dalam hubungan perdagangan dan politik internasional. 

Dampak dumping terhadap ekonomi suatu negara dapat bersifat positif maupun 

negatif, tergantung dari perspektif yang digunakan. Dari sisi konsumen, dumping dapat 

memberikan manfaat berupa harga produk yang lebih murah, sehingga meningkatkan daya 

beli masyarakat dan mengurangi tekanan inflasi. Dalam beberapa sektor, dumping juga dapat 

memberikan akses yang lebih luas terhadap teknologi dan inovasi, terutama jika produk yang 

dijual dengan harga murah berasal dari industri berteknologi tinggi seperti elektronik dan 

otomotif. Namun, manfaat ini sering kali hanya bersifat sementara dan dalam jangka panjang 

dapat menimbulkan dampak negatif yang jauh lebih besar terhadap perekonomian negara 

tujuan dumping.  

Dampak negatif yang paling signifikan dari dumping adalah hancurnya industri lokal 

akibat ketidakmampuan produsen dalam negeri untuk bersaing dengan harga rendah yang 

ditawarkan oleh produk impor. Ketika produk domestik tidak dapat bersaing, banyak 

perusahaan lokal yang akhirnya gulung tikar, menyebabkan meningkatnya angka 

pengangguran karena pekerja kehilangan pekerjaan mereka. Selain itu, dumping dapat 

menciptakan ketergantungan pada produk impor, di mana suatu negara kehilangan 

kemampuan untuk memproduksi sendiri barang-barang tertentu karena industri lokalnya 

telah mati. Ketergantungan ini dapat menjadi masalah besar dalam jangka panjang, terutama 

jika eksportir yang melakukan dumping kemudian menaikkan harga setelah berhasil 

menguasai pasar. 
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Selain dampak langsung terhadap industri dan tenaga kerja, dumping juga dapat 

memicu perang dagang dan kebijakan proteksionisme. Negara yang merasa dirugikan oleh 

dumping sering kali merespons dengan menerapkan tarif anti-dumping atau tindakan balasan 

lain, yang pada akhirnya dapat memperburuk hubungan perdagangan antar negara. Kebijakan 

proteksi yang diterapkan untuk melindungi industri dalam negeri juga dapat berdampak pada 

kenaikan harga barang, yang pada akhirnya merugikan konsumen. Dalam skala yang lebih luas, 

dumping juga dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam perdagangan global dan 

memperburuk ketegangan ekonomi antara negara-negara besar. Secara keseluruhan, dumping 

adalah strategi perdagangan yang memiliki implikasi luas bagi ekonomi global. Meskipun 

dalam jangka pendek dapat memberikan manfaat bagi konsumen, dalam jangka panjang 

dampaknya terhadap industri lokal, lapangan kerja, dan stabilitas ekonomi suatu negara dapat 

sangat merugikan. Oleh karena itu, regulasi anti-dumping yang ketat serta kebijakan 

perdagangan yang adil sangat diperlukan untuk mencegah praktik dumping yang merusak dan 

memastikan bahwa perdagangan internasional berlangsung dalam kondisi yang lebih sehat 

dan berkelanjutan. 

Mekanisme Anti-Dumping dan Tindakan Balasan dalam WTO 
Untuk mengatasi praktik dumping dan subsidi yang merugikan industri domestik suatu 

negara, World Trade Organization (WTO) menyediakan mekanisme anti-dumping dan tindakan 
balasan (countervailing measures) sebagai bagian dari regulasi perdagangan internasional. 
Mekanisme ini memungkinkan suatu negara untuk menerapkan bea masuk anti-dumping 
(anti-dumping duties) jika terbukti bahwa suatu produk dijual di bawah harga pasar wajar dan 
menyebabkan kerugian ekonomi bagi produsen dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk 
menciptakan perdagangan yang lebih adil serta mencegah persaingan tidak sehat yang dapat 
menghambat pertumbuhan industri di negara tujuan dumping. 

Namun, penerapan mekanisme anti-dumping harus mematuhi prosedur ketat yang 
telah ditetapkan oleh WTO agar tidak disalahgunakan sebagai alat proteksionisme yang 
berlebihan. Negara yang merasa dirugikan akibat dumping harus melakukan penyelidikan 
resmi dan memberikan bukti yang kuat bahwa praktik dumping atau subsidi telah mengganggu 
pasar domestik mereka. Proses penyelidikan ini melibatkan analisis harga ekspor dibandingkan 
dengan harga domestik di negara eksportir, dampak terhadap industri dalam negeri, serta 
penentuan besaran kerugian yang ditimbulkan. Jika terbukti bahwa dumping menyebabkan 
dampak negatif yang signifikan, negara yang terkena dampak diperbolehkan untuk 
menerapkan tarif tambahan atau bea masuk anti-dumping terhadap produk tersebut. 

Meskipun WTO memperbolehkan tindakan balasan terhadap dumping, regulasi yang 
ditetapkan juga menekankan bahwa langkah-langkah ini harus proporsional dan transparan. 
Artinya, negara tidak boleh menerapkan tarif yang terlalu tinggi atau menciptakan hambatan 
perdagangan yang berlebihan, karena hal ini dapat memperburuk hubungan ekonomi antar 
negara dan berpotensi menimbulkan perang dagang. Oleh karena itu, WTO juga memiliki 
Dispute Settlement Mechanism (DSM) yang berfungsi untuk menangani sengketa 
perdagangan yang muncul akibat penerapan kebijakan anti-dumping, sehingga setiap negara 
memiliki jalur hukum untuk menyelesaikan perselisihan secara adil. 

Selain mekanisme yang diatur oleh WTO, banyak negara memiliki kebijakan nasional 
dalam menerapkan tindakan anti-dumping untuk melindungi industri domestik mereka. 
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Amerika Serikat, Uni Eropa, dan China adalah contoh negara yang memiliki regulasi ketat 
dalam menghadapi dumping. Amerika Serikat sering kali menerapkan tarif tambahan terhadap 
produk yang dianggap dijual dengan harga dumping, terutama dalam sektor baja dan 
manufaktur. Sementara itu, Uni Eropa memiliki mekanisme investigasi yang detail untuk 
menilai dampak dumping sebelum menerapkan kebijakan tarif balasan. China juga telah 
meningkatkan kebijakan perlindungan pasar domestiknya dengan menerapkan aturan ketat 
terhadap produk impor yang dianggap sebagai hasil dumping dari negara lain. 

Secara keseluruhan, mekanisme anti-dumping dan tindakan balasan dalam WTO 
bertujuan untuk menjaga keseimbangan perdagangan global dengan memberikan 
perlindungan kepada negara yang terdampak dumping, tetapi tetap menghindari praktik 
proteksionisme yang berlebihan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan sistem penyelesaian 
sengketa yang efektif, diharapkan perdagangan internasional dapat berlangsung secara adil, 
kompetitif, dan berkelanjutan, tanpa adanya distorsi pasar akibat praktik dumping yang 
merugikan. 
Kasus-Kasus Dumping dan Subsidi yang Pernah Terjadi di Dunia  

Dalam sejarah perdagangan internasional, berbagai kasus dumping dan subsidi telah 
menjadi pemicu konflik perdagangan antar negara. Salah satu kasus dumping paling terkenal 
adalah kasus baja China, di mana China dituduh menjual baja dengan harga yang jauh lebih 
murah dibandingkan harga produksi di pasar global. Praktik ini menyebabkan banyak 
perusahaan baja di Amerika Serikat dan Uni Eropa mengalami kebangkrutan karena mereka 
tidak mampu bersaing dengan harga yang sangat rendah tersebut. Amerika Serikat dan Uni 
Eropa kemudian menerapkan tarif anti-dumping terhadap produk baja China untuk 
melindungi industri domestik mereka. Namun, kebijakan ini memicu ketegangan perdagangan 
antara China dan negara-negara Barat, yang berujung pada serangkaian perselisihan dagang di 
WTO. Selain kasus dumping, subsidi pertanian juga menjadi salah satu isu perdagangan yang 
terus diperdebatkan. Uni Eropa dan Amerika Serikat dikenal sebagai negara yang memberikan 
subsidi besar-besaran kepada sektor pertanian mereka, yang bertujuan untuk mendukung 
petani domestik dan menjaga ketahanan pangan.  

Melalui kebijakan seperti Common Agricultural Policy (CAP) di Uni Eropa dan Farm Bill 
di Amerika Serikat, petani di kedua wilayah ini menerima bantuan dalam bentuk subsidi 
langsung, pemotongan pajak, serta harga minimum untuk hasil pertanian mereka. Akibatnya, 
harga produk pertanian dari negara-negara maju ini menjadi jauh lebih murah dibandingkan 
dengan produk pertanian dari negara berkembang yang tidak memiliki skema subsidi yang 
sebanding. Dampak dari subsidi pertanian ini sangat dirasakan oleh negara-negara 
berkembang di Afrika, Amerika Latin, dan Asia, di mana petani lokal kesulitan untuk bersaing 
di pasar internasional. Misalnya, dalam kasus ekspor kapas dari Mali dan Burkina Faso, petani 
di negara-negara ini mengalami kerugian besar akibat kebijakan subsidi kapas di Amerika 
Serikat, yang menyebabkan harga kapas global jatuh. Organisasi perdagangan internasional, 
termasuk WTO, telah berulang kali mencoba menengahi perdebatan ini dan mendorong 
pengurangan subsidi pertanian agar persaingan di pasar global menjadi lebih adil.  

Dengan menganalisis berbagai kasus dumping dan subsidi ini, kita dapat memahami 
bagaimana kebijakan perdagangan suatu negara dapat mempengaruhi ekonomi global. Selain 
itu, kasus-kasus ini juga menunjukkan bagaimana negara-negara menggunakan regulasi 
perdagangan dan tindakan balasan untuk melindungi industri mereka dari dampak persaingan 
yang tidak sehat. Ke depan, tantangan utama bagi sistem perdagangan internasional adalah 
bagaimana memastikan bahwa kebijakan subsidi dan dumping tidak digunakan secara 
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berlebihan serta bagaimana WTO dapat memainkan peran lebih besar dalam menciptakan 
keseimbangan antara perlindungan industri domestik dan persaingan yang adil di pasar global. 
Perbandingan Kebijakan Subsidi dan Anti-Dumping di Berbagai Negara 

Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda dalam menangani isu subsidi dan 
dumping, tergantung pada kondisi ekonomi, prioritas industri, serta strategi perdagangan 
mereka. Amerika Serikat (AS) dikenal sebagai negara yang memiliki kebijakan perdagangan 
yang sangat protektif. Pemerintah AS sering kali mengenakan tarif tambahan atau sanksi 
perdagangan terhadap negara yang dianggap melakukan dumping atau memberikan subsidi 
besar kepada industrinya. Pendekatan ini bertujuan untuk melindungi produsen dalam negeri 
dari persaingan harga yang tidak adil serta memastikan industri lokal tetap kuat. Misalnya, 
dalam beberapa tahun terakhir, AS telah menerapkan tarif tinggi pada baja dan aluminium dari 
China serta produk otomotif dari Uni Eropa, dengan alasan bahwa produk tersebut dijual 
dengan harga lebih murah karena adanya subsidi atau praktik dumping.  

Di sisi lain, Uni Eropa (UE) memiliki pendekatan yang lebih mengandalkan mekanisme 
hukum internasional dalam menangani kasus dumping dan subsidi. UE lebih banyak 
menggunakan mekanisme Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk menyelesaikan 
perselisihan perdagangan dan lebih menekankan pada negosiasi diplomatik dibandingkan 
menerapkan kebijakan protektif yang terlalu ketat. Uni Eropa juga memiliki aturan ketat 
mengenai pemberian subsidi, terutama dalam sektor pertanian dan energi terbarukan, untuk 
memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak menciptakan distorsi perdagangan yang 
berlebihan. Meskipun demikian, UE masih menghadapi kritik karena tetap memberikan 
subsidi besar kepada petani mereka melalui Common Agricultural Policy (CAP), yang sering kali 
dianggap merugikan petani di negara berkembang.  

Sementara itu, China dan India sering kali menjadi sorotan dalam isu dumping dan 
subsidi. China, sebagai salah satu eksportir terbesar di dunia, sering dituduh melakukan 
dumping dalam sektor baja, tekstil, dan elektronik, terutama oleh negara-negara Barat. China 
juga dikenal memiliki kebijakan subsidi yang kuat untuk mendukung industri manufaktur, 
teknologi, dan pertanian, yang memungkinkan mereka untuk menekan biaya produksi dan 
menjual barang dengan harga lebih murah di pasar global. Dalam beberapa kasus, kebijakan 
ini memicu perang dagang dengan negara-negara lain, seperti yang terjadi antara China dan 
Amerika Serikat, di mana kedua negara saling menerapkan tarif balasan atas produk impor 
satu sama lain. India, di sisi lain, memiliki kebijakan subsidi yang cukup besar dalam sektor 
pertanian dan energi, tetapi sering kali menghadapi tuduhan dumping dalam perdagangan 
produk tekstil dan baja.  

India juga aktif dalam menggunakan mekanisme WTO untuk mengajukan keluhan 
terhadap negara-negara yang dianggap memberikan subsidi besar kepada industri mereka, 
terutama terkait kebijakan subsidi pertanian di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Perbandingan 
kebijakan antara negara-negara ini menunjukkan bagaimana setiap negara menyesuaikan 
strategi perdagangan mereka untuk menghadapi tantangan global, baik dengan menerapkan 
kebijakan protektif seperti AS, menggunakan pendekatan diplomatik seperti Uni Eropa, atau 
memanfaatkan subsidi untuk memperkuat industri dalam negeri seperti China dan India. 
Dampak Subsidi dan Dumping terhadap Negara Berkembang 

Negara berkembang sering kali menjadi korban dari praktik subsidi dan dumping yang 
dilakukan oleh negara-negara maju. Ketika negara maju memberikan subsidi besar kepada 
industri mereka, produk-produk dari negara tersebut menjadi jauh lebih murah di pasar global, 
yang membuat produk dari negara berkembang menjadi kurang kompetitif. Hal ini dapat 
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menghambat pertumbuhan industri dalam negeri negara berkembang karena mereka 
kesulitan bersaing dengan harga yang telah ditekan oleh subsidi. Salah satu sektor yang paling 
terdampak adalah sektor pertanian. Negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa 
memberikan subsidi besar kepada petani mereka, sehingga produk pertanian mereka dapat 
dijual dengan harga yang lebih rendah di pasar internasional.  

Akibatnya, petani di negara berkembang, yang tidak mendapatkan subsidi serupa, tidak 
mampu menjual hasil panennya dengan harga bersaing. Hal ini menyebabkan kerugian besar 
bagi sektor pertanian di negara berkembang, yang seharusnya menjadi salah satu sumber 
utama pendapatan dan ketahanan pangan mereka. Selain itu, negara berkembang juga sering 
kali tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mengajukan keluhan ke WTO atau menerapkan 
tindakan balasan terhadap praktik dumping. Proses pengajuan kasus di WTO membutuhkan 
sumber daya hukum, diplomasi, dan keuangan yang besar, yang sering kali sulit diakses oleh 
negara berkembang. Akibatnya, mereka lebih sering menjadi pihak yang dirugikan dalam 
sistem perdagangan global tanpa memiliki banyak pilihan untuk melindungi industri 
domestiknya.  

Dampak lainnya adalah meningkatnya ketergantungan negara berkembang pada 
produk impor. Ketika barang dari negara maju masuk dengan harga lebih murah akibat 
dumping atau subsidi, banyak konsumen di negara berkembang lebih memilih membeli 
produk impor daripada produk lokal. Hal ini tidak hanya melemahkan industri dalam negeri, 
tetapi juga meningkatkan ketergantungan ekonomi terhadap negara eksportir, yang dalam 
jangka panjang dapat mengurangi kemandirian ekonomi negara berkembang. Oleh karena itu, 
diperlukan kebijakan perdagangan yang lebih adil serta kerja sama internasional untuk 
memastikan bahwa negara berkembang dapat berpartisipasi secara lebih setara dalam 
perdagangan global. 
Kontroversi dan Perdebatan dalam Penerapan Kebijakan Tindakan Balasan 

Penerapan kebijakan tindakan balasan seperti bea masuk anti-dumping atau tarif 
pembalasan sering kali menjadi kontroversi dalam hubungan perdagangan internasional. 
Beberapa negara menggunakan tindakan ini sebagai alat proteksionisme terselubung, di mana 
mereka menuduh negara lain melakukan dumping atau memberikan subsidi tanpa bukti yang 
cukup, hanya untuk melindungi industri dalam negeri mereka dari persaingan global. Salah 
satu contoh kontroversial dalam kebijakan tindakan balasan adalah perang dagang antara 
Amerika Serikat dan China.  

Amerika Serikat menuduh China melakukan dumping dan memberikan subsidi besar 
kepada industri mereka, terutama dalam sektor baja, aluminium, dan teknologi, sehingga AS 
mengenakan tarif tambahan pada berbagai produk impor dari China. Sebagai balasan, China 
juga menerapkan tarif tinggi pada barang-barang dari AS, seperti produk pertanian dan 
otomotif. Perang dagang ini tidak hanya berdampak pada kedua negara, tetapi juga 
mengguncang ekonomi global, menyebabkan ketidakpastian dalam perdagangan 
internasional dan memperlambat pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Selain itu, Uni 
Eropa juga sering menghadapi perdebatan dalam penerapan kebijakan anti-dumping dan 
subsidi pertanian.  

Banyak negara berkembang yang mengajukan keluhan bahwa Uni Eropa memberikan 
subsidi besar kepada petani mereka melalui Common Agricultural Policy (CAP), yang membuat 
harga produk pertanian Uni Eropa lebih murah dibandingkan produk pertanian dari negara 
berkembang. Hal ini menimbulkan ketegangan dalam perundingan perdagangan internasional, 
terutama dalam Putaran Doha di WTO, di mana negara berkembang menuntut pengurangan 
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subsidi pertanian oleh negara maju. Perdebatan lainnya muncul dalam kasus di mana negara 
maju menerapkan tarif anti-dumping terhadap negara berkembang, tetapi negara 
berkembang tidak memiliki kemampuan untuk membalas dengan kebijakan serupa. Dalam 
beberapa kasus, tarif anti-dumping justru digunakan sebagai bentuk persaingan geopolitik dan 
ekonomi, bukan semata-mata untuk menegakkan perdagangan yang adil.  

Oleh karena itu, kebijakan tindakan balasan harus diterapkan secara adil dan 
transparan untuk menghindari penyalahgunaan yang dapat merugikan perdagangan global. 
Regulasi WTO telah menetapkan prosedur yang jelas dalam menangani kasus dumping dan 
subsidi, tetapi dalam praktiknya, masih banyak tantangan dalam penerapan kebijakan ini. 
Diperlukan kerja sama internasional yang lebih kuat serta mekanisme penyelesaian sengketa 
yang lebih efisien agar tindakan balasan benar-benar digunakan untuk menciptakan 
perdagangan yang adil, bukan sebagai alat proteksionisme terselubung. 
Kesimpulan 

Setiap negara memiliki strategi yang berbeda dalam menangani subsidi dan dumping, 
tergantung pada kepentingan ekonomi mereka. Amerika Serikat lebih protektif, Uni Eropa 
mengandalkan mekanisme WTO, sedangkan China dan India menggunakan subsidi untuk 
memperkuat industri domestik mereka. Sayangnya, negara berkembang sering menjadi pihak 
yang dirugikan karena tidak mampu bersaing dengan produk subsidi dari negara maju dan 
tidak memiliki kapasitas untuk membalas dengan tindakan anti-dumping. Penerapan kebijakan 
tindakan balasan juga masih menjadi topik kontroversial, di mana beberapa negara 
menggunakannya sebagai senjata ekonomi daripada sebagai alat perdagangan yang adil. Oleh 
karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem perdagangan global untuk memastikan bahwa 
kebijakan subsidi, dumping, dan tindakan balasan diterapkan secara transparan dan tidak 
merugikan negara-negara dengan ekonomi yang lebih lemah. 
 
8.4 REFORMASI WTO DI ERA PROTEKSIONISME 

Reformasi World Trade Organization (WTO) di era proteksionisme merupakan upaya 

untuk menyesuaikan dan memperbaiki sistem perdagangan global agar tetap relevan dalam 

menghadapi tantangan baru yang muncul akibat meningkatnya kebijakan proteksionisme di 

berbagai negara. WTO, yang didirikan pada tahun 1995 sebagai penerus General Agreement 

on Tariffs and Trade (GATT), memiliki peran utama dalam mengawasi, mengatur, dan 

menyelesaikan sengketa perdagangan internasional. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, 

WTO menghadapi berbagai tantangan, termasuk melemahnya sistem perdagangan 

multilateral, kebuntuan dalam negosiasi perdagangan, serta meningkatnya kebijakan 

proteksionisme yang diterapkan oleh beberapa negara besar seperti Amerika Serikat dan 

China.  

Era proteksionisme ditandai dengan penerapan tarif tinggi, kebijakan subsidi yang 

berlebihan, hambatan non-tarif, serta perang dagang yang mengancam prinsip-prinsip 

perdagangan bebas yang selama ini dijunjung tinggi oleh WTO. Proteksionisme yang semakin 

kuat menyebabkan ketidakpastian dalam sistem perdagangan global dan melemahkan peran 

WTO sebagai lembaga yang bertugas memastikan keadilan dalam perdagangan internasional. 

Oleh karena itu, reformasi WTO bertujuan untuk memperbarui aturan perdagangan 

internasional, meningkatkan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa, memperkuat 
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transparansi kebijakan perdagangan, serta memastikan bahwa sistem perdagangan global 

tetap adil dan dapat diakses oleh semua negara, termasuk negara berkembang dan negara 

miskin. 

Salah satu tujuan utama dari reformasi WTO adalah mengatasi hambatan dalam 

negosiasi perdagangan, yang selama bertahun-tahun mengalami stagnasi, terutama dalam 

Putaran Doha, yang bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih inklusif bagi 

negara berkembang. Selain itu, reformasi WTO juga berfokus pada perbaikan mekanisme 

penyelesaian sengketa, yang selama ini mengalami kendala akibat ketidaksepakatan antar 

negara anggota mengenai peran badan arbitrase WTO. Dalam beberapa kasus, beberapa 

negara bahkan mulai mengabaikan keputusan WTO atau menunda implementasi putusan yang 

telah dibuat, sehingga melemahkan kredibilitas organisasi ini. 

Tujuan lain dari reformasi WTO adalah menyesuaikan peraturan perdagangan dengan 

perkembangan ekonomi digital dan teknologi baru, yang semakin mendominasi perdagangan 

global. Banyak aturan perdagangan yang berlaku saat ini masih berdasarkan sistem ekonomi 

tradisional, sehingga belum mampu mengakomodasi pertumbuhan pesat dalam sektor 

perdagangan digital, e-commerce, serta layanan berbasis teknologi. Oleh karena itu, 

pembaruan peraturan WTO diperlukan agar dapat mengatasi tantangan baru yang muncul dari 

globalisasi ekonomi berbasis digital. 

Secara keseluruhan, reformasi WTO di era proteksionisme bertujuan untuk 

memperkuat kembali sistem perdagangan multilateral, mengatasi kebijakan proteksionisme 

yang merugikan perdagangan global, serta memastikan bahwa WTO tetap menjadi lembaga 

yang kredibel dalam menciptakan sistem perdagangan yang adil, transparan, dan inklusif bagi 

semua negara anggota. Dengan adanya reformasi yang efektif, WTO diharapkan dapat kembali 

berfungsi sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan perdagangan 

internasional, sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata bagi seluruh negara 

di dunia. 

Tantangan WTO dalam Menghadapi Proteksionisme Global 

Proteksionisme semakin meningkat di berbagai negara, terutama setelah perang 

dagang antara Amerika Serikat dan China, serta dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh 

pandemi COVID-19. Banyak negara mulai menerapkan kebijakan proteksionisme dengan 

alasan untuk melindungi industri dalam negeri, menjaga lapangan kerja, serta memperkuat 

ketahanan ekonomi nasional. Kebijakan seperti kenaikan tarif impor, pembatasan akses pasar 

bagi produk asing, serta pemberian subsidi besar-besaran bagi industri domestik semakin 

sering digunakan oleh negara-negara besar. Langkah-langkah ini bertentangan dengan prinsip 

perdagangan bebas yang dijunjung tinggi oleh World Trade Organization (WTO), yang 

bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil, terbuka, dan nondiskriminatif 

bagi semua negara anggota. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China menjadi salah 

satu contoh nyata bagaimana proteksionisme dapat mengganggu stabilitas perdagangan 

global. Amerika Serikat menerapkan tarif tinggi pada barang-barang impor dari China, 
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terutama dalam sektor teknologi, baja, dan aluminium, dengan alasan bahwa China 

melakukan dumping dan memberikan subsidi tidak adil kepada industrinya.  

Sebagai respons, China juga menerapkan tarif balasan terhadap produk-produk dari 

Amerika Serikat, seperti produk pertanian dan otomotif. Konflik ini menyebabkan penurunan 

volume perdagangan global, meningkatkan ketidakpastian pasar, dan memperlambat 

pertumbuhan ekonomi di berbagai negara yang bergantung pada ekspor dan rantai pasok 

global. Selain perang dagang, pandemi COVID-19 juga memperburuk tren proteksionisme. 

Banyak negara mulai membatasi ekspor barang-barang penting, seperti alat medis, bahan 

makanan, dan vaksin, demi memastikan kebutuhan domestik mereka terpenuhi. Beberapa 

negara bahkan menerapkan kebijakan yang lebih ketat terhadap investasi asing dan arus modal 

internasional sebagai bentuk perlindungan terhadap industri strategis mereka. Langkah-

langkah ini menimbulkan tantangan besar bagi WTO dalam menegakkan aturan perdagangan 

global yang lebih terbuka dan transparan. 

Sebagai organisasi yang bertanggung jawab dalam mengawasi perdagangan global, 

WTO menghadapi dilema dalam menekan kebijakan proteksionisme yang semakin meluas. Di 

satu sisi, WTO memiliki aturan yang melarang praktik perdagangan yang tidak adil, seperti 

dumping dan subsidi yang merugikan negara lain. Namun, di sisi lain, WTO sering kali kesulitan 

dalam menegakkan aturan tersebut karena kurangnya kesepakatan di antara negara-negara 

anggota, terutama antara negara maju dan negara berkembang yang memiliki kepentingan 

ekonomi yang berbeda. Mekanisme penyelesaian sengketa WTO juga menghadapi tantangan 

besar, terutama setelah Amerika Serikat memblokir penunjukan hakim baru dalam Appellate 

Body, yang merupakan badan tertinggi dalam menyelesaikan sengketa perdagangan di WTO. 

Akibatnya, banyak sengketa dagang yang tidak dapat diselesaikan dengan efektif, yang 

semakin melemahkan peran WTO dalam mengatasi proteksionisme. Untuk mengatasi 

tantangan ini, WTO perlu melakukan reformasi besar-besaran dalam regulasi dan mekanisme 

penegakan hukumnya. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkuat 

transparansi dalam kebijakan perdagangan, sehingga negara-negara anggota tidak dapat 

secara sepihak menerapkan proteksionisme yang berlebihan tanpa justifikasi yang jelas.  

Selain itu, WTO juga perlu menyesuaikan regulasi perdagangan agar lebih relevan 

dengan tantangan ekonomi modern, seperti perdagangan digital, perubahan iklim, serta 

kebijakan ketahanan ekonomi yang semakin menjadi prioritas bagi banyak negara. Dalam 

menghadapi era proteksionisme global, WTO harus dapat beradaptasi dan menyeimbangkan 

kepentingan negara-negara anggota dengan prinsip dasar perdagangan bebas. Tanpa adanya 

reformasi yang kuat, WTO berisiko kehilangan kredibilitasnya sebagai lembaga utama dalam 

mengatur perdagangan internasional. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama global yang lebih 

erat, baik antara negara maju maupun negara berkembang, untuk memastikan bahwa sistem 

perdagangan internasional tetap adil, transparan, dan bermanfaat bagi semua pihak. 

Reformasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa di WTO 

Mekanisme penyelesaian sengketa di World Trade Organization (WTO) merupakan 

salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas perdagangan internasional. Sistem ini 
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berfungsi sebagai alat hukum yang mengatur penyelesaian perselisihan antara negara anggota 

terkait kebijakan perdagangan yang dianggap tidak adil atau melanggar aturan WTO. Namun, 

dalam beberapa tahun terakhir, sistem ini mengalami krisis dan kelumpuhan, terutama karena 

ketidaksepakatan di antara negara-negara anggota mengenai efektivitas dan keadilan 

mekanisme arbitrase WTO. 

Amerika Serikat (AS), sebagai salah satu negara ekonomi terbesar, menolak mekanisme 

penyelesaian sengketa WTO dengan alasan bahwa sistem ini tidak transparan, tidak adil, dan 

lebih sering berpihak kepada negara berkembang. Akibatnya, AS memblokir penunjukan hakim 

baru dalam Appellate Body, badan banding WTO yang menangani keputusan akhir dalam 

sengketa perdagangan, sehingga menyebabkan sistem ini tidak dapat berfungsi secara optimal 

sejak tahun 2019. 

Masalah dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO 

1. Kelumpuhan Appellate Body 

• Appellate Body WTO, yang bertugas menangani banding dalam sengketa 

perdagangan, tidak dapat beroperasi sejak 2019 karena Amerika Serikat menolak 

mengangkat hakim baru. 

• Akibatnya, banyak sengketa perdagangan yang belum dapat diselesaikan secara 

efektif, sehingga mengurangi kredibilitas WTO sebagai badan penyelesaian 

sengketa.  

2. Ketidaksepakatan dalam Proses Arbitrase 

• Beberapa negara menganggap proses arbitrase WTO tidak adil dan lebih 

menguntungkan negara tertentu. 

• Proses penyelesaian sengketa sering kali berlangsung lama dan sulit diterapkan, 

sehingga banyak negara memilih jalur bilateral atau menerapkan kebijakan 

proteksionisme. 

3. Meningkatnya Perang Dagang dan Proteksionisme 

• Tanpa mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, negara-negara cenderung 

mengambil tindakan sepihak dalam perdagangan, seperti menerapkan tarif 

tambahan atau hambatan non-tarif. 

• Konflik dagang antara AS dan China, serta Uni Eropa dan Rusia, menjadi bukti bahwa 

WTO kehilangan kapasitasnya dalam mengendalikan perselisihan perdagangan 

global. 

 

Usulan Reformasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO 

1. Mereformasi Appellate Body 

• Menetapkan sistem pemilihan hakim yang lebih transparan dan independen. 

• Meningkatkan jumlah hakim agar penyelesaian sengketa lebih cepat dan efisien. 

2. Meningkatkan Transparansi dan Efektivitas Arbitrase 

• Mempercepat proses penyelesaian sengketa agar negara tidak terlalu lama 

menunggu keputusan.  

• Meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam proses hukum WTO. 
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3. Mengembangkan Mekanisme Mediasi dan Negosiasi Fleksibel 

• Mendorong negara-negara untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi 

sebelum masuk ke tahap arbitrase. 

• Menggunakan mediator independen untuk menyelesaikan konflik lebih cepat. 

Reformasi ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan negara-negara anggota terhadap 

WTO sebagai badan penyelesaian sengketa, mencegah perang dagang yang berkepanjangan, 

serta menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil dan stabil. 

Peran Negara Berkembang dalam Reformasi WTO 

Sebagian besar kebijakan perdagangan internasional saat ini masih lebih 

menguntungkan negara maju dibandingkan negara berkembang. Negara berkembang sering 

kali menghadapi hambatan tarif dan non-tarif yang lebih besar, serta tidak memiliki pengaruh 

yang cukup dalam pengambilan keputusan WTO. Selain itu, standar perdagangan global yang 

ditetapkan oleh WTO sering kali sulit dipenuhi oleh negara berkembang, terutama dalam 

aspek lingkungan, tenaga kerja, dan hak kekayaan intelektual.  

Padahal, banyak negara berkembang sangat bergantung pada ekspor sebagai sumber 

utama pertumbuhan ekonomi mereka. Dalam konteks reformasi WTO, negara berkembang 

perlu mendapatkan perlakuan khusus dan preferensial yang memungkinkan mereka untuk 

berpartisipasi lebih aktif dalam perdagangan global tanpa harus menghadapi hambatan yang 

tidak adil. Reformasi WTO harus mempertimbangkan akses pasar yang lebih adil, pengurangan 

subsidi pertanian di negara maju yang merugikan petani negara berkembang, serta 

peningkatan bantuan teknis dan pelatihan bagi negara berkembang untuk memperkuat 

kapasitas mereka dalam bersaing di pasar global.  

Selain itu, negara berkembang juga harus mendapatkan representasi yang lebih baik 

dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO, sehingga mereka tidak selalu menjadi pihak 

yang dirugikan dalam konflik perdagangan dengan negara maju. Dengan adanya reformasi 

yang lebih inklusif, WTO dapat berperan sebagai organisasi yang benar-benar mendukung 

pertumbuhan ekonomi global yang adil, seimbang, dan berkelanjutan. 

WTO dan Regulasi Perdagangan Digital serta Ekonomi Digital 

Perdagangan global saat ini tidak lagi hanya berkutat pada perdagangan barang fisik, 

tetapi juga berkembang ke arah ekonomi digital, e-commerce, dan layanan berbasis teknologi. 

Namun, WTO hingga saat ini masih lebih banyak berfokus pada perdagangan konvensional, 

sementara regulasi terkait perdagangan digital masih belum diatur secara jelas dalam 

perjanjian perdagangan multilateral. Akibatnya, negara-negara secara individu menerapkan 

aturan berbeda dalam kebijakan e-commerce, perpajakan digital, dan perlindungan data, yang 

sering kali menciptakan ketidakpastian bagi perusahaan yang beroperasi secara global. 

Reformasi WTO dalam konteks perdagangan digital harus mencakup pembentukan 

standar global untuk e-commerce, aturan perpajakan yang lebih jelas bagi perusahaan digital 

multinasional seperti Amazon dan Google, serta regulasi terkait perlindungan data dan 

keamanan siber dalam perdagangan internasional. Selain itu, WTO juga perlu memastikan 

bahwa negara berkembang dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital dengan mengurangi 
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kesenjangan teknologi dan infrastruktur digital yang masih menjadi kendala utama bagi banyak 

negara berkembang. Jika WTO dapat mengakomodasi kebutuhan perdagangan digital dalam 

regulasinya, maka organisasi ini akan tetap relevan dalam mengatur perdagangan global di era 

teknologi, sekaligus menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan transparan bagi 

semua negara.  

Reformasi WTO dan Hubungannya dengan Perubahan Iklim serta Keberlanjutan Global 

Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak negara yang mulai menerapkan 

kebijakan perdagangan berbasis lingkungan guna mengatasi dampak perubahan iklim. Salah 

satu contoh yang paling menonjol adalah Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang 

diterapkan oleh Uni Eropa, di mana barang yang diimpor ke UE dikenakan pajak tambahan jika 

memiliki jejak karbon tinggi. Kebijakan seperti ini menimbulkan tantangan baru dalam 

perdagangan internasional, terutama bagi negara berkembang yang masih bergantung pada 

industri berbasis bahan bakar fosil.  

WTO saat ini belum memiliki regulasi yang jelas mengenai bagaimana perdagangan dan 

kebijakan lingkungan dapat diintegrasikan tanpa merugikan negara tertentu. Oleh karena itu, 

reformasi WTO harus mencakup pembahasan mengenai perdagangan hijau, standar emisi 

global, serta insentif bagi negara-negara yang menerapkan teknologi ramah lingkungan. Selain 

itu, WTO juga harus mengatur bagaimana subsidi energi terbarukan dapat diberikan tanpa 

menciptakan distorsi pasar atau persaingan tidak sehat di antara negara anggota. Reformasi 

dalam aspek ini akan membantu menciptakan sistem perdagangan global yang lebih 

berkelanjutan, di mana negara-negara dapat menjalankan kebijakan lingkungan mereka tanpa 

merugikan prinsip perdagangan bebas dan adil. 

Kesimpulan 

Reformasi WTO sangat diperlukan untuk mengatasi kelemahan dalam mekanisme 

penyelesaian sengketa, meningkatkan peran negara berkembang, serta menyesuaikan regulasi 

dengan perdagangan digital dan keberlanjutan global. Tanpa reformasi yang signifikan, WTO 

berisiko kehilangan relevansi dalam menghadapi dinamika perdagangan internasional yang 

semakin kompleks. Oleh karena itu, reformasi WTO harus mencakup peningkatan 

transparansi, akses yang lebih adil bagi negara berkembang, serta aturan yang sesuai dengan 

perkembangan ekonomi global. Dengan reformasi yang tepat, WTO dapat tetap menjadi pilar 

utama dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam perdagangan internasional. 
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BAB 9 

PERJANJIAN PERDAGANGAN REGIONAL DAN BLOK EKONOMI 
 

 

Perjanjian perdagangan regional dan blok ekonomi adalah bentuk kerja sama antara 

negara-negara dalam suatu kawasan yang bertujuan untuk mempermudah perdagangan, 

meningkatkan investasi, serta memperkuat daya saing ekonomi. Perjanjian ini biasanya 

mencakup penghapusan tarif bea masuk, kuota impor, dan hambatan non-tarif agar arus 

barang, jasa, dan modal dapat bergerak lebih bebas. Salah satu contoh yang paling dikenal 

adalah ASEAN Free Trade Area (AFTA) di Asia Tenggara dan North American Free Trade 

Agreement (NAFTA) yang kini telah menjadi United States-Mexico-Canada Agreement 

(USMCA) di Amerika Utara. Sementara itu, blok ekonomi seperti Uni Eropa (EU) mencerminkan 

integrasi yang lebih dalam dengan pasar tunggal, kebijakan ekonomi bersama, bahkan 

penggunaan mata uang tunggal, yaitu Euro (€).  

Tujuan utama dari perjanjian perdagangan regional dan blok ekonomi adalah untuk 

meningkatkan perdagangan antarnegara anggota, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta 

memperluas akses pasar bagi produsen dan eksportir. Dengan adanya perjanjian ini, negara-

negara anggota dapat menikmati biaya perdagangan yang lebih rendah, menarik lebih banyak 

investasi asing langsung (FDI), serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Selain manfaat 

ekonomi, kerja sama ini juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas politik, karena negara-

negara yang memiliki kepentingan ekonomi bersama cenderung lebih kooperatif dalam 

hubungan diplomatik.  

Namun, meskipun perjanjian ini memberikan banyak keuntungan, tetap ada tantangan 

yang harus dihadapi, seperti persaingan antar industri dalam negeri, ketidakseimbangan 

manfaat di antara negara anggota, serta ketergantungan ekonomi terhadap kawasan tertentu. 

Oleh karena itu, regulasi yang adil dan kerja sama yang kuat sangat dibutuhkan agar perjanjian 

ini tetap memberikan manfaat bagi semua pihak. Dengan implementasi yang efektif, perjanjian 

perdagangan regional dan blok ekonomi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat posisi kawasan dalam 

perdagangan global. 

 

9.1 ANALISIS PERJANJIAN REGIONAL (CPTPP, RCEP, USMCP) 

Perjanjian perdagangan regional merupakan kesepakatan antara beberapa negara 

dalam suatu kawasan yang bertujuan untuk mempermudah perdagangan, mengurangi 

hambatan tarif dan non-tarif, serta meningkatkan kerja sama ekonomi di antara negara-negara 

anggota. Beberapa perjanjian perdagangan regional yang paling berpengaruh di dunia saat ini 

adalah Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), 

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), dan United States-Mexico-Canada 
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Agreement (USMCA). Setiap perjanjian ini memiliki karakteristik, cakupan, serta dampak yang 

berbeda terhadap ekonomi global dan negara-negara anggotanya. 

CPTPP merupakan perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan 11 negara di 

kawasan Asia-Pasifik, termasuk Jepang, Kanada, Australia, dan Meksiko, yang bertujuan untuk 

mendorong liberalisasi perdagangan, meningkatkan investasi, serta menetapkan standar tinggi 

dalam regulasi perdagangan, tenaga kerja, dan lingkungan. Perjanjian ini merupakan versi 

lanjutan dari Trans-Pacific Partnership (TPP) yang tetap berjalan meskipun Amerika Serikat 

menarik diri dari kesepakatan tersebut pada tahun 2017. Sementara itu, RCEP adalah 

perjanjian perdagangan terbesar di dunia yang mencakup 15 negara di Asia-Pasifik, termasuk 

China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan negara-negara ASEAN. Perjanjian ini bertujuan 

untuk menyederhanakan aturan perdagangan, memperkuat rantai pasok regional, serta 

meningkatkan perdagangan antar negara anggota dengan fokus pada kerja sama yang lebih 

fleksibel dibandingkan CPTPP. Di sisi lain, USMCA merupakan perjanjian yang menggantikan 

NAFTA (North American Free Trade Agreement) dan melibatkan Amerika Serikat, Meksiko, dan 

Kanada. Perjanjian ini bertujuan untuk memperbarui aturan perdagangan di Amerika Utara, 

meningkatkan proteksi bagi pekerja, serta mengatur perdagangan digital dan hak kekayaan 

intelektual agar lebih sesuai dengan tantangan ekonomi modern. Secara umum, tujuan dari 

analisis perjanjian-perjanjian ini adalah untuk memahami dampak ekonomi, peluang 

perdagangan, serta tantangan yang dihadapi oleh negara-negara anggota dalam menerapkan 

kesepakatan ini. Dengan menganalisis CPTPP, RCEP, dan USMCA, dapat diketahui bagaimana 

setiap perjanjian ini mempengaruhi arus perdagangan global, investasi, serta stabilitas 

ekonomi di berbagai kawasan. Selain itu, analisis ini juga penting untuk melihat bagaimana 

negara-negara non-anggota dapat menyesuaikan strategi perdagangan mereka dalam 

menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berkembang. 

Dampak Perjanjian Regional terhadap Perdagangan Global: Persaingan atau Kolaborasi? 

Perjanjian perdagangan regional seperti CPTPP, RCEP, dan USMCA telah menciptakan 

dinamika baru dalam sistem perdagangan global. Di satu sisi, perjanjian ini memberikan 

peluang besar bagi negara-negara anggota untuk meningkatkan perdagangan dan investasi 

dengan mengurangi hambatan tarif dan non-tarif. Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan 

apakah perjanjian ini justru menciptakan persaingan antar blok perdagangan atau membuka 

jalan bagi kolaborasi ekonomi global yang lebih erat. Perbedaan dalam standar perdagangan, 

kebijakan tenaga kerja, dan regulasi investasi antara blok perdagangan sering kali 

menyebabkan fragmentasi dalam sistem perdagangan global. Beberapa negara yang tidak 

tergabung dalam perjanjian ini juga merasa terpinggirkan karena akses mereka ke pasar 

tertentu menjadi lebih terbatas. Oleh karena itu, analisis lebih lanjut diperlukan untuk melihat 

apakah integrasi ekonomi regional benar-benar mendorong pertumbuhan global atau justru 

memperburuk ketegangan dalam perdagangan internasional. 

Tantangan bagi Negara Non-Anggota dalam Menghadapi Perjanjian Perdagangan Regional 

Meskipun perjanjian perdagangan regional memberikan banyak manfaat bagi negara-

negara yang tergabung di dalamnya, negara non-anggota sering kali menghadapi berbagai 
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tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah hambatan tarif yang lebih tinggi, 

yang menyebabkan produk dan jasa dari negara non-anggota menjadi kurang kompetitif 

dibandingkan dengan produk dari negara anggota perjanjian. Misalnya, perusahaan yang 

berbasis di negara yang tidak tergabung dalam RCEP mungkin harus membayar tarif lebih 

tinggi untuk mengekspor barang mereka ke negara anggota, sementara eksportir dari negara 

dalam RCEP mendapatkan perlakuan preferensial. Selain itu, negara non-anggota juga dapat 

mengalami kerugian dalam akses pasar karena perjanjian perdagangan sering kali 

menciptakan standar regulasi baru yang tidak selalu sesuai dengan kebijakan perdagangan 

mereka. Misalnya, CPTPP memiliki standar tinggi dalam perlindungan tenaga kerja, lingkungan, 

dan hak kekayaan intelektual, yang mungkin sulit dipenuhi oleh beberapa negara berkembang 

yang tidak menjadi anggota perjanjian tersebut. Hal ini dapat menghambat negara-negara 

tersebut dalam menarik investasi asing atau menjalin kemitraan dagang dengan negara-negara 

anggota CPTPP. Untuk menghadapi tantangan ini, negara non-anggota perlu mencari strategi 

alternatif, seperti meningkatkan kerja sama bilateral, memperkuat hubungan perdagangan 

dengan negara lain di luar blok, atau melakukan reformasi kebijakan perdagangan dalam 

negeri agar lebih kompetitif di pasar global. Dengan demikian, meskipun mereka tidak 

tergabung dalam perjanjian perdagangan regional tertentu, mereka tetap dapat 

memanfaatkan peluang ekonomi secara global. 

Peran China dalam RCEP dan Implikasinya terhadap Perdagangan Asia-Pasifik 

China merupakan salah satu negara dengan peran dominan dalam Regional 

Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang mencakup 15 negara di kawasan Asia-

Pasifik, termasuk negara-negara ASEAN, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. 

Sebagai ekonomi terbesar dalam perjanjian ini, China memiliki pengaruh yang signifikan dalam 

menentukan kebijakan perdagangan regional serta dalam membentuk arus perdagangan dan 

investasi di kawasan ini. RCEP memberikan keuntungan besar bagi China karena 

memungkinkan negara ini memperluas akses pasar tanpa harus mematuhi standar 

perdagangan tinggi seperti dalam CPTPP.  

Dengan adanya perjanjian ini, China dapat lebih mudah mengekspor barang dan 

jasanya ke negara-negara anggota RCEP tanpa harus menghadapi tarif tinggi atau hambatan 

regulasi yang ketat. Hal ini memperkuat posisi China sebagai pusat rantai pasok global, 

terutama dalam sektor manufaktur dan teknologi. Namun, dominasi China dalam RCEP juga 

menimbulkan kekhawatiran di beberapa negara anggota lainnya. Beberapa negara khawatir 

bahwa ketergantungan ekonomi yang semakin besar terhadap China dapat melemahkan daya 

saing industri lokal dan mengurangi diversifikasi perdagangan mereka. Selain itu, ada juga 

kekhawatiran mengenai bagaimana China dapat menggunakan pengaruh ekonominya untuk 

kepentingan geopolitik di kawasan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana 

negara-negara anggota RCEP dapat memanfaatkan perjanjian ini tanpa harus terlalu 

bergantung pada China, serta bagaimana mereka dapat tetap menjaga keseimbangan dalam 

hubungan perdagangan global mereka. 
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Masa Depan CPTPP: Akankah Amerika Serikat Kembali Bergabung? 

Setelah Amerika Serikat menarik diri dari Trans-Pacific Partnership (TPP) pada tahun 

2017, negara-negara yang tersisa tetap melanjutkan perjanjian ini dengan membentuk 

Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Keputusan 

AS untuk keluar dari TPP telah mengubah lanskap perdagangan di kawasan Asia-Pasifik, karena 

menghilangkan salah satu ekonomi terbesar dari perjanjian ini. Namun, dalam beberapa tahun 

terakhir, muncul spekulasi bahwa AS dapat mempertimbangkan kembali untuk bergabung 

dalam CPTPP, terutama karena meningkatnya rivalitas ekonomi dengan China. Jika AS kembali 

bergabung, maka: 

• Meningkatkan akses pasar bagi negara-negara anggota dan memperkuat posisi mereka 

dalam perdagangan global. 

• Memperluas pengaruh AS dalam perdagangan Asia-Pasifik, terutama dalam 

mengimbangi dominasi China di kawasan. 

• Menciptakan ketidakpastian dalam negosiasi ulang, karena beberapa negara anggota 

telah menyesuaikan kebijakan perdagangan mereka berdasarkan kesepakatan baru 

setelah keluarnya AS. 

• Berpotensi menimbulkan perbedaan kepentingan, di mana beberapa negara mungkin 

merasa keberatan dengan perubahan aturan yang akan diminta AS. 

Selain itu, ada beberapa tantangan domestik yang dapat menghambat keputusan AS untuk 

kembali bergabung, di antaranya: 

• Kekhawatiran mengenai dampak CPTPP terhadap industri dalam negeri, terutama di 

sektor manufaktur dan pertanian. 

• Tekanan politik dari kelompok pekerja dan pelaku industri di AS yang khawatir akan 

kehilangan lapangan kerja akibat persaingan dengan negara anggota CPTPP. 

• Ketidakpastian kebijakan perdagangan AS, yang bisa berubah tergantung pada 

pemerintahan yang berkuasa. 

 

Oleh karena itu, analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami apakah kembalinya AS ke 

CPTPP akan membawa manfaat besar bagi semua pihak atau justru menciptakan tantangan 

baru dalam perdagangan global. Keputusan ini akan berdampak luas tidak hanya bagi negara-

negara anggota CPTPP, tetapi juga bagi stabilitas dan dinamika perdagangan internasional 

secara keseluruhan. 

 

9.2 BREXIT DAN DAMPAKNYA PADA PERDAGANGAN EROPA 

Brexit adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada keputusan Britania Raya 

(Inggris) untuk keluar dari Uni Eropa (UE) setelah hasil referendum pada 23 Juni 2016, di mana 

mayoritas pemilih memilih untuk meninggalkan blok tersebut. Keputusan ini menandai 

perubahan besar dalam lanskap politik dan ekonomi Eropa, karena Inggris sebelumnya telah 

menjadi salah satu anggota utama Uni Eropa selama lebih dari empat dekade. Brexit resmi 

berlaku pada 31 Januari 2020, tetapi dampaknya terhadap perdagangan dan ekonomi mulai 
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terasa sejak proses negosiasi antara Inggris dan UE dimulai. Salah satu tujuan utama Brexit 

bagi Inggris adalah mengembalikan kedaulatan ekonomi dan politik, termasuk kontrol atas 

kebijakan perdagangan, imigrasi, dan regulasi domestik. Inggris ingin menciptakan kebijakan 

perdagangan yang lebih fleksibel di luar aturan Uni Eropa, serta membuka peluang untuk 

menjalin kesepakatan dagang dengan negara lain seperti Amerika Serikat, Australia, dan 

negara-negara berkembang.  

Namun, di sisi lain, keputusan ini juga membawa tantangan besar, terutama dalam hal 

akses pasar Eropa, yang sebelumnya bebas hambatan dalam skema pasar tunggal Uni Eropa. 

Dampak Brexit terhadap perdagangan Eropa sangat signifikan, baik bagi Inggris maupun bagi 

negara-negara anggota UE lainnya. Sebelum Brexit, Inggris memiliki akses bebas tarif dan 

tanpa hambatan terhadap pasar Uni Eropa, tetapi setelah keluar, perdagangan antara Inggris 

dan UE menghadapi berbagai kendala baru, seperti tarif bea masuk, pemeriksaan kepabeanan, 

dan perbedaan standar regulasi. Hal ini mengakibatkan peningkatan biaya perdagangan, 

keterlambatan pengiriman barang, serta penurunan ekspor dan impor antara Inggris dan 

negara-negara Eropa. Selain itu, banyak perusahaan yang sebelumnya berbasis di Inggris 

memindahkan operasi mereka ke negara-negara UE untuk tetap mendapatkan akses ke pasar 

Eropa yang lebih luas. Brexit juga berdampak pada sektor tenaga kerja dan investasi. Dengan 

keluarnya Inggris dari UE, mobilitas pekerja antara Inggris dan negara-negara Eropa menjadi 

lebih terbatas, yang menyebabkan kekurangan tenaga kerja di beberapa sektor penting, 

seperti pertanian, kesehatan, dan jasa. Dari sisi investasi, banyak perusahaan multinasional 

mempertimbangkan ulang strategi mereka karena ketidakpastian kebijakan ekonomi Inggris 

pasca-Brexit. Secara keseluruhan, Brexit membawa dampak yang luas terhadap perdagangan 

Eropa. Meskipun Inggris memperoleh kendali penuh atas kebijakan perdagangannya, negara 

ini juga menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan diri dengan aturan perdagangan 

baru, mencari pasar alternatif, serta memastikan stabilitas ekonominya dalam jangka panjang. 

Sementara itu, Uni Eropa juga mengalami perubahan dalam struktur ekonominya, di mana 

hubungan perdagangan dengan Inggris harus disesuaikan dengan aturan baru yang lebih 

kompleks dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu, Brexit menjadi salah satu peristiwa 

penting dalam sejarah perdagangan global yang terus berkembang hingga saat ini. 

Dampak Brexit terhadap Pasar Tenaga Kerja di Inggris dan Uni Eropa 

Sebelum Brexit, tenaga kerja dari Uni Eropa dapat dengan mudah berpindah ke Inggris 

tanpa hambatan, memungkinkan banyak pekerja dari negara-negara seperti Polandia, Spanyol, 

dan Italia untuk bekerja di sektor-sektor strategis seperti pertanian, kesehatan, konstruksi, dan 

jasa perhotelan. Namun, setelah Inggris keluar dari Uni Eropa, kebijakan imigrasi berubah 

secara drastis, memberlakukan aturan yang lebih ketat bagi pekerja asing. Hal ini 

menyebabkan kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor, terutama di industri yang selama 

ini sangat bergantung pada pekerja migran dari Uni Eropa. Kekurangan tenaga kerja ini 

berdampak pada menurunnya produktivitas di beberapa industri serta meningkatnya biaya 

tenaga kerja karena perusahaan harus menawarkan insentif lebih besar untuk menarik pekerja 

domestik. Selain itu, banyak pekerja terampil dari Uni Eropa yang memilih untuk pindah ke 
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negara-negara UE lainnya yang menawarkan kebijakan yang lebih ramah terhadap tenaga kerja 

asing. Sebagai respons, Inggris mulai mencari alternatif seperti mempercepat pelatihan tenaga 

kerja lokal dan membuka jalur imigrasi bagi pekerja dari negara-negara non-UE untuk mengisi 

kekosongan tenaga kerja. 

Perubahan Pola Investasi Pasca-Brexit: Apakah Inggris Masih Menjadi Destinasi Investasi 

Utama? 

Selama bertahun-tahun, Inggris telah menjadi salah satu pusat investasi terbesar di 

Eropa, menarik perusahaan multinasional yang ingin mengakses pasar Uni Eropa. Namun, 

setelah Brexit, banyak perusahaan mulai mempertimbangkan ulang strategi investasi mereka 

karena adanya ketidakpastian dalam kebijakan perdagangan Inggris. Beberapa perusahaan 

besar, terutama di sektor otomotif dan keuangan, telah memindahkan operasi mereka ke 

negara-negara Uni Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Belanda agar tetap mendapatkan akses 

bebas hambatan ke pasar UE. Meskipun Inggris berusaha menarik investor dengan kebijakan 

pajak yang lebih fleksibel dan perjanjian perdagangan baru dengan negara-negara di luar 

Eropa, masih terdapat tantangan besar dalam mempertahankan daya tariknya sebagai pusat 

investasi. Selain itu, fluktuasi nilai tukar pound sterling serta ketidakpastian regulasi pasca-

Brexit juga mempengaruhi keputusan investor. Oleh karena itu, Inggris perlu mengembangkan 

strategi investasi yang lebih kompetitif untuk tetap menarik modal asing dalam jangka panjang. 

 

9.3 KOMPETISI ANTAR REGIONALISME VS MULTILATERALISME 

 Kompetisi antara regionalisme dan multilateralisme menjadi isu sentral dalam 

hubungan internasional saat ini. Regionalisme merujuk pada upaya negara-negara di suatu 

kawasan untuk bekerja sama guna memenuhi kepentingan bersama, sedangkan 

multilateralisme melibatkan kerjasama antar banyak negara di seluruh dunia. Keduanya 

memiliki tujuan serupa, yaitu meningkatkan kesejahteraan global, namun cara mencapainya 

berbeda. 

Regionalisme muncul sebagai respons terhadap ketidakmampuan sistem 

multilateralisme untuk menangani isu-isu spesifik yang dihadapi kawasan tertentu. Misalnya, 

Uni Eropa dan ASEAN terbentuk untuk memperkuat stabilitas dan kerjasama di kawasan 

mereka. Walau demikian, ada kekhawatiran bahwa regionalisme dapat menciptakan blok yang 

saling bersaing dan menghambat kerjasama global yang lebih inklusif. 

Sebaliknya, multilateralisme menawarkan platform global untuk menyelesaikan 

masalah bersama, seperti perubahan iklim dan perdagangan internasional, dengan 

memastikan bahwa semua negara memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Namun, 

multilateralisme sering kali menghadapi tantangan seperti dominasi negara besar dan proses 

pengambilan keputusan yang lambat. 

Ketegangan antara kedua pendekatan ini semakin meningkat dalam era geopolitik yang 

kompetitif. Negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia, menggunakan 

kerangka regional untuk memperluas pengaruh mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa 

regionalisme dan multilateralisme tidak harus dipandang sebagai dua hal yang bertentangan. 
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Keduanya dapat saling melengkapi dan membantu menciptakan solusi global yang lebih 

inklusif. 

Kompetisi antara regionalisme dan multilateralisme mencerminkan dinamika global 

yang terus berkembang. Kunci keberhasilan terletak pada integrasi keduanya dalam 

menghadapi tantangan global. Dengan cara ini, keduanya dapat berkontribusi secara positif 

terhadap pembangunan dunia yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 

Sinergi Regionalisme dan Multilateralisme dalam Praktik 

Dalam praktiknya, sinergi antara regionalisme dan multilateralisme telah terbukti 

efektif dalam beberapa kasus. Misalnya, kerja sama antara ASEAN dan Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) dalam menangani isu perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara menunjukkan 

bagaimana pendekatan regional dapat diperkuat oleh dukungan multilateral. ASEAN, sebagai 

entitas regional, memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika politik dan budaya di 

kawasan tersebut, sementara PBB menyediakan sumber daya dan legitimasi global untuk 

mendukung inisiatif tersebut. Contoh lain adalah kolaborasi Uni Eropa dengan WTO dalam 

menciptakan aturan perdagangan internasional yang adil. Uni Eropa menggunakan 

pengaruhnya sebagai blok ekonomi besar untuk mendorong reformasi di tingkat multilateral, 

sehingga menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 

 

Namun, ada juga tantangan yang muncul ketika upaya regionalisme tidak selaras 

dengan agenda multilateralisme. Salah satu contohnya adalah ketegangan antara kebijakan 

perdagangan regional dan aturan WTO. Beberapa perjanjian perdagangan regional, seperti 

Trans-Pacific Partnership (TPP) atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), 

sering kali menciptakan standar yang berbeda dengan norma-norma yang ditetapkan oleh 

WTO. Hal ini dapat menyebabkan fragmentasi dalam sistem perdagangan global, di mana 

negara-negara yang tidak termasuk dalam blok regional tertentu merasa dirugikan. Oleh 

karena itu, penting bagi negara-negara untuk memastikan bahwa kerja sama regional mereka 

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip multilateralisme, melainkan memperkuatnya. 

Selain itu, kompetisi antara regionalisme dan multilateralisme juga dipengaruhi oleh 

perubahan struktur kekuasaan global. Kebangkitan China sebagai kekuatan ekonomi dan 

politik, misalnya, telah mendorong pembentukan inisiatif regional seperti Belt and Road 

Initiative (BRI), yang sering kali dianggap sebagai alternatif terhadap lembaga multilateral 

tradisional yang didominasi oleh Barat. Sementara itu, Amerika Serikat dan sekutunya 

cenderung memperkuat aliansi multilateral seperti G7 atau Quad untuk menandingi pengaruh 

China. Dinamika ini menciptakan polarisasi dalam sistem internasional, di mana negara-negara 

kecil sering kali terjebak di antara rivalitas besar. Untuk menghindari eskalasi konflik, 

diperlukan dialog yang lebih intensif antara aktor-aktor regional dan multilateral guna 

menciptakan platform kerja sama yang saling menguntungkan. 

 

 

Menuju Masa Depan yang Kolaboratif 
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Melihat tren saat ini, jelas bahwa regionalisme dan multilateralisme akan terus menjadi 

dua pilar utama dalam hubungan internasional. Namun, masa depan yang ideal adalah ketika 

kedua pendekatan ini dapat bekerja secara sinergis untuk mengatasi tantangan global. Untuk 

mencapai hal ini, negara-negara perlu membangun mekanisme koordinasi yang lebih baik 

antara forum regional dan multilateral. Misalnya, lembaga multilateral seperti PBB dapat 

memberikan panduan atau standar yang harus diikuti oleh inisiatif regional, sementara forum 

regional dapat berfungsi sebagai laboratorium untuk mengembangkan solusi inovatif yang 

kemudian dapat diadopsi secara global. Dengan cara ini, dunia dapat memanfaatkan kekuatan 

kedua pendekatan ini untuk menciptakan tatanan internasional yang lebih adil, damai, dan 

berkelanjutan.  
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BAB 10 

PERAN WTO DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL 
 

 

10.1 LATAR BELAKANG 

Organisasi internasional memiliki peran penting dalam hubungan antarnegara dan 

berpengaruh dalam penyusunan kebijakan global. Organisasi-organisasi ini dibentuk dengan 

tujuan yang mengakomodasi kepentingan bersama dari negara-negara anggotanya. Salah satu 

organisasi internasional yang berperan besar dalam bidang perdagangan bebas adalah World 

Trade Organization (WTO). 

WTO didirikan dengan tujuan untuk memajukan perdagangan internasional dan 

mendorong negara-negara anggotanya untuk berpartisipasi dalam sistem perdagangan bebas 

yang diatur dengan ketat. Banyak negara, khususnya negara berkembang, bergabung dalam 

WTO dengan harapan dapat memperbaiki perekonomian mereka. Namun, kenyataannya tidak 

semua negara berkembang berhasil merasakan manfaat dari sistem perdagangan bebas ini. 

Beberapa negara malah menghadapi kesulitan, seperti ketergantungan yang lebih tinggi 

terhadap impor barang dari negara lain, yang seringkali berdampak negatif terhadap ekonomi 

domestik mereka. 

WTO mengedepankan konsep liberalisasi perdagangan, yang bertujuan untuk 

mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan internasional, serta mendorong 

terbentuknya globalisasi. Namun, meskipun WTO memiliki aturan ketat terhadap negara-

negara anggotanya yang melanggar ketentuan perdagangan, dalam praktiknya, sanksi yang 

dijatuhkan tidak selalu efektif. Salah satu contohnya adalah kasus antara Indonesia dan Korea 

Selatan, di mana meskipun Korea Selatan telah ditetapkan bersalah oleh WTO, negara tersebut 

tetap tidak menjalankan putusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi 

internasional, meskipun memiliki aturan yang mengikat, tidak selalu mampu menegakkan 

hukuman secara efektif terhadap negara anggotanya. 

Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai struktur formal yang 

berkelanjutan, dibentuk berdasarkan kesepakatan antaranggota dari dua negara atau lebih, 

baik pemerintah maupun nonpemerintah, untuk mengejar kepentingan bersama. 

Menurut Coulumbis dan Wolfe, ada beberapa klasifikasi organisasi internasional 

antarpemerintah (IGO), yaitu: 

1. Global membership and general purpose: Organisasi internasional dengan 

keanggotaan global dan tujuan umum (contoh: PBB). 

2. Global membership and limited purpose: Organisasi internasional dengan 

keanggotaan global dan tujuan terbatas (contoh: WTO). 

3. Regional membership and general purpose: Organisasi internasional dengan 

keanggotaan regional dan tujuan umum (contoh: ASEAN). 
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4. Regional membership and limited purpose: Organisasi internasional dengan 

keanggotaan regional dan tujuan terbatas (contoh: APEC). 

 

10.2 FUNGSI DAN PRINSIP WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) 

Fungsi WTO: 

World Trade Organization (WTO) memiliki berbagai fungsi dalam mendukung 

perdagangan internasional, antara lain: 

1. Perjanjian Perdagangan WTO: WTO mengatur dan mengelola perjanjian perdagangan 

internasional yang disepakati oleh negara-negara anggotanya. 

2. Forum untuk Negosiasi Perdagangan: WTO menyediakan platform bagi negara-negara 

anggotanya untuk melakukan negosiasi terkait kebijakan dan peraturan perdagangan. 

3. Penanganan Sengketa Perdagangan: WTO memiliki mekanisme untuk menangani 

sengketa perdagangan antar negara anggotanya agar dapat diselesaikan secara adil dan 

efisien. 

4. Pemantauan Kebijakan Perdagangan Nasional: WTO memantau kebijakan 

perdagangan nasional negara anggotanya untuk memastikan kepatuhan terhadap 

peraturan internasional yang telah disepakati. 

5. Bantuan Teknis dan Pelatihan bagi Negara-Negara Berkembang: WTO memberikan 

bantuan teknis dan pelatihan kepada negara-negara berkembang untuk membantu 

mereka memahami dan mengimplementasikan perjanjian perdagangan internasional. 

6. Kerja Sama dengan Organisasi Internasional Lainnya: WTO bekerja sama dengan 

berbagai organisasi internasional lainnya untuk memajukan perdagangan global dan 

memastikan keselarasan kebijakan perdagangan di seluruh dunia. 

Prinsip-Prinsip WTO: 

1. Nondiskriminasi 

Negara anggota WTO tidak boleh mendiskriminasi antara mitra dagang mereka atau 

antara produk domestik dan produk asing, serta jasa atau warga negara asing. 

2. Lebih Terbuka 

Salah satu cara WTO mendorong perdagangan adalah dengan mengurangi hambatan 

perdagangan, seperti tarif dan kuota, yang dapat membatasi aliran barang dan jasa 

antarnegara. 

3. Diprediksi dan Transparan 

Kebijakan perdagangan harus stabil dan transparan untuk memberikan kepastian 

kepada perusahaan asing, investor, dan pemerintah. Hal ini membantu mendorong 

investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. 

4. Lebih Kompetitif 

WTO berupaya menghindari praktik yang tidak adil seperti subsidi ekspor dan dumping 

produk dengan harga lebih rendah untuk mendapatkan pangsa pasar. Organisasi ini 

berusaha menetapkan aturan yang jelas mengenai apa yang dianggap adil dalam 

perdagangan internasional. 
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5. Lebih Bermanfaat bagi Negara-Negara Berkembang 

WTO memberikan fleksibilitas lebih bagi negara berkembang dengan periode transisi 

yang lebih panjang untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan perdagangan 

internasional. Ini bertujuan untuk membantu negara-negara tersebut beradaptasi 

dengan sistem perdagangan global. 

6. Melindungi Lingkungan 

WTO mengizinkan anggota untuk mengambil langkah-langkah perlindungan terhadap 

lingkungan, kesehatan masyarakat, serta kesehatan hewan dan tanaman. Namun, 

tindakan tersebut harus diterapkan secara adil dan tidak boleh digunakan sebagai alat 

untuk melindungi industri domestik secara tidak sah. 

 

10.3 CARA BERGABUNG DENGAN WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) 

Proses bergabung dengan World Trade Organization (WTO) melibatkan beberapa tahap 

yang harus dilalui oleh negara yang ingin menjadi anggota. Secara umum, proses ini dilakukan 

dalam empat tahap berikut: 

1. Tell Us about Yourself 

Negara yang ingin bergabung harus mengajukan permohonan keanggotaan dan 

menjelaskan kebijakan perdagangan serta ekonomi mereka yang relevan dengan 

perjanjian WTO. Hal ini disampaikan kepada WTO dalam sebuah memorandum yang 

kemudian diperiksa oleh kelompok kerja terkait. Kelompok kerja ini terdiri dari anggota 

WTO yang akan mengevaluasi kebijakan tersebut. 

2. Work Out with Us Individually What You Have to Offer 

Setelah kelompok kerja menilai kebijakan perdagangan negara pemohon, dimulai 

pembicaraan bilateral antara negara tersebut dan anggota WTO lainnya. Pembicaraan 

ini membahas tingkat tarif, akses pasar, serta kebijakan barang dan jasa. Setiap negara 

anggota memiliki kepentingan perdagangan yang berbeda, sehingga pembicaraan ini 

juga akan menyepakati komitmen yang akan diterima oleh semua anggota WTO sesuai 

dengan aturan nondiskriminasi. 

3. Let’s Draft Membership Terms 

Setelah pemeriksaan dan negosiasi selesai, kelompok kerja finalisasi persyaratan 

keanggotaan dengan menyusun laporan dan protokol aksesi, yang berisi komitmen 

yang disepakati oleh anggota baru. Ini termasuk jadwal komitmen yang harus dipenuhi 

oleh negara yang bergabung. 

4. The Decision 

Paket akhir, yang terdiri dari laporan, protokol, dan daftar komitmen, kemudian 

diajukan kepada Dewan Umum WTO atau Konferensi Tingkat Menteri untuk 

diputuskan. Jika dua per tiga mayoritas anggota WTO mendukung, negara tersebut 

dapat menandatangani protokol dan menyetujui keanggotaan. Sebagai langkah 

terakhir, banyak negara mengharuskan parlemen atau legislatif mereka untuk 

meratifikasi perjanjian tersebut agar keanggotaan dapat diselesaikan. 
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Pengambilan Keputusan dan Penyelesaian Sengketa dalam World Trade Organization (WTO) 

Pengambilan Keputusan di WTO 

WTO menggunakan prinsip konsensus dalam pengambilan keputusan, di mana setiap 

negara anggota memiliki hak suara yang sama (one country, one vote). Keputusan biasanya 

diambil berdasarkan mayoritas sederhana dari anggota yang hadir, namun dalam praktiknya, 

jarang ada pemungutan suara formal. Keputusan biasanya dicapai melalui pertemuan informal 

dan konsensus. Jika ada negara yang tidak setuju, mereka dapat mengajukan pertentangan 

secara formal, namun untuk membatalkan keputusan, negara tersebut harus menggalang 

dukungan mayoritas anggota yang hadir. 

Penyelesaian Sengketa di WTO 

WTO menekankan penyelesaian sengketa secara multilateral, bukan dengan tindakan 

sepihak. Negara-negara anggota sepakat untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan 

menghormati putusan yang dihasilkan. Penyelesaian sengketa menjadi tanggung jawab Badan 

Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB), yang merupakan bagian dari Dewan 

Umum WTO. DSB memiliki otoritas untuk membentuk panel yang terdiri dari para ahli untuk 

menilai sengketa dan mengambil keputusan. DSB juga berwenang untuk menerima atau 

menolak keputusan panel atau keputusan tingkat banding, serta memantau pelaksanaan 

putusan dan rekomendasi. Jika sebuah negara tidak mematuhi putusan, DSB memiliki 

kewenangan untuk menyetujui tindakan retaliasi. 

Pihak yang terlibat dalam sengketa dapat mengajukan banding terhadap keputusan 

panel. Banding hanya diperbolehkan untuk mempertimbangkan interpretasi hukum, bukan 

untuk menilai bukti baru. Proses banding dilakukan oleh Badan Banding (Appellate Body/AB) 

yang terdiri dari tujuh anggota yang ditunjuk oleh DSB. Anggota AB berasal dari negara-negara 

anggota WTO dan memiliki keahlian di bidang hukum dan perdagangan internasional. 

Keputusan banding bisa mengubah, menunda, atau membatalkan keputusan panel. Proses 

banding biasanya memakan waktu tidak lebih dari 60 hari, dan maksimal 90 hari. DSB harus 

menerima atau menolak laporan banding dalam waktu 30 hari, dengan penolakan hanya dapat 

dilakukan melalui konsensus. 

Kasus Indonesia dan Korea Selatan 

Indonesia pernah mengajukan sengketa terhadap Korea Selatan terkait dengan 

penerapan bea masuk anti-dumping terhadap produk kertas tertentu asal Indonesia. Proses 

konsultasi bilateral antara Indonesia dan Korea yang dimulai pada 7 Juli 2004, tidak berhasil 

mencapai kesepakatan, sehingga Indonesia mengajukan kasus ini ke DSB WTO. Pada 28 

Oktober 2005, panel WTO memutuskan bahwa bea anti-dumping yang dikenakan Korea tidak 

sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian anti-dumping WTO. Panel menyarankan Korea 

untuk merevisi kebijakannya dan menghitung kembali bea masuk yang dikenakan terhadap 

produk kertas Indonesia. Meskipun Indonesia memenangkan kasus ini, Korea Selatan tidak 

segera melaksanakan rekomendasi panel. Seiring berjalannya waktu, Indonesia terus berupaya 

memaksa Korea untuk memenuhi rekomendasi WTO melalui forum WTO. 
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Kasus ini mencerminkan bahwa meskipun WTO memiliki mekanisme penyelesaian 

sengketa yang jelas, pelaksanaan putusan tidak selalu mudah, terutama jika negara yang 

bersangkutan tidak mematuhi keputusan tersebut. Meskipun demikian, mekanisme ini tetap 

menjadi alat yang penting untuk menjaga kestabilan dan keadilan dalam perdagangan 

internasional. 

Kesimpulan 

Organisasi internasional seperti WTO memiliki peran besar dalam menciptakan aturan 

perdagangan internasional yang transparan dan adil. Namun, tantangan besar tetap ada dalam 

memastikan kepatuhan negara-negara terhadap keputusan yang dibuat, terutama negara 

besar yang memiliki pengaruh kuat dalam sistem perdagangan global. Meskipun demikian, 

WTO terus berusaha untuk menegakkan aturan melalui sistem penyelesaian sengketa yang 

efektif, meskipun implementasinya terkadang terhambat oleh kurangnya kemauan politik dari 

beberapa negara. 
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BAB 11 
PERJANJIAN UMUM TENTANG TARIF DAN PERDAGANGAN (GATT) 

 
 
 
11.1 PENDAHULUAN  

Salah satu sumber hukum utama dalam hukum perdagangan internasional adalah 
Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (General Agreement on Tariffs and Trade 
atau GATT). GATT tidak hanya mengatur kebijakan perdagangan antarnegara, tetapi juga 
mencakup aturan yang mempengaruhi perdagangan antara pelaku bisnis, seperti pengaturan 
mengenai barang tiruan dan kepabeanan. GATT didirikan pada Oktober 1947 dan menjadi 
fondasi penting dalam sistem perdagangan internasional. 

Pada tahun 1994, pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) membawa dua 
perubahan besar bagi GATT. Pertama, WTO mengambil alih peran GATT dan menjadikannya 
bagian dari lampiran peraturan WTO. Kedua, prinsip-prinsip dasar yang ada dalam GATT 
diterapkan untuk mengatur berbagai bidang baru dalam WTO, seperti Perjanjian mengenai 
Jasa (GATS), Penanaman Modal (TRIMS), dan Perjanjian mengenai Perdagangan yang Terkait 
dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (TRIPS). 

Tujuan utama pembentukan GATT adalah menciptakan iklim perdagangan 
internasional yang aman dan transparan bagi pelaku bisnis, serta mendorong liberalisasi 
perdagangan yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan iklim 
perdagangan yang sehat. Untuk mencapai tujuan tersebut, GATT berupaya menciptakan 
sistem perdagangan internasional yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan 
pembangunan di seluruh dunia. 

Tujuan utama dari GATT dapat ditemukan dalam bagian pendahuluannya, yang 
menjelaskan empat sasaran penting yang ingin dicapai, yaitu: 

1. Meningkatkan kesejahteraan umat manusia, 
2. Meningkatkan peluang kerja, 
3. Memanfaatkan kekayaan alam dunia secara lebih optimal, dan 
4. Meningkatkan produksi serta perdagangan barang antarnegara. 

GATT memiliki tiga peran utama dalam mencapai tujuan tersebut: 
1. Sebagai kerangka aturan multilateral: GATT menyediakan seperangkat aturan yang 

mengatur perdagangan antar negara anggotanya, memberikan panduan yang jelas dalam 
transaksi perdagangan internasional (dikenal sebagai ‘rules of the road’ atau pedoman 
dasar perdagangan). 

2. Sebagai tempat perundingan perdagangan: GATT berfungsi sebagai forum untuk 
merundingkan kesepakatan perdagangan antar negara. Tujuan utamanya adalah untuk 
menghilangkan hambatan perdagangan dan mendorong liberalisasi. Selain itu, GATT 
memastikan agar praktik perdagangan menjadi lebih transparan dan dapat diprediksi, baik 
melalui pembukaan pasar domestik maupun penegakan aturan yang konsisten. 

Dengan cara ini, GATT berusaha menciptakan sistem perdagangan yang lebih terbuka, adil, dan 
efisien. 
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11.2 SEJARAH GATT 
GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) dibentuk setelah Perang Dunia II 

sebagai langkah sementara untuk menangani masalah perdagangan internasional. Pada saat 
itu, ada kesadaran global akan pentingnya mendirikan lembaga multilateral baru, selain Bank 
Dunia dan IMF, untuk mengatur perdagangan antarnegara. Dunia pada waktu itu mengalami 
kesulitan dalam menyepakati pengurangan dan penghapusan hambatan perdagangan, seperti 
pembatasan kuantitatif dan diskriminasi yang berlaku. 

Pendirian GATT bertujuan untuk mencegah kebangkitan kembali praktik 
proteksionisme yang pernah melanda ekonomi dunia pada tahun 1930-an. Negara-negara 
pertama yang bergabung pada awal pembentukan GATT berjumlah 23 negara, yang juga 
merancang Piagam untuk sebuah Organisasi Perdagangan Internasional (ITO) yang 
direncanakan menjadi badan khusus PBB. Piagam ini dirancang tidak hanya untuk mengatur 
perdagangan dunia, tetapi juga untuk membuat keputusan terkait ketenagakerjaan, 
kesepakatan komoditas, pembatasan perdagangan, penanaman modal internasional, dan jasa. 

Benih sejarah pembentukan GATT dimulai dengan penandatanganan Piagam Atlantik 
pada Agustus 1941, yang bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan dunia yang bebas 
dan nondiskriminatif. Pembahasan lebih lanjut berlangsung antara Amerika Serikat, Inggris, 
dan Kanada pada tahun 1943-1944. Pada 6 Desember 1945, Amerika Serikat mengusulkan 
pembentukan Organisasi Perdagangan Internasional (ITO) dengan tujuan untuk meliberalisasi 
perdagangan, mengatasi monopoli, memperluas permintaan komoditas, dan mengoordinasi 
kebijakan perdagangan antarnegara. Usulan ini disambut baik oleh ECOSOC (Economic and 
Social Council) yang kemudian menginisiasi konferensi untuk menyusun rencana lebih lanjut. 
Konferensi persiapan berlangsung di London antara 18 Oktober hingga 26 Desember 1946. 
Ketentuan-Ketentuan Perdagangan dalam GATT 

GATT menetapkan tiga ketentuan utama yang membentuk sistem perdagangan 
multilateral: pertama, adalah GATT itu sendiri beserta 38 pasalnya. Kedua, terdapat ketentuan 
yang dihasilkan dari perundingan Putaran Tokyo (1973-1979), yang mencakup anti-dumping, 
subsidi, serta masalah sektor tertentu seperti hambatan non-tarif. Meskipun ketentuan ini 
hanya berlaku untuk sekitar 30 negara anggota, negara-negara ini menguasai sebagian besar 
perdagangan dunia. Ketiga, ada ketentuan mengenai “multi-fiber arrangements” (MFA), yang 
merupakan pengecualian terhadap aturan GATT, terutama untuk sektor tekstil dan pakaian. 
Prinsip-Prinsip GATT 

Untuk mencapai tujuannya, GATT mengacu pada lima prinsip utama. Salah satunya 
adalah Prinsip Most Favoured Nation (MFN) yang tercantum dalam Pasal I GATT. Prinsip ini 
mengharuskan setiap negara anggota memberikan perlakuan yang setara kepada negara-
negara lain dalam hal kebijakan impor dan ekspor serta biaya terkait lainnya. Dalam praktiknya, 
negara anggota tidak boleh memberi perlakuan khusus atau diskriminatif kepada negara 
tertentu. 

Namun, meskipun prinsip MFN mengharuskan kesetaraan perlakuan, ada beberapa 
pengecualian yang diatur dalam GATT, khususnya untuk negara berkembang. Beberapa 
pengecualian tersebut antara lain: 

1. Perlakuan Berdasarkan Jarak Lalu Lintas (Frontier Traffic Advantage) - Negara anggota 
tidak boleh mengenakan keuntungan yang didasarkan pada faktor jarak kepada negara 
anggota lainnya (Pasal VI). 
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2. Preferensi di Wilayah Tertentu - Beberapa wilayah, seperti Commonwealth Britania, 
French Union, dan Benelux, masih dapat melanjutkan kebijakan preferensi 
perdagangan, tetapi dengan batasan tertentu (Pasal I ayat 2-4). 

3. Customs Union atau Free Trade Area - Negara anggota yang membentuk kawasan 
perdagangan bebas atau serikat pabean (customs union) tidak wajib memberikan 
perlakuan yang sama kepada negara lain yang tidak menjadi bagian dari kesepakatan 
tersebut, asalkan memenuhi syarat Pasal XXIV. 

4. Sistem Preferensi Umum (Generalized System of Preferences - GSP) - Negara maju 
boleh memberikan preferensi tarif kepada negara berkembang atau negara-negara 
dengan tingkat pembangunan rendah, dalam bentuk fasilitas GSP. 

Selain itu, ada ketentuan tentang pengamanan (safeguard rule) yang memungkinkan negara 
untuk sementara waktu melindungi industri domestik jika dihadapkan dengan peningkatan 
impor yang dapat menyebabkan kerugian serius bagi produsen lokal. Pengaturan safeguard ini 
tercantum dalam Pasal XIX dan hanya dapat diterapkan dalam kondisi tertentu. 

Pada perkembangan selanjutnya, banyak negara anggota GATT yang menerapkan 
kebijakan perdagangan bilateral yang diskriminatif, yang dikenal dengan Voluntary Export 
Restraints (VER). VER memungkinkan negara maju untuk membatasi jumlah ekspor dari negara 
berkembang, terutama dalam sektor tekstil, meskipun pembatasan tersebut dilakukan atas 
dasar kesepakatan sukarela dari negara berkembang. 

Dengan demikian, meskipun prinsip MFN mendorong kesetaraan dalam perdagangan, 
berbagai pengecualian memungkinkan kebijakan-kebijakan yang mengakomodasi kepentingan 
negara berkembang atau situasi ekonomi tertentu. 
Prinsip National Treatment 

Prinsip National Treatment yang tercantum dalam Pasal III GATT mengharuskan produk 
impor diperlakukan setara dengan produk domestik di negara tujuan. Prinsip ini mencakup 
berbagai aspek, termasuk pajak, pungutan, peraturan, dan persyaratan lainnya yang 
mempengaruhi penjualan, distribusi, atau penggunaan barang di pasar domestik. Tujuannya 
adalah untuk melindungi pasar dari bentuk proteksionisme yang bisa muncul melalui kebijakan 
administratif atau legislatif yang tidak adil. National treatment dan prinsip Most Favoured 
Nation (MFN) merupakan dua prinsip utama dalam GATT yang juga tercermin dalam 
perjanjian-perjanjian lain seperti TRIPS dan GATS. 

Dalam konteks GATS, negara anggota WTO diwajibkan untuk memberikan perlakuan 
yang sama terhadap jasa yang diberikan oleh negara-negara lain. Meskipun demikian, WTO 
memberikan kelonggaran bagi negara untuk mengajukan pembebasan dari kewajiban MFN, 
termasuk dalam hal tertentu yang tidak bisa menawarkan perlakuan yang setara. Permintaan 
tersebut akan ditinjau setiap lima tahun, dan pembebasan ini hanya berlaku selama 10 tahun. 
Prinsip Larangan Restriksi (Pembatasan) Kuantitatif 

GATT melarang restriksi kuantitatif dalam bentuk pembatasan impor atau ekspor 
seperti kuota, lisensi impor, atau pengawasan pembayaran barang. Hal ini diatur dalam Pasal 
IX karena praktik semacam itu mengganggu perdagangan internasional yang normal. 
Meskipun demikian, pembatasan kuantitatif dibolehkan dalam beberapa kondisi seperti untuk 
melindungi produksi domestik, mencegah kekurangan barang penting di negara pengekspor, 
atau untuk melindungi neraca pembayaran. Dalam kasus negara berkembang, pembatasan 
kuantitatif bisa diberlakukan untuk mencegah kekurangan devisa atau untuk memperkuat 
industri dalam negeri. 
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Namun, pembatasan ini tidak boleh dilakukan secara diskriminatif, dan jika tidak lagi 
diperlukan, pembatasan tersebut harus dikurangi secara progresif. 
Prinsip Perlindungan Melalui Tarif 

GATT mengizinkan negara anggota untuk melindungi industri domestik melalui tarif 
dan bukan melalui hambatan non-tarif. Tarif ini jelas menunjukkan tingkat perlindungan yang 
diberikan, tetapi tetap memungkinkan adanya kompetisi yang sehat. Negara-negara anggota 
GATT dapat menerapkan tarif untuk mengatur masuknya barang dari luar negeri, namun 
penerapan tarif harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di GATT. 

Setiap negara yang telah berkomitmen terhadap suatu tarif tidak dapat secara sepihak 
menaikkan tarif tersebut tanpa negosiasi dengan mitra dagangnya untuk memberikan 
kompensasi. Sebagai contoh, sejak pembentukan GATT hingga Putaran Uruguay, tarif rata-rata 
dunia telah menurun tajam, dari sekitar 38% pada tahun 1948 menjadi 4% pada tahun 1994. 
Komitmen negara-negara ini tercatat dalam national tariff schedules dan diharapkan dapat 
menurunkan tarif hingga 40% dalam waktu lima tahun setelah Putaran Uruguay. 

Selain itu, GATT juga mensyaratkan prinsip transparansi, yang berarti negara-negara 
harus mengungkapkan kebijakan perdagangan dan peraturan nasional mereka secara terbuka 
kepada publik dan kepada WTO. Transparansi ini penting untuk menciptakan perdagangan 
yang lebih prediktabel dan adil. Dengan penerapan tarif yang lebih rendah dan prinsip 
transparansi yang jelas, diharapkan dapat tercipta iklim perdagangan internasional yang lebih 
terbuka, stabil, dan dapat diprediksi. 
Prinsip Resiprositas 

Prinsip Resiprositas adalah salah satu prinsip dasar dalam GATT yang tertera dalam 
preambule GATT. Prinsip ini menekankan pada perundingan perdagangan yang dilakukan atas 
dasar timbal balik (reciprocal) dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam 
konteks ini, negara-negara anggota berkomitmen untuk melakukan pengurangan tarif dan 
hambatan perdagangan lainnya secara bersama-sama, sehingga semua pihak dapat 
merasakan manfaat yang setara. Hal ini tercantum dalam Paragraph 3 Preambule GATT, yang 
menyatakan bahwa negara-negara berkeinginan untuk menciptakan pengaturan perdagangan 
yang saling menguntungkan melalui pengurangan tarif dan penghapusan diskriminasi dalam 
perdagangan internasional. 
Perlakuan Khusus bagi Negara Sedang Berkembang 

Sebagian besar anggota GATT, sekitar dua pertiga, terdiri dari negara-negara sedang 
berkembang yang masih dalam tahap awal pembangunan ekonomi. Untuk mendukung 
kemajuan mereka, pada tahun 1965, GATT menambahkan Bagian IV, yang mencakup Pasal 
XXXVI hingga XXXVIII. Bagian ini dirancang untuk memberikan dukungan kepada negara-
negara berkembang dengan mendorong negara maju untuk menyediakan akses pasar yang 
lebih menguntungkan. Selain itu, negara-negara maju dilarang untuk menciptakan hambatan 
baru terhadap ekspor negara berkembang. 

Bagian IV ini juga mencatat bahwa negara-negara maju tidak boleh menuntut timbal 
balik atau pengurangan tarif dan hambatan lainnya dari negara-negara berkembang dalam 
perundingan perdagangan. Selanjutnya, dalam Putaran Tokyo 1979, negara-negara sepakat 
untuk memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan bagi negara berkembang, yang 
dikenal dengan Enabling Clause. Keputusan ini mengakui negara berkembang sebagai pelaku 
yang permanen dalam sistem perdagangan global dan memberikan dasar hukum bagi negara 
industri untuk memberikan Generalized System of Preferences (GSP), atau Sistem Preferensi 
Umum, kepada negara-negara berkembang. Ini bertujuan untuk membantu negara-negara 
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berkembang mempercepat pertumbuhan ekonomi mereka dengan menikmati akses yang 
lebih mudah ke pasar internasional. 
 
11.3 GARIS-GARIS BESAR KETENTUAN GATT 

GATT terdiri dari 38 pasal yang terbagi dalam empat bagian utama. Berikut adalah garis 
besar dari ketentuan-ketentuan dalam GATT: 
Bagian Pertama: 
Bagian pertama terdiri dari dua pasal utama: 

1. Pasal I Pasal ini merupakan inti dari prinsip utama GATT, yaitu keharusan negara 
anggota untuk menerapkan klausul Most Favoured Nation (MFN) treatment kepada 
semua negara anggota. Prinsip MFN mengharuskan negara anggota memberikan 
perlakuan yang sama kepada semua negara anggota lainnya dalam hal tarif dan 
perlakuan perdagangan. 

2. Pasal II Pasal ini berisi tentang penurunan tarif yang disepakati di antara negara 
anggota. Penurunan tarif yang tercapai dalam perundingan antara negara-negara 
anggota GATT dicatat dalam lampiran ketentuan GATT, dan menjadi bagian dari 
perjanjian GATT itu sendiri. 

Bagian Kedua: 
Bagian kedua terdiri dari 30 pasal, mulai dari Pasal III hingga Pasal XXII. Beberapa 

ketentuan penting dalam bagian ini adalah: 
• Pasal III Pasal ini mengatur prinsip perlakuan nasional yang melarang pengenaan pajak 

atau tindakan diskriminatif lainnya terhadap produk impor. Tujuannya adalah untuk 
melindungi industri dalam negeri, dengan mengharuskan agar produk impor 
diperlakukan sama seperti produk domestik setelah melewati prosedur kepabeanan. 
Ini melibatkan aturan mengenai pajak, pungutan, serta peraturan administratif yang 
berpengaruh terhadap penjualan, pembelian, distribusi, dan penggunaan produk. 

• Pasal IV Pasal ini mengatur ketentuan khusus mengenai film sinematografi. Negara 
anggota diperbolehkan untuk menetapkan kuota terhadap film-film melalui peraturan 
pembatasan film. Meskipun demikian, pembatasan ini harus dilakukan melalui 
negosiasi dengan pihak-pihak yang terpengaruh oleh pembatasan tersebut. 

• Pasal V Pasal ini mengatur kebebasan transit barang-barang internasional. Negara 
anggota GATT diwajibkan untuk memberikan kebebasan transit bagi barang-barang 
yang melewati wilayah mereka dalam perjalanan antar negara anggota lainnya. 
Meskipun demikian, negara anggota dapat mengenakan bea atau aturan terhadap 
transit, asalkan biaya dan peraturan tersebut wajar dan sesuai dengan kondisi transit 
internasional. 

• Pasal VI Pasal ini mengatur tentang anti-dumping dan bea masuk tambahan. Pasal VI 
memberikan ketentuan yang sangat penting dalam melawan praktik dumping, yaitu 
ketika suatu negara menjual produk dengan harga di bawah harga normal (harga 
domestik) di negara pengekspor. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari persaingan 
yang tidak adil. Pasal VI memberikan definisi tentang harga dumping, yaitu: 

1. Harga yang lebih rendah dari harga domestik produk di negara pengekspor. 
2. Jika tidak ada harga domestik yang dapat dijadikan acuan, maka harga normal 

adalah harga tertinggi yang ditawarkan untuk produk tersebut yang diekspor ke 
negara lain. 
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3. Harga dihitung berdasarkan biaya produksi produk ditambah dengan biaya 
tambahan dan keuntungan yang wajar. Ketentuan-ketentuan dalam bagian 
pertama dan kedua ini memberikan dasar untuk menciptakan suatu sistem 
perdagangan yang adil dan transparan, dengan tujuan untuk meminimalkan 
diskriminasi antar negara anggota dan mendukung pertumbuhan perdagangan 
internasional yang lebih bebas dan seimbang. 

• Pasal VII Penilaian atas Barang Impor untuk Maksud Kepabeanan Pasal VII GATT 
mengatur penilaian barang impor untuk tujuan kepabeanan. Ketentuan ini 
mensyaratkan bahwa barang impor harus dinilai berdasarkan nilai nyata (actual value) 
dari barang tersebut, bukan berdasarkan nilai asal atau nilai yang dibuat-buat (seperti 
nilai arbitrer atau fiktif). Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa nilai barang 
yang dinilai untuk tujuan bea cukai adalah wajar dan objektif, sesuai dengan kondisi 
pasar yang sebenarnya. 

• Pasal VIII - Biaya dan Formalitas Pasal VIII GATT mengatur biaya-biaya dan formalitas-
formalitas yang dikenakan atas atau berkaitan dengan impor dan ekspor barang. Prinsip 
utama dari pasal ini adalah untuk membatasi biaya-biaya dan formalitas yang tidak 
perlu serta menghindari proteksi tidak langsung terhadap produk domestik. 
Beberapa ketentuan penting dari Pasal VIII adalah: 

1. Pembatasan Biaya dan Pungutan: Pasal VIII ayat 1(a) menetapkan bahwa biaya 
dan pungutan yang dikenakan, selain dari bea masuk dan pajak yang telah diatur 
dalam Pasal III, harus dibatasi. Pungutan-pungutan seperti ini tidak boleh 
digunakan untuk memberikan perlakuan proteksionis terhadap produk domestik 
atau untuk tujuan fiskal yang tidak sah. 

2. Pengurangan dan Penyederhanaan: Pasal VIII ayat 1(b) mewajibkan negara-
negara anggota untuk mengurangi jumlah biaya dan pungutan yang tidak perlu 
terkait dengan impor atau ekspor, serta menghindari praktik yang dapat 
menciptakan hambatan perdagangan. 

3. Penyederhanaan Formalitas: Pasal VIII ayat 1(c) meminta negara-negara anggota 
untuk: 
o Menyederhanakan prosedur dan formalitas yang terkait dengan impor dan 

ekspor, untuk meminimalkan birokrasi dan waktu yang dibutuhkan untuk 
menjalankan perdagangan internasional. 

o Mengurangi dan menyederhanakan persyaratan dokumentasi yang 
dibutuhkan untuk impor dan ekspor. 

Cakupan Ketentuan Pasal VIII Ketentuan ini berlaku untuk berbagai jenis biaya, 
pungutan, formalitas, dan persyaratan yang dikenakan oleh pemerintah atau 
pejabat terkait dengan perdagangan internasional. Beberapa contoh dari biaya dan 
formalitas yang harus disederhanakan atau dibatasi antara lain: 

1. Transaksi Konsuler: Seperti biaya untuk faktur konsuler atau sertifikat 
konsuler yang dikenakan oleh negara penerima. 

2. Pembatasan Kuantitatif: Pembatasan terhadap jumlah produk tertentu yang 
dapat diekspor atau diimpor. 

3. Lisensi: Pengaturan mengenai lisensi impor atau ekspor yang diperlukan. 
4. Pengawasan Devisa: Pembatasan atau peraturan mengenai pertukaran 

mata uang atau kontrol atas valuta asing. 
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5. Jasa Statistik: Biaya untuk pengumpulan dan penyediaan data statistik yang 
berkaitan dengan perdagangan internasional. 

6. Dokumen dan Sertifikasi: Termasuk dokumen yang diperlukan untuk 
menyelesaikan proses impor dan ekspor, serta sertifikasi yang diperlukan 
oleh pihak berwenang. 

7. Analisis dan Inspeksi: Prosedur atau biaya terkait dengan pengujian atau 
pemeriksaan barang untuk memastikan kepatuhan terhadap standar atau 
peraturan yang ditetapkan. 

8. Karantina atau Sanitasi: Pengaturan dan biaya yang terkait dengan 
pemeriksaan sanitasi atau karantina yang diperlukan untuk barang tertentu, 
seperti produk pangan atau hewan. 

Kesimpulan 
Pasal VII dan Pasal VIII GATT berfokus pada menciptakan transparansi, kesederhanaan, 

dan pengurangan hambatan perdagangan yang tidak perlu. Pasal VII memastikan bahwa 
penilaian barang impor untuk tujuan kepabeanan dilakukan secara adil dan sesuai dengan nilai 
sebenarnya, sementara Pasal VIII mengatur pembatasan terhadap biaya dan formalitas 
perdagangan untuk mencegah penggunaan biaya dan pungutan sebagai alat proteksi tidak 
langsung. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam perdagangan 
internasional. 
Ringkasan dan Penjelasan Pasal-Pasal GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) 
➢ Pasal IX - Tanda Asal (Marks of Origin): Pasal IX mengatur persyaratan tanda asal 

barang. Negara anggota GATT harus memberikan perlakuan yang sama terhadap 
semua produk dari negara anggota lainnya mengenai penandaan asal barang. Selain 
itu, negara-negara anggota harus bekerja sama untuk mencegah penggunaan nama 
dagang yang dapat menyesatkan mengenai asal-usul produk, terutama nama-nama 
geografis atau regional yang dilindungi hukum. 

➢ Pasal X - Publikasi dan Administrasi Pengaturan Perdagangan: Pasal X mensyaratkan 
agar setiap negara anggota mempublikasikan semua peraturan, undang-undang, dan 
keputusan administratif yang memengaruhi perdagangan internasional. Tujuan dari 
ketentuan ini adalah agar negara anggota dan para pedagang dapat mengetahui 
peraturan-peraturan yang berlaku, termasuk klasifikasi barang untuk tujuan bea cukai, 
pajak, dan aturan-aturan lainnya yang berhubungan dengan impor dan ekspor. 

➢ Pasal XI - Pembatasan Kuantitatif: Pasal XI melarang praktik pembatasan kuantitatif 
yang tidak sah dalam perdagangan internasional. Pembatasan kuantitatif seperti kuota 
impor, lisensi impor, atau pembatasan lainnya selain bea masuk dan pajak lainnya 
dilarang. Pasal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perdagangan internasional tetap 
berjalan secara terbuka dan bebas hambatan. 

➢ Pasal XII - Pembatasan atas Produk Impor untuk Menjaga Neraca Pembayaran: Pasal 
XII memberikan pengecualian bagi negara-negara untuk memberlakukan pembatasan 
terhadap produk impor untuk menjaga neraca pembayaran mereka. Negara yang 
menghadapi masalah dalam neraca pembayarannya dapat mengajukan pembatasan 
terhadap produk tertentu untuk menjaga stabilitas ekonomi. 

➢ Pasal XIII - Penerapan Restriksi Kuantitatif secara Non-Diskriminatif: Pasal XIII 
menegaskan bahwa setiap pembatasan kuantitatif yang diterapkan oleh negara 
anggota GATT harus dilakukan secara non-diskriminatif. Jika suatu negara 
memberlakukan pembatasan impor terhadap produk dari negara tertentu, maka 
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pembatasan yang sama juga harus iberlakukan terhadap produk yang sama dari negara 
ketiga. 

➢ Pasal XIV - Pengecualian untuk Restriksi Kuantitatif Berdasarkan Alasan Moneter: 
Pasal XIV mengatur pengecualian untuk penerapan restriksi kuantitatif berdasarkan 
alasan-alasan moneter. Negara dapat mengajukan pembatasan produk impor atau 
ekspor dalam upaya untuk mengatasi ketidakseimbangan moneter, dengan mematuhi 
aturan yang ditetapkan oleh GATT. 

➢ Pasal XV - Pengaturan Pembayaran dan Kerja Sama dengan IMF: Pasal XV 
menyarankan kerja sama antara GATT dan IMF dalam pengaturan mengenai sistem 
pembayaran internasional. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan 
oleh negara anggota tidak mengganggu stabilitas ekonomi internasional. 

➢ Pasal XVI – Subsidi: Pasal XVI mengakui bahwa beberapa negara memberikan subsidi 
untuk produk-produk domestik mereka agar dapat bersaing di pasar internasional. 
Negara yang memberikan subsidi wajib memberitahukan GATT tentang subsidi 
tersebut. Selanjutnya, GATT mengharuskan negara-negara anggota untuk 
menghapuskan subsidi yang dianggap merugikan perdagangan internasional. 

➢ Pasal XVII - Perusahaan Dagang Negara: Pasal XVII mengatur perusahaan dagang 
negara, yang dapat berperan dalam perdagangan internasional. GATT mengharuskan 
perusahaan dagang negara untuk bertindak sesuai dengan prinsip non-diskriminasi 
yang berlaku di pasar internasional, untuk menghindari praktik perdagangan yang tidak 
adil. 

➢ Pasal XVIII - Bantuan Pemerintah kepada Negara Sedang Berkembang: Pasal XVIII 
mengakui bahwa negara-negara berkembang memerlukan fleksibilitas dalam tarif dan 
dapat menerapkan restriksi kuantitatif untuk membantu pembangunan ekonomi 
mereka. Negara-negara ini dapat diberi kelonggaran lebih dalam beberapa aspek 
perdagangan internasional. 

➢ Pasal XIX - Tindakan Darurat atas Impor Produk Tertentu: Pasal XIX memberikan hak 
kepada suatu negara untuk menangguhkan kewajibannya dalam GATT atau menarik 
konsesi perdagangan apabila produk impor tertentu menyebabkan kerugian serius 
terhadap produsen domestik. Negara tersebut harus terlebih dahulu memberi 
pemberitahuan dan mengonsultasikan tindakan tersebut dengan GATT. 

➢ Pasal XX - Pengecualian Umum: Pasal XX menetapkan pengecualian dari kewajiban 
GATT untuk melindungi berbagai kepentingan seperti moral masyarakat, kesehatan 
manusia, perlindungan terhadap kekayaan intelektual, dan konservasi sumber daya 
alam yang terbatas. Pengecualian ini memungkinkan negara-negara untuk 
mengimplementasikan kebijakan yang melindungi kesejahteraan publik dan 
lingkungan. 

➢ Pasal XXI – Keamanan: Pasal XXI memberikan pembenaran bagi suatu negara untuk 
menangguhkan kewajibannya berdasarkan alasan keamanan nasional. Negara tersebut 
dapat menerapkan pembatasan perdagangan atau kebijakan lainnya yang dianggap 
perlu untuk menjaga keamanan nasional mereka. 

➢ Pasal XXII & XXIII - Penyelesaian Sengketa: Pasal XXII dan XXIII mengatur prosedur 
penyelesaian sengketa di dalam GATT, yang memberikan mekanisme untuk 
menyelesaikan perselisihan antar negara anggota terkait pelanggaran atau 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan GATT. 
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➢ Pasal XXIV - Kesatuan Bea Cukai dan Area Perdagangan Bebas: Pasal XXIV mengatur 
tentang bagaimana negara-negara yang membentuk customs union (kesatuan bea 
cukai) atau free trade area (area perdagangan bebas) dapat menghindari beberapa 
kewajiban yang berlaku di bawah prinsip most-favoured-nation treatment (perlakuan 
paling disukai). 

➢ Pasal XXV - Pengecualian (Waiver): Pasal XXV mengatur tindakan-tindakan yang dapat 
dilakukan oleh pemerintah negara-negara anggota dan memperbolehkan beberapa 
pengecualian terhadap aturan GATT, dengan persetujuan para anggota lainnya. 

➢ Pasal XXVI-XXXV: Pasal-pasal ini mengatur penerimaan, keanggotaan, dan prosedur 
perubahan dalam GATT, termasuk penerimaan negara baru, pembaruan atau 
perubahan ketentuan tarif, serta hak dan kewajiban negara anggota. 

➢ Pasal XXXVI-XXXVIII (Pasal yang ditambahkan pada tahun 1965): Pasal-pasal ini 
mengakui kebutuhan khusus negara-negara berkembang dan menetapkan kewajiban 
negara-negara maju untuk memberikan bantuan ekonomi dan perdagangan guna 
mendukung pembangunan ekonomi negara-negara sedang berkembang. 

Perkembangan dan Implementasi GATT di Indonesia 
Indonesia, sebagai anggota GATT dan kemudian WTO (World Trade Organization), telah 

menyetujui prinsip perdagangan bebas yang terintegrasi dalam sistem multilateral. Ini 
mencerminkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan melalui perdagangan 
bebas yang didasarkan pada prinsip non-diskriminasi dan persaingan yang adil. Dengan 
ratifikasi Indonesia terhadap WTO, negara ini mengadopsi sistem yang mendukung 
perdagangan internasional yang lebih terbuka dan transparan, meskipun terdapat tantangan 
dalam menghadapi diskriminasi dari negara-negara maju terhadap produk dari negara 
berkembang. 

Pemerintah Indonesia seharusnya terus mengedepankan prinsip multilateralism 
dalam mengatasi hambatan perdagangan, sambil menekankan pengaturan yang sesuai 
dengan kebutuhan negara-negara berkembang. Hal ini mencakup upaya untuk mengurangi 
hambatan tarif dan non-tarif serta meningkatkan akses pasar bagi produk Indonesia. 
 
11.4 HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN GATT DAN WTO 

Indonesia sejak tahun 1948 telah mengakui bahwa aturan-aturan GATT (General 
Agreement on Tariffs and Trade) memiliki peranan besar dalam pengembangan perdagangan 
internasional. Manfaat yang dirasakan Indonesia dari GATT termasuk keberhasilan dalam 
meningkatkan ekspor, khususnya ekspor nonmigas. Indonesia bergabung dengan GATT pada 
awalnya, dengan mengingat kondisi khusus negara berkembang yang memerlukan perlakuan 
yang berbeda. Dalam hal ini, Indonesia diberikan kewajiban yang lebih ringan dalam membuat 
konsesi perdagangan dan hak yang lebih akomodatif dari negara industri. 

Bagian IV GATT 1947 mengatur perlakuan khusus bagi negara-negara berkembang, 
yang tercermin dalam sistem preferensi umum atau Generalized System of Preferences (GSP). 
Dalam kaitannya dengan pengaturan perdagangan multilateral, Indonesia menekankan 
pentingnya sistem perdagangan internasional yang tidak diskriminatif. Meskipun ada 
tantangan terkait sikap diskriminatif dari negara-negara maju terhadap impor dari negara 
berkembang, Indonesia terus mendukung prinsip-prinsip perdagangan multilateral yang 
tercantum dalam GATT. 
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Prinsip-Prinsip Utama dalam GATT 
Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, GATT menggunakan prinsip-prinsip yang 

mendasari kerangka kerja perdagangan internasional. Berikut adalah 6 prinsip utama yang 
diterapkan dalam GATT, sebagaimana dijelaskan oleh Huala Adolf: 

1. Prinsip Most Favoured Nation (MFN): Prinsip ini menekankan bahwa negara-negara 
anggota GATT harus memberikan perlakuan yang setara atau tidak diskriminatif 
terhadap negara anggota lainnya dalam hal kebijakan perdagangan, baik itu mengenai 
impor, ekspor, maupun biaya lainnya yang terkait. Dengan kata lain, jika suatu negara 
mendapatkan suatu fasilitas perdagangan yang menguntungkan, negara anggota 
lainnya harus diberikan fasilitas yang sama. Namun, terdapat pengecualian terhadap 
prinsip ini yang disebutkan dalam Pasal XXIV GATT, yaitu ketika negara-negara anggota 
membentuk Customs Union (Kesatuan Bea Cukai) atau Free Trade Area (Area 
Perdagangan Bebas). Dalam hal ini, negara-negara tersebut tidak diwajibkan 
memberikan perlakuan yang sama kepada negara anggota GATT lainnya. 

2. Prinsip National Treatment: Prinsip ini mengharuskan negara anggota untuk 
memberikan perlakuan yang setara terhadap barang impor dan barang lokal setelah 
barang impor memasuki pasar domestik. Artinya, setelah barang impor memasuki 
wilayah suatu negara, barang tersebut tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif 
atau berbeda dengan barang yang diproduksi secara domestik. 

3. Prinsip Larangan Restriksi Kuantitatif: Prinsip ini melarang penerapan pembatasan 
kuantitatif terhadap ekspor dan impor. Negara anggota GATT tidak boleh mengenakan 
pembatasan dalam bentuk kuota atau larangan langsung terhadap perdagangan 
barang. Tujuannya adalah untuk menciptakan perdagangan yang bebas dan terbuka 
antarnegara anggota. 

4. Prinsip Perlindungan Melalui Tarif: GATT memperkenankan negara anggota untuk 
melindungi industri domestik mereka, namun hanya melalui mekanisme tarif (bea 
masuk), bukan dengan pembatasan perdagangan lainnya. Dengan demikian, proteksi 
terhadap industri dalam negeri tidak boleh dilakukan melalui metode-metode yang 
merugikan perdagangan internasional, seperti pembatasan kuantitatif atau subsidi 
yang mengganggu pasar. 

5. Prinsip Resiprositas: Prinsip resiprositas berlaku dalam perundingan tarif dan 
pengaturan perdagangan antarnegara yang dilakukan atas dasar timbal balik yang 
saling menguntungkan. Artinya, ketika suatu negara menurunkan tarif atau 
memberikan akses pasar kepada negara lain, negara yang menerima fasilitas tersebut 
harus memberikan hal yang setara. Namun, penerapan prinsip ini sering kali 
mengalami hambatan, terutama antara negara maju dan negara berkembang, 
mengingat perbedaan besar dalam tingkat ekonomi dan daya saing kedua kelompok 
negara tersebut. 

6. Prinsip Perlakuan Khusus untuk Negara Sedang Berkembang: Prinsip ini memberikan 
dasar hukum bagi negara maju untuk memberikan perlakuan yang lebih 
menguntungkan kepada negara-negara sedang berkembang, termasuk melalui 
Generalized System of Preferences (GSP) atau Sistem Preferensi Umum. GSP adalah 
mekanisme yang memungkinkan negara berkembang mendapatkan akses pasar yang 
lebih mudah tanpa tarif tinggi. Ini bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi 
dan memperkuat posisi negara-negara berkembang dalam perdagangan internasional. 

 



H u k u m  D a g a n g  I n t e r n a s i o n a l  | 164 

 

 
Dr. Agus Wibowo & Dr. Sri Yulianingsih, SH, M.Kn. 
 

Prinsip Tambahan: Prinsip Transparansi 
Selain enam prinsip utama di atas, ada juga prinsip transparansi yang mengharuskan 

negara-negara anggota GATT untuk bersikap terbuka mengenai kebijakan perdagangan 
mereka. Negara anggota wajib mempublikasikan peraturan dan kebijakan yang dapat 
memengaruhi perdagangan, sehingga pelaku usaha dan negara lainnya dapat mengakses 
informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan perdagangan dengan lebih efektif dan 
efisien. 
Tantangan dan Harapan Indonesia dalam Konteks GATT dan WTO 

Indonesia menghadapi tantangan diskriminasi dalam perdagangan internasional, 
terutama dari negara-negara maju terhadap produk dari negara berkembang. Untuk itu, 
Indonesia tetap menekankan pentingnya pengaturan perdagangan multilateral, di mana 
prinsip-prinsip nondiskriminasi dan perdagangan bebas dijaga agar perdagangan internasional 
berjalan dengan adil dan transparan. Sebagai anggota GATT yang kemudian menjadi bagian 
dari WTO (World Trade Organization), Indonesia berperan aktif dalam mendorong 
perdagangan yang inklusif, terutama untuk negara-negara berkembang. 

Dengan bergabung dalam WTO, Indonesia mengadopsi sistem yang lebih terbuka, 
meskipun masih ada ketegangan terkait kebijakan perdagangan antara negara maju dan 
negara berkembang. Indonesia diharapkan untuk terus mendukung sistem perdagangan 
internasional yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang adil, mengingat pentingnya 
menjaga kesejahteraan nasional melalui pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan 
perdagangan yang bebas hambatan. 
 
11.5 PRO DAN KONTRA TERHADAP PERDAGANGAN BEBAS 

Perdagangan bebas, terutama dalam konteks kawasan perdagangan bebas seperti 
ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA), menawarkan 
tantangan besar bagi Indonesia. Dengan adanya pasar bebas ini, Indonesia harus 
memposisikan produsen dan pelaku usaha domestik agar bisa bersaing dengan pelaku usaha 
dari negara lain, baik di kawasan ASEAN maupun global. Walaupun pasar bebas diharapkan 
dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam ekspor nonmigas, banyak 
kalangan yang masih memperdebatkan dampak dan efektivitasnya, terutama bagi negara-
negara berkembang seperti Indonesia. 
Pro Perdagangan Bebas 

Beberapa manfaat yang diperkirakan dapat diperoleh Indonesia dari perdagangan 
bebas, antara lain: 

1. Peningkatan Ekspor dan Perekonomian 
Dengan adanya perdagangan bebas, Indonesia memiliki peluang untuk mengakses 
pasar lebih luas, baik dalam kawasan ASEAN maupun dengan negara-negara besar 
seperti China. Ini membuka kesempatan bagi produk-produk Indonesia untuk bersaing 
di pasar internasional yang lebih besar, yang pada gilirannya diharapkan dapat 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama dalam sektor ekspor nonmigas. 

2. Akses ke Teknologi dan Investasi 
Dengan bergabung dalam perdagangan bebas, Indonesia juga dapat menarik investasi 
asing dan mendapatkan akses terhadap teknologi canggih dari negara-negara industri 
maju. Hal ini dapat mendorong inovasi, meningkatkan efisiensi, dan memperbaiki 
kualitas produk dalam negeri, yang pada akhirnya akan memperkuat daya saing di 
pasar global. 
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3. Peningkatan Kualitas Produk dan Kompetisi Sehat 
Pasar bebas mendorong produsen domestik untuk meningkatkan kualitas dan daya 
saing produk mereka. Keterbukaan pasar menuntut adanya inovasi dan efisiensi dalam 
produksi. Selain itu, adanya kompetisi dengan perusahaan dari luar negeri dapat 
meningkatkan kualitas produk lokal yang lebih kompetitif di pasar internasional. 

4. Pemanfaatan Keunggulan Komparatif 
Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dapat mengoptimalkan keunggulan 
komparatif mereka dalam sektor-sektor tertentu, seperti produk pertanian, tekstil, dan 
manufaktur ringan, yang lebih efisien jika dibandingkan dengan negara-negara maju 
yang memiliki biaya produksi lebih tinggi. 

Kontra Perdagangan Bebas 
Namun, perdagangan bebas juga mendapat kritikan tajam, terutama dari kalangan 

akademisi dan ekonom yang memandangnya sebagai ancaman bagi negara berkembang. 
Beberapa kritik terhadap perdagangan bebas antara lain: 

1. Mengganggu Cita-cita Keadilan Sosial: Menurut Sri Edi Swasono, pasar bebas bisa 
menggagalkan cita-cita mencapai keadilan sosial di Indonesia. Pasar bebas dapat 
menciptakan kesenjangan sosial yang lebih besar, dengan hanya menguntungkan 
segelintir kalangan yang memiliki daya beli lebih tinggi, sementara rakyat miskin dan 
tidak berdaya akan semakin terpinggirkan dan tidak bisa mengakses pasar. 

2. Mengancam Kedaulatan Ekonomi: Pasar bebas dapat mengurangi kemampuan negara 
untuk mengatur perekonomiannya sendiri. Dengan adanya liberalisasi ekonomi dan 
pengurangan proteksi terhadap industri domestik, negara dapat kehilangan kedaulatan 
ekonomi. Negara bisa terpaksa menerima keputusan ekonomi yang dibuat oleh 
perusahaan transnasional yang memiliki pengaruh besar di pasar global, tanpa 
mempertimbangkan kepentingan nasional. 

3. Eksploitasi terhadap Negara Berkembang: Pasar bebas sering kali memperkuat 
ketimpangan struktural antara negara maju dan negara berkembang. Negara-negara 
industri maju cenderung menguasai pasar global, sementara negara-negara 
berkembang, seperti Indonesia, tidak memiliki daya saing yang cukup untuk bertahan 
dalam pasar yang terbuka ini. Sehingga, mereka cenderung menjadi eksploitasi sumber 
daya tanpa mendapatkan keuntungan yang sebanding. 

4. Menambah Ketimpangan Sosial dan Ekonomi: Perdagangan bebas dapat 
memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi dalam negara berkembang. Sebagian 
besar kekayaan dan keuntungan akan terkonsentrasi pada pihak-pihak yang memiliki 
modal besar, sementara sebagian besar masyarakat tetap berada dalam kondisi miskin, 
bahkan terpinggirkan dari proses perekonomian. 

5. Mengabaikan Masalah Sosial dan Lingkungan: Seringkali, perdagangan bebas tidak 
memperhatikan masalah lingkungan dan kondisi tenaga kerja. Perusahaan-perusahaan 
besar yang beroperasi dalam pasar bebas cenderung mengabaikan standar lingkungan 
dan sosial demi mengejar efisiensi dan keuntungan. Ini bisa menyebabkan kerusakan 
lingkungan dan memperburuk kondisi kerja, terutama di negara-negara berkembang 
yang tidak memiliki regulasi ketat. 

6. Menurunnya Kemampuan Pemerintah untuk Melindungi Sektor Strategis: Dengan 
perdagangan bebas, sektor-sektor strategis dalam perekonomian nasional, seperti 
pertanian, kesehatan, pendidikan, dan industri-industri penting lainnya, bisa jatuh ke 
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tangan pihak swasta, baik lokal maupun asing. Hal ini bisa membahayakan kemandirian 
nasional dalam sektor-sektor yang penting bagi kesejahteraan masyarakat banyak. 
Perspektif Negara Dunia Ketiga 
Sebagaimana disampaikan oleh Martin Khor Kok Peng, dalam Perundingan Putaran 

Uruguay yang berfokus pada perdagangan internasional, negara-negara Dunia Ketiga 
(termasuk Indonesia) seharusnya berjuang untuk perdagangan yang adil (fair trade), bukan 
sekadar perdagangan bebas. Negara-negara berkembang perlu diberikan kesempatan untuk 
memprioritaskan kebutuhan pembangunan mereka, termasuk dalam hal pemenuhan 
kebutuhan dasar rakyat dan pembagian sumber daya yang lebih adil. Menurutnya, negara-
negara maju memiliki utang historis yang besar terhadap negara-negara berkembang akibat 
eksploitasi yang terjadi selama masa kolonialisme. 

Jika negara-negara berkembang ikut serta dalam perdagangan bebas tanpa 
perlindungan atau mekanisme yang adil, mereka bisa kehilangan kemampuan untuk mengatur 
ekonomi, lingkungan, dan kebudayaan mereka sendiri. Sebagai akibatnya, negara-negara 
berkembang bisa lebih mudah dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan transnasional yang 
mendominasi pasar global. 

Jalan Tengah 
Indonesia dihadapkan pada dua pilihan sulit: menutup diri dari globalisasi dengan 

kebijakan proteksionisme atau ikut terlibat dalam perdagangan bebas yang membawa banyak 
risiko. Meskipun ada dampak negatif dari perdagangan bebas, terutama dalam hal 
ketimpangan sosial-ekonomi, Indonesia tidak dapat menutup diri dari arus globalisasi. 
Globalisasi adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari, dan Indonesia perlu menyiapkan 
sumber daya manusia, teknologi, kualitas produk, dan sistem hukum yang mendukung agar 
bisa bersaing dengan negara-negara lain. 

Sebagai anggota WTO dan berbagai perjanjian perdagangan regional, Indonesia perlu 
memastikan bahwa kebijakan perdagangan yang diambil tetap memperhatikan kepentingan 
nasional dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan perdagangan harus dirancang untuk 
memperkuat sektor-sektor domestik, melindungi tenaga kerja, dan menjaga kelestarian 
lingkungan, sembari tetap berkompetisi di pasar global. 
Langkah-Langkah yang Harus Diambil Pemerintah dalam Mengantisipasi Pasar Bebas 

Untuk menghadapi pasar bebas yang semakin terbuka dan era globalisasi yang terus 
berkembang, Indonesia harus melakukan berbagai langkah strategis guna melindungi 
kepentingan nasional sekaligus memanfaatkan peluang yang ada. Beberapa langkah penting 
yang perlu diambil pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi pasar bebas adalah sebagai 
berikut: 
1. Penguasaan Wawasan Internasional dan Instrumen Hukum Internasional 

Dalam era perdagangan bebas dan globalisasi, pembuat kebijakan di bidang 
perdagangan internasional dan pelaksana di lapangan harus memiliki wawasan internasional 
yang luas. Hal ini mencakup pemahaman mendalam terhadap instrumen hukum internasional 
yang terkait dengan perdagangan internasional, seperti aturan yang tercakup dalam WTO, 
GATT, dan berbagai perjanjian multilateral lainnya. Kemampuan untuk memahami dan 
mengimplementasikan peraturan internasional yang ada akan memperkuat posisi Indonesia 
dalam perundingan dan praktik perdagangan internasional. 
2. Memperjuangkan Kepentingan Nasional dalam Konteks Global 

Indonesia harus menyadari bahwa dalam era globalisasi, kepentingan nasional perlu 
diperjuangkan dengan cara yang lebih bijaksana. Negara harus mampu menjaga keseimbangan 
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antara kepentingan domestik dan kewajiban internasional dalam konteks salut ketergantungan 
antarnegara. Indonesia perlu memperjuangkan kepentingannya dengan cara yang kooperatif, 
bukan dengan mengalihkan masalah kepada negara lain. Membangun hubungan yang saling 
menguntungkan dan berlandaskan pada saling ketergantungan ini akan meningkatkan 
stabilitas perdagangan internasional. 
3. Penggunaan Konsep Kedaulatan dengan Bijaksana 

Kedaulatan negara harus dipahami dengan kearifan yang tinggi, terutama karena 
konsep ini telah mengalami perubahan substansial dalam era globalisasi. Indonesia tidak bisa 
hanya mengandalkan argumen kedaulatan untuk menolak kewajiban internasional yang 
timbul dari kesepakatan multilateral. Jika diterapkan secara ekstrem, konsep kedaulatan yang 
kaku dapat menyebabkan ketegangan bahkan konflik di arena internasional. Oleh karena itu, 
kebijakan yang mengedepankan kepentingan nasional harus diimbangi dengan keterbukaan 
terhadap kerjasama internasional. 
4. Memperkuat Sistem Perdagangan Multilateral melalui Keanggotaan WTO 

Keanggotaan Indonesia dalam WTO membawa hak dan kewajiban yang jelas. Untuk 
mengamankan hak-hak Indonesia dalam jangka panjang, penting bagi pemerintah untuk 
memperkuat sistem perdagangan multilateral yang telah disepakati oleh mayoritas negara. 
Salah satu cara untuk memperkuat sistem ini adalah dengan menunjukkan konsistensi dalam 
mematuhi peraturan WTO, serta berkomitmen untuk mengoptimalkan peran Indonesia dalam 
forum multilateral guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan perdagangan internasional. 
5. Penegakan Hukum Internasional dalam Perdagangan 

Indonesia harus memastikan bahwa hukum yang mengatur perdagangan internasional 
diterapkan dengan tegas dan adil. Ini termasuk norma hukum yang menyangkut hak milik, hak 
kebendaan, hukum kontrak, serta hukum sektoral lainnya. Penegakan norma-norma hukum 
internasional penting agar negara-negara berkembang, seperti Indonesia, dapat melindungi 
diri dari kebijakan sepihak negara maju yang sering merugikan negara berkembang. Indonesia 
harus memiliki kemampuan hukum yang memadai untuk memastikan bahwa kewajiban 
internasional dijalankan sesuai dengan kepentingan nasional. 
6. Memanfaatkan Forum Penyelesaian Sengketa Multilateral 

Dalam menghadapi perselisihan dagang dengan mitra internasional, Indonesia 
sebaiknya memanfaatkan forum penyelesaian sengketa multilateral, seperti yang disediakan 
oleh WTO, dibandingkan dengan penyelesaian secara bilateral. Penyelesaian sengketa secara 
bilateral sering kali tidak menguntungkan negara berkembang karena bisa didominasi oleh 
negara-negara besar. Dengan memanfaatkan mekanisme multilateral, Indonesia dapat 
memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan lebih adil dan seimbang. 
7. Mempersiapkan Diri untuk Kehilangan Perlakuan Khusus 

Setelah meratifikasi perjanjian WTO, Indonesia sebagai negara berkembang perlu 
mempersiapkan diri untuk beroperasi dalam situasi di mana perlakuan khusus yang diberikan 
sebelumnya akan segera berakhir. Oleh karena itu, pembuat kebijakan di Indonesia perlu 
menyesuaikan kebijakan ekonomi untuk memastikan bahwa negara dapat bersaing di pasar 
global tanpa mengandalkan perlakuan khusus yang diberikan oleh negara maju. 
8. Penyesuaian pada Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Nasional 

Setelah meratifikasi perjanjian WTO, Indonesia harus segera menginventarisasi dan 
menyesuaikan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan 
perdagangan internasional. Ini termasuk penyesuaian hukum di sektor-sektor yang krusial, 
seperti hak milik intelektual, bea cukai, standar teknis, dan peraturan perdagangan barang dan 



H u k u m  D a g a n g  I n t e r n a s i o n a l  | 168 

 

 
Dr. Agus Wibowo & Dr. Sri Yulianingsih, SH, M.Kn. 
 

jasa. Penyesuaian ini penting agar Indonesia bisa mengimplementasikan komitmen 
internasional dengan lebih efektif dan membangun sistem hukum yang mendukung 
perdagangan yang adil dan saling menguntungkan. 
Komitmen Indonesia dalam Putaran Uruguay: 

Indonesia, dalam perundingan Putaran Uruguay, sudah menunjukkan partisipasi aktif 
yang lebih nyata dibandingkan dengan putaran-putaran sebelumnya. Beberapa komitmen 
Indonesia yang penting dalam perjanjian ini antara lain: 

1. Ratifikasi Hambatan Nontarif dalam Perdagangan Hasil Pertanian: Indonesia telah 
setuju untuk mengurangi hambatan nontarif dalam perdagangan produk pertanian. Ini 
termasuk penghapusan hambatan-hambatan perdagangan yang menghambat 
perdagangan antarnegara. 

2. Perumusan Tarif: Indonesia telah berkomitmen untuk merumuskan tarif perdagangan 
secara lebih transparan dan adil, termasuk pengurangan tarif untuk produk-produk 
tertentu. 

3. Peningkatan Tarif untuk Produk Perindustrian: Indonesia berkomitmen untuk 
meningkatkan tarif untuk produk perindustrian, dengan 6.848 posisi tarif berada pada 
tingkat 40%, dan 688 posisi lainnya di bawah 40%. 

4. Penghapusan Hambatan Nontarif dan Bea Masuk Tambahan: Indonesia berencana 
menghapus hambatan nontarif dalam 98 posisi tarif dan menghapus bea masuk 
tambahan (surcharge) dalam 172 posisi tarif. Ini menunjukkan komitmen Indonesia 
untuk meningkatkan akses pasar yang lebih bebas dan adil bagi produk ekspornya. 
Dengan langkah-langkah ini, Indonesia berusaha mengoptimalkan manfaat dari 

perdagangan internasional, meskipun di sisi lain harus berhati-hati dan siap menghadapi 
tantangan yang datang dengan implementasi pasar bebas. 
 
Komitmen dan Langkah-Langkah Pemerintah Indonesia Mendukung Liberalisasi 
Perdagangan 
Kerja Sama Internasional dan Prospek Indonesia ke Depan 

Indonesia, sesuai dengan ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999-
2004, menjadikan politik luar negeri yang bebas aktif sebagai landasan dalam membangun 
hubungan internasional. Hal ini juga mencakup solidaritas antarnegara berkembang, 
mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, serta meningkatkan kemandirian 
bangsa melalui kerja sama internasional. Salah satu sektor yang fokus diperhatikan adalah 
perdagangan dan industri untuk meningkatkan ekspor nonmigas, memperbaiki daya saing, dan 
memperluas pasar luar negeri. 

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan global, Indonesia terus berusaha 
membangun kerja sama yang saling menguntungkan dengan negara-negara lain dalam sistem 
perdagangan internasional yang adil, terbuka, dan bebas dari hambatan yang selama ini 
dianggap merugikan perdagangan dunia. Keberhasilan Indonesia dalam bidang ekonomi juga 
sangat bergantung pada kestabilan dan pengaturan sistem perdagangan internasional, 
khususnya melalui General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan penerapan kebijakan 
yang dapat meningkatkan dan memperluas pasar produk Indonesia. 

Sebagai bagian dari komitmen internasional, Indonesia pada tahun 1994 mengesahkan 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Agreement on Establishing the World Trade 
Organization (WTO), yang menjadi fondasi penting dalam hubungan perdagangan global. 
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Beberapa kebijakan yang diterapkan dalam perdagangan internasional di Indonesia 
meliputi: 
✓ Bea Cukai 
✓ Pajak 
✓ Tarif 
✓ Kuota 
✓ Penunjukan Importir 
✓ Substitusi Impor 

 
Alasan perdagangan internasional antara lain dipengaruhi oleh teori ekonomi klasik, seperti: 
➢ Keunggulan Absolut (Adam Smith) 
➢ Keunggulan Komparatif (David Ricardo), serta faktor produksi yang melibatkan modal 

dan tenaga kerja. 
Indonesia juga melakukan berbagai kebijakan untuk mengatur ekspor, di antaranya: 

1. Diversifikasi: memperluas pangsa pasar, meningkatkan kualitas produk, dan 
menambah jenis barang. 

2. Devaluasi: penurunan nilai mata uang. 
3. Subsidi dan Premi Ekspor 
4. Kestabilan harga domestik 

 
Upaya Antisipasi yang telah dilakukan Indonesia: 

o Pendidikan kepada masyarakat untuk lebih mencintai produk dalam negeri. 
o Negosiasi ulang kesepakatan perdagangan, terutama di sektor yang belum siap. 
o Seleksi produk untuk melindungi industri nasional. 
o Pengetatan pemeriksaan barang yang masuk. 
o Kemudahan pendanaan melalui kredit usaha dengan bunga rendah. 
o Pemberlakuan standar nontarif, seperti Standar Nasional Indonesia (SNI). 

 
Kebaikan Ekonomi Pasar Bebas 
Pasar bebas dipercaya memberikan banyak keuntungan, antara lain: 
✓ Efisiensi: Penggunaan faktor produksi secara efisien, baik alokatif maupun produktif. 
✓ Kegiatan Ekonomi Efisien: Perubahan yang terjadi di pasar dapat mendorong efisiensi 

kegiatan ekonomi. 
✓ Pertumbuhan Ekonomi: Memberikan kebebasan bagi individu dalam kegiatan 

ekonomi, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis. 
✓ Kebebasan bagi pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan ekonomi yang ingin 

dijalankan. 
 
Kegagalan Ekonomi Pasar Bebas 

Meskipun ada banyak kebaikan, pasar bebas juga memiliki beberapa kelemahan yang 
harus diperhatikan: 

o Eksternalitas Merugikan: Ongkos sosial yang lebih tinggi daripada ongkos pribadi, 
seperti pencemaran atau polusi. 

o Kekurangan Barang Publik dan Barang Merit: Barang yang penting bagi masyarakat 
namun sulit diakses secara merata, seperti pembangunan jalan atau pendidikan. 



H u k u m  D a g a n g  I n t e r n a s i o n a l  | 170 

 

 
Dr. Agus Wibowo & Dr. Sri Yulianingsih, SH, M.Kn. 
 

o Distribusi Pendapatan Tidak Merata: Pasar bebas cenderung menciptakan 
ketimpangan pendapatan, memberi keuntungan lebih besar pada yang efisien, 
kreatif, atau terampil. 

 
 
Campur Tangan Pemerintah dalam Pasar Bebas 

Mengingat beberapa kelemahan pasar bebas, intervensi pemerintah menjadi penting 
untuk: 
➢ Mengawasi Eksternalitas Merugikan: Untuk menghindari dampak negatif yang timbul 

dari kegiatan ekonomi. 
➢ Penyediaan Barang Publik: Memastikan barang publik cukup tersedia untuk 

masyarakat. 
➢ Mengawasi Perusahaan Besar: Terutama yang berpotensi mendominasi pasar. 
➢ Menjamin Keadilan Ekonomi: Mengurangi ketidaksetaraan dalam masyarakat. 
➢ Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi yang Efisien 

 
Campur tangan pemerintah dapat dilakukan dengan: 

1. Pembuatan Undang-Undang untuk meningkatkan efisiensi pasar, menciptakan 
persaingan bebas, dan mencegah monopoli. 

2. Kebijakan Fiskal dan Moneter: Pemerintah dapat mengatur anggaran belanja dan 
penerimaan negara untuk menyeimbangkan ekonomi dan menjaga stabilitas harga. 

Peran Indonesia dalam WTO adalah untuk mendukung liberalisasi perdagangan dan 
mengembangkan ekspor, terutama ekspor nonmigas. Indonesia telah menerima kewajiban 
yang lebih ringan dalam perdagangan internasional melalui GATT dan kini WTO, yang 
memberikan akses lebih mudah ke pasar dunia. 
Sikap terhadap Pasar Bebas: 

o Kontra: Pasar bebas dianggap dapat menggagalkan cita-cita keadilan sosial dan 
melindungi masyarakat miskin. 

o Pro: Pasar bebas diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia, 
terutama untuk negara berkembang. 

Kesimpulan: 
Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah yang strategis untuk mengantisipasi 

dan memanfaatkan pasar bebas dengan tetap mempertahankan kedaulatan nasional dan 
melindungi kepentingan rakyat, sekaligus berkomitmen pada perjanjian internasional yang 
mendukung sistem perdagangan yang terbuka dan adil. 
 
11.6 PERBEDAAN PERDAGANGAN JASA DAN PERDAGANGAN BARANG 

Perdagangan jasa dan perdagangan barang memiliki karakteristik yang berbeda, yang 
mempengaruhi cara transaksi dan pengaturannya di tingkat internasional. 

1. Nature of Service Transactions: 
Pada perdagangan barang, barang dapat dipindahkan dari satu tempat ke 

tempat lain. Sementara itu, pada perdagangan jasa, transaksi mengharuskan kehadiran 
langsung antara produsen dan konsumen. Konsumen luar negeri yang ingin membeli 
produk jasa dari suatu negara harus bertransaksi langsung dengan penyedia jasa di 
negara tersebut. Oleh karena itu, perdagangan jasa sering kali melibatkan pergerakan 
modal atau tenaga kerja antar negara. 
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2. Regulasi dan Kontrol: 
Perdagangan jasa memerlukan pengaturan yang ketat guna menghindari 

kegagalan pasar atau market failure. Kegagalan pasar dapat terjadi jika informasi 
mengenai produk jasa tidak cukup bagi konsumen untuk membuat keputusan yang 
tepat. Sebagai contoh, jika konsumen ingin menggunakan jasa tenaga ahli konstruksi 
asing, mereka harus mengetahui kualitas tenaga ahli tersebut. Oleh karena itu, regulasi 
yang memadai dan standar kualitas yang jelas sangat penting dalam perdagangan jasa. 

Berbeda dengan barang, yang dapat disimpan dalam stok, produk jasa tidak 
mengenal penyimpanan. Penyediaan jasa selalu dilakukan langsung oleh produsen 
tanpa melalui proses penyimpanan, yang membuat regulasi dan kontrol menjadi lebih 
penting untuk memastikan transaksi yang adil dan transparan. 

3. Hambatan Perdagangan: 
Hambatan dalam perdagangan barang sering kali dapat dideteksi melalui 

perbedaan harga atau price differential, sementara hambatan dalam perdagangan jasa 
lebih sulit untuk dideteksi karena biasanya berupa peraturan-peraturan yang kurang 
transparan. Hal ini menyebabkan lebih sulitnya mengetahui dampak dari hambatan-
hambatan dalam perdagangan jasa dibandingkan dengan barang. 

4. Sifat Jasa dan Barang: 
Jasa bersifat intangible (tidak nyata), sementara barang bersifat tangible 

(nyata). Sebagai contoh, dalam sektor perbankan internasional, jasa yang diberikan 
tidak terlihat fisiknya, seperti klaim dan kewajiban dalam mata uang asing. Di sisi lain, 
barang memiliki bentuk fisik yang jelas dan dapat dilihat serta dipindahkan. 

Perdagangan jasa sering kali terkait dengan regulasi yang lebih ketat 
dibandingkan perdagangan barang, misalnya dalam industri penerbangan yang 
mengatur standar keselamatan. 

5. Kompetisi dalam Sektor Jasa: 
Pasar jasa seringkali ditandai dengan kompetisi yang tidak sempurna (imperfect 

competition). Sebagai contoh, dalam industri telekomunikasi, banyak negara yang 
menyediakan infrastruktur telekomunikasi melalui monopoli pemerintah, yang 
menciptakan kurangnya kompetisi di sektor ini. 

 
PENGATURAN PERDAGANGAN JASA MENURUT HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL 

Untuk menangani masalah perdagangan internasional, ECOSOC (Economic and Social 
Council) pada PBB mengadakan konferensi pada Februari 1946 untuk menyusun piagam 
internasional dalam bidang perdagangan. Pada saat yang hampir bersamaan, pemerintah AS 
mengusulkan draf piagam untuk International Trade Organization (ITO). 

Pada tahun 1947, perundingan di Jenewa diadakan untuk merumuskan piagam ITO dan 
menurunkan tarif bea masuk, yang kemudian menjadi bagian dari perjanjian General 
Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Namun, ITO tidak pernah terwujud karena kongres AS 
menolaknya, meskipun usaha untuk mewujudkannya terus dilakukan. GATT, yang awalnya 
dirancang sebagai perjanjian sementara, akhirnya menjadi lembaga utama dalam 
perdagangan internasional hingga pembentukan World Trade Organization (WTO) pada 1994. 

Proses pembentukan WTO dimulai dengan pertemuan para anggota GATT di Punta Del 
Este, Uruguay pada tahun 1986 yang dikenal dengan Uruguay Round. Rangkaian perundingan 
ini membahas hal-hal baru terkait perdagangan internasional, termasuk sektor jasa yang 
sebelumnya tidak diatur dalam GATT. Salah satu hasil penting dari perundingan ini adalah GATS 
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(General Agreement on Trade in Services), yang menjadi perjanjian multilateral pertama di 
bidang perdagangan jasa. 

Deklarasi Punta Del Este (1986) menandai kesepakatan antara negara maju dan negara 
berkembang untuk memasukkan perdagangan jasa ke dalam kerangka GATT/WTO. Negara 
berkembang pada awalnya menentang ide ini, namun akhirnya tercapai kompromi yang 
memungkinkan peraturan perdagangan jasa diatur terpisah dari aturan perdagangan barang. 
Hal ini bertujuan untuk meminimalkan konflik antara keduanya. 

Kesepakatan dalam Deklarasi Punta Del Este mencakup beberapa hal penting: 
1. Para menteri sepakat untuk meluncurkan perundingan perdagangan jasa sebagai 

bagian dari perundingan perdagangan multilateral. 
2. Perundingan tersebut bertujuan untuk membentuk kerangka hukum yang mendukung 

perdagangan jasa yang lebih transparan dan progresif. 
3. Kerangka hukum ini harus menghormati hukum nasional dan ketentuan yang berlaku 

mengenai jasa serta bekerja sama dengan organisasi internasional yang relevan. 
4. Untuk pelaksanaan perundingan, dibentuk kelompok perundingan jasa yang harus 

melaporkan hasilnya kepada Komite Perundingan Perdagangan. 
GATS memberikan landasan hukum untuk memperdalam dan memperluas liberalisasi sektor 
jasa di negara-negara anggota, dengan tujuan meningkatkan perdagangan jasa global. GATS 
bertindak sebagai kerangka perjanjian yang mengatur prinsip dan ketentuan yang harus diikuti 
dalam perdagangan jasa internasional. 

Lanjutan penjelasan mengenai GATS (General Agreement on Trade in Services) ini 
memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang bagaimana perdagangan jasa diatur 
dalam kerangka WTO dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan aturan-aturan 
tersebut. 

GATS mencakup berbagai jenis perdagangan jasa yang didasarkan pada empat mode 
atau cara yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) GATS, yang meliputi: 

1. Cross-border supply (jasa lintas batas): Jasa yang diberikan dari satu negara ke negara 
lain, misalnya jasa telekomunikasi. 

2. Consumption abroad (konsumen mengkonsumsi jasa di luar negeri): Jasa yang 
diterima oleh konsumen yang datang ke negara lain, misalnya pariwisata. 

3. Commercial presence (kehadiran komersial): Jasa yang diberikan oleh perusahaan dari 
satu negara melalui kehadiran fisik di negara lain, misalnya bank asing yang membuka 
cabang di negara lain. 

4. Presence of natural persons (kehadiran orang alami): Jasa yang diberikan oleh individu 
dari satu negara yang bekerja di negara lain, seperti konsultan, pengacara, atau 
akuntan. 
Dengan demikian, GATS mengatur banyak aspek perdagangan jasa dan memberikan 

pendekatan yang lebih sistematis untuk memastikan perdagangan internasional berjalan 
dengan lebih transparan dan lebih terbuka. Meskipun negara-negara berkembang awalnya 
ragu untuk memasukkan perdagangan jasa ke dalam kerangka GATT/WTO, GATS akhirnya 
menjadi platform untuk memperkuat sistem perdagangan jasa yang mencakup berbagai sektor 
dengan peraturan yang lebih jelas dan mendalam. 
 
Kewajiban dan Komitmen dalam GATS 

Kewajiban umum dan disiplin dalam GATS diterapkan pada semua sektor jasa oleh 
semua negara anggota WTO. Beberapa kewajiban utama termasuk: 
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1. Most Favoured Nation (MFN): Negara anggota harus memberikan perlakuan yang 
sama kepada semua negara anggota WTO dalam hal perdagangan jasa, tanpa 
diskriminasi. 

2. Transparansi: Negara anggota diwajibkan untuk menyediakan informasi yang jelas dan 
terbuka mengenai kebijakan dan regulasi terkait perdagangan jasa. 

3. Prosedur hukum: Setiap negara anggota harus memiliki prosedur hukum yang jelas 
untuk menyelesaikan sengketa terkait perdagangan jasa. 

Sementara itu, kewajiban khusus terkait dengan komitmen yang dibuat oleh negara anggota 
dalam "Schedule of Commitments" (SOC), yang mengikat negara-negara anggota untuk 
memberikan perlakuan yang adil dan setara terhadap jasa dan pemasok jasa dari negara lain. 
Kewajiban khusus ini mencakup: 

1. National treatment: Negara anggota harus memberikan perlakuan yang setara kepada 
penyedia jasa domestik dan asing. 

2. Market access: Negara anggota tidak boleh membatasi atau menghalangi akses pasar 
bagi penyedia jasa asing. 

 
Struktur dan Pembahasan dalam GATS 
GATS juga mencakup beberapa dokumen penting, di antaranya: 

1. Framework Agreement: Perjanjian dasar yang mencakup prinsip-prinsip umum, 
ketentuan dasar, dan kewajiban yang harus diterapkan oleh semua negara anggota. Ini 
mencakup ketentuan-ketentuan terkait dengan transparansi, MFN, akses pasar, dan 
perlakuan nasional. 

2. Schedule of Commitments (SOC): Merupakan daftar komitmen negara-negara anggota 
yang mengatur apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan terkait 
perdagangan jasa. SOC ini merupakan komitmen khusus yang dibuat oleh negara 
anggota dan mengikat negara tersebut untuk mematuhi aturan yang disepakati. 

3. Annexes: Lampiran yang mencakup pengecualian khusus dan sektor-sektor tertentu, 
seperti sektor transportasi udara, jasa keuangan, telekomunikasi, dan sebagainya. 

Dengan pengaturan ini, GATS bertujuan untuk memastikan perdagangan jasa yang lebih 
terbuka dan terstruktur dengan lebih baik, memungkinkan negara-negara anggota untuk 
berpartisipasi dalam perdagangan jasa global dengan prinsip-prinsip yang adil, transparan, dan 
liberalisasi yang berkelanjutan. 

Secara keseluruhan, GATS berfungsi sebagai fondasi penting dalam membentuk 
kerangka hukum yang mengatur perdagangan jasa di tingkat internasional, memperkuat 
ekonomi global, serta memberikan kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk 
berpartisipasi dan berkembang dalam sektor perdagangan jasa. 
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